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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 48 TAHUN 2008 

 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 

NOMOR 48 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  

TEKNIS DINAS KOTA SALATIGA 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 

ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kota Salatiga. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang    Nomor    17 Tahun   1950   
tentang Pembentukan   Daerah-daerah Kota 
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1992 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4741); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 
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Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8; 

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 
2008 Nomor 10). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA  UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS KOTA 
SALATIGA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.  
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Salatiga. 
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai 
negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan 
tertentu serta bersifat mandiri.  

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai keahliannya. 
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7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah 
unsur pelaksana tugas pada Dinas Daerah. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada: 
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Pekerjaan Umum; 
d. Dinas Tata Kota; 
e. Dinas Pertanian; 
f.    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah; 
g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan 

Pariwisata; dan 
h. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 

(2) UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 

a. UPT Kecamatan Tingkir; 
b. UPT Kecamatan Argomulyo; 
c. UPT Kecamatan Sidorejo; 
d. UPT Kecamatan Sidomukti; dan 
e. UPT Sanggar Kegiatan Belajar. 

(3) UPT pada Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, terdiri dari: 
a. UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat; 
b. UPT Instalasi Farmasi; 
c. UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat; 
d. UPT Puskesmas Sidorejo Lor; 
e. UPT Puskesmas Kalicacing; 
f. UPT Puskesmas Mangunsari; 
g. UPT Puskesmas Tegalrejo; 
h. UPT Puskesmas Cebongan; dan 
i. UPT Puskesmas Sidorejo Kidul. 

(4) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, adalah UPT Pemadam Kebakaran. 
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(5) UPT pada Dinas Tata Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, adalah UPT Pembuangan Akhir Sampah 

(6) UPT pada Dinas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e, terdiri dari: 
a. UPT Rumah Potong Hewan dan Balai Benih Ikan; dan 
b. UPT Badan Penyuluh Pertanian. 

(7) UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f, terdiri dari: 
a. UPT Pasar I, meliputi:  

1. Pasar Raya I; 
2. Pasar Pagi; dan 
3. Pasar Ayam. 
 

b. UPT Pasar II, meliputi:  
1. Pasar Raya II; 
2. Shopping Center; dan  
3. Tamansari. 

c. UPT Pasar III, meliputi:  
1. Pasar Blauran; 
2. Pasar Sayangan; dan  
3. Pasar Jl. Pahlawan. 

d. UPT Pasar IV, meliputi:  
1. Pasar Rejosari; 
2. Pasar Jetis; 
3. Pasar Banyu Putih; 
4. Pasar Cengek; 
5. Pasar Andong; dan  
6. Pasar Eks Pondok Boro. 

(8) UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan 
Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri 
dari: 
a. UPT Terminal; dan 
b. UPT Perparkiran. 

(9) UPT pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah UPT 
Taman Makam Pahlawan. 
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BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
 

Pasal 3 
UPT merupakan unsur pendukung Dinas dalam penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat di bidang tertentu.  
 

Pasal 4 
(1) Susunan organisasi UPT terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Kepala UPT; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui Kepala UPT. 

(5) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB IV 

TATA KERJA 
 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata 
Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi  dan simplifikasi secara 
vertikal dan horisontal di lingkungan masing-masing sesuai dengan 
tugas pokoknya. 
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BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
 

Pasal 6 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, dan 

uraian tugas pejabat struktural dan fungsional pada UPT diatur 
dalam Peraturan Walikota tersendiri. 

(2) Sebelum diundangkannya Peraturan Walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka tugas pokok, fungsi, dan uraian 
tugas pejabat struktural dan fungsional pada UPT akan diatur 
oleh masing-masing Kepala Dinas. 

Pasal 7 
Pengaturan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas pejabat struktural 
dan fungsional pada UPT oleh masing-masing Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan paling 
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini mulai 
berlaku. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 
masing-masing Kepala Dinas. 

 
 

Pasal 9 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 
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Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
 

Cap TTD 
 

JOHN MANUEL MANOPPO 
 
 
Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
 

Cap  TTD 
 

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 
 

BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 48  
 
 
 

Sesuai dengan aslinya: 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

NUGROHO INDRO P.,SH,M.Hum 
Pembina 

NIP. 500 050 512  



 9

Lampiran   Peraturan Walikota 
Salatiga 

Nomor    : 48 Tahun 
2008 

Tanggal  : 24 
desember 2008 
 
 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT 
 

 
 
 
 
 

 
KEPALA DINAS 

 
KEPALA UPT 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL  

SUBBAGIAN  
TATA USAHA  

WALIKOTA SALATIGA, 
 
 

Cap  TTD 
 

JOHN MANUEL MANOPPO 
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 51 TAHUN 2008 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 51 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
SALATIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

20 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Salatiga, perlu mengatur mengenai 
penjabaran tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, 
agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, 
dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai 
uraian tugas pejabat struktural; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 
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Tugas Pejabat Struktural pada Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Salatiga 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan   Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007  Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2008 Nomor 9). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS 
POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT 
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
SALATIGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 

8. Daerah adalah Kota Salatiga. 
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

10. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 

12. Walikota adalah Walikota Salatiga.  
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan 
Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. 
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14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga. 
15. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga. 
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 
17. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Salatiga. 
18. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya 

disingkat DP3, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. 

 
BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
 

Pasal 2 
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: 
a) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; 
b) Subbagian Pemerintahan Umum;  
c) Subbagian Pertanahan dan Perumahan. 

2. Bagian Hukum, terdiri dari: 
a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;  
b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia;  
c) Subbagian Dokumentasi Hukum. 

3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: 
a) Subbagian Protokol; 
b) Subbagian Pemberitaan;  
c) Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan 

Data Elektronik. 
c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat, terdiri dari: 
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari: 

a) Subbagian Bina Produksi; 
b) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah;  
c) Subbagian Lingkungan Hidup. 

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 
a) Subbagian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan; 
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b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;  
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
a) Subbagian Sosial dan Budaya; 
b) Subbagian Agama dan Pendidikan;  
c) Subbagian Pemuda dan Olah Raga. 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari: 
1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari: 

a) Subbagian Kelembagaan; 
b) Subbagian Tatalaksana;  
c) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur 

dan Kepegawaian.  
2. Bagian Umum, terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi; 
b) Subbagian Rumah Tangga;  
c) Subbagian Perlengkapan. 

3. Bagian Administrasi Keuangan, terdiri dari: 
a) Subbagian Administrasi  Pengendalian Keuangan; 
b) Subbagian Analisis dan Pengembangan Keuangan 

Daerah;  
c) Subbagian Keuangan Sekretariat. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota. 

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c 
dan huruf d, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Daerah.   

(4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Bagian. 

(5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Asisten. 

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membawahi 
Subbagian. 

(7) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 
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BAB III 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 

STRUKTURAL PADA 
SEKRETARIAT DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 
 

Pasal 3 
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, 
membina administrasi, membina aparatur pemerintahan 
daerah.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang 

penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan hubungan 
masyarakat, meliputi penganalisisan data, perumusan 
kegiatan dan petunjuk pelaksanaan serta pemantauan dan 
evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, 
hukum dan hubungan masyarakat; 

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang 
penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat meliputi penganalisisan data, 
perumusan kegiatan dan petunjuk pelaksanaan serta 
pemantauan dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan 
pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 

c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang 
penyelenggaraan prasarana dan sarana Pemerintah 
Daerah, organisasi dan kepegawaian sekretariat dan 
administrasi keuangan, meliputi penganalisisan data, 
perumusan kegiatan dan petunjuk pelaksanaan serta 
pemantauan dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan 
prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, organisasi dan 
kepegawaian sekretariat dan administrasi keuangan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
bidang tugas.  
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah melalui masukan, pembahasan dan kajian 
Perangkat Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan 
Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah sesuai ketentuan sebagai 
pedoman kerja Perangkat Daerah; 

c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sesuai ketentuan agar sasaran dan target yang 
ditetapkan dapat tercapai; 

d. menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan 
kajian para Asisten dan Bagian sebagai pedoman 
penyusunan Rencana Kerja Tahunan; 

e. menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai Rencana 
Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran-saran 
para Asisten dan Bagian sebagai pedoman kerja; 

f. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran dan 
Pengelola Barang sesuai ketentuan yang berlaku agar 
kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana; 

h. mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum 
daerah dan perjanjian; 

i. menetapkan kebijakan teknis sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

j. memimpin rapat koordinasi lintas sektoral sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyampaikan rekomendasi sesuai kewenangan sebagai 
masukan untuk penetapan kebijakan Walikota; 

l. melaksanakan pembinaan pegawai sesuai ketentuan yang 
berlaku agar kinerja meningkat; 

m. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan anggaran dan 
pengelolaan barang agar sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan 
misi, baik Sekretariat Daerah maupun Pemerintah Daerah; 
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o. menganalisis seluruh laporan pelaksanaan program dan 
hasil pembangunan sesuai ketentuan sebagai bahan 
pertanggungjawaban Walikota; 

p. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 
sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 

q. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Walikota sesuai bidang tugas. 

 
Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan 
 

Paragraf 1 
Asisten Pemerintahan 

 
Pasal 4 

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk 
penyelenggaraan tata pemerintahan, hukum dan hubungan 
masyarakat serta evaluasi dan  laporan pelaksanaan tugas 
bagian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyusunan kegiatan, pemantauan dan pelaksanaan 
evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan, hukum dan 
hubungan masyarakat; 

b. pembinaan pelaksanaan tugas Bagian; dan 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Asisten Pemerintahan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

otonomi daerah dan kerjasama, pemerintahan umum, 
pertanahan dan perumahan, sesuai dengan kebijakan 
Daerah; 
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b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam 
penyusunan produk hukum daerah dan perjanjian agar 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kewenangan dan kebutuhan Daerah; 

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam 
pengelolaan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan 
hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan protokoler, 
pemberitaan, dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data 
elektronik sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang 
timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan guna 
pemecahan dan penyelesaiannya sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

f. membina dan mengarahkan bawahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan hubungan 
masyarakat agar sesuai dengan Rencana Strategis Kota 
Salatiga; 

g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Walikota secara berkala sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Presiden secara berkala 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. merumuskan sistem, prosedur dan metode kerja di 
lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dan 
pedoman berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan 
tertib dan lancar; 

j. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
penyelenggaraan pemerintahan, hubungan masyarakat dan 
perancangan produk hukum daerah guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Asisten Pemerintahan, dengan arahan dan petunjuk agar 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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l. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 
secara berkala sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas yang 
akan datang; 

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Asisten Pemerintahan sesuai dengan jabatannya masing-
masing agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai 
rencana; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 5 

Asisten Pemerintahan terdiri dari: 
a. Bagian Tata Pemerintahan; 
b. Bagian Hukum; dan 
c. Bagian Hubungan Masyarakat. 

 
 

Paragraf 2 
Bagian Tata Pemerintahan 

 
Pasal 6 

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan otonomi daerah, 
kerjasama daerah, pemerintahan umum serta pertanahan dan 
perumahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 

serta petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah dan 
kerjasama daerah; 

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan 
umum; 
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c. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan pertanahan dan 
perumahan; 

d. penyusunan dan perumusan serta pengkajian kewenangan 
daerah; 

e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan otonomi 
daerah; 

f. penyusunan dan perumusan serta pengkajian kerjasama 
daerah; 

g. penyusunan bahan pembinaan pengembangan pertanahan 
dan perumahan; 

h. penyusunan kegiatan tahunan Walikota; 
i. penyelenggaraan administrasi Bagian Tata Pemerintahan; 
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. penyusunan evaluasi dan laporan atas pelaksanaan 

kegiatan kerja Bagian Tata Pemerintahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja Bagian Tata Pemerintahan 

berdasarkan peraturan maupun program-program 
Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan 
otonomi daerah dan kerjasama, pemerintahan umum serta 
pengembangan pertanahan dan perumahan, sesuai dengan 
kewenangan daerah; 

c. menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Presiden; 

d. menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD; 

e. menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan dan Program 
Kinerja Walikota agar sesuai dengan Rencana Strategis 
Kota Salatiga; 

f. menyusun dan merumuskan konsep perizinan yang 
berkaitan dengan bidang pertanahan dan perumahan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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g. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan 
otonomi daerah dan kerjasama daerah, pemerintahan 
umum serta pengembangan pertanahan dan perumahan 
agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur dibidang tata pemerintahan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. merumuskan dan mengkaji konsep perjanjian kerjasama 
daerah; 

j. mengevaluasi secara berkala hasil kegiatan sebagai tolok 
ukur kegiatan mendatang; 

k. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai 
rencana; 

l. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan arahan 
dan petunjuk agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 7 

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari: 
a. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; 
b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan 
c. Subbagian Pertanahan dan Perumahan. 

 
 

Pasal 8 
(1) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan, 
pembinaan dan pedoman pelaksanaan koordinasi perangkat 
daerah serta petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah 
dan kerjasama daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 24 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Otonomi Daerah dan 
Kerjasama sesuai dengan program kerja Bagian Tata 
Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dibidang otonomi daerah dan kerjasama daerah; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang otonomi 
daerah dan kerjasama daerah guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan bahan konsep perjanjian kerjasama daerah;  
f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

g. menyusun dan mengkaji kewenangan daerah dibidang 
pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Camat dan 
Lurah; 

h. melaksanakan pembinaan administrasi Kecamatan dan 
Kelurahan; 

i. menyiapkan bahan konsep Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Walikota dan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan data yang tersedia; 

j. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 9 

(1) Subbagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas pokok Menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan 
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pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang 
pemerintahan umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Pemerintahan Umum 

sesuai dengan program kerja Bagian Tata Pemerintahan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dibidang pemerintahan umum agar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pedoman 
teknis dalam rangka pembinaan dibidang pemerintahan 
umum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. menyiapkan bahan desk Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) yang meliputi pemilihan, pengusulan, 
pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah; 

e. menyiapkan bahan pembinaan administrasi Kecamatan dan 
Kelurahan; 

f. menyusun rencana kegiatan tahunan Walikota; 
g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 

agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 
h. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
pemerintahan umum guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

j. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 10 
(1) Subbagian Pertanahan dan Perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan, 
pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan 
pengembangan dibidang pertanahan dan perumahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pertanahan dan Perumahan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Pertanahan dan 

Perumahan sesuai dengan program kerja Bagian Tata 
Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dibidang pertanahan dan perumahan agar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur dibidang pertanahan dan perumahan 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

f. menyiapkan bahan rapat koordinasi pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum; 

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan 
pertanahan dan perumahan agar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah pertanahan; 
i. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
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Paragraf 3 
Bagian Hukum 

 
Pasal 11 

(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, 
program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan 
produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, 
memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk 

hukum daerah; 
b. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah; 
c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; 
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM; 
e. pelaksanaan telaah hukum; 
f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum; 
g. penyelenggaraan administrasi bagian hukum; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
j. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Hukum; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja Bagian Hukum berdasarkan 

peraturan maupun program-program Pemerintah Daerah 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan produk hukum daerah agar 
sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah; 

c. mengkaji dan menelaah rancangan produk hukum daerah 
dan perjanjian agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. meneliti dan memaraf produk hukum daerah dan perjanjian 
agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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e. memberikan pertimbangan, bantuan dan konsultasi hukum 
kepada masyarakat dan aparat di lingkungan Pemerintah 
Daerah atas permasalahan hukum yang timbul dalam 
pelaksanaan tugas, baik didalam maupun diluar pengadilan, 
guna penyelesaiannya; 

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RANHAM; 
g. memberikan petunjuk teknis dalam hal penyusunan produk 

hukum daerah, pemberian bantuan hukum dan pengelolaan 
jaringan dokumentasi dan informasi hukum agar 
pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja; 

h. melakukan pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah guna 
meningkatkan kinerja dan profesionalisme; 

i. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur hukum guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

j. mengevaluasi secara berkala hasil kegiatan sebagai tolok 
ukur kegiatan mendatang; 

k. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai 
rencana; 

l. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan arahan 
dan petunjuk agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 12 

Bagian Hukum terdiri dari: 
a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;  
b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
c. Subbagian Dokumentasi Hukum. 

Pasal 13 
(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan, 
pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang hukum 
dan penyusunan produk hukum daerah, meliputi meneliti, 
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menelaah, memberikan bahan pertimbangan serta 
mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Peraturan Perundang-

undangan sesuai dengan program kerja Bagian Hukum 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur hukum guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

d. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan produk 
hukum daerah agar sesuai dengan kewenangan dan 
kebutuhan daerah; 

e. mempelajari dan memeriksa konsep rancangan produk 
hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. mempelajari dan memeriksa konsep rancangan perjanjian 
kerjasama daerah agar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

h. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 14 

(1) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 
kebijakan, pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis 
dibidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Bantuan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sesuai dengan program kerja Bagian 
Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur hukum guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

d. mempelajari dan mengkaji permasalahan hukum yang 
timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan hukum 
penyelesaiannya; 

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

f. melakukan pendampingan  pemeriksaan bagi aparat di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diperiksa oleh instansi 
penegak hukum; 

g. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam 
rangka penyelesaian sengketa perdata, pidana dan tata 
usaha negara;  

h. menyiapkan bahan penyebarluasan dan sosialisasi 
mengenai upaya pemajuan hak asasi manusia; 

i. menyiapkan konsep surat kuasa/surat tugas untuk mewakili 
Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah 
Daerah dalam menyelesaikan perkara; 

j. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 15 
(1) Subbagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang dokumentasi hukum 
meliputi dokumentasi, penggandaan, publikasi produk-produk 
hukum, penerbitan lembaran daerah, penyuluhan hukum dan 
pelayanan perpustakaan hukum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian dokumentasi hukum 

sesuai dengan program kerja Bagian Hukum sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur hukum guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

d. menyiapkan dokumentasi hukum dalam rangka 
penyusunan dan perumusan produk hukum daerah serta 
penyelesaian permasalahan hukum yang timbul;  

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis dibidang dokumentasi hukum; 

f. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 

g. menyiapkan bahan penyuluhan hukum; 
h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

i. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

j. menyiapkan produk hukum daerah yang telah diundangkan 
guna pendistribusiannya; 

k. memberi petunjuk kepada pengelola jaringan dokumentasi 
dan informasi hukum agar tertib administrasi 
pengelolaannya; 
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l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bagian Hubungan Masyarakat  
 

Pasal 16 
(1) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan kebijakan program, kebijakan teknis dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kemasyarakatan 
dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat; 
b. pelaksanaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 

masyarakat umum dan lembaga komunikasi masyarakat; 
c. pengkoordinasian kegiatan hubungan kemasyarakatan 

berdasarkan kebijakan Walikota; 
d. pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat; 
e. pengkoordinasian kegiatan penerbitan,  dokumentasi dan 

publikasi hasil-hasil pembangunan Pemkot Salatiga; 
f. pengkoordinasian pengelolaan data elektronik dan aplikasi 

sistem informasi berbasis komputer; 
g. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas 

hubungan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil 
guna; 

h. pengumpulan dan pengelolaan data untuk keperluan 
informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan lembaga 
serta umpan balik; 

i. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan 
hubungan masyarakat; 

j. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
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k. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
tugas hubungan masyarakat; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugasnya 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana rogram kerja Bagian Hubungan 

Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan 
bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan keprotokoleran, 
pemberitaan, dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data 
elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

c. melaksanakan prosedur protokoler kegiatan Pimpinan 
Daerah sesuai aturan yang telah ditetapkan; 

d. melaksanakan forum pertemuan Hubungan Masyarakat 
antar lembaga dan pertemuan lembaga komunikasi 
masyarakat; 

e. mengkoordinasikan penyampaian informasi yang aktual dan 
akurat dengan organisasi perangkat daerah dan pihak 
terkait dalam rangka mewujudkan citra positif Pemerintah 
Daerah; 

f. menganalisis berita dan memberikan keterangan pers 
dengan memadukan data dan fakta agar terwujud informasi 
yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

g. menerbitkan media informasi yang mendukung kebijakan 
Pemerintah Daerah; 

h. mengkoordinasikan peliputan foto dan video kegiatan 
Pemerintah Daerah sebagai bahan pemberitaan kegiatan 
Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik; 

i. melaksanakan forum komunikasi dalam upaya 
meningkatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah 
Daerah dengan pelaku media; 

j. melaksanakan dokumentasi dan publikasi hasil 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; 

k. mengelola website Pemerintah Daerah; 
l. mengembangkan database sistem informasi berbasis 

komputer di lingkup Pemerintah Daerah;  
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m. mengembangkan aplikasi sistem informasi berbasis 
komputer di lingkup Pemerintah Kota; 

n. mengevaluasi secara berkala hasil kegiatan sebagai tolok 
ukur kegiatan yang akan datang; 

o. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 17 

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari: 
a. Subbagian Protokol; 
b. Subbagian Pemberitaan; dan 
c. Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data 

Elektronik. 
 

Pasal 18 
(1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan 
prosedur kerja, melaksanakan kegiatan protokoler dan 
pertemuan hubungan masyarakat serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Protokol mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Protokol sesuai 

dengan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam bidang keprotokoleran dan hubungan antar lembaga 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. mengatur penyiapan perlengkapan serta akomodasi untuk 
kegiatan protokoler pimpinan Daerah agar pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan dengan lancar; 
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e. mengatur penerimaan dan pelayanan tamu-tamu Pimpinan 
Dearah Kota Salatiga sesuai dengan aturan keprotokoleran 
yang berlaku agar acara dapat berjalan lancar; 

f. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan upacara-
upacara, rapat dinas dan pertemuan resmi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

g. menyiapkan bahan naskah sambutan Walikota Salatiga 
pada acara resmi sebagai bentuk pengarahan dan 
penyampaian kebijakan Pimpinan Daerah secara tertulis; 

h. menyiapkan bahan forum pertemuan Hubungan 
Masyarakat antar lembaga dan pertemuan lembaga 
komunikasi masyarakat agar terwujud hubungan yang 
harmonis antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah 
daerah dengan masyarakat; 

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan; 

k. memberikan penilaian atas pelaksanaan tugas bawahan 
yang dituangkan dalam DP3; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 19 

(1) Subbagian Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan 
prosedur kerja, melaksanakan pemberitaan dan menerbitkan 
media informasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pemberitaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Pemberitaan sesuai 

dengan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam bidang pemberitaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
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c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan penyampaian informasi yang aktual dan 
akurat dengan organisasi perangkat daerah dan pihak 
terkait dalam rangka mewujudkan citra positif Pemerintah 
Daerah; 

e. menyiapkan bahan analisis berita dan keterangan pers 
dengan memadukan data dan fakta agar terwujud informasi 
yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

f. mengumpulkan dan menyajikan data dari organisasi 
perangkat daerah dan pihak terkait secara rutin dan berkala 
sebagai  bahan pemberitaan di media cetak dan elektronik; 

g. menyiapkan peliputan foto dan video kegiatan Pemerintah 
Daerah dan pemerintahan daerah dengan organisasi 
perangkat daerah dan pihak terkait sebagai bahan 
pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media 
cetak dan elektronik; 

h. menyiapkan bahan penerbitan media pemberitaan secara 
rutin dan berkala dalam upaya mendukung kebijakan 
Pemerintah Daerah; 

i. menyiapkan forum komunikasi dalam upaya meningkatkan 
hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah 
dengan pelaku media; 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan; 

l. memberikan penilaian atas pelaksanaan tugas bawahan 
yang dituangkan dalam DP3; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 20 

(1) Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, 
mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan prosedur 
kerja, melaksanakan dokumentasi, publikasi dan pengelolaan 
data elektronik serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.  
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan 
Pengelolaan Data Elektronik mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Dokumentasi, 

Publikasi, dan Pengelolaan Data Elektronik sesuai dengan 
program kerja Bagian Hubungan Masyarakat sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam bidang dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data 
elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. mengumpulkan dan mengolah data program kegiatan 
strategis dari organisasi perangkat daerah sebagai bahan 
publikasi hasil pembangunan; 

e. menyiapkan materi dan melaksanakan publikasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah secara berkala dan insidentil;  

f. mengumpulkan dan mengolah data melalui website 
Pemerintah Daerah agar informasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dapat diterima 
masyarakat dengan cepat dan akurat; 

g. menyiapkan bahan dan mengolah database sistem 
informasi berbasis komputer di lingkup Pemerintah Daerah; 

h. menyiapkan dan menyajikan data pengembangan aplikasi 
sistem informasi berbasis komputer di lingkup Pemerintah 
Kota; 

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan; 

k. memberikan penilaian atas pelaksanaan tugas bawahan 
yang dituangkan dalam DP3; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat 
 

Paragraf 1 
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat 
 

Pasal 21 
(1) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan  penyusunan petunjuk penyelenggaraan 
perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat serta 
evaluasi dan  laporan pelaksanaan tugas Bagian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Perekonomian, Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyusunan kegiatan, pemantauan dan pelaksanaan 
evaluasi penyelenggaraan perekonomian daerah, 
pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat; 

b. pembinaan pelaksanaan tugas Bagian; dan 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Asisten Perekonomian, Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

Pemerintahan dibidang pengendalian pembangunan, 
administrasi pelaksanaan pembangunan serta evaluasi dan 
pelaporan pembangunan dengan instansi terkait sesuai  
rencana strategis yang tersedia; 

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaran 
pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan 
peningkatan produksi, pengembangan usaha daerah serta 
pembinaan lingkungan hidup dengan instansi terkait sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibidang sosial dan budaya, agama, 
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pendidikan serta pemuda dan olahraga dengan instansi 
terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. merumuskan bahan kebijakan dibidang perekonomian 
daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat 
sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan 
kegiatan; 

e. memelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis 
dan literatur yang berkaitan dengan bidang ekonomi, 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. menjabarkan perintah atasan dengan memelajari 
permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
agar sesuai dengan petunjuk yang berlaku; 

g. membina dan mengarahkan bawahan dalam 
penyelenggaraan perekonomian daerah, pembangunan 
daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan  petunjuk 
yang berlaku; 

h. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat, dengan arahan dan petunjuk agar lancar dan 
terhindar dari kesalahan; 

i. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 
secara berkala sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas yang 
akan datang; 

j. meneliti konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Walikota secara berkala berdasarkan himpunan yang 
tersedia sebagai bahan masukan atasan;  

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat sesuai dengan jabatannya masing-masing agar 
pelaksanaan tugas terarah dan sesuai rencana; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas 

 
Pasal 22 

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 
terdiri dari: 
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a. Bagian Perekonomian; 
b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

 
Paragraf 2 

Bagian Perekonomian 
 

Pasal 23 
(1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
kebijakan dan petunjuk teknis serta pengkoordinasian dibidang 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi, 
pengembangan usaha daerah dan pembinaan lingkungan 
hidup. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 

serta  petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan 
perekonomian dan peningkatan produksi;  

b. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 
serta  petunjuk teknis dibidang pengembangan usaha 
daerah; 

c. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 
serta petunjuk teknis dibidang lingkungan hidup;  

d. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi; 

e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
pengembangan usaha daerah; 

f. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
lingkungan hidup; 

g. penyelenggaraan administrasi Bagian Perekonomian;  
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
j. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Perekonomian; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Perekonomian 

berdasarkan usulan masing-masing Subbagian sebagai 
pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengkoordinasikan program kegiatan dibidang 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi, 
pengembangan usaha daerah  dan pembinaan lingkungan 
hidup dengan instansi terkait melalui  petunjuk teknis 
administrasi kegiatan perekonomian;  

c. mendistribusikan pelaksanaan dan pengkoordinasian 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi, 
pengembangan usaha daerah dan pembinaan lingkungan 
hidup kepada bawahan; 

d. memantau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 
perekonomian dan peningkatan produksi, pengembangan 
usaha daerah dan pembinaan lingkungan hidup perkotaan 
agar tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan; 

e. mengevaluasi dan mengolah laporan bidang 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi, 
pengembangan usaha daerah dan pembinaan lingkungan 
hidup perkotaan untuk digunakan sebagai bahan laporan 
Walikota; 

f. menyelenggarakan Rapat koordinasi bidang 
penyelenggaraan perekonomian dan peningkatan produksi, 
pengembangan usaha daerah dan pembinaan lingkungan 
hidup dengan satuan kerja terkait; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
penyelenggaraan perekonomian dan  peningkataan 
produksi, pengembangan usaha daerah dan pembinaan 
lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik;  

i. mengarahkan dan mengawasi kinerja bawahan dengan 
petunjuk dan arahan agar lancar dan terhindar dari 
kesalahan;  
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j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 24 

Bagian Perekonomian terdiri dari: 
a. Subbagian Bina Produksi; 
b. Subbagian Pengembangan Usaha Daerah; dan 
c. Subbagian Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 25 

(1) Subbagian Bina Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang produksi pertanian, 
peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri 
serta perekonomian rakyat; pertambangan dan energi, 
pengembangan kepariwisataan, koperasi, perhubungan, 
ketenagakerjaan serta perekonomian Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Bina Produksi mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja dibidang produksi 

pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri, 
perekonomian rakyat, pertambangan dan energi, 
pengembangan kepariwisataan, koperasi, perhubungan, 
ketenagakerjaan dan perekonomian daerah sesuai dengan 
program kerja Bagian Perekonomian sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang Bina 
Produksi guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dibidang Bina Produksi sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 
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e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

f. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan administrasi  pelaksanaan 
bidang produksi pertanian, peternakan, perkebunan, 
perdagangan, industri, perekonomian rakyat, pertambangan 
dan energi, pengembangan kepariwisataan, koperasi, 
perhubungan, ketenagakerjaan dan perekonomian daerah 
untuk mewujudkan tertib administrasi; 

h. menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang produksi 
pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri, 
perekonomian rakyat, pertambangan dan energi, 
pengembangan kepariwisataan, koperasi, perhubungan, 
ketenagakerjaan dan perekonomian daerah agar 
pelaksanaan administrasi kegiatan sesuai dengan  
peraturan yang berlaku;  

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 26 

(1) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan 
pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang usaha 
unggulan dan intensifikasi potensi usaha daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pengembangan Usaha Daerah 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja dibidang 

pengembangan usaha daerah sesuai dengan program kerja 
Bagian Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
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pengembangan usaha daerah guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dibidang Pengembangan Usaha Daerah sebagai bahan 
masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

f. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan data intensifikasi usaha daerah sebagai bahan 
penyusunan skala periodik kegiatan usaha daerah ; 

h. menyiapkan bahan pembinaan administrasi  pelaksanaan 
bidang pengembangan usaha daerah untuk mewujudkan 
tertib administrasi; 

i. menyiapkan bahan Rapat koordinasi bidang 
pengembangan usaha daerah agar pelaksanaan 
administrasi kegiatan sesuai dengan  peraturan yang 
berlaku;  

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 27 

(1) Subbagian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang pelaksanaan dampak 
lingkungan meliputi pencemaran lingkungan, konservasi 
lingkungan, sumber daya alam, rehabilitasi lingkungan serta 
lingkungan pemukiman perkotaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. melakukan penyusunan rencana kerja pelaksanaan analisis 
pencemaran lingkungan, konservasi lingkungan, sumber 
daya alam, rehabilitasi lingkungan dan lingkungan 
pemukiman perkotaan sesuai dengan program kerja Bagian 
Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan 
analisis dampak lingkungan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
agar pelaksanaannya terarah sesuai dengan rencana kerja; 

f. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 
bidang dampak lingkungan meliputi pencemaran 
lingkungan, konservasi lingkungan, sumber daya alam, 
rehabilitasi lingkungan serta lingkungan pemukiman 
perkotaan untuk mewujudkan tertib administrasi; 

h. menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang produksi bidang 
dampak lingkungan meliputi pencemaran lingkungan, 
konservasi lingkungan, sumber daya alam, rehabilitasi 
lingkungan serta lingkungan pemukiman perkotaan agar 
pelaksanaan administrasi kegiatan sesuai dengan  
peraturan yang berlaku;  

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bagian Administrasi Pembangunan 
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Pasal 28 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan kebijakan, kegiatan, petunjuk teknis 
dan pengkoordinasian dibidang pengendalian pembangunan, 
administrasi pelaksanaan pembangunan serta mengevaluasi 
dan menyelenggarakan teknis administrasi pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 

serta  petunjuk teknis dibidang pengendalian  
pembangunan; 

b. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 
serta  petunjuk teknis dibidang administrasi pelaksanaan 
pembangunan; 

c. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 
serta petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan; 

d. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
pengendalian pembangunan; 

e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
administrasi pelaksanaan pembangunan; 

f. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 

g. pengkoordinasian dan pengendalian bantuan 
pembangunan langsung masyarakat; 

h. penyiapan bahan fasilitasi Unit Layanan Pengadaan ; 
i. penyelenggaraan administrasi Bagian Administrasi 

Pembangunan; 
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Administrasi Pembangunan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Administrasi 

Pembangunan berdasarkan usulan masing-masing 
Subbagian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengkoordinasikan program kegiatan pembangunan 
daerah dengan instansi terkait sesuai  petunjuk teknis 
kegiatan administrasi pembangunan;  

c. mendistribusikan pelaksanaan dan pengkoordinasian 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
pengendalian pembangunan, administrasi pelaksanaan 
pembangunan serta pengevaluasian dan pelaporan 
pembangunan kepada bawahan; 

d. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan 
agar tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan; 

e. mengevaluasi dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan 
yang ada untuk digunakan sebagai laporan Walikota; 

f. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian 
Operasional Kegiatan (Rakor POK) setiap triwulan dengan 
semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; 

g. menyelengarakan penyuluhan terpadu kepada warga 
masyarakat berkaitan dengan kegiatan pembangunan 
sehingga masyarakat memahami arti pentingnya 
pembangunan; 

h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Unit Layanan 
Pengadaan ; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

j. mengarahkan dan mengawasi kinerja bawahan dengan 
petunjuk dan arahan agar lancar dan terhindar dari 
kesalahan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas.  

 
Pasal 29 

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari: 
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a. Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan; 
b. Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan 
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.  

 
 

Pasal 30 
(1) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai 
tugas pokok  menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 
kebijakan pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis 
dibidang administrasi pelaksanaan pembangunan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi Pelaksanaan 
Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian 

Administrasi Pelaksanaan Pembangunan  sesuai dengan 
program kerja Bagian Administrasi Pembangunan sebagai 
pedoman kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan administrasi 
pelaksanaan pembangunan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

f. menyiapkan bahan penyuluhan kegiatan pembangunan 
untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan secara tepat 
serta berhasil guna demi kepentingan masyarakat; 

g. menyiapkan fasilitasi kegiatan Unit Layanan Pengadaan 
dibidang administrasi; 

h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 

i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 31 

(1) Subbagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan  dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan 
pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang 
pengendalian pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (2), Kepala Subbagian Pengendalian 
Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian 

Pengendalian Pembangunan sesuai dengan program kerja 
Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman 
kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan pengendalian 
pembangunan guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian pembangunan dan 
sinkronisasi pengendalian bantuan langsung masyarakat 
dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan 
pembangunan;  

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

f. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan bahan penyuluhan kegiatan pembangunan 
untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan secara tepat 
serta berhasil guna demi kepentingan masyarakat; 

h. menyiapkan fasilitasi kegitan Unit Layanan Pengadaan 
dibidang teknis; 

i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 
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j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas.   

 
Pasal 32 

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang evaluasi pelaksanaan 
pembangunan serta penyusunan  pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi 

dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Bagian 
Administrasi Pembangunan sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan aspek evaluasi 
dan sistem pelaporan pembangunan guna kelancaran 
pelaksanaan   tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menyiapkan bahan pembinaan evaluasi dan pelaporan 
pembangunan guna terwujudnya tertib administrasi;  

e. mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan 
dari satuan kerja berdasar format tertentu sebagai bahan 
masukan atasan; 

f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

g. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

h. menyiapkan bahan penyuluhan kegiatan pembangunan 
untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan secara tepat 
serta berhasil guna demi kepentingan masyarakat; 
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i. menyiapkan fasilitasi kegiatan dibidang sarana dan 
prasarana; 

j. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk 
disampaikan kepada atasan agar dapat digunakan sebagai 
bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan datang; 

k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Paragraf 4 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

 
Pasal 33 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan kebijakan, pengelolaan bantuan sosial 
masyarakat, kegiatan, petunjuk teknis dan pengkoordinasian 
penyelenggaraan keagamaan dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, 
ketenagakerjaan, transmigrasi, generasi muda, olahraga dan 
peranan wanita. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 

serta  petunjuk teknis dibidang sosial dan budaya; 
b. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 

serta  petunjuk teknis dibidang agama dan pendidikan; 
c. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan 

serta petunjuk teknis dibidang pemuda dan olahraga; 
d. penyusunan  bahan  pembinaan  pengembangan  di  

bidang  sosial  dan budaya; 
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e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan dibidang 
agama dan pendidikan; 

f. penyusunan bahan pembinaan pengembangan dibidang 
pemuda dan olahraga; 

g. pengelolaan administrasi bantuan sosial masyarakat; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
j. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Kesejahteraan 

Rakyat berdasarkan usulan masing-masing Subbagian 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengkoordinasikan program kegiatan sosial budaya, agama 
dan pendidikan serta pemuda dan olahraga dengan instansi 
terkait sesuai  petunjuk teknis administrasi kegiatan di  
bidang sosial budaya, agama dan pendidikan serta pemuda 
dan olahraga;  

c. mendistribusikan pelaksanaan dan pengkoordinasian 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
dibidang sosial budaya, agama dan pendidikan serta 
pemuda dan olahraga kepada bawahan; 

d. memonitoring pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, 
agama dan pendidikan serta pemuda dan olahraga agar 
tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan; 

e. mengevaluasi dan mengolah laporan bidang sosial budaya, 
agama dan pendidikan serta pemuda dan olahraga untuk 
digunakan sebagai bahan laporan Walikota; 

f. menyelenggarakan rapat koordinasi sosial budaya, agama 
dan pendidikan serta pemuda dan olahraga dengan Satuan 
Kerja terkait agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
pedoman dan peraturan yang berlaku; 

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 
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h. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

i. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Pasal 34 
Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 
a. Subbagian Sosial dan Budaya; 
b. Subbagian Agama dan Pendidikan; dan 
c. Subbagian Pemuda dan Olah Raga. 

 
Pasal 35 

(1) Subbagian Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan  dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang sosial, budaya, 
kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Sosial dan Budaya mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Sosial 

dan Budaya sesuai dengan program kerja Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang sosial 
dan budaya guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

f. mengelola administrasi bantuan masyarakat bidang sosial 
budaya; 
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g. mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan 
dari satuan kerja berdasar format tertentu sebagai bahan 
masukan atasan; 

h. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 
bidang sosial dan budaya untuk mewujudkan tertib 
administrasi; 

i. menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang sosial dan 
budaya agar pelaksanaan administrasi kegiatan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 36 

(1) Subbagian Agama dan Pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
dan menganalisis bahan  penyusunan  kebijakan  pembinaan 
dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang keagamaan, 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pendidikan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Agama dan Pendidikan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Agama 

dan Pendidikan sesuai dengan program kerja Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang agama 
dan pendidikan guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 
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e. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

f. mengelola administrasi bantuan masyarakat bidang agama 
dan pendidikan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 
bidang agama dan pendidikan untuk mewujudkan tertib 
administrasi; 

h. menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang agama dan 
pendidikan agar pelaksanaan administrasi kegiatan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 37 

(1) Subbagian Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan  
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang pemuda, olahraga dan 
peranan wanita.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pemuda dan Olah Raga 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Pemuda 

dan Olahraga sesuai dengan program kerja Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang pemuda 
dan olahraga guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 
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e. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan sesuai  dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan; 

f. mengelola administrasi bantuan masyarakat bidang 
pemuda dan olah raga; 

g. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 
bidang pemuda dan olahraga untuk mewujudkan tertib 
administrasi; 

h. menyiapkan bahan rapat koordinasi bidang pemuda dan 
olahraga agar pelaksanaan administrasi kegiatan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing; 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Keempat 

Asisten Administrasi Umum 
 

Paragraf 1 
Asisten Administrasi Umum 

 
Pasal 38 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan 
petunjuk penyelenggaraan organisasi dan kepegawaian, umum 
dan administrasi keuangan serta evaluasi dan  laporan 
pelaksanaan tugas bagian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyusunan kegiatan, pemantauan dan pelaksanaan 
evaluasi penyelenggaraan organisasi dan kepegawaian, 
pembangunan tata usaha dan sandi telekomunikasi, rumah 
tangga dan perlengkapan, dan administrasi keuangan; 

b. pembinaan pelaksanaan tugas Bagian; dan 
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Asisten mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan, tata laksana, 
pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian 
dengan instansi terkait sebagai dasar dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Sekretariat 
Daerah, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan 
perlengkapan dengan instansi terkait sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
penyelenggaraan kegiatan administrasi pengendalian 
keuangan, analisis dan pengembangan keuangan daerah 
serta administrasi keuangan Sekretariat di lingkungan 
Sekretariat Daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bagian 
Organisasi dan Kepegawaian,  Bagian Umum, dan Bagian 
Adminstrasi Keuangan melalui rapat teknis, konsultasi 
antarpersonal dan satuan kerja terkait agar diperoleh 
keterpaduan dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan sasaran penanganan pengelolaan barang 
daerah baik barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak termasuk administrasi pengelola barang daerah 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi; 

f. merumuskan sasaran penyelenggaraan kegiatan 
ketatausahaan, sandi telekomunikasi, rumahtangga dan 
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas dan tertib administrasi; 

g. merumuskan sasaran  penyelenggaraan kegiatan 
administrasi keuangan Sekretariat untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi; 

h. memelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis 
dan literatur yang berkaitan dengan bidang  
penyelenggaraan kegiatan umum, pengelolaan barang 
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daerah dan administrasi keuangan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. membina dan mengarahkan tugas Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian, Bagian Umum, dan Bagian Administrasi 
Keuangan sesuai petunjuk atasan dan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 
ditetapkan; 

j. mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian, Bagian Umum, dan Bagian Administrasi 
Keuangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 
dan terhindar dari kesalahan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bagian Organisasi 
dan Kepegawaian, Bagian Umum, dan Bagian Administrasi 
Keuangan dengan membandingkan pelaksanaan tugas 
dengan rencana, peraturan serta prosedur yang berlaku 
agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; 

l. menjabarkan perintah atasan dengan mempejari 
permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
agar sesuai dengan petunjuk yang berlaku; 

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Asisten Administrasi Umum sesuai dengan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai   
rencana; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 39 

Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 
a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 
b. Bagian Umum; dan 
c. Bagian Administrasi Keuangan. 

 
 

Paragraf 2 
Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
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Pasal 40 
(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 huruf a, mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan kebijakan, kegiatan, petunjuk teknis 
dan pengkoordinasian dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan 
serta pendayagunaan aparatur. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan kegiatan serta petunjuk teknis 

dibidang kelembagaan; 
b. perumusan kebijakan dan kegiatan serta petunjuk teknis 

dibidang ketatalaksanaan.; 
c. perumusan kebijakan dan kegiatan serta petunjuk  teknis 

dibidang pendayagunaan aparatur; 
d. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 

kelembagaan; 
e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 

ketatalaksanaan; 
f. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 

pendayagunaan aparatur’; 
g. penyusunan laporan pengawasan melekat; 
h. penyelenggaraan administrasi Bagian Organisasi; 
i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan 

Setda; 
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian;dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugasnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Organisasi 

secara tertulis berdasarkan petunjuk teknis, arahan atasan, 
hasil rapat koordinasi, Rencana Kerja Tahunan, Rencana 
Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
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Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja Tahunan dengan 
anggaran yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk dan 
pedoman serta buku literatur tentang pedoman organisasi 
dan tata laksana, manajemen perkantoran secara 
sistematis sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas. 

c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaannya terarah sesuai 
rencana; 

d. menjabarkan instruksi atasan dengan kegiatan konkret agar 
dapat terealisir sebagaimana yang diharapkan; 

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan arahan 
dan petunjuk guna kelancaran tugas dan terhindar dari 
kesalahan; 

f. mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit 
kerja terkait melalui keikutsertaan dalam pertemuan 
maupun rapat yang diadakan agar tercipta keserasian 
kerjasama; 

g. membenahi tata kerja, prosedur kerja dan mekanisme kerja 
bawahan berdasarkan aturan pedoman yang tersedia 
dengan petunjuk tertulis dan lisan agar pelaksanaannya 
efisien dan efektif; 

h. mengkonsep kebijakan pokok secara tertulis melalui 
petunjuk pelaksanaan tentang pengumpulan bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan serta 
penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, 
instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan perangkat 
wilayah administratif agar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

i. mengkonsep kebijaksanaan pokok melalui pengumpulan 
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan serta penataan sistem, metode dan prosedur 
kerja serta pendayagunaan aparatur negara secara tertulis 
sebagai acuan pelaksanaan; 

j. mengkonsep kebijakan pokok pengelolaan dan sistem 
pelayanan publik dengan pedoman tertulis maupun lisan 
agar terarah dalam pelaksanaannya; 

k. mengkonsep kebijakan pokok melalui kegiatan 
pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis 
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sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
kegiatan pemerintah dan pembangunan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 

l. mengkonsep pembentukan kelembagaan daerah yang baru 
berdasarkan prosedur, kriteria yang ada untuk diusulkan 
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan 
daerah; 

m. meneliti dan mengoreksi konsep-konsep naskah dinas 
tentang teknis operasional penataan kelembagaan daerah, 
ketatalaksanaan maupun tata hubungan kerja antar unit 
dan kegiatan pemerintah dan pembangunan, 
penyelenggaraan analisis jabatan maupun forum 
komunikasi pendayagunaan aparatur negara sebagai 
bahan masukan atasan; 

n. mengatur sistem pendataan kelembagaan bagi perangkat 
daerah dan instansi vertikal melalui penggandaan formulir 
agar diperoleh data lembaga yang akurat; 

o. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

p. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 41 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari: 
a. Subbagian Kelembagaan; 
b. Subbagian Tatalaksana; dan 
c. Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dan 

Kepegawaian.  
Pasal 42 

(1) Subbagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang kelembagaan meliputi 
penyusunan organisasi perangkat daerah, tugas pokok fungsi 
serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Kelembagaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub. bagian 

kelembagaan secara tertulis berdasarkan program kerja 
atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaannya terarah sesuai 
rencana; 

c. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan 
jabatannya masing-masing guna kelancaran tugas dan 
terhindar dari kesalahan; 

d. memantau dan menyusun tindak lanjut kegiatan koordinasi 
pelaksanaan tugas dengan unit  terkait melalui pertemuan 
maupun rapat sesuai disposisi atasan; 

e. mengonsep formulir isian kelembagaan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku agar diperoleh data kelembagaan 
yang lengkap dan akurat; 

f. mengonsep petunjuk pembinaan dan penataan 
kelembagaan di lingkungan Pemerintah daerah, Instansi 
Vertikal dan perangkat wilayah administratif berdasarkan 
data yang tersedia  dan petunjuk dari atasan untuk 
pemantauan eksistensi, tugas dan fungsi kelembagaan 
yang ada; 

g. menyusun konsep raperda tentang susunan organisasi dan 
tata kerja kelembagaan daerah berdasarkan pedoman dari 
pemerintah tingkat atas untuk diajukan dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang; 

h. mengonsep dan mengajukan usulan pembentukan lembaga 
baru berdasarkan ketentuan kriteria dan petunjuk yang 
berlaku guna pemenuhan tuntutan kebutuhan dan 
perkembangan daerah; 

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan susunan 
organisasi dan tata kerja unit-unit organisasi yang ada 
dengan pengisian formulir evaluasi kelembagaan agar 
diketahui efektivitas pelaksanaannya; 

j. mempelajari petunjuk, pedoman dan buku literatur yang 
berkaitan dengan kelembagaan sebagai penunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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k. meneliti dan memparaf surat-surat dinas yang berhubungan 
debgan bidang kelembagaan untuk diajukan kepada 
atasan; 

l. mengkonsep sistem pembinaan dan penataan organisasi 
berdasarkan pedoman yang ada agar pelaksanaannya 
terarah sebagaimana yang diharapkan; 

m. meneliti konsep-konsep kegiatan kelembagaan yang masuk 
untuk diselesaikan sesuai kebutuhan. membagi tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan 
dapat terselesaikan dengan baik; 

n. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

o. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 43 

(1) Subbagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang ketatalaksanaan 
meliputi pola hubungan kerja organisasi perangkat daerah, tata 
naskah dinas, pedoman pakaian dinas serta penyusunan 
standardisasi ruangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Tatalaksana mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Subbagian 

Ketatalaksanaan secara tertulis berdasarkan program kerja 
atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan jabatannya 
masing-masing agar pelaksanaannya terarah sesuai 
dengan rencana; 

c. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pengamatan langsung maupun petunjuk guna kelancaran 
dan terhindar dari kesalahan. 
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d. memantau dan menyusun tindak lanjut kegiatan koordinasi 
pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait melalui 
pertemuan maupun rapat sesuai disposisi atasan; 

e. mengkonsep pedoman, petunjuk pembinaan dan penataan 
teknis ketatalaksanaan unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Daerah, instansi vertikal dan perangkat wilayah administratif 
berdasarkan petunjuk teknis yang tersedia. 

f. menyiapkan konsep tata naskah dinas sesuai ketentuan 
agar dijadikan  pedoman naskah dinas instansi; 

g. menyiapkan konsep produk keputusan Walikota tentang 
pedoman hubungan kerja antarunit, pedoman pakaian 
dinas, pengaturan apel, standardisasi ruang kantor dan 
perlengkapan kantor, petunjuk staf, uraian tugas 
berdasarkan telaah yang dilakukan maupun ketentuan yang 
tersedia guna pengendalian standardisasi pelayanan; 

h. mengkonsep pemberlakuan papan nama kantor berbagai 
instansi secara tertulis agar tercipta keseragaman 
berdasarkan ketentuan; 

i. memantau pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan berbagai 
unit kerja berdasarkan format evaluasi maupun laporan 
yang masuk untuk diketahui efektivitas pelaksanaan 
maupun perbaikan; 

j. mempelajari petunjuk pedoman dan buku literatur yang 
berkaitan dengan bidang ketatalaksanaan yang ada guna 
penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. meneliti dan memparaf surat-surat dinas yang berhubungan 
dengan bidang ketatalaksanaan untuk diajukan kepada 
atasan; 

l. mengatur sistem, prosedur dan metode kerja berbagai unit 
kerja berdasarkan pedoman dan petunjuk yang ada agar 
tertib dan lancar; 

m. mengkonsep penerapan standar pelayanan publik dan 
indeks kepuasan masyarakat satuan kerja pelayanan publik 
optimalisasi kinerja perangkat daerah; 

n. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

o. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 
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p. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 44 

(1) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan 
penyusunan bahan kebijakan pembinaan dan pedoman serta 
petunjuk teknis dibidang pendayagunaan sumber daya aparatur 
dan kepegawaian meliputi penyusunan standar kinerja, 
pengawasan melekat, budaya kerja, penyusunan standar 
pelayanan minimal serta pengelolaan administrasi kepegawaian 
di lingkungan setda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya 
Aparatur dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan bidang 

pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian 
berdasarkan program kerja atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung 
maupun dengan petunjuk guna kelancaran dan terhindar 
dari kesalahan; 

c. memantau dan menyusun tindak lanjut kegiatan koordinasi 
pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait melalui 
pertemuan maupun rapat sesuai disposisi atasan; 

d. mengkonsep pedoman, petunjuk pembinaan dan penataan 
teknis Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur di 
lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan 
perangkat wilayah administratif berdasarkan petunjuk teknis 
yang tersedia; 

e. menyusun konsep tatalaksana kepegawaian berdasarkan 
data sebagai bahan inventarisasi aspek administratif 
pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan; 

f. mempelajari petunjuk, pedoman dan buku-buku yang 
berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya aparatur 
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dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur sistem, prosedur dan metode kerja berbagai unit 
kerja berdasarkan pedoman dan petunjuk yang ada agar 
tertib dan lancar; 

h. menyelenggarakan kegiatan pendayagunaan sumber daya 
aparatur melalui pembentukan forum dan kelompok kerja 
agar terwujud 8 (delapan) program pemacu 
pendayagunaan sumber daya aparatur; 

i. mengkonsep materi pendayagunaan sumber daya aparatur 
sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan 
sumber daya aparatur untuk disajikan sesuai dengan 
kebutuhan; 

j. menyusun konsep formasi jabatan di lingkungan 
Pemerintah Kota melalui teknis analisis beban kerja; 

k. menyusun standardisasi pendidikan dan latihan yang 
dibutuhkan dalam peningkatan profesionalisme jabatan; 

l. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan 
Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

m. meneliti dan memparaf surat-surat dinas yang berhubungan 
dengan bidang kelembagaan untuk diajukan kepada 
atasan; 

n. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

o. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

p. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bagian Umum  
 

Pasal 45 
(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, 
kegiatan, petunjuk teknis dan pengkoordinasian 
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penyelenggaraan urusan tata usaha dan sandi telekomunikasi, 
rumah tangga, dan perlengkapan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan serta  

petunjuk teknis dibidang tata usaha dan sandi 
telekomunikasi; 

b. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan serta  
petunjuk teknis dibidang rumah tangga; 

c. penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan  kegiatan serta 
petunjuk teknis dibidang perlengkapan; 

d. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang tata 
usaha dan sandi telekomunikasi;. 

e. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
rumah tangga; 

f. penyusunan bahan pembinaan pengembangan bidang 
perlengkapan; 

g. penyelenggaraan administrasi Bagian Umum; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
j. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Umum; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Umum 

berdasarkan usulan masing-masing Subbagian sebagai 
pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan sandi 
telekomunikasi, rumah tangga Sekretariat Daerah dan 
Pimpinan Daerah serta perlengkapan dengan mempelajari 
dan memadukan aturan yang ada dalam upaya 
peningkatan tertib administrasi; 

c. merumuskan sistem, prosedur dan metode kerja dalam 
bidang ketatausahaan Sekretariat Daerah, sandi 
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telekomunikasi, kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan 
Pimpinan Daerah serta perlengkapan berdasarkan  
peraturan dan pedoman yang berlaku guna kelancaran dan 
ketertiban pelaksanaan tugas; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang umum 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang 
administrasi keuangan melalui rapat teknis, konsultasi 
antarpersonal dan perangkat daerah terkait agar diperoleh 
keterpaduan dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas ; 

f. menyiapkan bahan kebijakan dalam penentuan kebutuhan 
barang sesuai dengan analisis kebutuhan dan skala 
prioritas agar terwujud prinsip efisiensi anggaran; 

g. membagi tugas dan kegiatan dibidang ketatausahaan 
Sekretariat Daerah, sandi telekomunikasi, 
kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Pimpinan 
Daerah serta perlengkapan kepada bawahan langsung 
sesuai dengan bidangnya agar mencapai hasil kerja yang 
optimal; 

h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari 
kesalahan; 

i. mengawasi kinerja bawahan baik dengan pendekatan 
secara langsung maupun tidak langsung agar proses 
kegiatan berjalan dengan lancar; 

j. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 
secara berkala dan insidental sebagai tolok ukur 
pelaksanaan tugas yang akan datang; 

k. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 46 

Bagian Umum terdiri dari: 
a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi; 
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b. Subbagian Rumah Tangga; dan 
c. Subbagian Perlengkapan. 

 
Pasal 47 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 
kebijakan pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis 
dibidang tata usaha pimpinan dan umum, pengendalian 
kearsipan Sekretariat Daerah, dan sandi telekomunikasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Sandi 
Telekomunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Sandi 

Telekomunikasi sesuai dengan program kerja Bagian 
Umum sebagai pedoman kerja; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam pelaksanaan  tata usaha pimpinan dan umum, 
kearsipan Sekretariat Daerah, dan sandi telekomunikasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
ketatausahaan dan sandi telekomunikasi guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

e. mengatur kegiatan ketatausahaan pimpinan dan umum 
serta mengendalikan kearsipan Sekretariat Daerah agar 
terwujud tertib administrasi; 

f. mengatur penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi agar 
pelayanan komunikasi dapat berjalan dengan lancar serta 
berita rahasia dapat tejaga kerahasiannya; 

g. menyiapkan akomodasi perjalanan dinas Pimpinan Daerah; 
h. melayani perjalanan dinas tamu-tamu Pemerintah Daerah; 
i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 
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j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 48 

(1) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang urusan rumah tangga 
Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah,  
pemeliharaan, perbaikan  alat-alat kantor, kendaraan dinas, 
gedung Sekretariat, rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan 
Sekretaris Daerah serta pengurusan administrasi kendaraan 
dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Rumah Tangga  sesuai 

dengan program kerja Bagian Umum sebagai pedoman 
kerja; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam pelaksanaan  kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 
dan Pimpinan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
kerumahtanggaan  guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

e. mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga Walikota, 
Wakil Walikota dan  Sekretaris Daerah untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota 
maupun Sekretaris Daerah; 
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f. mengatur pemeliharaan rumah dinas Walikota, Wakil 
Walikota dan Sekretaris Daerah serta gedung di lingkungan 
Sekretariat Daerah baik secara administrasi, fisik maupun 
hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. mengatur pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan 
Sekretariat Daerah baik secara administrasi, fisik maupun 
hukum sesuai dengan yang berlaku; 

h. mengatur pemeliharaan alat-alat Rumah Tangga kantor 
baik secara fisik maupun administrasi agar peralatan dapat 
terjaga dengan baik; 

i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 49 

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan 
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan 
pedoman serta petunjuk teknis dibidang perlengkapan meliputi 
perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, 
pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat-alat kantor dan 
rumah tangga kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Perlengkapan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Perlengkapan  sesuai 

dengan program kerja Bagian Umum sebagai pedoman 
kerja; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
dalam pelaksanaan  pengadaan kebutuhan barang dan 
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kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan bidang 
perlengkapan  guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menganalisis kebutuhan barang dan kebutuhan 
pemeliharaan barang dilingkungan Sekretariat Daerah baik 
barang pakai habis maupun barang inventaris kantor 
berdasarkan skala prioritas dan analisis kebutuhan 
sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas anggaran; 

f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

g. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bagian Administrasi Keuangan  
 

Pasal 50 
(1) Bagian Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan kebijakan, kegiatan, petunjuk teknis dan 
pengkoordinasian penyelenggaraan penilaian pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan 
administrasi pengendalian keuangan Daerah, menganalisis dan 
mengembangkan keuangan Daerah serta keuangan Sekretariat 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
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a. penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan serta petunjuk 
teknis dibidang penyusunan, perubahan dan perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara terpadu; 

b. penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan serta  
petunjuk teknis dibidang pengelolaan administrasi 
keuangan daerah; 

c. penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan serta petunjuk 
teknis dibidang penganalisisan dan pengembangan 
keuangan daerah; 

d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

e. pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksana anggaran 
dan pengendali pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

f. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas 

pelaksanaan kegiatan; 
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bagian Administrasi keuangan; 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Bagian Administrasi 

Keuangan berdasarkan usulan masing-masing Subbagian 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang 
administrasi keuangan melalui rapat teknis, konsultasi 
antarpersonal dan Satuan Kerja terkait agar diperoleh 
keterpaduan dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas; 

c. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis 
pengelolaan administrasi keuangan dengan memelajari dan 
memadukan aturan yang ada dalam upaya peningkatan 
tertib administrasi; 

d. menyusun bahan kebijakan serta petunjuk teknis 
penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
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e. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan administrasi 
keuangan guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

f. mengatur dan memproses pengesahan dokumen 
pelaksanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar terwujud 
tertib administrasi keuangan; 

g. mengkaji pengembangan keuangan daerah dan penggalian 
potensi keuangan dalam upaya untuk mencapai target 
kinerja yang diharapkan; 

h. menyelenggarakan pembinaan kepada pengelola keuangan 
khususnya Sekretariat Daerah melalui pembinaan secara 
langsung, asistensi maupun penyuluhan dalam rangka 
peningkatan keterampilan dan pengetahuan pengelola 
keuangan dalam penanganan administrasinya; 

i. mengatur pengelolaan administrasi dan urusan 
kepegawaian Bagian sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan 
pelaksanaan tugas dengan rencana, peraturan serta 
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang 
diharapkan; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

l. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Pasal 51 
Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari: 
a. Subbagian Administrasi  Pengendalian Keuangan; 
b. Subbagian Analisis dan Pengembangan Keuangan Daerah; dan 
c. Subbagian Keuangan Sekretariat. 
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Pasal 52 
(1) Subbagian Administrasi  Pengendalian Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan 
pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang 
pengendalian administrasi keuangan meliputi penyusunan, 
penetapan dan  penerbitan keputusan pengesahan Dokumen 
Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah, Surat Penyediaan 
Dana, keputusan Walikota dibidang keuangan dan 
standardisasi harga; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi  Pengendalian 
Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Administrasi 

Pengendalian Keuangan sesuai dengan program kerja 
Bagian Administrasi Keuangan sebagai pedoman kerja; 

b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

c. memelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis 
dan literatur yang berkaitan dengan pengendalian 
keuangan daerah guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. mengonsep dan meneliti draf keputusan Walikota dibidang 
keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku; 

f. meneliti draf Surat Penyediaan Dana Belanja tidak 
langsung dan Surat Penyediaan Dana Belanja langsung 
sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan; 

g. meneliti dan memaraf Dokumen Perencanaan Anggaran 
Perangkat Daerah yang  tersedia untuk selanjutnya 
dimintakan pengesahan; 

h. menyusun konsep standardisasi harga satuan sebagai 
pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; 

i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 
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j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik; 

l. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 53 

(1) Subbagian Analisis dan Pengembangan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 
kebijakan pembinaan dan pedoman serta petunjuk teknis 
dibidang pengembangan keuangan daerah meliputi penggalian 
potensi dan pengkajian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Analisis dan Pengembangan 
Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Analisis dan 

Pengembangan Keuangan Daerah sesuai dengan program 
kerja Bagian Administrasi Keuangan sebagai pedoman 
kerja; 

b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan pengendalian 
keuangan daerah guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. meneliti dan memaraf Dokumen Perencanaan Anggaran 
Perangkat Daerah yang tersedia untuk selanjutnya 
dimintakan pengesahan; 
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f. meneliti dan mengevaluasi laporan triwulan dari masing-
masing Perangkat Daerah dengan membandingkan 
rencana dengan hasil pelaksanaan kegiatan; 

g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 54 

(1) Subbagian Keuangan Sekretariat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan, pembinaan 
dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang pengelolaan 
keuangan Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan Sekretariat 

sesuai dengan program kerja Bagian Administrasi 
Keuangan sebagai pedoman kerja; 

b. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan pengendalian 
keuangan daerah, guna kelancaran pelaksanaan   tugas; 

d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan 
pemecahannya; 

e. meneliti dan memaraf Surat Perintah Pembayaran 
Sekretariat Daerah untuk proses lebih lanjut agar sesuai 
dengan proses dan ketentuan yang berlaku; 
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f. membina Bendahara Penerimaan, Bendahara 
Pengeluaranan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan 
Sekretariat Daerah setiap saat untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 
diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. membina dan mengawasi kinerja bawahan dengan petunjuk 
dan arahan agar lancar dan terhindar dari kesalahan; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD 
 

Pasal 55 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas: 

a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum, terdiri dari: 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan; dan 
3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari: 
1) Subbagian Persidangan dan Risalah; 
2) Subbagian Telaah dan Dokumentasi Hukum; dan 
3) Subbagian Rapat dan Perundang-undangan. 

d. Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan 
Perlengkapan, terdiri dari: 
1) Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan 

Publikasi; 
2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 
3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan. 

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis 
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operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c 
dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

 
BAB V 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DPRD 

 
Bagian Kesatu 

Sekretariat DPRD 
 

Pasal 56 
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta 
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD;dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan kewenangannya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
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a. menetapkan rencana program kerja di lingkungan 
Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menyusun kebijakan Sekretariat DPRD melalui 
pembahasan dan kajian Bagian sebagai bahan penetapan 
kebijakan Daerah; 

c. menetapkan rencana program kerja di lingkungan 
Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman; 

d. menetapkan kebijakan teknis operasional kegiatan di 
lingkungan Sekretariat DPRD sesuai kebijakan yang 
ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

e. menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan 
kajian Bagian-bagian sebagai pedoman penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan; 

f. menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai Rencana 
Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran 
bagian-bagian sebagai pedoman kerja; 

g. melaksanakan kebijakan operasional lingkungan Sekretariat 
DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

h. menjabarkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan 
Sekretariat DPRD sesuai ketentuan sebagai pedoman 
kerja; 

i. menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai; 

j. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran dan 
Pengelola Barang sesuai ketentuan yang berlaku agar 
kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana; 

k. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan di lingkungan 
Sekretariat DPRD sesuai program kerja; 

l. melaksanakan pengendalian dan pemantauan di 
lingkungan Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya 
masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

m. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sekretariat DPRD 
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agar diperoleh sinkronisasi untuk mendukung kelancaran 
tugas-tugas Dinas; 

n. menyusun dan pelaporan rencana anggaran Sekretariat 
DPRD dan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku; 

o. menyelenggarakan manajemen, ketatausahaan, 
kepegawaian dan keuangan, persidangan dan perundang-
undangan, rumah tangga dan perlengkapan  di lingkungan 
Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan; 

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sekretariat DPRD 
untuk meningkatkan kinerja; 

q. mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar; 

r. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas-tugas sebagai bahan langkah–
langkah untuk pencapaian program dan tindak lanjut 
kebijakan yang akan datang; 

s. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan, 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Bagian Kedua 
Bagian Umum 

 
Pasal 57 

(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan, keuangan, tata usaha dan kepegawaian di 
lingkungan Sekretariat DPRD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian; 
b. pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan 

ketatalaksanaan dan kearsipan; 
c. pengelolaan urusan surat menyurat; 
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d. penyusunan program kegiatan Bagian; 
e. pengawasan, monitoring dan pengendalian kegiatan; 
f. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. penyusunan dan pelaporan rencana anggaran DPRD dan 

Sekretariat DPRD;dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan di lingkungan 

Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman  pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan 
kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan 
Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Sekretariat 
DPRD melalui rapat-rapat dengan para Kepala Bagian 
terkait agar diperolah sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

h. melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan pegawai;  

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
serta perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 
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j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum agar 
diperoleh sinkronisasi dan peningkatan kinerja; 

k. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 58 

Bagian Umum terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

 
Pasal 59 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana program kegiatan, 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi serta pelaporan 
kegiatan sekretariat DPRD dan DPRD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Bagian 

Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. melaksanakan evaluasi terhadap program kegiatan yang 
telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kinerja dan 
perencanaan berikutnya; 

e. melaksanakan pelaporan program kegiatan yang telah 
dilaksanakan; 
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f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian Umum terkait berdasarkan ketentuan yang 
berlaku agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan 
serta perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

i. mengawasi, mengendalikan dan memonitoring atas 
pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan agar diperoleh sinkronisasi;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 60 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi 
keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD serta menyusun 
rencana program dan pelaporannya serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Bagian 

Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan 
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Sekretariat DPRD dan DPRD dalam rangka terwujudnya 
pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan 
serta perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan agar 
diperoleh sinkronisasi;  

i. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 61 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
urusan kepegawaian, penyusunan rencana kegiatan 
ketatausahaan dan administrasi serta  menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata usaha di 
lingkungan Sekretariat DPRD rangka terwujudnya 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 
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c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. melaksanakan urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan, 
kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan 
Kepegawaian agar diperoleh sinkronisasi; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

Bagian Ketiga 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

 
Pasal 62 

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai 
tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan 
urusan persidangan dan perundang-undangan serta  
melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan, pengolahan produk hukum dan perundang-

undangan; 
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b. penyusunan risalah hasil rapat DPRD; 
c. penghimpunan dan pendokumentasian risalah dan produk-

produk hukum; 
d. penyiapan penyelenggaraan materi rapat serta kunjungan 

kerja DPRD; 
e. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan Bagian 

Persidangan dan Perundang-undangan; 
f. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. pengawasan, monitoring dan pengendalian atas 

pelaksanaan kegiatan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan di lingkungan 

Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan bidang 
terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
sinkronisasi dan kinerja yang dapat dipertanggungjawab  
kan; 

e. menyajikan dan menyelenggarakan pelayanan pengelolaan 
produk hukum dan perundang-undangan di lingkungan 
Sekretariat DPRD dan DPRD sebagai pedoman dan untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

g. menyajikan materi rapat serta kunjungan kerja DPRD 
sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan; 

h. melaksanakan pendokumentasian risalah dan produk 
hukum hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD 
sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan; 
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i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

j. mengawasi, mengendalikan dan memonitoring atas 
pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan agar diperoleh sinkronisasi dan peningkatan 
kinerja; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 63 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari: 
a. Subbagian Persidangan dan Risalah; 
b. Subbagian Telaah dan Dokumentasi Hukum; dan 
c. Subbagian Rapat dan Perundang-undangan. 

 
Pasal 64 

(1) Subbagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
persidangan dan  melaksanakan penyusunan  risalah rapat-
rapat DPRD serta menyajikan data sebagai bahan laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a.  menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Persidangan 

dan Perundang-undangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku  dan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penyelenggaraan persidangan DPRD; 

c. menyusun risalah rapat-rapat DPRD; 
d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 

dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
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e. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

f. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsi 
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penghimpunan 
risalah produk hukum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

h. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan risalah produk hukum baik 
internal maupun eksternal dalam rangka sinkronisasi dan 
penyajian data yang akurat;  

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Risalah dan 
Dokumentasi sebagai bahan langkah untuk pencapaian 
program dan tindak lanjut kebijakan yang akan datang; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 65 

(1) Subbagian Telaah dan Dokumentasi Hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan dan melaksanakan telaah hasil rapat-rapat 
DPRD, dan melaksanakan dokumentasi hukum serta 
menyajikan data sebagai bahan laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Telaah dan Dokumentasi Hukum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Persidangan 

dan Perundang-undangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku  dan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
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b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
telaah rapat-rapat  DPRD. 

c. melaksanakan dokumentasi hukum sebagai bahan acuan 
dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

f. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan perencanaan produk hukum 
baik dari aspirasi maupun usulan Pemerintah Daerah 
sebagai bahan telaah dan pembahasan serta 
mendokumentasikan dari perencanaan proses dan 
hasilnya;  

h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Telaah dab 
Dokumentasi Hukum sebagai bahan langkah untuk 
pencapaian program dan tindak lanjut kebijakan yang akan 
datang; 

j. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 66 

(1) Subbagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dan penyaji 
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materi produk hukum, penyiapan rencana kujungan kerja DPRD 
serta menyajikan data sebagai bahan laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Rapat dan Perundang-undangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Persidangan 

dan Perundang-undangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku  dan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penyelenggaraan rapat dan perundang-undangan di 
lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka terwujudnya 
pelaksanaan tugas; 

c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar ; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan 
produk hukum dan perundang-undangan di lingkungan 
Sekretariat DPRD dan DPRD sebagai pedoman dan untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan data dan informasi serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan produk hukum baik internal 
maupun eksternal dalam rangka sinkronisasi terhadap 
aturan yang lebih tinggi; 

h. menyiapkan materi rapat komisi, kunjungan kerja DPRD 
serta penyusunan risalah dan laporan kunjungan kerja 
sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan 
serta perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 
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j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Rapat dan Perundang-
undangan agar diperoleh sinkronisasi; 

k. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Keempat 

Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan 
Perlengkapan 

 
Pasal 67 

(1) Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan 
Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
rumah tangga dan perlengkapan, keHubungan Masyarakatan, 
protokol, perjalanan dinas, dokumentasi dan kearsipan serta 
melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan 
Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. 
b. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, 

rumah dinas anggota DPRD dan barang-barang inventaris; 
c. pelaksanaan urusan perlengkapan; 
d. pelaksanaan urusan perjalanan dinas Sekretariat DPRD 

dan anggota DPRD; 
e. penyusunan program kegiatan Bagian; 
f. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. pengawasan, monitoring dan pengendalian kegiatan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga 
dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana kegiatan tahunan di lingkungan 
Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan Bagian 
terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyajikan dan menyelenggarakan pelayanan rumah 
tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD 
dan DPRD sebagai pedoman dan untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan urusan kehumasan; 
g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 

komunikasi yang berhubungan penyelenggaraan kegiatan 
sebagai upaya optimalisasi kinerja; 

h. menyiapkan urusan perjalanan dinas Sekretariat DPRD dan 
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan dan berlaku dan 
kebutuhan; 

i. melaksanakan urusan perlengkapan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

k. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat, 
Rumah Tangga dan Perlengkapan agar diperoleh 
sinkronisasi dan peningkatan kinerja; 

l. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 68 
Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan Perlengkapan 
terdiri dari: 
a. Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi; 
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 
c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan. 

 
Pasal 69 

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan kegiatan keHubungan Masyarakatan,  
keprotokolan serta publikasi pemberitaan program kegiatan 
DPRD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol 
dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Hubungan 

Masyarakat,Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Protokol dn 
Publikasi Pemberitaan program kegiatan  DPRD sebagai 
bahan acuan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan 
tugas; 

c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

e. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

f. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan Hubungan Masyarakat, 
Protokol dan Publikasi Pemberitaan  dalam rangka 
sinkronisasi dan penyajian data yang akurat; 
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g. menyiapkan program persiapan penerimaan dan kunjungan 
kerja DPRD dengan berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik 
dan lancar; 

h. melaksanakan urusan perjalanan dinas Sekretariat DPRD 
dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan dan berlaku 
dan kebutuhan; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian sebagai 
bahan langkah untuk pencapaian program dan tindak lanjut 
kebijakan yang akan datang; 

k. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 70 

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
urusan rumah tangga meliputi perawatan,  pemeliharaan dan  
perlengkapan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Rumah 

Tangga dan Perlengkapan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan 
Sekretariat DPRD dan DPRD sebagai bahan acuan dalam 
rangka terwujudnya pelaksanaan tugas; 
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c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

e. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

f. menyiapkan bahan rencana kerja pada kegiatan 
kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan 
Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

g. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 
komunikasi yang berhubungan kerumahtanggaan dan 
perlengkapan baik internal maupun eksternal dalam rangka 
sinkronisasi dan penyajian data yang akurat; 

h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi sarana 
prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD; 

i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan sarana prasarana 
perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD; 

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan 
serta perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

k. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Rumah Tangga dan 
Perlengkapan sebagai bahan langkah untuk pencapaian 
program dan tindak lanjut kebijakan yang akan datang; 

l. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 71 

(1) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas pokok 
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menyiapkan bahan dan melaksanakan dokumentasi program 
kegiatan DPRD, serta mengelola perpustakaan untuk 
menunjang kegiatan DPRD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bagian Hubungan 

Masyarakat,Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
dokumentasi kegiatan DPRD sebagai bahan acuan dalam 
rangka terwujudnya pelaksanaan tugas; 

c. mengelola perpustakaan sebagai penunjang program 
kegiatan DPRD; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bagian terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 
petunjuk atasan sebagai acuan kerja; 

f. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

g. menyiapkan alat dan bahan dokumentasi.  
h. menyiapkan data dan informasi, serta melakukan 

komunikasi yang berhubungan dengan dokumentasi hasil 
kegiatan DPRD yang akan dipublikasikan dalam rangka 
sinkronisasi dan penyajian data yang akurat;  

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, 
kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pegawai dalam rangka peningkatan 
kinerja; 

j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
atas pelaksanaan tugas Subbagian Dokumentasi dan 
Perpustakaan  sebagai bahan langkah untuk pencapaian 
program dan tindak lanjut kebijakan yang akan datang; 
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k. membina, mengarahkan dan memberikan penilaian 
pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 72 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 
Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD. 

Pasal 73 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural 
Sekretariat Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2005 Nomor 78); dan 

b. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 76 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 79) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 74 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 
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Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
 

Cap TTD 
 

JOHN MANUEL MANOPPO 
 
 
Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 
SALATIGA, 

 
 

Cap TTD 
 

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 
BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 51  

 
Sesuai dengan aslinya: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

NUGROHO INDRO P.,SH,M.Hum 
Pembina 

NIP. 500 050 512 
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 52 TAHUN 2008 

 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 52 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA DINAS DAERAH KOTA SALATIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
21 Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, perlu 
mengatur mengenai penjabaran tugas pokok 
dan fungsi Dinas Daerah Kota Salatiga; 

b.  bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, 
agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
dapat berjalan lancar, berdaya guna dan 
berhasil guna, perlu mengatur mengenai 
uraian tugas pejabat struktural; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 
Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah 
Kota Salatiga. 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan   Daerah-daerah Kota Kecil 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat  Daerah; 

13. Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 

14. Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS 
POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS 
DAERAH KOTA SALATIGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 

19. Daerah adalah Kota Salatiga. 
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Salatiga. 

22. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat  Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

23. Walikota adalah Walikota Salatiga.  
24. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga. 
25. Perangkat  Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan 
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Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan serta 
Lembaga Lain Daerah. 

26. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Salatiga. 
27. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 
28. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya 

disingkat DP3, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. 

 
 

BAB II 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 2 
(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari: 
1. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;  
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari: 
1. Seksi Sekolah Menengah Atas;  
2. Seksi Sekolah Menegah Kejuruan; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 

e. Bidang Pendidikan Nonformal, terdiri dari: 
1. Seksi Kesetaraan; 
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat; dan 
3. Seksi Pembinaan Kesiswaan 

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 
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1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Dasar;  

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah; dan 

3. Seksi Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Nonformal 

g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : 
1. Seksi Kelembagaan; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
3. Seksi Bina Pemuda dan Olahraga  

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
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Pasal 3 
(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda 

dan olahraga; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, 

pemuda dan olahraga yang meliputi prasekolah dan 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 
nonformal, dan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda 
dan olahraga; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan dibidang pendidikan, pemuda dan 

olahraga melalui pembahasan dan kajian dengan Bidang 
dan lembaga penyelenggara pendidikan, pemuda dan 
olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan daerah dibidang pendidikan, 
pemuda dan olahraga sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. menetapkan rencana strategis melalui pembahasan dengan 
Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
lembaga penyelenggara dibidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 
Kerja; 

d. menetapkan rencana kerja tahunan Dinas berdasarkan 
skala prioritas Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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e. menetapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai bahan 
dalam pengambilan keputusan; 

f. melaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran 
berdasarkan ketentuan penatausahaan pengelolaan 
administrasi keuangan; 

g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah 
sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan 
transparansi; 

h. menetapkan petunjuk operasional kegiatan di sekretariat 
dan bidang sebagai acuan dalam melaksanakan tugas; 

i. mengkoordinasikan kegiatan pada Sekretariat, Bidang, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas secara berkala sesuai dengan 
kewenangan dan urusan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

j. menetapkan rekomendasi dalam pendirian lembaga 
pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga sesuai dengan standar pendidikan nasional; 

k. menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan pada 
semua jenjang dan jalur pendidikan dan pelayanan umum 
lain dibidang pemuda dan olahraga sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan sistem pengendalian mutu pelayanan umum 
dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui 
pembahasan, pengkajian dan bekerja sama dengan 
lembaga penjaminan mutu atau lembaga lain yang relevan; 

m. melaksanakan kurikulum  penyelenggaraan pendidikan 
pada semua jenjang dan jalur untuk mencapai peningkatan 
mutu pendidikan; 

n. menyusun konsep produk hukum dibidang pendidikan,  
pemuda dan olahraga mengacu ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan 
Peraturan daerah atau Walikota; 

o. melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai dengan 
kewenangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menandatangi surat keluar berdasarkan kewenangan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
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q. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
kegiatan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga 
sebagai bahan penetapan kebijakan  Walikota;  

r. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

s. melaksanakan pembinaan  terhadap Unit Pelaksana Teknis 
Dinas dan lembaga penyelenggara bidang pendidikan,  
pemuda dan olahraga; 

t. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
kegiatan pada Sekretariat,  Bidang dan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas secara  berkala sesuai capain target kinerja 
pelaksanaan kegiatan; 

u. melaporkan keseluruhan kegiatan sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;  

v. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

w. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 4 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian 
dan evaluasi kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, 
umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan dan 
kehumasan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggara  ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
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c. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas; 

d. pengelola administrasi perencanaan,  keuangan,  
kepegawaian, dan umum; 

e. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat dengan Bidang, Unit 
Pelaksana Teknis dan dinas lain  sesuai dengan urusan 
dan kewenangan yang ada; 

f. penyusunan rencana strategis Dinas melalui pembahasan 
dengan Bidang lain sebagai bahan pengambilan kebijakan  
Dinas; 

g. penyusunan program kerja tahunan Dinas sebagai bahan 
penyusunan rencana kerja; 

h. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan administrasi 
keuangan sesuai ketentuan; 

i. pelaksanaan tata naskah produk hukum dibidang bidang 
pendidikan,  pemuda dan olahraga; 

j. pelaksanaan administrasi aset daerah yang ada di Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas secara berkala sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

k. pengolahan data pokok pendidikan, pemuda dan olahraga 
sebagai informasi dan bahan dalam menyusun kebijakan 
Dinas; 

l. pengkoordinasian tata laksana, prosedur kerja, kearsipan 
dan kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Dinas secara 
berkala  berdasarkan ketentuan yang ada; 

n. penyusunan Laporan Kinerja Dinas sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Dinas; 

o. pengarahan dan pembinaan kepada bawahan; 
p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Dinas melalui 

pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan lembaga penyelenggara dibidang pendidikan, Pemuda 
dan olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 
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b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, 
kepegawaian, umum, kehumasan, merlengkapan dan 
kearsipan pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

c. merencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sesuai dengan plafon anggaran prioritas; 

d. mengkoordinasian penyusunan rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Dinas berdasarkan Program kerja 
Dinas; 

e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perencanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum; 

f. mengkoordinasikan kegiatan di Sekretariat dengan Bidang, 
Unit Pelaksana Teknis dan dinas lain  sesuai dengan 
urusan dan kewenangan yang ada; 

g. menyusun rencana strategis Dinas melalui pembahasan 
dengan Bidang lain sebagai bahan penyusunan rencana 
program kerja tahunan Dinas; 

h. menyusun  program kerja tahunan Dinas sebagai bahan 
penyusunan Rencana program kerja Daerah melalui 
pembahasan dengan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas; 

i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan administrasi 
keuangan dengan menyusun laporan keuangan, neraca 
dan catatan laporan  arus  kas Dinas; 

j. meneliti dan memaraf draf tata naskah produk hukum 
dibidang bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;  

k. mengadministrasikan produk hukum dibidang bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga; 

l. mengadministrasikan  aset daerah yang ada di Dinas dan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas secara berkala sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 
data pokok pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai 
informasi dan bahan dalam menyusun kebijakan Dinas; 

n. melaksanakan koordinasi dan tata laksana, prosedur kerja, 
kearsipan dan kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

o. melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan keuangan 
dan aset Dinas secara berkala  berdasarkan ketentuan; 
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p. menyusun  Laporan Kinerja Dinas sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Dinas; 

q. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Pasal 5 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Pasal 6 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan, pengumpulan, pengolahan data pokok pendidikan, 
pemuda, dan olahraga dan menyajikan data untuk informasi 
dalam pengambilan kebijakan serta menyusun laporan kinerja 
dan usulan kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas dan penyusunan Rencana Anggaran Kerja Dinas pada 
tahun mendatang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Subbagian  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksaan tugas; 
b. menyusun draf rencana strategis Dinas melalui 

pembahasan dengan Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas dan sekolah  sebagai bahan penyusunan 
Rencana Program kerja tahunan  Dinas; 

c. menyusun program kerja tahunan Dinas sebagai bahan 
penyusunan Rencana program kerja Daerah melalui 
pembahasan dengan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas; 
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d. menyelenggarakan administrasi perencanaan data pokok 
pendidikan, pemuda dan olahraga bahan kebijakan Dinas; 

e. mengumpulkan, memilah dan mengolah data pokok  
pendidikan, pemuda dan olahraga  secara berkala untuk 
keakuratan data  Dinas; 

f. mengkoordinasikan perencanaan program kerja pada 
Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;    

g. mengkoordinasikan penggunaan dan penguatan jaringan 
pendidikan nasional melalui sistem informasi dan teknologi 
dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas, sekolah-
sekolah, dan dinas terkait untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. menyajikan data pokok untuk pelayanan informasi bidang  
pendidikan, pemuda dan olahraga; 

i. menyusun bahan laporan kegiatan pada Sekretariat dan 
Bidang sebagai bahan evaluasi pelaksanaan   program 
kerja  Dinas; 

j. menyusun draf laporan kinerja dan evaluasi Dinas sebagai 
bahan Laporan Kinerja Daerah; 

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program 
kerja; 

l. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 
anggaran, pelaksanakan penatausahaan administrasi 
keuangan, melaksanakan pengendalian pendapatan dan 
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belanja daerah dan  menyajikan data sebagai bahan  
penyusunan   kebijakan dan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Subbagian sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksaan tugas; 
b. menyusun draf rencana anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas melalui pembahasan dengan  Sekretariat, Bidang, 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan sekolah sesuai dengan 
plafon anggaran prioritas; 

c. menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan 
administrasi keuangan Dinas dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. menyusun laporan keuangan  neraca dan catatan arus kas 
secara bulanan, triwulanan dan tahunan sebagai bahan 
penyusunan laporan keuangan daerah; 

e. melakukan koordinasi penatausahaan pengelolaan 
administrasi keuangan  dengan dinas terkait untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan penatausahaan kegiatan pada 
Sekretariat dan Bidang sesuai dengan target penyerapan 
anggaran; 

g. meneliti dan mengesahkan pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 

h. menelaah permasalahan dalam penatausahaan 
pengelolaan administrasi keuangan sebagai bahan 
kebijakan  Dinas;  

i. melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran melalui 
pembahasan dengan Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas dan sekolah-sekolah; 

j. menyusun  pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi  
atasan; 

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program 
kerja; 

l. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 
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m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 8 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, tata 
laksana, kehumasan, perlengkapan dan kepegawaian, 
mengendalikan kegiatan dan menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Subbagian  sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksaan tugas; 
b. menyusun bahan penyelengaraan administrasi umum, tata 

laksana, kehumasan, dan perlengkapan; 
c. melakukan koordinasi  dan administrasi pengelolaan aset 

Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan sekolah-sekolah 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan 
pangkat, berkala dan mutasi bagi tenaga administrasi 
pengawas dan penilik Dinas; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Subag pada 
Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan administrasi tata naskah  surat  berdasarkan 
kewenangan; 

g. menyusun prosedur tetap dalam tata laksana Dinas melalui 
pembahasan dengan Sekretariat dan Bidang untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
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h. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan pengadaan dan 
pemeliharaan perlengkapan gedung kantor serta aset  
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. menelaah permasalahan dalam pengelolaan umum, 
kearsipan, aset dan kepegawaian sebagai masukan atasan 
dalam mengambil keputusan; 

j. melaksanakan pengendalian pengelolaan aset dan arsip 
pada Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan sekolah;  

k. membagi tugas pada bawahan; 
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 

langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program 
kerja;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Pendidikan Dasar 
 

Pasal 9 
(1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyusun 

bahan rencana dan sarana prasarana pendidikan, 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, 
mengendalian mutu, dan evaluasi  pengelolaan pendidikan, 
meliputi satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama dan pendidikan khusus dasar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan operasional pendidikan  dibidang 

taman kanak-kanak dan satuan Pendidikan dasar sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan khusus 
dasar; 
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b. pelaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan taman kanak-kanak,  pendidikan dasar dan 
pendidikan khusus dasar; 

c. pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan 
taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 

d. penyediaan  bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan 
taman kanak-kanak dan satuan pendidikan dasar; 

e. sosialisasi  dan pelaksana standar nasional pendidikan; 
f. pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pada 

pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan satuan 
pendidikan dasar;   

g. fasilitasi pelaksanaan kurikulum pada penyelenggaraan 
pendidikan taman kanak-kanak dan tingkat satuan 
pendidikan dasar; 

h. pengkoordinasian pelaksanaan ujian sekolah dan ujian 
nasional pada satuan pendidikan dasar; 

i. pengelolaan pemberian dan pencabutan rekomendasi dan 
izin pendirian taman kanak-kanak dan pendidikan dasar 
yang berbasis keunggulan lokal, berstandar nasional pada 
satuan pendidikan dasar; 

j. fasilitasi pengendalian penjaminan mutu dengan 
mengadakan berbagai lomba akademis maupun 
nonakademis tingkat  lokal, nasional dan  internalasional;   

k. pengkoodinasian pengendalian mutu pengelolaan 
sumberdaya  pendidikan dengan memperhatikan relevansi 
dan daya saing  pendidikan secara global;   

l. pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pada satuan pendidikan dasar, meliputi struktur kurikulum, 
standar isi, dan kompetensi kelulusan dengan 
mempertimbangan hasil penilaian  lembaga yang 
berwewenang; 

m. pemantauan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional 
berdasarkan standar  kelulusan; 

n. pemantauan pendayagunaan dan pemenuhan standar 
nasional sarana prasarana dan buku pelajaran pada satuan 
pendidikan dasar; 

o. penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas; 
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p. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis kegiatan dibidang pendidikan 

anak usia dini formal atau taman kanak-kanak,  pendidikan 
dasar dan pendidikan khusus dasar; 

b. menyusun program kerja meliputi perencanaan,  
pelaksanaan dan pegawasan pegelolaan satuan pendidikan 
pada jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan 
dasar dan pendidikan khusus sebagai bahan program 
tahunan Dinas; 

c. melaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan, kurikulum dan peraturan perundang-undangan 
dibidang pendidikan dasar anak usia dini formal dan  
pendidikan dasar;  

d. membagi tugas pada bawahan   untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada 
Bidang Pendidikan Dasar dengan Bidang, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas, dewan pendidikan, sekolah dan Dinas terkait 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyusun petunjuk operasional kegiatan pada Bidang 
Pendidikan dasar  meliputi  kalender pendidikan,  petunjuk 
penerimaan siswa baru, ujian sekolah, ujian nasional, 
pemenuhan sarana prasarana, dan buku pelajaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan upaya pengendalian mutu pada pengelolaan 
sumber daya pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 
dasar dan menengah melalui kegiatan akreditasi sekolah; 

h. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi siswa 
melalui berbagai lomba dibidang akademis maupun 
nonakademis, seperti lomba Porseni, pekan olahraga 
pelajar, olimpiade MIPA, lomba mata pelajaran dan lainnya 
pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini formal dan 
pendidikan dasar;  
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i. memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan sarana 
prasarana layanan pendidikan taman kanak-kanak, 
pendidikan dasar dan pendidikan khusus dasar; 

j. mengkaji kebutuhan sarana prasarana pendidikan mulai 
taman kanak-kanak dan satuan pendidikan dasar dan 
pendidikan khusus dasar; 

k. melaksanakan ujian sekolah, ujian nasional pada satuan 
pendidikan dasar dengan berpedoman pada standar isi dan 
kompetensi lulusan; 

l. mengkaji dalam pemberian dan mencabut rekomendasi 
pendirian satuan pendidikan anak usia dini formal dan 
pendidikan dasar ;   

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satuan  
pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama, meliputi struktur kurikulum, standar isi, 
dan kompetensi kelulusan mengacu pada standar nasional 
pendidikan; 

n. memantau dan mengevaluasi kegiatan penerimaan siswa 
baru, ujian sekolah dan ujian nasional sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

o. menyusun tim pengkaji kebutuhan sarana prasarana pada 
satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan 
sekolah menengah; 

p. menyusun inventarisasi sarana parasana pada satuan 
pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

q. menyusun laporan kegiatan Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas; 

r. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
untuk kelancaran tugas; 

s. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
 
 

Pasal 10 
Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari: 
a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;  
b. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan 
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c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 
 
 

Pasal 11 
(1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan kurikulum 
dan mengendalian mutu pendidikan pada taman kanak-kanak, 
sekolah dasar  dan sekolah dasar luar biasa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah 
Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan pendidikan 
pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan 
sekolah dasar luar biasa; 

c. mempersiapkan draf petunjuk Teknis kegiatan satuan 
pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak dan sekolah 
dasar dan sekolah dasar luar biasa; 

d. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum pada 
satuan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar 
sesuai dengan standar nasional pendidikan;  

f. merencanakan berbagai lomba akademis maupun non 
akademis seperti lomba mata pelajaran, Olimpiade MIPA, 
Porseni, dan Popda dasar untuk mendorong  upaya 
peningkatan mutu pendidikan dasar; 

g. menyusun, mengolah  dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada satuan pendidikan taman kanak-kanak 
dan sekolah dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan 
pendidikan; 

h. merencanakan berbagai lomba akademis maupun 
nonakademis untuk mendorong  upaya peningkatan mutu 
pendidikan; 
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i. mengkaji pendirian dan penutupan satuan pendidikan 
taman kanak-kanak yang berbasis keunggulan lokal, 
berstandar nasional dan bertaraf internalasional sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku;  

j. melaksanakan pemantauan proses penerimaan siswa baru, 
pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional  agar capaian 
kegiatan terlaksana; 

k. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan  program kerja; 

l. mengarahkan dan mengawasi kinerja bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

n. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 12 

(1) Seksi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana program, melaksanakan kurikulum dan 
mengendalian mutu pendidikan pada sekolah menengah 
pertama dan  sekolah menengah pertama luar biasa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah;  

b. melaksanakan dan memfasilitasi layanan pendidikan 
khusus melalui sekolah menengah pertama luar biasa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan pendidikan 
pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah 
menengah pertama luar biasa; 

d. menyusun draf produk hukum yang berkaitan dengan 
kegiatan pada Seksi sekolah menengah  pertama sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

e. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi ; 

f. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum dan 
kalender pendidikan pada jenjang sekolah menengah 
pertama; 

g. menyusun, mengolah dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada satuan pendidikan menengah pertama 
sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan;  

h. melaksanakan pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan 
pelajar yang memiliki pengetahuan, beriman, bertakwa, 
berahlak mulia dan cinta tanah air sebagai upaya 
mencegah kenakalan, kekerasan dan menyalahgunaan 
narkoba di kalangan pelajar; 

i. merencanakan berbagai lomba akademis maupun non 
akademis seperti lomba mata pelajaran, Olimpiade MIPA, 
Porseni dan Popda untuk mendorong  upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar; 

j. melaksanakan monitoring evaluasi pengelolaan pendidikan 
sebagai upaya pengendalian dan penjaminan mutu 
merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap 
penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
dan sekolah menengah pertama luar biasa;  

k. mengkaji pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang 
berbasis keunggulan lokal, berstandar nasional dan bertaraf 
internalasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan monitoring evaluasi hasil belajar pada 
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 
pertama luar biasa untuk memantau proses dan hasil 
peningkatan mutu pendidikan  secara berkesinambungan; 

m. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan  
evaluasi pelaksanaan program kerja  Bidang; 

n. mengarahkan dan mengawasi kinerja bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
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o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang;  

p. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 13 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana program, mengumpulan, mengkaji, 
mendistribusikan, inventarisasi sarana prasarana serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah;  

b. menyusun rencana pengembangan dan pendayagunaan 
sarana prasarana pendidikan taman kanak-kanak, 
pendidikan dasar dan pendidikan khusus; 

c. mengumpulkan dan mengolah data sarana prasarana 
sebagai bahan penyusuan kebijakan Bidang; 

d. melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sesuai 
standar nasional pendidikan; 

e. menyusun, mengolah dan menyajikan daftar inventarisasi 
sarana prasarana pada pendidikan taman kanak-kanak dan 
pendidikan dasar sebagai bahan penentuan program Seksi; 

f. mengkaji kebutuhan sarana prasarana untuk memenuhi 
standar nasional sarana prasarana sekolah melalui 
pembahasan dengan Bidang terkait, Unit Pelaksana Teknis 
Dinas dan Dinas terkait; 

g. mengkaji pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana 
sekolah berupa bangunan infrastruktur, mebelair, buku 

 124 

pelajaran, buku perpustakaan, alat laboratorium, alat multi 
media, alat peraga, peralatan kantor  sesuai dengan 
standar nasional yang ditentukan; 

h. menyusun draf produk hukum yang berkaitan dengan 
kegiatan pada Seksi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mendistribusikan sarana prasarana berdasarkan skala 
prioritas  kebutuhan; 

j. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

k. melaksanakan koordinasi dengan Bidang terkait, Seksi, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Dinas Terkait untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi; 

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana 
prasarana pendidikan sebagai sebagai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan 
pendidikan;    

m. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja  Bidang; 

n. mengarahkan dan mengawasi kinerja bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang;  

p. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Pendidikan Menengah 
 

Pasal 14 
(4) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok 

menyusun bahan rencana dan sarana prasarana  pendidikan, 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, 
mengendalian mutu, dan evaluasi  pengelolaan pendidikan,  
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meliputi satuan pendidikan  menengah dan pendidikan khusus 
menengah atas.   

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan operasional pendidikan di sekolah 

menengah atas kejuruan dan pendidikan khusus menengah 
atas; 

b. pelaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan  menengah; 

c. pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah  menengah atas, kejuruan, pendidikan khusus 
dan pendidikan kejuruan jarak jauh;  

d. penyediaan  bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan  
menengah; 

e. sosialisasi  dan pelaksana standar nasional pendidikan 
menengah; 

f. pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan 
pada satuan  pendidikan menengah sesuai standar 
nasional pendidikan; 

g. fasilitasi pelaksanaan kurikulum pada penyelenggaraan 
pendidikan menengah atas, kejuruan dan pendidikan 
khusus menengah atas; 

h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi belajar semester, 
ujian sekolah dan ujian nasional pada satuan pendidikan 
menengah; 

i. pengkoordinasian pengendalian mutu pada layanan 
pendidikan menengah kejuruan  melalui  kemitraan  dengan 
dunia usaha dan industri berskala nasional dan 
internalasional untuk mempersiapkan kelulusan  yang siap 
berkompetisi secara global; 

j. pengelolaan pemberian dan pencabutan rekomendasi 
pendirian satuan pendidikan   menengah yang berbasis 
keunggulan lokal, berstandar nasional  dan bertaraf 
internalasional; 

k. fasilitasi pengendalian penjaminan mutu dengan 
mengadakan berbagai lomba akademis maupun 
nonakademis tingkat lokal, nasional dan internalasional;   
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l. pengkoodinasian pengendalian mutu pengelolaan 
sumberdaya pendidikan melalui uji sertifikasi keahlian bagi 
sekolah menengah kejuruan agar mampu bersaing di bursa 
kerja secara  global;   

m. pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pendidikan sekolah menengah atas, kejuruan dan sekolah 
menengah atas luar biasa, meliputi struktur kurikulum, 
standar isi dan kompetensi kelulusan dengan 
mempertimbangan standar nasional pendidikan; 

n. pemenuhan standar pengelolaan pendidikan berupa 
akreditasi sekolah dengan lembaga independen untuk 
mengetahui kelayakan program dan satuan  pendidikan 
sebagai bentuk akuntabilitas publik; 

o. pemantauan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional 
berdasarkan standar kompetensi kelulusan; 

p. pemantauan pendayagunaan dan pemenuhan standar 
nasional sarana prasarana dan buku pelajaran pada satuan 
pendidikan   dasar dan menengah; 

q. penyusunan laporan kegiatan Bidang sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan tugas; 

r. pengarahan, pengaturan dan pembinaan kepada bawahan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
t. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 

(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis kegiatan dibidang pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus; 
b. menyusun program kerja meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan pegawasan pegelolaan satuan pendidikan 
pada jenjang sekolah menengah atas, kejuruan dan 
pendidikan khusus sebagai bahan program tahunan Dinas; 

c. melaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan, kurikulum dan peraturan perundang-undangan 
dibidang pendidikan  menengah dan pendidikan khusus; 

d. membagi tugas pada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada 
Bidang Pendidikan Menengah dengan Bidang, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas, dewan pendidikan, sekolah dan 
Dinas terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyusun petunjuk operasional kegiatan pada Bidang 
Pendidikan Menengah  meliputi  kalender pendidikan, 
petunjuk penerimaan siswa baru, ujian sekolah, ujian 
nasional, pemenuhan sarana prasarana dan buku pelajaran 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan upaya pengendalian mutu pada pengelolaan 
sumber daya pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 
menengah melalui kegiatan akreditasi sekolah; 

h. melaksanakan pengendalian mutu pengelolaan 
sumberdaya pendidikan melalui uji sertifikasi keahlian bagi 
sekolah menengah kejuruan agar mampu bersaing di bursa 
kerja secara global; 

i. melaksanakan sistem pengendalian mutu pada layanan 
pendidikan menengah kejuruan melalui  kemitraan dengan 
dunia usaha dan industri berskala nasional dan 
internalasional untuk mempersiapkan kelulusan yang siap 
berkompetisi secara global; 

j. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi siswa 
melalui berbagai lomba dibidang  akademis maupun non 
akademis seperti lomba Porseni, pekan olahraga pelajar, 
olimpiade MIPA, lomba astronomi, lomba mata pelajaran  
dan  lainnya pada tingkat satuan Pendidikan Menengah; 

k. memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan sarana 
prasarana layanan pendidikan menengah dan  pendidikan 
khusus; 

l. mengkaji kebutuhan sarana prasarana pendidikan 
menengah melalui pembahasan dengan tim pengakaji 
kebutuhan;   

m. melaksanakan  ujian sekolah, ujian nasional pada satuan 
pendidikan  dasar dengan berpedoman pada standar isi 
dan kompetensi lulusan untuk memantau proses dan hasil 
peningkatan mutu pendidikan  secara berkesinambungan; 

n. mengkaji dalam pemberian dan mencabut rekomendasi 
pendirian  satuan pendidikan menengah;   
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o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
pendidikan sebagai upaya pengendalian dan penjaminan 
mutu sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap 
penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas, 
kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; 

p. memantau dan mengevaluasi kegiatan penerimaan siswa 
baru, ujian sekolah dan ujian nasional sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

q. menyusun tim pengkaji kebutuhan sarana prasarana pada  
satuan pendidikan menengah; 

r. menyusun inventarisasi sarana parasana pada satuan 
pendidikan jenjang sekolah menengah atas, kejuruan dan 
sekolah menengah atas luar biasa;   

s. menyusun laporan kegiatan Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas; 

t. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

u. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
 

Pasal 15 
Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari: 
a. Seksi Sekolah Menengah Atas;  
b. Seksi Sekolah Menegah Kejuruan; dan 
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 

 
Pasal 16 

(1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, melaksanakan kurikulum  dan mengendalian 
mutu pendidikan pada sekolah menengah atas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 
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b. menyelenggarakan administrasi  kegiatan satuan 
pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas;  

c. mempersiapkan draf petunjuk Teknis kegiatan satuan 
pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas;  

d. melaksanakan dan memfasilitasi layanan pendidikan 
khusus melalui sekolah menengah atas luar biasa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

f. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum pada 
satuan pendidikan menengah atas sesuai dengan standar 
nasional pendidikan;  

g. merencanakan berbagai lomba akademis maupun non 
akademis seperti lomba mata pelajaran, olimpiade MIPA 
dan Popda Menengah untuk mendorong upaya peningkatan 
mutu pendidikan menengah; 

h. menyusun, mengolah dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada  sekolah  menengah atas  sebagai 
bahan penyusunan kebijakan pendidikan;  

i. melaksanakan pembinaan kesiswaan  untuk mewujudkan 
pelajar yang memiliki pengetahuan, beriman, bertakwa, 
berahlak mulia dan cinta tanah air sebagai upaya 
mencegah kenalan, kekerasan dan menyalahgunaan 
narkoba di kalangan pelajar; 

j. merencanakan berbagai lomba akademis maupun non 
akademis seperti lomba mata pelajaran, olimpiade MIPA, 
Porseni dan Popda untuk mendorong  upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar; 

k. mengkaji pendirian dan penutupan satuan sekolah 
menengah atas dan sekolah menengah atas luar biasa 
yang berbasis keunggulan lokal, berstandar nasional dan 
bertaraf internalasional sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

l. melaksanakan pemantauan proses belajar, penerimaan 
siswa baru, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional 
agar capaian kegiatan terlaksana; 

m. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja  Bidang; 
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n. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja; 

p. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 17 

(1) Seksi Sekolah Menegah Kejuruan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan 
kurikulum, menginventarisasi tenaga kependidikan dan 
nonkependidikan sekolah menengah kejuruan serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sekolah Menegah Kejuruan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana program kerja Bidang  melalui 
pembahasan dengan Bidang,  Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah;  

b. melaksanakan dan memfasilitasi   pendidikan   pada  
sekolah menengah kejuruan; 

c. menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan pendidikan 
pada jenjang sekolah menengah kejuruan; 

d. menyusun draf produk hukum yang berkaitan  dengan 
kegitan pada Seksi Sekolah Menengah  kejuruan   sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

e. melasanakan upaya pengendalian mutu pengelolaan 
sumberdaya  pendidikan melalui uji sertifikasi keahlian bagi 
sekolah menengah kejuruan agar mampu bersaing di bursa 
kerja secara  global; 

f. melaksanakan sistem pengendalian mutu pada layanan 
pendidikan menengah kejuruan melalui  kemitraan  dengan 
dunia usaha dan industri berskala nasional dan 
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internalasional untuk mempersiapkan kelulusan yang siap 
berkompetisi secara global; 

g. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

h. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum dan 
kalender pendidikan pada jenjang sekolah menengah 
kejuruan; 

i. menyusun, mengolah dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada satuan pendidikan menengah kejuruan  
sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan;  

j. melaksanakan pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan 
pelajar yang memiliki pengetahuan, beriman, bertakwa, 
berahlak mulia dan cinta tanah air sebagai upaya 
mencegah kenalan, kekerasan dan menyalahgunaan 
narkoba di kalangan pelajar; 

k. merencanakan berbagai lomba akademis maupun non 
akademis seperti lomba mata pelajaran, olimpiade MIPA, 
Porseni dan Popda untuk mendorong  upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar; 

l. melaksanakan monitoring evaluasi pengelolaan pendidikan 
sebagai upaya pengendalian dan penjaminan mutu sebagai 
bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan 
pendidikan sekolah menengah kejuruan;  

m. mengkaji pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang 
berbasis keunggulan lokal, berstandar nasional dan bertaraf 
internalasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

n. melaksanakan monitoring proses belajar dan evaluasi hasil 
belajar pada  sekolah menengah kejuruan untuk memantau 
proses dan hasil peningkatan mutu pendidikan  secara 
berkesinambungan; 

o. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi  sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja  Bidang; 

p. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang;  

r. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
 
 

Pasal 18 
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, 
melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan 
pendayagunaan sarana prasarana pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus, mengkaji pemanfaatan, pemeliharaan, 
pemenuhan dan pendistribusikan, sarana prasarana dan 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyajikan data. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah;  

b. menyusun rencana pengembangan dan pendayagunaan 
sarana prasarana pendidikan  menengah dan  pendidikan 
khusus; 

c. mengumpulkan dan mengolah data sarana prasarana 
sebagai bahan penyusuan kebijakan Bidang; 

d. melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sesuai 
standar nasional pendidikan; 

e. menyusun, mengolah dan menyajikan daftar inventarisasi 
sarana prasarana pada sekolah menengah atas, kejuruan 
dan sekolah menengah atas luar biasa  sebagai bahan 
penentuan program Seksi; 

f. mengkaji kebutuhan sarana prasarana untuk memenuhi 
standar nasional sarana prasarana sekolah melalui 
pembahasan dengan Bidang terkait, Unit Pelaksana Teknis 
Dinas  dan Dinas terkait  ; 

g. mengkaji pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana 
sekolah berupa bangunan infrastruktur, mebelair, buku 
pelajaran, buku perpustakaan, alat laboratorium, alat 
multimedia, alat peraga, peralatan kantor sesuai dengan 
standar nasional yang ditentukan; 
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h. menyusun draf produk hukum yang berkaitan dengan 
kegiatan pada Seksi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mendistribusikan sarana prasarana berdasarkan skala 
prioritas  kebutuhan; 

j. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi ; 

k. melaksanakan koordinasi dengan Bidang terkait, Seksi, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Dinas Terkait untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi; 

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana 
prasarana pendidikan sebagai sebagai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan 
pendidikan;    

m. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan program kerja  Bidang; 

n. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja;  

p. mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan agar kinerja 
meningkat; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
 
 

Paragraf 5 
Bidang Pendidikan Nonformal 

 
Pasal 19 

(4) Bidang Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok 
menyusun bahan rencana dan sarana prasarana  pendidikan, 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, 
mengendalian mutu dan evaluasi  pengelolaan pendidikan  
anak usia dini, kesetaraan, pendidikan yang diselenggarakan 
masyarakat. 
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(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pendidikan Nonformal menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan operasional pendidikan anak usia dini 

nonformal, kesetaraan dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; 

b. pelaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan dan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;    

c. pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan Paket A, 
Paket B dan Paket C dan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat; 

d. penyediaan  bantuan biaya penyelenggaraan anak usia dini 
nonformal, kesetaraan dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; 

e. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan, dan  yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; 

f. pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan 
pendidikan sesuai standar nasional pendidikan nonformal;    

g. pemberian fasilitasi kurikulum pada penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan, 
pendidikan kecakapan hidup, kelompok belajar usaha dan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

h. pengkoordinasian pelaksanaan, ujian nasional Paket A, 
Paket B, Paket C dan uji kompetensi lembaga kursus; 

i. pengkoordinasian pengendalian mutu pada layanan 
pendidikan  yang diselenggarakan masyarakat melalui 
kemitraan dengan dunia usaha dan industri dan lembaga 
mitra pendidikan nonformal untuk mengevaluasi kualitas 
layanan pendidikan nonformal; 

j. pengelolaan pemberian dan pencabutan rekomendasi 
pendirian pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan 
dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

k. pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan dan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
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l. pemenuhan standar pengelolaan pendidikan berupa 
akreditasi lembaga pendidikan dan ketrampilan  dengan 
lembaga independen untuk mengetahui kelayakan program 
dan satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik; 

m. pemantauan pelaksanaan ujian nasional berdasarkan 
standar kompetensi kelulusan; 

n. pemantauan pendayagunaan dan pemenuhan standar 
nasional  sarana prasarana dan buku pelajaran pada 
pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan dan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

o. penyusunan laporan kegiatan Bidang sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan tugas; 

p. pengarahan, pengaturan dan pembinaan kepada bawahan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. penilaian prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Nonformal mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis kegiatan dibidang pendidikan  

anak usia dini nonformal, kesetaraan dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; 

b. menyusun program kerja meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan pegawasan  pegelolaan   pendidikan  
anak usia dini nonformal, kesetaraan dan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat  sebagai bahan program 
tahunan Dinas; 

c. melaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar nasional 
pendidikan, kurikulum dan  peraturan perundang-undangan 
dibidang  pendidikan Nonformal; 

d. melaksanakan  pembinaan peserta didik pada  pendidikan 
nonformal sehingga memiliki pengetahuan man  
ketrampilan dan akhirnya  mampu mandiri;   

e. membagi tugas pada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. membentuk lembaga mitra pendidikan nonformal untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang; 
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g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada 
Bidang Pendidikan Non  Formal dengan Bidang, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas, lembaga mitra pendidikan 
nonformal dan Dinas terkait untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. menyusun petunjuk operasional kegiatan pada Bidang 
Pendidikan Nonformal meliputi  kalender pendidikan, 
petunjuk penerimaan warga belajar, ujian nasional, 
pemenuhan sarana prasarana dan buku pelajaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan upaya pengendalian mutu pada pengelolaan 
sumber daya pendidikan nonformal dengan lembaga mitra 
pendidikan nonformal melalui kegiatan  akreditasi lembaga 
kursus; 

j. melaksanakan sistem  pengendalian mutu pada layanan 
pendidikan nonformal   melalui kemitraan dengan dunia 
usaha dan industri, lembaga mitra pendidikan nonformal  
untuk mempersiapkan lulusan yang mandiri dan mampu 
bersaing di dunia industri; 

k. memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan sarana 
prasarana layanan  pendidikan nonformal; 

l. melaksanakan  ujian nasional pada pendidikan nonformal 
mengacu ketentuan yang berlaku;   

m. mengkaji dalam pemberian dan mencabut rekomendasi 
pendirian lembaga pendidikan anak usia dini nonformal dan 
kursus-kursus; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
pendidikan sebagai upaya pengendalian dan penjaminan 
mutu sebagai bentuk pertanggunjawaban; 

o. memantau dan mengevaluasi  kegiatan ujian nasional 
kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan uji kompetensi 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

p. menyusun laporan kegiatan Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas; 

q. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
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Pasal 20 
Bidang Pendidikan Nonformal terdiri dari: 
a. Seksi Kesetaraan; 
b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

dan 
c. Seksi Pembinaan Kesiswaan 

 
Pasal 21 

(1) Seksi Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
program, melaksanakan kurikulum  dan mengendalian mutu  
Pendidikan Kesetaraan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kesetaraan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun  program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi  kegiatan pendidikan 
nonformal Seksi Pendidikan Kesetaraan;  

c. mempersiapkan draf petunjuk Teknis kegiatan pada Seksi 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;   

d. melaksanakan dan memfasilitasi layanan pendidikan 
keaksaraan bagi masyarakat yang putus sekolah atau tidak 
melanjutkan sekolah formal melalui kegiatan Kejar Paket A 
setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara 
SMA; 

e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum pada 
pendidikan kesetaraan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

f. mempersiapkan pelaksanaan evaluasi belajar bagi peserta 
didik pendidikan keaksaraan mengacu ketentuan yang ada; 

g. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

h. menyusun, mengolah dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada pendidikan kesetaraan sebagai bahan 
penyusunan kebijakan pendidikan;  
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i. melaksanakan pemantauan proses penerimaan warga 
belajar, pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan 
agar capaian kegiatan terlaksana; 

j. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi  sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan  program kerja Bidang; 

k. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 22 

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, 
melaksanakan kurikulum  dan mengendalian mutu pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi  sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang  melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi kegiatan pendidikan 
nonformal Seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat;  

c. mempersiapkan draf petunjuk teknis kegiatan pada Seksi 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

d. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Seksi; 

e. melaksanakan dan memfasilitasi layanan pendidikan 
masyarakat kurang beruntung melalui pendidikan 
kecakapan hidup dan kegiatan kelompok belajar usaha; 
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f. melaksanakan pembinaan dan bantuan pada lembaga 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara 
berkesinambungan sebagai bentuk pertanggung jawaban 
pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat;   

g. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum pada 
pendidikan kecakapan hidup mengacu pada isi dan 
program sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri dan 
memiliki kecakapan dunia usaha dan industri;  

h. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan 
pendidikan anaka usia dini dan pendidikan masyarakat 
melalui lomba kreativitas anak usia dini dan ekspo hasil 
pendidikan masyarakat ;    

i. melaksanakan dan memfasilitasi layanan pendidikan anak 
usia dini nonformal melalui kelompok bermain, tempat 
penitipan anak untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas 
dan ceria; 

j. mengkaji pemberian izin dan penutupan lembaga 
pendidikan masyarakat berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 

k. menyusunan  kepengurusan lembaga mitra pendidikan 
nonformal untuk membantu pelaksanaan tugas Seksi 
sesuai dengan rumpun layanan pendidikan masyarakat 
seperti Himpandi, HIPKI, HIPSI, Harpi Melati dan Tiara 
Kusuma;  

l. menyusun, mengolah  dan menyajikan data pengelolaan 
sumber daya pada pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan masyarakat sebagai bahan penyusunan 
kebijakan pendidikan;  

m. melaksanakan koordinasi dengan Bidang terkait, lembaga 
kursus, lembaga mitra pendidikan nonformal, tenaga 
fungsional dan tenaga lapangan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Seksi; 

n. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga mitra 
pendidikan nonformal sebagai bahan penentuan kebijakan 
Bidang;  

o. melaksanakan akreditasi pelayanan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat melalui kerja sama 
dengan lembaga independen  sebagai bahan evaluasi 
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kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan 
masyarakat; 

p. mempersiapkan pelaksanaan evaluasi belajar bagi peserta 
didik pada pendidikan masyarakat melalui uji kompentensi; 

q. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja  Bidang; 

r. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

t. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 23 
(1) Seksi Pembinaan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana program, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan, 
pengembangan kualifikasi, kompetensi dan pengendalian mutu  
warga belajar pendidikan   nonformal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi  sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan  administrasi pengelolaan warga belajar 
pada pendidikan nonformal   sebagai bahan  penyusunan 
kebijakan Bidang;    

c. mempersiapkan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan 
pembinaan warga belajar pendidikan nonformal sesuai 
dengan standar, kriteria dalam upaya peningkatan mutu; 

d. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Bidang ; 
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e. menyusun, mengolah, menyajikan data dan informasi 
pengelolaan warga belajar untuk peremajaan data; 

f. melaksanakan  dan memfasilitasi pengembangan mutu 
warga belajar berupa kursus orientasi pedesaan, kursus 
wirausahaan perkotaan, magang dan  pendidikan 
kecakapan hidup  kerja sama SMK;     

g. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu warga belajar melalui kegiatan ujian nasional dan uji 
sertifikasi keahlian sehingga mampu membuka usaha 
mandiri;   

h. melaksanakan koordinasi pengendalian mutu warga belajar 
pendidikan nonformal melalui kerja sama dengan organisasi 
mitra kursus, asosiasi profesi, konsorsium kursus, lembaga 
dunia usaha dan industri; 

i. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja  Bidang; 

j. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
 

Pasal 24 
(1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas 

pokok menyusun bahan rencana dan melaksanakan kebijakan, 
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian 
mutu pendidik dan tenaga kependidikan  untuk menunjang 
pelayanan teknis  proses pendidikan  pada pendidikan 
nonformal dan pendidikan pada semua jenjang  satuan 
pendidikan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan program peningkatan mutu 

pendidik dan kependidikan pada pendidikan  nonformal dan 
formal; 

b. pelaksanaan sosialisasi dan pemenuhan standar minimal 
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada  
pendidikan   nonformal dan formal; 

c. pengelolaan dan pengembangan  mutu pendidik  dan 
tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan  
untuk menunjang pelayanan teknis  proses pendidikan; 

d. penyediaan  fasilitasi perlindungan hukum, penghargaan 
dan kesejahteraan  bagi pendidik dan tenaga kepedidikan 
agar kinerja meningkat;  

e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan produk hukum 
lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan lainnya; 

f. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pedidik dan tenaga 
kependidikan melalui pengadaan, penempatan  serta 
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai latar 
belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pada 
semua jenis dan tingkat satuan pendidikan;    

g. pemberian fasilitasi  pengembangan mutu dan karier 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan latar 
pendidikan, evaluasi pelaksanaan  pembelajaran dan 
prestasi;  

h. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan pengembangan 
karier dan fasilitasi pendidikan dan latihan bagi pendidik 
dan tenaga kependidikan melalui kerja sama dengan 
lembaga pendidik dan tenaga pendidikan dan lembaga 
penjaminan mutu pendidik; 

i. penetapan  prosedur dan tata laksana pengelolaan 
administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, 
pemberhentian, mutasi dan pembinaan karier pendidik dan 
tenaga kependidikan  nonformal dan formal; 

j. penyusunan dan pengolahan data dan informasi untuk 
pemetaan kebutuhan dan  peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan; 
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k. pemantauan, monitoring dan evaluasi  pemenuhan standar 
kualifikasi minimal dan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan nonformal dan semua jenjang satuan 
pendidikan formal sebagai bahan pengendalian 
pelaksanaan program; 

l. pengkoordinasian pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan  melalui  kegiatan  sertifikasi, uji kompetensi 
pendidik, kegiatan pendidikan dan latihan bagi pendidik dan 
kependidikan  sebagai upaya peningkatan kualitas;  

m. pemantauan pendayagunaan tenaga pendidik untuk 
menunjang pelayanan teknis proses pendidikan pada 
pendidikan nonformal dan pendidikan formal; 

n. penyusunan laporan kegiatan Bidang sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan tugas; 

o. pembinaan dan pengarahan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang kebijakan teknis 
dan program peningkatan mutu pendidik dan  tenaga 
kependidikan pada pendidikan nonformal dan formal 
melalui pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas dan sekolah; 

b. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan 
standar minimal kualifikasi pendidik dan tenaga 
kependidikan pada  pendidikan  nonformal dan forma; 

c. mempersiapkan draf petunjuk Teknis kegiatan pengelolaan 
dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan; 

d. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Bidang; 

e. menyusun, mengolah, menyajikan data dan informasi 
pengelolaan pendidik dan  tenaga kependidikan sebagai 
bahan   penyusunan kebijakan Bidang; 
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f. melaksanakan  dan memfasilitasi kegiatan pengembangan  
mutu pendidik  dan tenaga kependidikan melalui pendidikan 
dan pelatihan, penelitian tindakan kelas,  pemilihan guru 
berprestasi dan berdedikasi sebagai upaya peningkatan 
mutu guru; 

g. memfasilitasi pengembangan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan  melalui kegiatan pendidikan dan latihan dan 
bantuan biaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi 
tenaga kependidikan nonformal maupun formal;   

h. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu pendidikan melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, 
pelatihan internalal dalam  kelompok kerja guru, 
musyawarah guru mata pelajaran untuk menunjang 
pelayanan teknis  proses pendidikan; 

i. menyusun konsep pengadaan, penempatan serta 
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai latar 
belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pada 
semua jenis dan  tingkat satuan  pendidikan melalui 
pembahasan lintas Bidang dan Dinas; 

j. melaksanakan sosialisasi  produk hukum dan kegiatan 
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

k. mengkaji pemberian  penghargaan dan perlindungan 
hukum bagi pendidik dan tenaga pendidik sesuai ketentuan 
yang ada; 

l. melaksanakan koordinasi dengan Bidang, UPTD, sekolah,  
LPTK, LPMP dan Dinas terkait untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Bidang;  

m. melaksanakan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
pendidik melalui kegiatan sertifikasi, kompetensi guru, 
pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi dengan 
bekerjasama lembaga pendidik dan tenaga kependidikan 
dan penjaminan mutu;  

n. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan program kerja  Bidang; 

o. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 25 

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari: 
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;  
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Menengah; dan 
c. Seksi Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal 

 
Pasal 26 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, 
melaksanakan  pengelolaan dan pemgembangan kualifikasi, 
kompetensi dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan untuk menunjang pelayanan teknis  proses 
pendidikan dasar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun Program kerja tahunan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana Program kerja Bidang  melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi pengelolaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan dasar untuk peremajaan 
data;    

c. mempersiapkan petunjuk Teknis kegiatan pengelolaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sesuai 
dengan standar, kriteria dalam upaya peningkatan mutu; 
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d. melaksanakan  sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan standar 
minimal kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan dasar; 

e. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Bidang; 

f. menyusun, mengolah, menyajikan data dan informasi 
pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan Bidang; 

g. melaksanakan  dan memfasilitasi kegiatan pengembangan 
mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan 
dan pelatihan, penelitian tindakan kelas, pemilihan guru 
berprestasi dan berdedikasi jenjang pendidikan dasar 
sebagai upaya peningkatan mutu guru; 

h. memfasilitasi pengembangan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan  melalui kegiatan  pendidikan dan latihan dan 
bantuan biaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;   

i. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu dan karier guru melalui kegiatan penelitian tindakan 
kelas, pelatihan internalal dalam kelompok kerja guru, 
musyawarah guru mata pelajaran pada jenjang pendidikan 
dasar  untuk menunjang pelayanan teknis  proses 
pendidikan; 

j. menyusun konsep pengadaan, penempatan serta 
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
dasar sesuai latar belakang pendidikan dan pengetahuan 
yang dimiliki pada tingkat satuan pendidikan dasar melalui 
pembahasan lintas Bidang dan Dinas; 

k. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu pendidikan melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, 
pelatihan internalal dalam kelompok kerja guru kelas pada 
jenjang pendidikan dasar; 

l. mengkaji pemberian penghargaan dan perlindungan hukum 
bagi pendidik dan tenaga pendidik meliputi pemberian 
tunjangan kemaslahatan purna bhakti guru, guru 
berprestasi dan berdedikasi, satya lencana karya satya bagi 
guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan 
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan;  
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m. melaksanakan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
pendidik melalui kegiatan sertifikasi, kompetensi guru dan  
publikasi ilmiah dengan bekerjasama lembaga pendidik dan 
tenaga kependidikan dan penjaminan mutu;  

n. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan program kerja  Bidang; 

o. membina dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 27 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, 
melaksanakan  pengelolaan dan pengembangan kualifikasi, 
kompetensi dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan untuk menunjang pelayanan teknis proses   
Pendidikan Menengah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun  program kerja tahunan Seksi  sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang  melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi pengelolaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan menengah untuk 
peremajaan data dalam penyusunan kebijakan Bidang;    

c. mempersiapkan  petunjuk Teknis kegiatan pengelolaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menegah 
sesuai dengan standar, kriteria  dalam upaya peningkatan 
mutu; 
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d. melaksanakan  sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan standar 
minimal kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada  
pendidikan menengah;     

e. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan Bidang; 

f. menyusun, mengolah,  menyajikan data dan informasi 
pengelolaan pendidik dan  tenaga kependidikan   sebagai 
bahan penyusunan kebijakan Bidang; 

g. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan  pengembangan 
mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan 
dan pelatihan, penelitian tindakan kelas, pemilihan guru 
berprestasi dan berdedikasi jenjang pendidikan menengah 
sebagai upaya peningkatan mutu guru; 

h. memfasilitasi pengembangan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan melalui kegiatan pendidikan dan latihan dan 
bantuan biaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan  pada jenjang pendidikan 
menengah;   

i. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu dan karier guru melalui kegiatan penelitian tindakan 
kelas, pelatihan internalal dalam musyawarah guru mata 
pelajaran pada jenjang pendidikan menengah untuk 
menunjang pelayanan teknis  proses pendidikan; 

j. menyusun konsep pengadaan, penempatan serta 
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
menengah sesuai latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang dimiliki pada semua jenis dan tingkat 
satuan pendidikan melalui pembahasan lintas Bidang dan 
Dinas; 

k. mengkaji pemberian penghargaan dan perlindungan hukum 
bagi pendidik dan tenaga pendidik, meliputi pemberian 
tunjangan kemaslahatan purna bhakti guru, guru 
berprestasi dan berdedikasi, satya lencana karya satya, 
dengan mempertimbangkan peraturan perundang-
undangan;  

l. melaksanakan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
pendidik melalui kegiatan sertifikasi , kompetensi guru dan 
publikasi ilmiah dengan bekerjasama lembaga pendidik dan 
tenaga kependidikan dan penjaminan mutu;  
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m. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan program kerja  Bidang; 

n. pembinaan dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja Bidang; 

p. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 28 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, 
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kualifikasi, 
kompetensi dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan  nonformal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik  dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja tahunan Seksi  sebagai bahan 

penyusunan rencana program kerja Bidang  melalui 
pembahasan dengan Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan sekolah; 

b. menyelenggarakan administrasi pengelolaan pendidik dan 
tenaga kependidikan Nonformal untuk peremajaan data 
dalam penyusunan kebijakan Bidang;    

c. mempersiapkan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan 
pendidik dan tenaga kependidikan nonformal sesuai 
dengan standar, kriteria dalam upaya peningkatan mutu; 

d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan standar 
minimal kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 
nonformal;     

e. membagi tugas pada bawahan  sesuai dengan 
kewenangan; 
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f. menyusun, mengolah, menyajikan data, dan informasi 
pengelolaan pendidik dan  tenaga kependidikan   sebagai 
bahan penyusunan kebijakan Bidang; 

g. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan  pengembangan  
mutu pendidik  dan tenaga kependidikan nonformal pada 
pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan dan 
pendidikan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan  
dan pemberian  bantuan biaya peningkatan kualifikasi 
pendidikan; 

h. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan peningkatan 
mutu tutor, pengasuh dan pendidik pendidikan anak usia 
dini berdasarkan kriteria dan standar nasional; 

i. menyusun konsep pengadaan, penempatan  serta 
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
nonformal sesuai latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang dimiliki; 

j. mengkaji pemberian penghargaan dan perlindungan  
hukum bagi pendidik dan tenaga pendidik pada pendidikan 
nonformal dengan mempertimbangkan peraturan 
perundang-undangan;  

k. melaksanakan pengendalian mutu pendidik dan tenaga 
pendidik melalui kompetensi tutor, pendidik dan pengasuh 
paud dengan  bekerjasama; 

l. menyusun bahan laporan kegiatan Seksi  sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan   program kerja;  

m. pembinaan dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pada 
atasan langsung sebagai bahan evaluasi dan penyusunan 
program kerja; 

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

Paragraf 7 
Bidang Pemuda dan Olahraga 
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Pasal 29 
(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok 

menyusun bahan rencana dan melaksanakan kebijakan, 
pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, 
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, pengendalian dan 
penilaian layanan bidang Pemuda dan Olahraga.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan  

Olahraga;    
b. pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin kegiatan 

dibidang pemuda dan Olahraga; 
c. penyajian data sumberdaya bidang Pemuda dan Olahraga 

sebagai bahan penyusunan program; 
d. pengkoordinasian kegiatan dengan bidang lain, dinas terkait  

dan seluruh elemen masyarakat untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

e. pelaksanaan pemasyarakatan olahraga dan 
pengembangan olahraga rekreasi, olahraga lanjut usia dan 
olahraga trasional untuk mewujudkan kebugaran jasmani 
masyarakat; 

f. perumusan dan pelaksanaan sistem  pengendalian mutu  
pelaku olahraga berdasarkan standarisasi, sertifikasi dan  
akreditasi dibidang olahraga secara berkesinambungan; 

g. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan mutu melalui 
berbagai lomba olahraga, pemanduan bakat, pembibitan 
atlet dan fasilitasi aktivitas kepemudaan;  

h. pengendalian dan pengawasan aktivitas kepemudaaan 
untuk peningkatan keimanan, ketakwaan, mencegah dan 
melindungi dari bahaya destruktif mengacu  standar dan  
norma dibidang kepemudaan; 

i. pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi pelaku 
olahraga melalui pembahasan dengan Bidang, Dinas terkait 
dan organisasi keolahragaan; 

j. pelaksanaan inventarisasi dan pemenuhan  sarana dan 
prasarana pemuda dan olahraga; 

k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemuda 
untuk mendorong kreativitas dan kemandirian pemuda;  
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l. pengembangan ilmu pengetahuan, sistem informasi dan 
penguasaan teknologi menuju profesionalisme  pengelolaan 
bidang pemuda dan olahraga;  

m. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan 
kepeloporan pemuda melalui kegiatan pelatihan, seminar 
organisasi pemuda berskala lokal, nasional dan 
internalasional 

n. pengolahan data pokok pemuda dan olahraga sebagai 
informasi dan bahan dalam menyusun kebijakan Dinas; 

o. pengkoordinasian  tata laksana dan  prosedur kerja Bidang  
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Dinas secara 
berkala  berdasarkan ketentuan yang ada; 

q. penyusunan Laporan Kinerja Dinas sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Dinas; 

r. pengarahan dan pembinaan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dibidang olahraga sesuai 

peraturan perundang undangan yang berlaku dan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan Teknis dibidang 
pemuda dan  olahraga sebagai acuan kerja;    

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku 
untuk kelancaran tugas; 

d. menyusun perencanaan kegiatan dengan Bidang terlait 
sesuai ketentuan yang berlaku agar diperoleh sinkronisasi 
dan kinerja dapat dipertanggung jawabkan; 

e. melaksanakan koordinasi lintas dinas dan  lembaga 
dibidang pemuda dan olahraga sebagai bahan penyusunan 
kebijakan bidang;    

f. menelaah pemberian  rekomendasi dan izin kegiatan 
dibidang pemuda dan olahraga; 
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g. melaksanakan pengembangan pembibitan pemuda dan 
olahraga melalui kegiatan kompetisi berbagai cabang 
olahraga, pendidikan dan pelatihan  keolahragaan; 

h. menelaah pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi 
pelaku olahraga untuk sebagai penghargaan  atas prestasi;  

i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemuda  
untuk mendorong kreativitas dan kemandirian pemuda;  

j. mengupayakan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penguasaan teknologi, keimanan dan ketakwaan pemuda 
melalui aktivitas kepemudaan dan kemitraan lembaga 
kepemudaan; 

k. melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan 
dan kepeloporan pemuda melalui kegiatan pelatihan, 
seminar organisasi pemuda berskala lokal, nasional dan 
internalasional; 

l. melaksanakan pemberdayaan  dan memfasilitasi lembaga-
lembaga pemuda dan klub-klub olahraga untuk mendorong 
pemberdayaan lembaga mitra bidang; 

m. melaksanakan pendayagunaan fasilitas pemuda dan 
olahraga dengan pengadaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk mendukung pelaksanaan program Bidang; 

n. menelaah dan memaraf produk hukum menyangkut 
kebijakan dibidang Pemuda dan olahraga; 

o. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam upaya 
meningkatkan prestasi dibidang olahraga melalui 
pembinaan atlet dengan bekerja sama KONI; 

p. melaksanakan pengendalian dan pengawasan aktivitas 
kepemudaaan untuk peningkatan  keimanan, ketakwaan, 
mencegah dan melindungi dari bahaya destruktif mengacu  
standar dan  norma dibidang kepemudaan; 

q. melaksanaan pengendalian mutu pelaku olahraga sesuai 
dengan sistem standarisasi, sertifikasi akreditasi dibidang 
olahraga; 

r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan potensi 
Kelompok Berlatih Olahraga untuk mendorong  proses  
membibitan atlet;  

s. menyajikan data sumberdaya bidang Pemuda dan 
Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan; 

 154 

t. menyusun laporan kinerja Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Bidang; 

u. mengarahkan dan membina  bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

v. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

w. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas.  

 
Pasal 30 

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari : 
a. Seksi Kelembagaan; 
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
c. Seksi Bina Pemuda dan Olahraga 

 
Pasal 31 

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
program, melaksanakan pengelolaan, pengembangan, 
pendayagunaan dan pengendalian lembaga kepemudaan, dan 
keolahragaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;    

b. menyusun perencanaan kegiatan melalui pembahasan 
Bidang, organisasi kepemudaan, organisasi olahraga dan 
Dinas terkait agar diperoleh sinkronissi dan kinerja dapat 
dipetanggungjawabkan; 

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan 
data Seksi Kelembagaan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan Bidang;    

d. menyusun produk hukum menyangkut pengelolaan dan 
pemberdayaan lembaga pemuda dan olahraga; 

e. melaksanakan pengembangan lembaga kepemudaan dan 
olahraga melalui kegiatan pelatihan, seminar dan koordinasi 
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lintas bidang dan dinas untuk mewujudkan semangat 
kepeloporan, kepemimpinan, dan profesionalisme pemuda;  

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan potensi 
lembaga kepemudaan dan olahraga untuk mendorong 
produktivitas lembaga sesuai ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan pengembangan dan memfasilitasi lembaga-
lembaga pemuda dan klub-klub olahraga untuk 
mewujudkan kreativitas dan kemandirian lembaga; 

h. menyusun laporan kinerja Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Bidang; 

i. mengarahkan dan membina bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 32 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan, melaksanakan pengelolaan, pendayagunaan, 
menginventarisasikan dan memfasilitasi penggunaan sarana 
prasarana dan melakukan koordinasi dan menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan di Seksi Sarana dan 

Prasarana sesuai peraturan perundang undangan yang 
berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;    

b. melaksanakan pengelolaan dan pendayagunaan lapangan 
sepak bola dan lapangan tenis; 

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan  
data Seksi Sarana Prasarana Olahraga;    

d. menyusun produk hukum menyangkut pengelolaan dan 
pemberdayaan lapangan sepak bola dan lapangan tenis 
Kridanggo; 

e. melaksanakan administrasi pengelolaan lapangan mengacu 
ketentuan yang berlaku; 
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f. menginventarisasikan, mendistribusikan dan memfasilitasi 
penggunaan sarana prasaran melalui pengadaan, dan 
memeliharaan; 

g. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam 
pengelolaan lapangan mengacu ketentuan yang berlaku; 

h. menyusun laporan kinerja Seksi sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Bidang;  

i. mengarahkan dan membina   bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 33 

(1) Seksi Bina Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan, memberikan rekomendasi dan izin, 
melaksanakan pembinaan, pengembangan pembibitan pemuda 
dan olahraga, pengemdalian dan pengawasan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Pemuda dan Olahraga 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;    

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan 
data Seksi Bina Pemuda dan Olahraga sebagai bahan 
penyusunan kebijakan Bidang;    

c. menyusun produk hukum menyangkut pengelolaan dan 
pemberdayaan lembaga pemuda dan olahraga; 

d. menelaah pemberian  rekomendasi dan izin kegiatan 
dibidang pemuda dan olahraga; 

e. melaksanakan pengembangan pembibitan pemuda dan 
olahraga melalui kegiatan kompetisi berbagai cabang 
olahraga, pembinaan manajemen, wawasan dan kreativitas 
kepemudaan; 



 157

f. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan 
olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani 
masyarakat; 

g. menelaah pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi 
pelaku olahraga melalui pembahasan dengan Bidang, 
Dinas terkait dan organisasi keolahragaan;   

h. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemuda untuk mendorong 
kreativitas dan kemandirian pemuda;  

i. mengupayakan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penguasaan teknologi, untuk mewujudkan profesionalisme 
pengelola dibidang kepemudaan dan olahraga; 

j. melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan 
dan kepeloporan pemuda melalui kegiatan pelatihan, 
seminar organisasi pemuda berskala lokal, nasional dan 
internalasional; 

k. menelaah dan memaraf produk hukum menyangkut 
kebijakan dibidang pemuda dan olahraga; 

l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam upaya 
meningkatkan prestasi dibidang olahraga melalui 
pembinaan atlet, manajer, pembina dan pelatih secara 
berkesinambungan dengan melibatkan peran serta KONI; 

m. melaksanakan pengendalian dan pengawasan aktivitas 
kepemudaan untuk peningkatan  keimanan, ketakwaan, 
mencegah dan melindungi bahaya destruktif; 

n. melaksanaan pengendalian mutu pelaku olahraga  sesuai 
dengan sistem standarisasi, sertifikasi akreditasi dibidang 
olahraga; 

o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan potensi 
kelompok berlatih olahraga untuk mendorong  proses  
membibit atlet;  

p. menyajikan data sumberdaya Bidang Pemuda dan 
Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan; 

q. menyusun laporan kinerja Bidang sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Bidang; 

r. mengarahkan dan membina  bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

s. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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t. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas.  

 
BAB III 

DINAS KESEHATAN 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 34 
(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan, 
terdiri dari: 
a. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan; 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; dan 
c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan, terdiri dari: 
a. Seksi Pemberantasan Penyakit; 
b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan 
 

e. Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri 
dari: 
1. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Pendayagunaan 

Kesehatan; 
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; dan 
3. Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan 

f. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan, terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan; 
b. Seksi Gizi; dan 
c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Dinas Kesehatan 

 
Pasal 35 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang kesehatan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan 

meliputi pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan, 
pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, 
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manajemen dan sumber daya kesehatan serta pelayanan 
dan pembinaan kesehatan; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan dibidang kesehatan sesuai dengan 

standar dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku; 
b. menetapkan kebijakan teknis dibidang kesehatan; 
c. melaksanakan Pengkoordinasian dan penanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Dinas; 
d. menyusun Rencana Anggaran Kerja (RAK) Dinas; 
e. menyusun sistem kesehatan daerah; 
f. menyusun petunjuk operasional kegiatan bidang 

Kesehatan; 
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

sertifikasi, perizinan, registrasi dan akreditasi sarana 
kesehatan serta pelaksanaan umum dibidang kesehatan 
sesuai kewenangan; 

h. membina dan mengawasi pengelolaan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas; 

i. membina ketatausahaan Dinas; 
j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring 

atas pelaksanaan kegiatan dibidang Kesehatan; 
k. membina dan mengarahkan pada bawahan; 
l. menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan;  
m. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
n. melaksanakan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugasnya. 
 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
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Pasal 36 
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya 

dilingkungan Dinas; 
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengakapan; 
e. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
f. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
g. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta menyelenggarakan inventarisasi; 
h. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan dibidang pengelolaan kekayaan 
daerah; 

i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 
pengelola; 

j. pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi 
Dinas; 

k. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas; 
l. pengumpulan, pengolahan serta penyajian data bidang 

kesehatan; 
m. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
n. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan dinas;  
p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyelenggarakan ketatausahaan Dinas; 
b. merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan 

biaya dilingkungan Dinas; 
d. mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan 

perlengkapan; 
e. melaksanakan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
f. menyusun rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
g. menyajikan data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta menyelenggarakan inventarisasi; 
h. menyiapkan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan dibidang pengelolaan kekayaan 
daerah; 

i. mengendalikan perizinan berdasarkan pertimbangan unit 
pengelola; 

j. melaksanakan urusan kehumasan serta penyaluran 
informasi Dinas; 

k. mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Dinas; 
l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta penyajian 

data bidang kesehatan; 
m. mengkoordinasikan penyusunan prosedur kerja; 
n. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan dinas;  
p. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 
 

Pasal 37 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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Pasal 38 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, menyusun rencana kegiatan dinas dan 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan; 
b. melaksanakan perencanaan kesehatan terpadu, 

Musrenbangkes; 
c. melaksanakan dan mengembangkan sistem kesehatan 

daerah; 
d. menyusun rencana strategis, rencana kegiatan anggaran; 
e. merencanakan pengembangan sarana dan prasarana 

kesehatan;  
f. menyusun laporan akuntabilitas dan kinerja Dinas; 
g. menyusun laporan kesehatan daerah; 
h. menyusun DPA; 
i. menyediakan fasilitas pengembangan sistem  informasi 

(jaringan, software dan hardware); 
j. meningkatkan keahlian yang menunjang sistem informasi 

kesehatan; 
k. menyelenggarakan Simkes dan Simpus; 
l. menyajikan data sebagai bahan evaluasi; 
m. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 39 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 
b. merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
c. melaksanakan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
d. mengelola administrasi keuangan; 
e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
g. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 40 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas pokok meyiapkan 
bahan rencana kegiatan, melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan 
perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; 
b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, 

perlengkapan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan 
inventarisasi barang; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan; 
d. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi; 
e. mengelola administrasi kepegawaian; 
f. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
h. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan 
 

Pasal 41 
(1) Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
membina, mengawasi, mengendalikan serta monitoring dan 
evaluasi program promosi kesehatan dan informasi kesehatan, 
program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, serta 
program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi 
Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dibidang 

pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan serta 
unit pelaksana teknis lainnya; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
dibidang pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan; 

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan promosi serta 
informasi dibidang kesehatan termasuk pelatihan untuk 
menggali potensi dengan melindungi masyarakat dari 
penyakit; 

e. penggalian dana menuju jaminan pelayanan pemeliharaan 
kesehatan masyarakat; 

f. pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pelaksanaan 
promosi serta informasi kesehatan; 

g. penyusunan prosedur kerja Bidang; 
h. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan 

Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan;  
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi 
Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dibidang 

pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan; 
b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan serta 
unit pelaksana teknis lainnya; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
dibidang pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan; 

d. melaksanakan Pengkoordinasian dan pelaksanaan 
promosi serta informasi dibidang kesehatan termasuk 
pelatihan untuk menggali potensi dengan melindungi 
masyarakat dari penyakit; 

e. menggali dana menuju jaminan pelayanan pemeliharaan 
kesehatan masyarakat; 

f. melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pelaksanaan 
promosi serta informasi kesehatan; 

g. menyusun prosedur kerja Bidang; 
h. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengarahan 

pada bawahan; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan 

kegiatan Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi 
Kesehatan;  

j.  menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Pasal 42 
Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan terdiri 
dari: 
a. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan; 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; dan 
c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Pasal 43 
(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, 
penyelenggaraan promosi kesehatan, melaksanakan penyajian 
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informasi kesehatan serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi 
Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan 

Informasi Kesehatan; 
b. melakukan pendataan, penyuluhan dan pembinaan RT 

Sehat;  
c. melakukan pendataan, penyuluhan dan pembinaan institusi 

pendidikan dan rumah sakit; 
d. melakukan penyuluhan tentang kesehatan; 
e. melakukan promosi kesehatan di institusi; 
f. melaksanakan kegiatan info kesehatan melalui media 

massa dan elektronik; 
g. melakukan pendataan, penyuluhan dan pembinaan 

Poskestren;  
h. melaksanakan pembuatan media promosi kesehatan;  
i. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
k. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
 

Pasal 44 
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan, menyelenggarakan 
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kemitraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kemitraan; 
b. melakukan pendataan dan pembinaan Pos UKK/sektor 

informal 
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c. melakukan pendataan dan pembinaan SBH, Ponpes dan 
UKS; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 
 

Pasal 45 
(1) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, 
menyelenggarakan pengelolaan jaminan pemeliharaan 
kesehatan sesuai kondisi lokal, menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan nasional, dan menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat; 
b. melakukan pendataan dan pembinaan penduduk dalam 

upaya kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat prabayar;  

c. melakukan pendataan dan pembinaan penduduk dalam 
upaya kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat; 

d. melakukan pendataan dan pembinaan penduduk dalam 
upaya penghimpunan dana untuk kesehatan;    

e. menyelenggarakan pengelolaan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
h. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
 

Pasal 46 
(1) Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
membina, mengawasi, mengendalikan serta monitoring dan 
evaluasi program pemberantasan penyakit, program 
pencegahan dan pengamatan penyakit, serta program 
penyehatan lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan penyakit 

dan penyehatan lingkungan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 
c. pengkoordinasian dan pelayanan pencegahan penyakit 

menular termasuk imunisasi dan penyehatan lingkungan; 
d. penyiapan izin dan rekomendasi yang berhubungan dengan 

pemberantasan penyakit menular dan higiene/sanitasi; 
e. pengamanan terhadap kelompok khusus yang memiliki 

potensi untuk terkena atau menularkan penyakit menular 
seperti jamaah haji, satuan militer dan kelompok resiko 
lainnya; 

f. penyusunan prosedur kerja Bidang Pencegahan Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan; 

g. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan 
penyakit dan penyehatan lingkungan; 

b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 
Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 

c. melaksanakan pengkoordinasian dan pelayanan 
pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi dan 
penyehatan lingkungan; 

d. menyiapkan izin dan rekomendasi yang berhubungan 
dengan pemberantasan penyakit menular dan 
higiene/sanitasi; 

e. melakukan pengamanan terhadap kelompok khusus yang 
memiliki potensi untuk terkena atau menularkan penyakit 
menular seperti jamaah haji, satuan militer dan kelompok 
resiko lainnya; 

f. menyusun prosedur kerja Bidang Pencegahan Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan; 

g. melakukan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;  
i. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 47 
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri 
dari: 
a. Seksi Pemberantasan Penyakit; 
b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan 

 
Pasal 48 

(1) Seksi Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan menyelenggarakan pencegahan dan 
penanggulangan penyakit menular, menyelenggarakan 
pencegahan dan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa 
penyakit menular serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberantasan 

Penyakit; 
b. menyelenggarakan pemantauan pengobatan penderita 

TBC; 
c. melakukan crosschek hasil sediaan laboratorium; 
d. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi dengan tim 

Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) 
Puskesmas, BP4, RS dan tim gerakan terpadu daerah 
(Gerduda); 

e. menyelenggarakan pembinaan petugas dan kader dalam 
rangka penemuan tersangka TBC melalui community based 
approcoach (CBA); 

f. mendata penderita pneumonia memberikan pengobatan;  
g. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

Petugas Puskesmas 
h. menyelenggarakan zero survey (screening darah) di 

tempat-tempat yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS; 
i. mengadakan pertemuan koordinasi dan pembinaan dengan 

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 
j. menyelenggarakan koordinasi dengan KPAD; 
k. melaksanakan sosialisasi pada kelompok resiko tinggi; 
l. menyelenggarakan pembinaan petugas dalam rangka 

pengelolaan penderita infeksi menular seksual termasuk 
HIV; 

m. menyelenggarakan pembinaan petugas dalam rangka 
pengelolaan penderita demam berdarah termasuk 
penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan fokus; 

n. melaksanakan fogging fokus DBD; 
o. melaksanakan penyelidikan epidemiologi pada semua 

kasus menular; 
p. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan petugas 

serta kader dalam rangka abatisasi pada kelurahan 
endemis dan sporadis DBD; 

q. menyelenggarakan pembinaan pada petugas dalam rangka 
penemuan, pengobatan penderita diare balita; 
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r. menyelenggarakan pembinaan pada petugas dalam rangka 
penemuan, pengobatan penderita malaria, kusta dan 
filariasis; 

s. menyelenggarakan pemberantasan dan pengendalian serta 
pembinaan petugas dalam rangka pengelolaan penderita 
penyakit di daerah perbatasan; 

t. menyelenggarakan pemberantasan dan pengendalian serta 
pembinaan petugas dalam rangka pengelolaan penderita 
(penyelidikan epidemiologi, penanggulangan/pengobatan 
termasuk KLB) penyakit menular lain; 

u. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
w. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 49 
(1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
menyelenggarakan surveilen epidemiologi penyelidikan 
Kejadian Luar Biasa (KLB), menyelenggarakan pencegahan 
dan penyelidikan epidemiologi KLB penyakit menular, 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun  rencana kegiatan Seksi pencegahan dan 

pengamatan penyakit; 
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit 

PD3I; 
c. melaksanakan surveilance PD3I dan haji;  
d. melakukan pengamatan penyakit tidak menular; 
e. menyelenggarakan pembinaan petugas dalam rangka 

pelaksanaan imunisasi bayi, anak sekolah, ibu hamil dan 
calon pengantin; 
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f. menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi dan 
Penanggulangan KLB PD3I (penyakit yang dapat dicegah 
dengan imunisasi); 

g. menyelenggarakan pemantaun penyakit menular (PD3I) di 
daerah perbatasan; 

h. menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji termasuk 
imunisasi; 

i. melaksanakan pengamatan dan surveilance kesehatan haji; 
j. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 50 
(1) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, menyelenggarakan pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran lingkungan, melaksanakan 
penyehatan lingkungan serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan; 
b. menyiapkan bahan  rencana kegiatan pembinaan; 
c. menyelenggarakan pembinaan pengawasan kesehatan 

lingkungan pada institusi; 
d. melaksanakan pembinaan kota sehat dan tempat umum; 
e. melaksanakan sosialisasi dan advokasi; 
f. melakukan pembinaan TPM dan IRT produk makanan 

minuman non kemasan; 
g. melakukan pengawasan kualitas air bersih, air minum dan 

air kolam renang; 
h. melaksanakan pembinaan pada petugas dalam rangka 

pengawasan kesehatan lingkungan, institusi, air bersih, 
jamban keluarga, SPAL, TTU, TPM dan IRT; 
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i. melaksanakan inspeksi sanitasi pada saluran air bersih, 
SPAL dan JAGA; 

j. melaksanakan pengolahan dan analisis data; 
k. melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja; 
l. melakukan pendataan dan pembinaan kesehatan kerja 

sektor formal dan informal; 
m. melakukan pengamatan penyakit tertentu di tempat kerja; 
n. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan; 
p. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Paragraf 5 
Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 

 
Pasal 51  

(1) Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai 
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membina, 
mengawasi, mengendalikan serta monitoring dan evaluasi 
program registrasi, akreditasi dan pendayagunaan kesehatan, 
program pengembangan sumber daya kesehatan, serta 
program farmasi,  makanan,  minuman dan perbekalan 
kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Manajemen dan 

Sumber Daya Kesehatan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang 

manajemen dan sumber daya kesehatan serta unit 
pelaksana teknis lainnya; 

c. penyusunan kebutuhan perbekalan kesehatan; 
d. pemanfaatan dan pengaturan usaha dibidang obat, 

makanan dan minuman, obat asli Indonesia, alat 
kesehatan, narkotika dan zat adiktif lainnya; 
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e. penyiapan berkas untuk rekomendasi dan izin untuk sarana 
dan tenaga kesehatan serta registrasi pengobatan 
tradisional; 

f. pengawasan, pembinaan, penyiapan bahan dan berkas 
sertifikasi produksi makanan/minuman industri rumah 
tangga tertentu; 

g. pelaksanaan survei kesehatan; 
h. pengembangan pelayanan dan pendidikan kesehatan; 
i. penyusunan prosedur kerja Bidang Manajemen dan 

Sumber Daya Kesehatan; 
j. pengaturan, pembinaan dan pengarahan bawahan; 
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang 

Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan;  
l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Manajemen dan Sumber Daya 
Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Manajemen dan 

Sumber Daya Kesehatan; 
b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan bidang 

manajemen dan sumber daya kesehatan serta unit 
pelaksana teknis lainnya; 

c. menyusun kebutuhan perbekalan kesehatan; 
d. melaksanakan pemanfaatan dan pengaturan usaha 

dibidang obat, makanan dan minuman, obat asli Indonesia, 
alat kesehatan, narkotika dan zat adiktif lainnya; 

e. menyiapkan berkas untuk rekomendasi dan izin untuk 
sarana dan tenaga kesehatan serta registrasi pengobatan 
tradisional; 

f. melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyiapan bahan 
dan berkas sertifikasi produksi makanan/minuman industri 
rumah tangga tertentu; 

g. melaksanakan survey kesehatan; 
h. mengembangkan pelayanan dan pendidikan kesehatan; 
i. menyusun prosedur kerja bidang Manajemen dan Sumber 

Daya Kesehatan; 
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j. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengarahan 
bawahan; 

k. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang 
Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan;  

l. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 52 

Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 
a. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Pendayagunaan Kesehatan; 
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; dan 
c. Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan 

 
 

Pasal 53 
(1) Seksi Registrasi, Akreditasi dan Pendayagunaan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, 
melaksanakan pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga 
kesehatan, pemberian registrasi, akreditasi, sertifikasi dan izin 
praktek tenaga kesehatan tertentu serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Registrasi, Akreditasi dan 
Pendayagunaan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Registrasi, Akreditasi 

dan Pendayagunaan Kesehatan; 
b. melakukan pemetaan  tenaga kesehatan di daerah; 
c. menyelenggarakan registrasi, akredistasi dan sertifikasi 

tenaga kesehatan dengan membentuk tim; 
d. menyelenggarakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi 

sarana kesehatan dengan membentuk tim;  
e. memberikan izin sarana kesehatan, meliputi RS pemerintah 

kelas C dan D, swasta yang setara, praktik berkelompok, 
klinik umum/spesialis, RB, klinik dokter keluarga/dokter gigi 
keluarga, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional 
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serta sarana penunjang yang setara dengan membentuk 
tim;  

f. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
h. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 54 
(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan, melaksanakan penelitian 
dan pengembangan kesehatan, kerjasama luar negeri dan 
pelatihan teknis skala kota serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 
Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber 

Daya Kesehatan; 
b. menyelenggarakan survei kesehatan daerah; 
c. melakukan penelitian kesehatan; 
d. menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan luar 

negeri; 
e. menyelenggarakan kerjasama pengembangan pelayanan 

dan pendidikan kesehatan; 
f. mengusulkan pelatihan yang dibutuhkan dibidang 

kesehatan; 
g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
i. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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Pasal 55 
(1) Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pengawasan 
sediaan farmasi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 
sediaan farmasi, pengawasan dan registrasi 
makanan/minuman produksi rumah tangga, sertifikasi alat dan 
produk kesehatan kelas 1, pemberian rekomendasi izin PBF 
cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional, pemberian 
izin apotek dan toko obat, serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Farmamin dan Perbekalan 
Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Farmasi Makanan 

Minuman dan Perbekalan Kesehatan; 
b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; 
c. melakukan pengambilan dan pemerikasaan sediaan 

farmasi; 
d. melakukan Binwasdal sarana produksi dan distribusi 

sediaan farmasi; 
e. melakukan pembinaan pengelolaan obat di apotek toko 

obat dan sarana pelayanan kesehatan lain; 
f. menyelenggarakan sertifikasi produk makanan dan 

minuman; 
g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

sarana produksi dan distribusi makanan minuman; 
h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

sarana produksi dan distribusi obat tradisional; 
i. menyelenggarakan Pengawasan dan pembinaan 

penyalahgunaan NAPZA; 
j. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
l. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
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Paragraf 6 
Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan 

 
Pasal 56 

(1) Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan mempunyai 
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membina, 
mengawasi, mengendalikan serta monitoring dan evaluasi  
program pelayanan dasar dan rujukan, program gizi, serta 
program kesehatan keluarga dan keluarga berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan 

pembinaan kesehatan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan; 
c. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan; 
d. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pelayanan 

kesehatan keluarga; 
e. pembinaan gizi masyarakat dan institusi; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Pelayanan dan 

Pembinaan Kesehatan 
g. pembinaan dan pengarahan bawahan; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

pelayanan dan pembinaan kesehatan;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan 

pembinaan kesehatan; 
b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan; 
c. melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta; 
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d. melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan 
pelayanan kesehatan keluarga; 

e. membina gizi masyarakat dan institusi; 
f. menyusun prosedur kerja Bidang Pelayanan dan 

Pembinaan Kesehatan 
g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan bawahan; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

pelayanan dan pembinaan kesehatan;  
i. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 57 
Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan; 
b. Seksi Gizi; dan 
c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana 

 
Pasal 58 

(1) Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengelolaan kesehatan dasar dan rujukan sekunder, 
menyelenggarakan upaya kesehatan di daerah perbatasan, 
terpencil, rawan dan kepulauan serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Dasar dan 

Rujukan; 
b. melaksanakan pembinaan pada petugas medis dan 

paramedis dalam rangka penyelenggaraan imunisasi pada 
bayi dan calon haji/umroh; 

c. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan haji; 
d. menyelenggarakan pembinaan petugas Puskesmas dalam 

rangka screening kesehatan anak balita, prasekolah dan 
usia sekolah; 
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e. menyelenggarakan screening kesehatan anak SD dan 
setingkat; 

f. menyelenggarakan  screening kesehatan anak TK, SMP, 
SMA dan setingkat; 

g. menyelenggarakan pembinaan/pelatihan tentang kesehatan 
dasar bagi guru UKS dan dokter kecil; 

h. mengembangkan quality assurance Puskesmas; 
i. menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan pada Puskesmas, BP4; 
j. menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan 

rujukan pada Rumah Sakit; 
k. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan pada RS dan 

dokter praktek swasta tentang pelayanan kesehatan 
utamanya penyakit program pemerintah; 

l. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan pada sarana 
kesehatan; 

m. menyelenggarakan pembinaan upaya pelayanan kesehatan 
pada daerah perbatasan; 

n. merencanakan tenaga, material, metode dan alat bagi 
Puskesmas; 

o. menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa 
pada Puskesmas;  

p. menyelenggarakan pembinaan pelayanan 
kegawatdaruratan pada Puskesmas 

q. menyelenggarakan pembinaan pemenuhan dan keamanan 
darah di rumah sakit; 

r. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
t. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 

Pasal 59 
(1) Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan 
rencana kegiatan dan menyelenggarakan surveilen gizi, 
menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk, melaksanakan 
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perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Gizi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Gizi; 
b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluai 

penyelenggaraan surveilen gizi; 
c. melaksanakan pelacakan balita Kurang Energi Protein 

(KEP); 
d. membentuk tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG); 
e. melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG); 
f. memetakan daerah rawan pangan dan gizi; 
g. merencanakan intervensi; 
h. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;  
i. memantau pertumbuhan anak balita; 
j. monitoring pelayanan gizi masyarakat dan institusi; 
k. melaksanakan revitalisasi posyandu balita; 
l. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

perbaikan gizi keluarga dan masyarakat melalui kegiatan 
keluarga sadar gizi; 

m. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengarahan 
pada bawahan; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 
pelaksanaan kegiatan;  

o. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 
 

Pasal 60 
(3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan 
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dan melaksanakan pengelolaan kesehatan dasar dan rujukan 
sekunder serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga 
Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan 

Keluarga Berencana; 
b. merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi; 
c. merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 

pelayanan kesehatan prasekolah dan usia sekolah;  
d. merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 

pelayanan kesehatan obstretik dan neonatal emergency 
dasar dan komprehensif; 

e. merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 
pelayanan kesehatan KB; 

f. merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan 
pelayanan kesehatan lanjut usia;  

g. merencanakan,membina, mengawasi dan mengendalikan 
pelayanan kesehatan reproduksi remaja;  

h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan;  
j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
 
 

BAB IV 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 61 
(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
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1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Bina Teknis, terdiri dari: 
1. Seksi Data dan Perencanaan Teknis; 
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi; dan 
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 

d. Bidang Bina Marga dan Gedung, terdiri dari : 
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; 
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan 
c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung 

e. Bidang Pengairan, terdiri dari: 
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi; 
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase; dan 
c. Seksi Pemberdayaan Irigasi dan Drainase 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 



 185

Paragraf 1 
Dinas Pekerjaan Umum 

 
Pasal 62 

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang 
pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang pekerjaan umum; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan 

umum meliputi bina program, bina marga dan gedung, 
pengairan; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan pekerjaan umum melalui pembahasan 

dan kajian Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan 
Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
pekerjaan umum sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja; 

c. menetapkan rencana strategis melalui pembahasan dan 
kajian Bidang sebagai pedoman penyusunan rencana kerja 
tahunan; 

d. menetapkan rencana kerja tahunan sesuai rencana 
strategis dengan memperhatikan masukan dan saran 
Bidang sebagai pedoman kerja; 

e. menyusun rencana anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan target yang ditetapkan dapat  tercapai; 

f. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 
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g. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

h. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

i. menyelenggarakan manajemen dan pemberian 
rekomendasi serta perizinan dibidang pekerjaan umum 
untuk meningkatkan pelayanan; 

j. menyelenggarakan perizinan dibidang pekerjaan umum 
dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

k. menganalisisi analisis kegiatan dibidang pekerjaan umum 
sesuai program kerja; 

l. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. menyusun konsep produk hukum sesuai ketentuan untuk 
bahan penetapan peraturan daerah/peraturan Walikota; 

n. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
pekerjaan umum sesuai kewenangan sebagai masukan 
untuk penetapan kebijakan Walikota; 

o. mengelola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 
sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. mengkoordinasikan lintas sektoral sesuai ketentuan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. membina pegawai sesuai ketentuan agar kinerja meningkat; 
r. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 

pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan misi Dinas; 
s. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 

sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 
t. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
u. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

sesuai bidang tugas. 
 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
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Pasal 63 
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program 
kegiatan (perencanaan kegiatan) serta mengkoordinasikan 
kegiatan administrasi Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;  
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan kerja 

Dinas; 
d. pengkoordinasian kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas; 
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
f. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
g. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
h. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 

pengelola;  
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data 

dan ketentuan penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja Sekretariat sesuai ketentuan agar 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep rencana anggaran Dinas melalui 

koordinasi dengan Bidang sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Dinas; 

d. mengkoordinasikan penyusunan konsep produk hukum 
melalui koordinasi dengan Bidang sebagai bahan 
penyusunan peraturan daerah/peraturan Walikota; 
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e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan, serta 
perencanaan kegiatan sesuai ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

l. mengkoordinasikan pemantauan disiplin kerja seluruh 
pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan; 

m. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 

n. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

o. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

p. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

q. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 64 
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Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 65 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 66 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
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pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 67 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan dan pengelolaan arsip serta 
perpustakaan internal Dinas agar terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

g. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Bina Teknis 
 

Pasal 68 
(1) Bidang Bina Teknis mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan dan melaksanakan kajian teknis dibidang 
bina marga dan gedung, pengairan, serta melakukan 
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pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Bina Teknis menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina teknis; 
b. penyusunan rencana kegiatan pengembangan dibidang 

bina marga dan gedung, serta pengairan; 
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan Bidang Bina Teknis; 
d. penyajian data teknis dibidang bina marga dan gedung, 

serta pengairan; 
e. perumusan standar persyaratan teknis bidang bina marga 

dan gedung, serta pengairan; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Bina Teknis; 
g. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang 

Bina Teknis;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Bina Teknis mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dibidang bina teknis 

berdasarkan program kerja Dinas dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun yang lalu sebagai pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan kegiatan yang akan datang; 

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang bina teknis 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan 
memperlancar bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. mendistribusikan tugas dibidang bina teknis kepada 
bawahan langsung agar mencapai hasil kerja yang optimal; 

e. memantau pelaksanaan tugas bawahan baik pendekatan 
langsung maupun tidak langsung agar proses kegiatan 
berjalan dengan  lancar; 
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f. memeriksa dan memaraf surat-surat dan dokumen lain 
Bidang Bina Teknis berdasarkan ajuan bawahan sebagai 
pertanggungjawaban teknis; 

g. mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan teknis dibidang 
pekerjaan umum sesuai standar dan pedoman baku yang 
ada agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

h. melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring 
pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Teknis secara berkala 
dan insidental sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 
kegiatan berikutnya; 

i. merumuskan standar persyaratan teknis pekerjaan umum; 
j. mengkoordinasikan pengawasan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data bina teknis sesuai 
ketentuan dan data yang ada di lapangan sebagai bahan 
evaluasi kegiatan berikutnya; 

k. menilai kesesuaian dokumen perencanaan teknis dengan 
perkiraan biaya pada kegiatan fisik berdasarkan standar 
teknis dan biaya yang ada agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar; 

l. menyusun prosedur kerja Bidang Bina Teknis sesuai 
pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan 
berjalan lancar dan optimal; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai dengan bidang tugas. 

Pasal 69 
Bidang Bina Teknis terdiri dari: 
a. Seksi Data dan Perencanaan Teknis; 
b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi; dan 
c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 
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Pasal 70 

(1) Seksi Data dan Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan serta melaksanakan kajian teknis, 
meliputi anggaran biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan, 
jembatan, gedung, irigasi, drainase, fasilitas umum 
berdasarkan analisis dan standar harga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Data dan Perencanaan Teknis 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan pendataan 

dan perencanaan  sesuai petunjuk atasan dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan   tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kegiatan 
pekerjaan umum sesuai kondisi lapangan sebagai bahan 
perencanaan kegiatan yang akan datang; 

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi 
yang membutuhkan perencanaan teknis; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

h. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Pasal 71 
(1) Seksi Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
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bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, 
pengendalian, penyusunan hasil analisis, pengumpulan bahan 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan  sesuai petunjuk 
atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan 
sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang 
akan datang; 

e. menyusun rencana anggaran berdasarkan standar harga 
untuk bahan penyusunan kegiatan fisik yang dilaksanakan; 

f. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kegiatan 
pekerjaan umum sesuai kondisi lapangan untuk bahan 
pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya; 

g. menyusun laporan kegiatan (POK) sesuai ketentuan agar 
diketahui permasalahan dan perkembangan suatu kegiatan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 
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Pasal 72 
(1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan untuk 
terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, 
penyusunan hasil analisis, serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan pembinaan 

jasa konstruksi  sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan  tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. menghimpun, mempelajari, dan memahami ketentuan yang 
berlaku sesuai kondisi lapangan sebagai bahan pembinaan 
jasa konstruksi yang akan datang; 

e. menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan 
pembinaan jasa konstruksi; 

f. menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa 
konstruksi; 

g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan 
kepada penyedia jasa konstruksi; 

h. memeriksa dan memaraf  surat sebagai bahan masukan 
rekomendasi  perizinan usaha jasa konstruksi; 

i. melaksanakan pengawasan sesuai dengan 
kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan 
pekerjaan jasa konstruksi; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  
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l. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Bina Marga dan Gedung 
 

Pasal 73 
(1) Bidang Bina Marga dan Gedung mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta 
bangunan gedung berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas serta melakukan pengendalian, 
penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Bina Marga dan Gedung 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dibidang bina marga dan gedung; 
b. penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan, jembatan dan gedung; 
c. pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan 

pemeliharaan jalan, jembatan dan gedung; 
d. pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan serta 

pemeliharaan jalan, jembatan dan gedung;  
e. pemberian masukan dalam pemanfaatan tanah (daerah 

milik jalan), jalan, dan jembatan, serta gedung; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Bina Marga dan 

Gedung; 
g. pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Bidang Bina Marga dan Gedung;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga dan Gedung mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga dan 

Gedung berdasarkan program kerja Dinas dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan sesuai ketentuan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas dibidang bina marga dan gedung 
kepada bawahan langsung agar mencapai hasil kerja yang 
optimal; 

d. memantau pelaksanaan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar proses kegiatan 
berjalan lancar; 

e. memeriksa dan memaraf surat-surat dan dokumen dibidang 
bina marga dan gedung berdasarkan telaahan staf sebagai 
pertanggungjawaban; 

f. mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, pemeliharaan 
jalan dan jembatan serta gedung berdasarkan kebijakan 
teknis yang ditetapkan agar sesuai dengan program; 

g. mengkoordinasikan pengendalian, penilaian, monitoring 
dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dibidang bina 
marga dan gedung  secara berkala dan insidental untuk 
bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan yang akan  
datang; 

h. merumuskan pengembangan dibidang pembangunan dan 
pemeliharaan jalan dan jembatan serta gedung untuk 
memperlancar arus lalu-lintas barang dan jasa serta 
meningkatkan kualitas jalan; 

i. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian teknis 
serta pemanfaatan dibidang pembangunan, pemeliharaan 
jalan dan jembatan serta gedung untuk memperlancar umur 
teknis jalan dan jembatan serta gedung;  

j. menyusun prosedur kerja Bidang Bina Marga dan gedung 
sesuai ketentuan agar tersedia pedoman kerja; 
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k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

m. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Pasal 74 
Bidang Bina Marga dan Gedung terdiri dari: 
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; 
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan 
c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung 

 
Pasal 75 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
perencanaan teknis pembangunan, pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengaturan, pengelolaan sarana 
dan prasarana jalan, jaringan pengaliran, drainase dan sanitasi, 
penggunaan Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah 
Pengawas Jalan (Dawasja) serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai petunjuk 
atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan dan 
pemeliharan jalan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 
tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
kegiatan berikutnya; 
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c. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 
pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan 
kegiatan yang ada di lapangan sebagai bahan informasi 
kepada masyarakat; 

f. melaksanakan survei lapangan pembangunan dan 
pemeliharaan jalan untuk bahan perencanaan dan 
perhitungan anggaran   kegiatan; 

g. melaksanakan pembuatan gambar perencanaan 
pembangunan jalan berdasarkan pola dan standar yang 
ditetapkan agar pelaksanaan sesuai dengan yang 
diharapkan; 

h. melakukan peninjauan lokasi lahan objek pembangunan 
dan pemeliharaan jalan berdasarkan laporan dan data yang 
ada agar dapat ditindaklanjuti; 

i. memantau kegiatan pembersihan bahu jalan dan 
saluran/drainase secara berkala dan insidental agar 
terpelihara badan jalan dan kelancaran arus air; 

j. memberikan penilaian DP3 kepada bawahan sesuai 
blangko yang tersedia, dalam upaya peningkatan prestasi 
dan disiplin kerja bawahan; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan pengambilan keputusan maupun 
kebijaksanaan lebih lanjut;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas.  

 
Pasal 76 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai 
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tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, 
pengawasan, pengendalian, pemeliharaan jembatan sarana 
prasarana pendukung dan pengamanan bangunan jembatan 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan 
teknis pembangunan, pengawasan, pengendalian, 
pemeliharaan jembatan sarana prasarana pendukung dan 
pengamanan bangunan jembatan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan 

pembangunan dan pemeliharaan jembatan sesuai petunjuk 
atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan jembatan 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan berikutnya; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

e. melaksanakan survei lapangan untuk penyusunan rencana 
pembangunan dan pemeliharaan jembatan untuk bahan 
perencanaan dan perhitungan anggaran kegiatan; 

f. melaksanakan pembuatan gambar perencanaan 
pembangunan jembatan berdasarkan pola dan standar 
yang diinginkan agar pelaksanaannya dapat terlaksana 
sesuai rencana; 

g. melaksanakan inventarisasi jembatan sesuai ketentuan 
sebagai bahan penyusunan rencana pemeliharaan; 

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta sarana 
dan prasarana pendukungnya berdasarkan program kerja 
Dinas agar kegiatan berjalan lancar; 
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i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut sesuai ketentuan; 

k. memberikan penilaian DP3 kepada bawahan sesuai 
blangko yang tersedia, dalam upaya peningkatan prestasi 
dan disiplin kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 77 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengaturan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian 
pembangunan gedung serta menyajikan  data sebagai bahan 
evaluasi.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Gedung mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan untuk 

bangunan gedung sesuai petunjuk atasan dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan    tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;  

d. menginventarisasikan kondisi dan kualifikasi bangunan 
Pemerintah sesuai ketentuan sebagai bahan perencanaan; 

e. mengatur dan memfasilitasi proses pemberdayaan kepada 
masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung  
dan lingkungannya; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan dibidang gedung secara berkala dan insidental 
sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan yang 
akan datang; 
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g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

i. memberikan penilaian DP3 kepada bawahan sesuai 
blangko yang tersedia, dalam upaya peningkatan prestasi 
dan disiplin kerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Pengairan 
 

Pasal 78  
(1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

rencana kegiatan dan melaksanakan pembangunan, 
pemeliharaan, dan pemberdayaan sarana prasarana irigasi dan 
drainase serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengairan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pengairan; 
c. pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan air;  
d. perumusan teknis operasional pembangunan dan 

pemeliharaan sarana pengairan; 
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sistem irigasi 

dan drainase; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Pengairan; 
g. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Bidang 

Pengairan;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pengairan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pengairan berdasarkan program kerja Dinas dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai pedoman 
petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang; 

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengairan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar kegiatan berjalan lancar; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan memelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan 
memperlancar bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. mendistribusikan tugas Bidang Pengairan kepada bawahan 
sesuai ketentuan agar mencapai hasil kerja yang optimal; 

e. memantau pelaksanaan tugas bawahan secara langsung 
maupun tidak langsung agar proses kegiatan berjalan 
lancar; 

f. memeriksa dan memaraf surat-surat dan dokumen sebagai 
pertanggungjawaban teknis berdasarkan telaahan staf; 

g. melaksanakan pendayagunaan, pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan sesuai 
program yang ditetapkan agar kegiatan berjalan lancar; 

h. melaksanakan pengendalian, penilaian dan monitoring 
kegiatan dibidang pengairan dan Sistem Irigasi secara 
berkala dan insidental sebagai bahan evaluasi dan 
perencanaan kegiatan berikutnya; 

i. menyusun prosedur kerja Bidang sesuai pedoman dan 
ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar dan 
optimal; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut; 
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l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 79 

Bidang Pengairan terdiri dari: 
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi; 
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase; dan 
c. Seksi Pemberdayaan Irigasi dan Drainase 
 

Pasal 80 
(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
perencanaan teknis pembangunan, pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengaturan, pengelolaan sarana 
dan prasarana Irigasi serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Irigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan 

pembangunan dan pemeliharaan irigasi  sesuai petunjuk 
atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan  tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. melaksanakan survei secara berkala untuk mengetahui 
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi di 
lapangan; 

e. melaksanakan inventarisasi aset-aset daerah bidang irigasi 
sesuai data yang ada agar termonitor kepemilikannya; 

f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 
pembangunan dan pemeliharaan sarana irigasi sesuai 
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kegiatan yang ada di lapangan sebagai bahan evaluasi dan 
penyusunan rencana kegiatan berikutnya; 

g. melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi yang ada 
secara berkala agar kegunaan sesuai dengan fungsi; 

h. menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat secara 
berkala untuk pemanfaatan sarana pengairan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas. 

 
Pasal 81 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
perencanaan teknis pembangunan, pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengaturan, pengelolaan sarana 
dan prasarana drainase serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
Drainase mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Seksi 

Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase  sesuai 
petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan   tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. melaksanakan survei secara berkala untuk mengetahui 
pendayagunaan sarana pengairan di   lapangan; 
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e. mengumpulkan bahan, mengolah dan menyajikan data 
sarana pengairan sesuai kegiatan dan data yang ada di 
lapangan sebagai bahan evaluasi kegiatan; 

f. menyiapkan perumusan teknis pembangunan dan 
pemeliharaan sarana pengairan sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di 
lapangan;  

g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sistem 
irigasi secara berkala dan insidental sebagai bahan 
evaluasi dan rencana kegiatan berikutnya; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 82 

(1) Seksi Pemberdayaan Irigasi dan Drainase sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
peningkatan pemanfaatan (pemberdayaaan) sarana prasarana 
Irigasi dan drainase, peran serta masyarakat dan Pemerintah, 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Irigasi dan 
Drainase mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Seksi 

Pemberdayaan Irigasi dan Drainase sesuai petunjuk atasan 
dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan   
tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 
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c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. melaksanakan survei secara berkala untuk mengetahui 
pemberdayaan irigasi dan drainase di   lapangan; 

e. mengumpulkan bahan, mengolah dan menyajikan data 
irigasi dan drainase sesuai kegiatan dan data yang ada di 
lapangan sebagai bahan evaluasi kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat secara 
berkala tentang pemanfaatan irigasi dan drainase agar 
diberdayakan secara proporsional dan optimal; 

g. menyiapkan perumusan teknis pemeliharaan dan 
rehabilitasi irigasi dan drainase sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di 
lapangan;  

h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sistem 
irigasi dan drainase secara berkala dan insidental sebagai 
bahan evaluasi dan rencana kegiatan berikutnya; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
BAB V 

DINAS TATA KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 83 

(1) Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
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2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, terdiri dari : 
a. Seksi Tata Ruang; 
b. Seksi Tata Bangunan; dan 
c. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan 

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 
a. Seksi Permukiman; 
b. Seksi Perumahan; dan 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan 

e. Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan, terdiri dari: 
a. Seksi Pertamanan; 
b. Seksi Penerangan Jalan; dan 
c. Seksi Pemakaman Umum 

f. Bidang Kebersihan, terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Sampah; 
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
c. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan 

Sampah 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 
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(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Dinas Tata Kota 
Pasal 84 

(1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah dibidang penataan ruang 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang penataan ruang; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata kota, 

meliputi tata ruang dan bangunan, cipta karya, keindahan 
kota dan pertamanan serta kebersihan; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas; 
b. merumuskan kebijakan teknis dibidang tata kota, meliputi 

tata ruang dan bangunan, cipta karya, keindahan kota dan 
pertamanan serta kebersihan; 

c. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan 
keuangan serta umum dan kepegawaian; 

d. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan 
program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang; 

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
Bidang; 
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f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
bidang tata ruang dan bangunan, cipta karya, keindahan 
kota dan pertamanan serta kebersihan; 

g. membina, mengarahkan dan meningkatkan sumber daya 
manusia aparatur Bidang; 

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
terhadap pelaksanaan operasional tugas Unit Pelaksana 
Teknis Dinas;  

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

j. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan pertimbangan sesuai bidangnya; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; 
l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

tugas pokok dan fungsi. 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 85 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan,  kehumasan, penyusunan program dan 
rencana kegiatan, dan mengkoordinasikan kegiatan 
administrasi Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;  
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan kerja 

Dinas; 
d. pengkoordinasian kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas; 
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
f. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
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g. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 
ketatalaksanaan; 

h. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 
evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 

i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 
pengelola;  

j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksananan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja berdasarkan data dan 

ketentuan penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja sesuai ketentuan agar sasaran 

yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep rencana anggaran; 
d. mengkoordinasikan penyusunan konsep produk hukum 

melalui koordinasi dengan Bidang sebagai bahan 
penyusunan peraturan daerah/peraturan Walikota; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan, serta 
perencanaan kegiatan sesuai ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. mengkoordinasikan pemantauan disiplin kerja seluruh 
pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan; 
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l. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 

m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 86 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
 

Pasal 87 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

86 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  
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d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 88 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 
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f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang 
tugas. 

 
Pasal 89 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan pengelolaan arsip serta perpustakaan 
internal Dinas agar terlaksana dengan tertib dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

g. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 
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j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Tata Ruang dan Bangunan 
 

Pasal 90 
(1) Bidang Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dibidang tata 
ruang dan bangunan serta melakukan pengendalian, penilaian, 
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Bangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan 

bangunan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan 

dibidang tata ruang dan bangunan; 
c. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang dan kawasan strategis; 
d. pelaksanaan penataan ruang dan kawasan strategis; 
e. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang tata ruang 

dan bangunan; 
f. pemberian rekomendasi dan perizinan dibidang tata ruang 

dan bangunan;  
g. penyampaian pertimbangan untuk pemberian rekomendasi 

dan izin pemanfaatan ruang dan izin layak huni bangunan;  
h. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang dan 

bangunan; 
i. penyusunan prosedur kerja bidang tata ruang dan 

bangunan; 
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang 

tata ruang dan bangunan; 
l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
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m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan 

Bangunan berdasarkan program kerja Dinas dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas dibidang tata ruang dan bangunan 
kepada bawahan sesuai ketentuan agar mencapai hasil 
kerja yang optimal; 

d. memantau pelaksanaan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar proses kegiatan 
berjalan lancar; 

e. memeriksa dan memaraf surat-surat dan dokumen Bidang 
Tata Ruang dan Bangunan berdasarkan kajian bawahan 
sebagai pertanggungjawaban; 

f. menyusun prosedur kerja Bidang Tata Ruang dan 
Bangunan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku 
agar kegiatan berjalan lancar; 

g. mengelola pemberian rekomendasi dan perizinan dibidang 
tata ruang dan bangunan berdasarkan permohonan dan 
usulan yang ada sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan; 

h. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis 
pembangunan, pengaturan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tata ruang dan bangunan secara berkala dan 
insidental agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang 
ada; 

i. melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring atas 
pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dan Bangunan 
secara berkala dan insidental sebagai bahan evaluasi dan 
perencanaan kegiatan yang akan datang; 
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j. melaksanakan kegiatan dibidang tata ruang dan bangunan 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas agar 
sesuai dengan program yang ditetapkan; 

k. melaksanakan survei guna menyampaikan pertimbangan 
atas perizinan pemanfaatan ruang dan layak huni 
bangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan 
Bidang Tata Ruang dan Bangunan berdasarkan kenyataan 
yang ada di lapangan untuk bahan masukan atasan dalam 
mengambil keputusan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggunjawaban atas pelaksanaan tugas; 

m. menyiapkan bahan produk hukum daerah yang berkaitan 
dengan bidang tata ruang dan bangunan;  

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 91 

Bidang Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari : 
a. Seksi Tata Ruang; 
b. Seksi Tata Bangunan; dan 
c. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan 

 
Pasal 92 

(1) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 
huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Tata Ruang dan Bangunan dalam menyiapkan bahan rencana 
dan melaksanakan kegiatan tata ruang, perubahan fungsi 
ruang, melaksanakan survei sebagai bahan pemberian izin 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Ruang mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan untuk tata 
ruang sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tata ruang 
sesuai ketentuan sebagai bahan perencanaan dan 
pengambilan keputusan; 

e. menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat yang 
berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota 
(RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 
dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;  

f. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan 
ruang;  

g. menyiapkan bahan dan menyusun standar pelayanan 
minimal bidang penataan ruang;  

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 93 

(1) Seksi Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 
huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Tata Ruang dan Bangunan dalam menyiapkan bahan rencana 
dan melaksanakan kegiatan tata bangunan, perubahan fungsi 
bangunan, melaksanakan survei sebagai bahan pemberian izin 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan untuk tata 

bangunan sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tata 
bangunan sesuai ketentuan sebagai bahan perencanaan 
dan pengambilan keputusan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan bangunan;  
f. memantau perkembangan bangunan sesuai ketentuan agar 

tidak terjadi penyimpangan; 
g. menyiapkan bahan dan menyusun standar pelayanan 

minimal bidang penataan bangunan;  
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 94 

(1) Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan dalam 
menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan 
rencana tata ruang dan bangunan dalam rangka pengendalian 
tata ruang dan bangunan, melaksanakan survei sebagai bahan 
pemberian izin serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang dan 
Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan untuk 

pengendalian tata ruang dan bangunan sesuai petunjuk 
atasan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tata ruang 
dan bangunan sesuai ketentuan sebagai bahan 
perencanaan dan pengambilan keputusan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan 
pengendalian tata ruang dan bangunan;  

f. memantau perkembangan tata ruang dan bangunan sesuai 
ketentuan agar tidak terjadi penyimpangan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Cipta Karya 
 

Pasal 95 
 

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana dan melaksanakan kegiatan dibidang cipta karya serta 
melakukan pengendalian, penilaian, Monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan kegiatan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

perumahan dan permukiman serta penyehatan lingkungan; 
c. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis pembangunan, 

pengaturan dan pengawasan perumahan dan pemukiman 
serta teknis penyehatan lingkungan; 

d. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya 
e. pengelolaan pemberian rekomendasi dan perizinan 

dibidang cipta karya; 
f. pelaksanaan survei dan pertimbangan atas perizinan dan 

pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta 
Karya; 

g. penyusunan prosedur kerja Bidang Cipta Karya; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program kerja Bidang Cipta Karya;  
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Cipta Karya berdasarkan program kerja Dinas dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas dibidang cipta karya kepada 
bawahan langsung sesuai ketentuan agar mencapai hasil 
kerja yang optimal; 

d. memantau pelaksanaan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar proses kegiatan 
berjalan lancar; 
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e. memeriksa dan memaraf surat-surat dan dokumen Bidang 
Cipta Karya berdasarkan ajuan bawahan sebagai 
pertanggungjawaban; 

f. menyusun prosedur kerja Bidang Cipta Karya sesuai 
pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan 
berjalan lancar; 

g. mengelola pemberian rekomendasi dan perizinan dibidang 
cipta karya berdasarkan permohonan dan usulan yang ada 
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; 

h. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis 
pembangunan, pengaturan dan pengawasan perumahan 
dan permukiman serta teknis penyehatan lingkungan 
secara berkala dan insidental agar pelaksanaan sesuai 
dengan ketentuan yang ada; 

i. melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring atas 
pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya secara berkala 
dan insidental sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 
kegiatan yang akan datang; 

j. melaksanakan kegiatan perumahan dan pemukiman 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas agar 
sesuai dengan program yang ditetapkan; 

k. melaksanakan survei guna menyampaikan pertimbangan 
atas perizinan dan pengendalian pelaksanaan 
pembangunan Bidang Cipta Karya berdasarkan kenyataan 
yang ada di lapangan untuk bahan masukan atasan dalam 
mengambil keputusan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggunjawaban atas pelaksanaan tugas; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 96 
Bidang Cipta Karya terdiri dari: 
a. Seksi Permukiman; 
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b. Seksi Perumahan; dan 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan 
 

Pasal 97 
(1) Seksi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 

huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Cipta Karya dalam menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan pengaturan, bantuan teknis, pengawasan dan 
pengendalian dibidang permukiman serta menyajikan  data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Permukiman mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Seksi 

Permukiman sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan    tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;  

d. menginventarisasikan perkembangan permukiman sebagai 
bahan perencanaan; 

e. mengatur dan memfasilitasi proses pengembangan 
permukiman sesuai ketentuan agar tertata rencana tata 
ruang kota; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan dibidang permukiman secara berkala dan 
insidental sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 
kegiatan yang akan datang; 

g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi bidang 
permukiman; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  
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j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 98 
(1) Seksi Perumahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 

huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Cipta Karya dalam menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan pengaturan, bantuan teknis, pengawasan dan 
pengendalian dibidang perumahan serta menyajikan  data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perumahan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Seksi 

Perumahan sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan    tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;  

d. menginventarisasikan perkembangan perumahan sebagai 
bahan perencanaan; 

e. mengatur dan memfasilitasi proses pengembangan 
perumahan sesuai ketentuan agar tertata rencana tata 
ruang kota; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan dibidang perumahan secara berkala dan insidental 
sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan yang 
akan datang; 

g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi bidang 
perumahan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas.  

 
Pasal 99 

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 96 huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Bidang Cipta Karya dalam menyiapkan bahan rencana kegiatan 
dan melaksanakan pengaturan, bantuan teknis, pengawasan 
dan pengendalian dibidang penyehatan lingkungan serta 
menyajikan  data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan Seksi 

Penyehatan Lingkungan sesuai petunjuk atasan dan 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan    
tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;  

d. menginventarisasikan perkembangan penyelenggaraan 
penyehatan lingkungan sebagai bahan perencanaan; 

e. mengatur dan memfasilitasi proses pengembangan 
penyehatan lingkungan sesuai ketentuan agar tertata 
rencana tata ruang kota; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan dibidang penyehatan lingkungan secara berkala 
dan insidental sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 
kegiatan yang akan datang; 

g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi bidang 
penyehatan lingkungan; 



 227

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
untuk pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan lebih 
lanjut;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan 
 

Pasal 100  
(1) Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan mempunyai tugas 

pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dibidang 
keindahan kota, meliputi pertamanan, pemakaman dan 
penerangan jalan serta melakukan pengendalian, penilaian, 
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang keindahan kota dan 

pertamanan; 
b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian  

dibidang keindahan kota, meliputi pertamanan, 
pemakaman dan penerangan jalan; 

c. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan 
dibidang keindahan kota dan pertamanan;  

d. pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman teknis dan 
rencana kegiatan dibidang keindahan kota meliputi 
pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan; 

e. pemeliharaan dan pengelolaan keindahan kota dan 
pertamanan; 

f. penyusunan prosedur kerja Bidang Keindahan Kota dan 
Pertamanan;  

g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
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h. penyediaan bahan perumusan kebijakan operasional 
dibidang keindahan kota dan pertamanan; 

i. pemberian pertimbangan sebagai bahan pemberian 
perizinan; 

j. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
keindahan kota dan pertamanan;  

k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang keindahan kota, 

meliputi pemakaman,  pertamanan dan penerangan jalan 
melalui koordinasi  sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. merumuskan rencana dan sasaran program kerja dibidang 
keindahan kota dan pertamanan  sebagai bahan masukan 
bagi atasan; 

c. mengkoordinasikan program kerja baik pendapatan 
maupun belanja dilingkungan bidang keindahan kota dan 
pertamanan secara periodik agar sesuai dengan program 
kerja bidang;  

d. membina personil bawahan secara rutin agar pelaksanaan 
program kerja Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan 
berjalan  efektif dan efisien; 

e. mengarahkan pelaksanaan program kerja dibidang 
keindahan kota dan pertamanan baik secara lisan maupun 
tertulis agar sesuai dengan sasaran kerja; 

f. menyelenggarakan inventarisasi, pengumpulan, 
pengolahan serta penyajian data/barang dibidang 
keindahan kota dan pertamanan sesuai ketentuan yang ada  
untuk tertib administrasi;  

g. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang 
Keindahan Kota dan Pertamanan secara periodik agar 
tercapai sasaran program kerja; 

h. mengontrol pelaksanaan program kerja Bidang Keindahan 
Kota dan Pertamanan secara rutin untuk kesesuaian 
dengan program kerja.; 
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i. merencanakan kegiatan Bidang Keindahan Kota dan 
Pertamanan untuk menunjang keberhasilan program kerja; 

j. memberikan pertimbangan sebagai bahan pemberian 
perizinan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
masukan bagi atasan; 

k. melaporkan pelaksanaan program kerja dibidang 
pertamanan dan penerangan jalan umum secara rutin dan 
periodik baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan   
bagi atasan;  

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 101 

Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan terdiri dari: 
a. Seksi Pertamanan; 
b. Seksi Penerangan Jalan; dan 
c. Seksi Pemakaman Umum 

 
Pasal 102 

(1) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 
huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan kegiatan pembuatan, 
pemeliharaan taman kota, pembibitan tanaman hias dan 
pengelolaan pohon pelindung/pohon peneduh jalan, perizinan 
dan pengelolaan Lapangan Pancasila serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi  Pertamanan secara periodik 
sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

c. mengatur tugas penataan pembuatan taman kota, pohon 
pelindung/pohon peneduh jalan  agar sesuai dengan 
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program kerja melalui pembagian kerja agar berjalan 
lancar; 

d. mengatur  tugas pemeliharaan taman kota agar sesuai 
dengan program kerja melalui pembagian kerja agar 
berjalan lancar; 

e. mengatur tugas  pembibitan tanaman hias agar sesuai 
dengan program kerja melalui pembagian kerja agar 
berjalan lancar; 

f. mengelola Lapangan Pancasila  dan memberikan izin 
penggunaan sesuai dengan ketentuan; 

g. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 

h. melaporkan pelaksanaan program kerja dilingkungan Seksi 
Pertamanan secara rutin dan periodik baik lisan maupun 
tertulis sebagai bahan masukan bagi atasan;  

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 103 

(1) Seksi Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
101 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, 
lampu taman, rumah dinas dan menyiapkan bahan 
pertimbangan pemberian perizinan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penerangan Jalan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Penerangan Jalan secara 
periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 
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c. mengatur tugas  pembangunan penerangan jalan umum 
agar sesuai dengan program kerja melalui pembagian kerja 
agar berjalan lancar; 

d. mengatur tugas  pemeliharaan lampu penerangan jalan 
umum, taman, rumah dinas agar sesuai dengan program 
kerja melalui pembagian kerja agar berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian izin 
pemasangan lampu penerangan jalan umum sebagai 
bahan atasan; 

f. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 

g. melaporkan pelaksanaan program kerja dilingkungan Seksi 
Penerangan Jalan  secara rutin dan periodik baik lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan bagi atasan;  

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 104 

(1) Seksi Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
101 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pembangunan 
dan pemeliharaan pemakanan serta menyiapkan bahan 
pertimbangan pemberian perizinan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemakaman Umum mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Pemakaman secara periodik 
sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

c. mengatur tugas pembangunan dan pemeliharaan 
pemakanan umum agar sesuai dengan program kerja 
melalui pembagian kerja agar berjalan lancar; 
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d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perizinan 
sebagai bahan atasan; 

e. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 

f. melaporkan pelaksanaan program kerja dilingkungan Seksi 
Penerangan Jalan  secara rutin dan periodik baik lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan bagi atasan;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Kebersihan 
 
 

Pasal 105  
(1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok menyusun rencana 

dan melaksanakan kegiatan  dibidang kebersihan kota, serta 
melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan tugas bidang kebersihan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan; 
b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

dibidang kebersihan; 
c. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

kebersihan; 
d. pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman teknis dan 

rencana kegiatan dibidang kebersihan;  
e. pelaksanaan kebersihan, pengelolaan sampah, 

pengelolaan IPLT, pemeliharaan dan perawatan sarana dan 
sarana pengangkutan sampah; 

f. pendataan, penarikan  dan penagihan wajib retribusi 
persampahan; 

g. penyusunan prosedur kerja Bidang Kebersihan; 
h. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
i. penyediaan bahan perumusan kebijakan operasional 

dibidang kebersihan 
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j. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
kebersihan;  

k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Kebersihan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kebersihan melalui 

koordinasi  sebagai bahan masukan bagi atasan; 
b. merumuskan rencana dan sasaran program kerja dibidang 

kebersihan  melalui koordinasi  sebagai bahan masukan 
bagi atasan; 

c. mengkoordinasikan program kerja baik pendapatan 
maupun  belanja dibidang kebersihan  secara periodik agar 
sesuai dengan program kerja Bidang Kebersihan; 

d. membina personil bawahan secara rutin agar pelaksanaan 
program kerja  dibidang Kebersihan agar berjalan dengan 
efisien dan efektif; 

e. mengarahkan pelaksanaan program kerja dibidang 
Kebersihan baik secara lisan maupun tertulis agar sesuai 
dengan sasaran kerja; 

f. menyelenggarakan inventarisasi, pengumpulan, 
pengolahan serta penyajian data/barang dibidang 
kebersihan sesuai ketentuan yang ada untuk tertib 
administrasi; 

g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program 
kerja dibidang Kebersihan secara periodik agar  tercapai 
sasaran program kerja; 

h. merencanakan pendataan, penarikan dan penagihan wajib 
retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui 
koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD); 

i. merencanakan kegiatan dibidang kebersihan melalui 
koordinasi untuk menunjang keberhasilan program kerja; 

j. melaporkan pelaksanaan program kerja dibidang 
Kebersihan secara rutin dan periodik baik lisan maupun 
tertulis  sebagai bahan masukan bagi atasan; 
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k. menghimpun dan mempersiapkan data pegawai dalam 
kegiatan diklat maupun bintek pegawai berdasarkan 
pertimbangan atasan masing-masing dan ketentuan yang 
ada; 

l. memeriksa dan memaraf draf laporan data administrasi 
kepegawaian secara berkala sebagai bahan masukan 
atasan;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 106 
Bidang Kebersihan terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Sampah; 
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
c. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan Sampah 
 

Pasal 107 
(1) Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
kegiatan pengangkutan, pembuangan, dan pengelolaan  
sampah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Pengelolaan Sampah secara 
periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan  tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

c. mengatur  tugas penyapuan jalan fasilitas umum dan 
pengambilan sampah dari sumber sampah menuju tempat 
pembuangan sampah sementara terhadap daerah 
pelayanan sampah melalui pembagian kerja agar berjalan 
lancar; 

d. mengatur tugas pengelolaan sampah secara Mengurangi, 
Menggunakan kembali, Mendaur ulang Sampah (3M) baik 
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dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) sampah melalui pembagian kerja agar berjalan 
lancar; 

e. mengatur tugas dan bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pendataan, penarikan dan penagihan wajib 
retribusi persampahan dan kebersihan melalui pembagian 
kerja agar berjalan lancar; 

f. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 

g. melaporkan pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan 
Sampah secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis 
sebagai bahan masukan bagi atasan;  

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 108 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan 
dan perawatan sarana dan prasarana pengangkutan,  
penampungan sampah serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Sarana dan prasarana secara 
periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan  tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

c. mengatur tugas pemeliharaan dan perawatan sarana dan 
prasarana kebersihan melalui pembagian kerja agar 
berjalan lancar; 

d. mengatur tugas pengangkutan sampah dari tempat 
pembuangan sampah sementara menuju tempat 
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pembuangan akhir sampah melalui pembagian kerja agar 
dapat tertangani dengan baik; 

e. mengontrol pelaksanaan tugas secara rutin agar berjalan 
efisien dan efektif; 

f. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada  sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 

g. melaporkan pelaksanaan program kerja Seksi Sarana dan 
Prasarana secara rutin dan periodik baik lisan maupun 
tertulis sebagai bahan masukan bagi atasan;  

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 109 

(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan Sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan 
pengawasan, pengendalian dan pengolahan sampah, 
pengelolaan IPLT serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan 
Pengolahan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan 
Pengolahan Sampah serta pengelolaan limbah tinja secara 
periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan  tugas kepada personil bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

c. mengatur tugas pengawasan, pengendalian dan 
pengolahan sampah melalui pembagian kerja agar berjalan 
lancar; 

d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara 
rutin agar berjalan efisien dan efektif; 

e. menyajikan data sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan 
evaluasi dan pelaporan; 
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f. melaporkan pelaksanaan program kerja Seksi 
Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan Sampah 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan masukan bagi atasan;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
BAB VI 

DINAS PERTANIAN  
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 110 

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Peternakan, terdiri dari: 
1. Seksi Produksi Peternakan; 
2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan 
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 
d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari: 

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 
2. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan; dan 
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 

e. Bidang Perikanan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi Perikanan; 
2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan 
3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Dinas Pertanian 
 

Pasal 111 
(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah dibidang pertanian berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang pertanian; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian 

meliputi peternakan, tanaman pangan dan perikanan; 
d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan dibidang peternakan, tanaman 

pangan, holtikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan 
melalui pembahasan dan kajian Bidang sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
bidang peternakan, tanaman pangan, holtikultura, 
perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai ketentuan 
sebagai pedoman kerja; 

c. menetapkan rencana strategis melalui pembahasan dan 
kajian Bidang sebagai pedoman penyusunan Rencana 
kerja tahunan; 

d. menetapkan rencana kerja tahunan sesuai rencana 
strategis dengan memperhatikan masukan dan saran 
Bidang sebagai pedoman kerja; 

e. menyusun rencana anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan target yang ditetapkan dapat  tercapai; 

f. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 

g. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

h. menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan,keputusan, 
instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan 
dibidang peternakan,tanaman pangan, holtikultura, 
perikanan, perkebunan, dan kehutanan; 

i. menyelenggarakan manajemen dan pemberian 
rekomendasi untuk izin usaha dibidang peternakan, 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
kehutanan dan perikanan untuk meningkatkan pelayanan; 

j. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang 
peternakan, pertanian tanaman pangan hortikultura, 
perkebunan, kehutanan dan perikanan sesuai program 
kerja; 
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k. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data statistik 
peternakan, tanaman pangan, hotikultura, perikanan, 
perkebunan, dan kehutanan; 

m. menyampaikan pertimbangan teknis yang berkaitan dengan 
bidang peternakan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, kehutanan dan perikanan  sesuai kewenangan 
sebagai masukan untuk penetapan kebijakan Walikota; 

n. mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan bidang 
peternakan, tanaman pangan dan perikanan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan pembinaan pegawai sesuai ketentuan agar 
kinerja meningkat; 

p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai 
ketentuan agar selaras dengan visi dan misi Dinas sebagai 
bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 

q. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 112 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya 

dilingkungan Dinas; 
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d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 
dan perlengkapan; 

e. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
f. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
g. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
h. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan dibidang peternakan, tanaman 
pangan, holtikultura, perikanan, perkebunan dan 
kehutanan; 

i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 
pengelola; 

j. pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi 
Dinas; 

k. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas; 
l. pengumpulan, pengolahan serta penyajian data statistik 

pertanian, perkebunan dan kehutanan; 
m. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
n. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan dinas;  
p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data 

dan ketentuan untuk penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja Sekretariat sesuai ketentuan agar 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep rencana anggaran Dinas melalui 

koordinasi dengan Bidang sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Dinas; 

d. menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi 
dengan Bidang sebagai bahan penyusunan peraturan 
daerah/peraturan Walikota; 
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e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan sesuai 
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-
tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan 
agar memperoleh hasil kerja yang memuaskan; 

l. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 

m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 113 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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Pasal 114 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

113 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, menyusun rencana kegiatan dinas serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan instansi dan bidang terkait berdasarkan ketentuan 
yang berlaku agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

d. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas;  

e. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 115 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 
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b. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan instansi dan bidang terkait berdasarkan ketentuan 
yang berlaku agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

e. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas;  

f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 
 

Pasal 116 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan 
perpustakaan, dan pengelolaan administrasi keuangan dan 
kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 
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c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan dan pengelolaan arsip serta 
perpustakaan internal Dinas agar terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

m. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas;  

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Peternakan 
 

Pasal 117 
(1) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengembangan 
produksi dibidang peternakan, serta melakukan monitoring, 
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pengendalian, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap 

produksi dan usaha dibidang peternakan, kesehatan 
hewan serta kesehatan masyarakat veteriner; 

b. penyusunan rencana kegiatan dibidang peternakan; 
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan produksi peternakan;  
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan bina usaha peternakan;  
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan kesehatan hewan serta kesehatan 
masyarakat veteriner;  

f. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengelolaan 
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah 
Pemotongan Unggas (RPU) dari aspek produksi; 

g. pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin usaha serta 
pengawasan usaha dibidang peternakan; 

h. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia bidang 
peternakan; 

i. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data  bidang 
peternakan 

j. penyusunan prosedur kerja Bidang Peternakan; 
k. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

peternakan;  
m. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Peternakan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program teknis sebagai masukan 

bagi atasan dalam merumuskan kebijakan teknis produksi, 
bina usaha bidang peternakan,  kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 
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b. menyusun rencana kegiatan dibidang peternakan 
berdasarkan program kerja dinas serta hasil evaluasi 
kegiatan tahun yang lalu sebagai masukan bagi atasan 
dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan datang; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan memelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan 
memperlancar bawahan dalam melaksanakan tugas; 

d. mendistribusikan tugas dibidang peternakan kepada 
bawahan agar mencapai hasil yang maksimal; 

e. menyusun prosedur kerja  dibidang peternakan  sebagai 
acuan dalam melaksanakan tugas bagi bawahan; 

f. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui 
pendekatan langsung maupun tidak langsung agar proses 
kegiatan berjalan lancar; 

g. memeriksa, memaraf dan menandatangani surat-surat 
serta dokumen lainnya berdasarkan ajuan dari bawahan 
agar dapat segera ditindaklanjuti; 

h. melaksanakan pengembangan produksi dibidang 
peternakan berdasarkan potensi yang ada dan identifikasi 
lokasi penyebarannya agar dapat didayagunakan secara 
optimal; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi dan 
sarana prasarana produksi peternakan secara berkala dan 
insidental dalam upaya pengamanan dan pengendalian 
serta sebagai bahan evaluasi; 

j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis 
reproduksi, pembibitan serta pelayanan inseminasi buatan 
untuk menjaga kualitas bibit ternak; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, 
peredaran dan penggunaan bibit serta pakan ternak untuk 
mencegah penyalahgunaannya; 

l. menetapkan sentra produksi dan kawasan pengembangan 
ternak sehingga mempermudah dalam menentukan lokasi 
penyebaran suatu komoditas ternak; 

m. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia 
bidang peternakan, pembinaan penerapan teknologi 
produksi, panen, pasca panen untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dan produk olahan hasil peternakan; 
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n. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengamatan, 
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit 
hewan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga 
apabila terjadi wabah penyakit dapat segera teratasi serta 
mencegah penyebarannya; 

o. membuat peta penyakit berdasarkan tingkat serangan 
penyakit di suatu daerah agar mudah dalam 
pengendaliannya; 

p. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis 
pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 
Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dari aspek produksi 
agar diperoleh produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 
(ASUH); 

q. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan 
obat hewan untuk mencegah penyalahgunaannya; 

r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada unit 
pelayanan kesehatan hewan,  pengelolaan laboratorium 
kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan 
insidental agar terpantau kegiatannya dan sebagai bahan 
evaluasi; 

s. melaksanakan pengembangan ekonomi produktif bidang 
peternakan berdasarkan  potensi yang ada agar dapat 
didayagunakan secara optimal; 

t. memberikan pertimbangan rekomendasi izin usaha serta 
pengawasan usaha dibidang peternakan sebagai upaya 
pengembangan usaha di Kota Salatiga; 

u. melaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku 
usaha peternakan, memfasilitasi promosi komoditas 
unggulan peternakan guna meningkatkan  kemitraan usaha 
dan memperluas pangsa pasar; 

v. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya agar dicapai keterpaduan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

w. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
dibidang peternakan berdasarkan kenyataan yang ada di 
lapangan guna mencari alternatif pemecahannya; 

x. melaksanakan analisis dan penyajian data peternakan 
berdasarkan masukan data yang ada sebagai bahan 
evaluasi serta perencanaan kegiatan yang akan datang; 
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y. melaksanakan pengendalian, penilaian, monitoring atas 
pelaksanaan kegiatan bidang peternakan secara berkala 
dan insidental sebagai bahan evaluasi serta bahan 
penyusunan rencana kegiatan yang akan datang; 

z. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

å. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

ä. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

ö. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 118 

Bidang Peternakan terdiri dari: 
a. Seksi Produksi Peternakan; 
b. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan 
c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

 
Pasal 119 

(1) Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan  melaksanakan pembinaan teknis 
produksi, reproduksi, pengawasan mutu bibit, peredaran dan 
penggunaan sarana produksi serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Peternakan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Produksi Peternakan berdasarkan program kerja dinas dan 
evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai  bahan masukan 
bagi atasan dalam penyusunan rencana kegiatan bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 
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c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan pekerjaan 
cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan teknis produksi, reproduksi serta 
budidaya ternak guna peningkatan populasi, kualitas serta 
produktivitasnya; 

e. melaksanakan pengawasan peredaran bibit, pakan ternak 
serta sarana produksi agar terpantau penggunaannya di 
lapangan; 

f. merencanakan kegiatan Inseminasi Buatan (IB), 
Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Reproduksi 
(ATR) guna peningkatan keberhasilan pelaksanaan 
Inseminasi Buatan (IB); 

g. merencanakan kebutuhan semen beku dan 
mengadakannya guna peningkatan kelancaran dan 
pelayanan Inseminasi Buatan (IB); 

h. melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyimpanan dan penggunaan semen beku, kegiatan 
Inseminasi Buatan (IB), Kebuntingan (PKB) dan Asistensi 
Reproduksi (ATR) untuk kelancaran dan peningkatan 
kualitas pelayanan dibidang reproduksi ternak; 

i. menyeleksi mutu bibit ternak sesuai standar yang 
ditetapkan untuk menjamin kualitas ternak; 

j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan peredaran dan 
penggunaan pakan ternak guna menjaga kualitasnya; 

k. melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, redistribusi 
dan registrasi ternak pemerintah agar tercapai tujuan 
kegiatan gaduhan ternak dan terpantau perkembangannya; 

l. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi, serta 
pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan produk peternakan; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil 
produksi peternakan sebagai bahan perencanaan kegiatan 
yang akan datang; 

n. menyusun prosedur kerja Seksi Produksi Peternakan; 
o. melaksanakan identifikasi inventarisasi permasalahan yang 

timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan untuk 
mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 
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p. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data produksi 
dan produktivitas serta meneliti laporan Seksi Produksi 
Peternakan sebagai bahan masukan bagi atasan dan 
informasi bagi instansi terkait; 

q. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

s. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 120 

(1) Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan usaha dibidang peternakan, pengolahan, 
permodalan, pemasaran, pemberdayaan sumber daya manusia 
bidang peternakan serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Bina Usaha Peternakan berdasarkan program kerja dinas 
dan evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai bahan 
masukan bagi atasan dalam menyusun rencana kegiatan 
bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 
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d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha 
dibidang peternakan, pengolahan, permodalan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia peternakan secara 
berkala dan insidental untuk meningkatkan kuantitas dan 
produktivitas usaha; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan monitoring harga komoditas peternakan serta 
hasil olahannya sebagai bahan penyusunan laporan; 

f. melaksanakan inventarisasi jumlah pelaku usaha dibidang 
peternakan untuk kemudahan dalam pelaksanaan 
bimbingan dan pengawasan terhadap usaha serta 
peningkatan pangsa pasar; 

g. melakukan analisis ekonomi usaha komoditas peternakan 
untuk mengetahui kelayakan usaha sebagai bahan 
pertimbangan dalam pemberian rekomendasi izin usaha 
dan kebutuhan modal; 

h. melaksanakan pemantauan penggunaan dan inventarisasi 
penggunaan alat mesin peternakan untuk mengetahui 
tingkat penerapan teknologi dan sebagai bahan 
penyusunan laporan; 

i. melakukan analisis kelayakan usaha alat mesin peternakan 
berdasarkan data yang ada untuk mengetahui kebutuhan 
yang sebenarnya; 

j. melaksanakan gelar promosi, bursa dan pameran produk 
peternakan secara berkala dan insidental guna merintis 
kemitraan usaha dan pangsa pasar; 

k. menyusun prosedur kerja Seksi Bina Usaha Peternakan; 
l. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 

yang timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 
untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 

m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi Bina Usaha Peternakan sebagai 
bahan masukan bagi atasan dan informasi bagi instansi 
terkait; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 
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f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 121 

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan  rencana kegiatan, melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, 
pengamatan, pencegahan, pemberantasan, pengendalian 
penyakit hewan,  peredaran dan penggunaan obat hewan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
berdasarkan program kerja dinas dan evaluasi kegiatan 
tahun yang lalu sebagai  bahan masukan bagi atasan 
dalam penyusunan rencana kegiatan bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kesehatan 
Masyarakat  Veteriner (Kesmavet) dan kesejahteraan 
hewan pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 
Rumah Pemotongan Unggas (RPU) secara berkala dan 
insidental  guna menjamin ketentraman konsumen dalam 
mengkonsumsi produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 
(ASUH); 
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e. melaksanakan pengaturan dan pengawasan izin 
pemasukan serta pengeluaran bahan asal hewan secara 
rutin agar terpantau produk lokal; 

f. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi 
penyakit hewan secara berkala dan insidental berdasarkan 
kenyataan yang ada di lapangan agar terpantau sedini 
mungkin penyebarannya; 

g. melaksanakan kegiatan vaksinasi dan pengobatan secara 
rutin untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan 
baik menular maupun tidak menular termasuk penyakit 
reproduksi dan kebidanan ; 

h. melaksanakan observasi lapangan berdasarkan suatu 
kasus secara berkala dan insidental guna mendapatkan 
data kasus gigitan tersangka rabies; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara 
insidental terhadap peredaran dan penggunaan obat hewan 
untuk mencegah penyalahgunaannya; 

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pengawasan Kesmavet, sosialisasi rekomendasi 
penyembelihan dan sertifikasi produk halal serta 
penyebaran penyakit rabies/zoonosa  lainnya agar dicapai 
keterpaduan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan P3H berdasarkan program kerja yang ditetapkan 
sebagai bahan evaluasi kegiatan berikutnya; 

l. menyusun prosedur kerja Seksi kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 

m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat 
Veteriner  sebagai bahan masukan bagi atasan dan 
informasi bagi instansi terkait; 

n. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
yang timbul berkaitan dengan bidang P3H berdasarkan 
kenyataan yang ada di lapangan agar diketahui dan 
dicarikan alternatif pemecahannya; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 
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f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Tanaman Pangan 
 

Pasal 122 
(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan teknis dan  melaksanakan pengembangan 
produksi dan usaha dibidang tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan kehutanan,  serta melakukan pengendalian, 
penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap produksi, 

usaha tani, serta perlindungan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan; 

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan;  

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
yang berkaitan dengan bina usaha tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan;  

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan;  

e. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengelolaan 
kebun dinas dari aspek produksi; 

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
sumber daya alam dan tata guna air; 
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g. pemberian pertimbangan/rekomendasi untuk pengurusan 
izin usaha serta pengawasan usaha dibidang pertanian 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; 

h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data produksi, 
usaha tani serta perlindungan  tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan; 

i. penyusunan prosedur kerja bidang tanaman pangan; 
j. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;  
l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program teknis sebagai masukan 

bagi atasan dalam merumuskan kebijakan teknis produksi, 
usaha tani serta perlindungan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan; 

b. menyusun rencana kegiatan dibidang tanaman pangan, 
meliputi produksi, usaha tani serta perlindungan tanaman 
berdasarkan program kerja dinas serta hasil evaluasi 
kegiatan tahun yang lalu sebagai masukan bagi atasan 
dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan datang; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan 
memperlancar bawahan dalam melaksanakan tugas; 

d. mendistribusikan tugas dibidang tanaman pangan kepada 
bawahan agar mencapai hasil yang maksimal; 

e. menyusun prosedur kerja  dibidang tanaman pangan 
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi bawahan; 

f. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui 
pendekatan langsung maupun tidak langsung agar proses 
kegiatan berjalan lancar; 

g. Memeriksa, memaraf dan menandatangani surat-surat serta 
dokumen lainnya berdasarkan ajuan dari bawahan agar 
dapat segera ditindaklanjuti; 
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h. melaksanakan pengembangan produksi, usaha tani 
dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan kehutanan berdasarkan potensi yang ada 
dan identifikasi lokasi penyebarannya agar dapat 
didayagunakan secara optimal; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi dan 
sarana prasarana produksi pertanian tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan secara berkala dan 
insidental dalam upaya pengamanan dan pengendalian 
serta sebagai bahan evaluasi; 

j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis 
perbenihan untuk menjaga kualitas benih tanaman; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis produksi 
terhadap pengelolaan kebun dinas sebagai upaya 
peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, 
peredaran dan penggunaan pupuk, benih tanaman untuk 
mencegah penyalahgunaannya; 

m. menetapkan sentra produksi dan kawasan pengembangan 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan sehingga mempermudah dalam menentukan 
lokasi penyebaran suatu komoditi; 

n. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan untuk meningkatkan kualitas SDM; 

o. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengamatan, 
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit 
tanaman secara terpadu dan berkesinambungan sehingga 
apabila terjadi wabah penyakit dapat segera mengendalikan 
serta mencegah penyebarannya; 

p. membuat peta penyakit berdasarkan tingkat serangan 
hama dan penyakit di suatu daerah agar mudah dalam 
pengendaliannya; 

q. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan 
pestisida untuk mencegah penyalahgunaannya; 

r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
sumber daya alam dan tata guna air, pengelolaan 
laboratorium hama dan penyakit secara berkala dan 
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insidental agar terpantau kegiatannya dan sebagai bahan 
evaluasi; 

s. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan 
nonteknis dalam rangka mempertahankan produksi 
pertanian; 

t. melaksanakan pengembangan ekonomi produktif bidang 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan berdasarkan  potensi yang ada agar dapat 
didayagunakan secara optimal; 

u. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi panen, 
pascapanen serta pemberdayaan sumber daya manusia 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
produk olahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan; 

v. memberikan pertimbangan rekomendasi teknis untuk 
pengurusan izin usaha serta pengawasan usaha dibidang 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan; 

w. melaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku 
agrobisnis, memfasilitasi promosi komoditas unggulan 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan guna meningkatkan  kemitraan usaha dan 
memperluas pangsa pasar; 

x. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya agar dicapai keterpaduan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

y. melaksanakan analisis dan penyajian data bidang tanaman 
pangan berdasarkan masukan data yang ada sebagai 
bahan evaluasi serta perencanaan kegiatan yang akan 
datang; 

z. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
dibidang tanaman pangan berdasarkan kenyataan yang 
ada di lapangan guna mencari alternatif pemecahannya; 

aa. melaksanakan pengendalian, penilaian, monitoring atas 
pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan secara 
berkala dan insidental sebagai bahan evaluasi serta bahan 
penyusunan rencana kegiatan yang akan datang; 
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bb. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut; 

dd. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 123 

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari: 
a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 
b. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan; dan 
c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 

 
Pasal 124 

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 123  huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis 
produksi, perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Produksi Tanaman Pangan berdasarkan program kerja 
dinas dan evaluasi  kegiatan tahun yang lalu sebagai bahan 
masukan bagi atasan dalam menyusun rencana kegiatan 
bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 
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d. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan produksi 
perbenihan secara berkala dan insidental untuk 
meningkatkan produksi dan menjamin mutu perbenihan; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
inventarisasi luas lahan produktif atau subur secara berkala 
dan insidental sehingga terpantau wilayah yang berpotensi 
sebagai daerah pertanian serta untuk mengetahui 
berkurangnya lahan pertanian produktif sebagai akibat alih 
fungsi lahan; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
inventarisasi luas tanam dan produksi tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan secara berkala dan 
insidental guna mengetahui kebutuhan pupuk, benih serta 
potensi pertanian; 

g. melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi 
pembenihan, budidaya dan pemberdayaan suber daya 
manusia guna meningkatan kualitas sumber daya manusia, 
produksi  serta mutu tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan kehutanan; 

h. merencanakan sasaran areal, intensifikasi produksi dan 
budidaya sesuai rencana yang telah ditetapkan guna 
mengetahui optimalisasi penggunaan lahan dan 
perkembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 
dan kehutanan; 

i. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian (kebun 
dinas) guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil 
panen; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala 
kebutuhan benih, pupuk, sasaran areal dan produksi 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan  dan kehutanan 
sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang; 

k. menyusun prosedur kerja Seksi Produksi Tanaman 
Pangan; 

l. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
yang timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 
untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 

m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data produksi 
dan produktivitas serta meneliti laporan Seksi Produksi 
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Tanaman Pangan sebagai bahan masukan bagi atasan dan 
informasi bagi instansi terkait; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

p. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 125 

(1) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 123 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan, dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan usaha dibidang pertanian tanaman pangan, 
pengolahan, permodalan, pemasaran, pemberdayaan sumber 
daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Bina Usaha Tanaman Pangan berdasarkan program kerja 
dinas dan evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai bahan 
masukan bagi atasan dalam menyusun rencana kegiatan 
bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha 
dibidang pertanian tanaman pangan, pengolahan, 
permodalan dan pemberdayaan sumber daya manusia 
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pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan secara berkala dan insidental untuk 
meningkatkan kuantitas dan produktivitas usaha; 

e. menganalisis, membuat laporan dan memberikan 
pelayanan informasi pasar secara berkala sebagai bahan 
masukan atasan serta laporan atau informasi bagi instansi 
terkait serta masyarakat; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan monitoring harga komoditas pertanian 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan 
serta hasil olahannya sebagai bahan penyusunan laporan; 

g. melaksanakan inventarisasi jumlah pelaku usaha dibidang 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan untuk kemudahan dalam pelaksanaan 
bimbingan dan pengawasan terhadap usaha serta 
peningkatan pangsa pasar; 

h. melakukan analisis ekonomi usaha komoditas pertanian 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan 
untuk mengetahui kelayakan usaha sebagai bahan 
pertimbangan dalam pemberian rekomendasi teknis untuk 
pengurusan izin usaha dan kebutuhan modal; 

i. melaksanakan pemantauan penggunaan dan inventarisasi 
penggunaan alat mesin pertanian untuk mengetahui tingkat 
penerapan teknologi dan sebagai bahan penyusunan 
laporan; 

j. menganalisis kelayakan usaha alat mesin pertanian 
berdasarkan data yang ada untuk mengetahui kebutuhan 
yang sebenarnya; 

k. melaksanakan gelar promosi, bursa dan pameran produk 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan secara berkala dan insidental guna merintis 
kemitraan usaha dan pangsa pasar; 

l. menyusun prosedur kerja Seksi Bina Usaha Tanaman 
Pangan; 

m. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
yang timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 
untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 

n. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan 
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sebagai bahan masukan bagi atasan dan informasi bagi 
instansi terkait; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 126 

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 123 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan  melaksanakan pembinaan teknis 
untuk mengamankan produksi pertanian, perkebunan dan 
kehutanan dari organisme pengganggu tanaman, bencana 
alam dan pelestarian sumber daya alam serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Perlindungan Tanaman Pangan berdasarkan program kerja 
dinas dan evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai bahan 
masukan bagi atasan dalam penyusunan rencana kegiatan 
Bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian hama 
dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan kehutanan secara berkala dan 
insidental untuk mencegah penyebarannya; 
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e. mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan kehutanan dari Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT), bencana alam dan pelestarian sumber 
daya alam, agar terjaga peningkatan produktivitas; 

f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan 
pestisida agar terpantau dari penyalahgunaan dan 
pemalsuan; 

g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 
manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pengelolaan Laboratorium Hama dan penyakit tanaman 
secara insidental agar benar dalam mengidentifikasi dan 
tepat dalam pengendaliannya; 

i. mengolah dan menganalisis data kerusakan tanaman yang 
diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 
untuk mengetahui tingkat kerusakan dan jenis Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT)-nya; 

j. mengolah dan menganalisis data curah hujan dan hari 
hujan berdasarkan data cuaca yang ada untuk menentukan 
pola tanam; 

k. menyusun prosedur kerja Seksi perlindungan tanaman 
pangan; 

l. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi  Perlindungan Tanaman Pangan 
sebagai bahan masukan bagi atasan dan informasi bagi 
instansi terkait; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Perikanan 
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Pasal 127  
(1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok menyusun rencana 

kegiatan teknis dan  melaksanakan pengembangan produksi, 
usaha tani dibidang perikanan dan pengendalian hama dan 
penyakit ikan serta melakukan pengendalian, penilaian dan 
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pembinaan produksi, usaha 

tani bidang perikanan serta pengendalian hama dan 
penyakit ikan; 

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, usaha 
tani dibidang perikanan serta pengendalian hama dan 
penyakit ikan; 

c. pengamanan dan pengendalian teknis dibidang perikanan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan produksi perikanan;  
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan bina usaha perikanan;  
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit 
ikan;  

g. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengelolaan 
Balai Benih Ikan (BBI) dari aspek pembudidayaan dan 
pemasaran benih ikan; 

h. pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin usaha serta 
pengawasan usaha dibidang perikanan; 

i. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang 
perikanan; 

j. penyusunan prosedur kerja Bidang Perikanan; 
k. pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;  
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang 

perikanan; 
m. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Perikanan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana dan program teknis sebagai masukan 
bagi atasan dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang 
perikanan; 

b. menyusun rencana kegiatan dibidang perikanan 
berdasarkan program kerja Dinas serta hasil evaluasi 
kegiatan tahun yang lalu sebagai masukan bagi atasan 
dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan datang; 

c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan 
memperlancar bawahan dalam melaksanakan tugas; 

d. mendistribusikan tugas dibidang perikanan kepada 
bawahan agar mencapai hasil yang maksimal; 

e. menyusun prosedur kerja dibidang perikanan sebagai 
acuan dalam melaksanakan tugas bagi bawahan; 

f. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui 
pendekatan langsung maupun tidak langsung agar proses 
kegiatan berjalan lancar; 

g. Memeriksa, memaraf dan menandatangani surat-surat serta 
dokumen lainnya berdasarkan ajuan dari bawahan agar 
dapat segera ditindaklanjuti; 

h. melaksanakan pengembangan produksi, usaha tani 
dibidang perikanan berdasarkan potensi yang ada dan 
identifikasi lokasi penyebarannya agar dapat 
didayagunakan secara optimal; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi dan 
sarana prasarana produksi perikanan secara berkala dan 
insidental dalam upaya pengamanan dan pengendalian 
serta sebagai bahan evaluasi; 

j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis 
reproduksi dan perbenihan untuk menjaga kualitas benih 
ikan; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis produksi 
terhadap pengelolaan balai benih ikan sebagai upaya 
peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, 
peredaran dan penggunaan benih serta pakan ikan untuk 
mencegah penyalahgunaannya; 
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m. menetapkan sentra produksi dan kawasan pengembangan 
perikanan sehingga mempermudah dalam menentukan 
lokasi penyebaran suatu komoditi; 

n. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia 
bidang perikanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia; 

o. melaksanakan pengembangan ekonomi produktif bidang 
perikanan berdasarkan  potensi yang ada agar dapat 
didayagunakan secara optimal; 

p. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi panen, 
pasca panen serta pemberdayaan sumber daya manusia 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
produk olahan hasil perikanan; 

q. memberikan pertimbangan rekomendasi izin usaha serta 
pengawasan usaha dibidang perikanan sebagai upaya 
pengembangan usaha di Kota Salatiga; 

r. melaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku 
agrobisnis bidang perikanan, memfasilitasi promosi 
komoditas unggulan perikanan guna meningkatkan  
kemitraan usaha dan memperluas pangsa pasar; 

s. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengamatan, 
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan 
penyakit ikan secara terpadu dan berkesinambungan 
sehingga apabila terjadi wabah penyakit dapat segera 
mengendalikan serta mencegah penyebarannya; 

t. membuat peta penyakit berdasarkan tingkat serangan 
hama dan penyakit di suatu daerah agar mudah dalam 
pengendaliannya; 

u. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan 
obat ikan untuk mencegah penyalahgunaannya; 

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada 
pengelolaan laboratorium hama dan penyakit  secara 
berkala dan insidental agar terpantau kegiatannya dan 
sebagai bahan evaluasi; 

w. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya agar dicapai keterpaduan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

x. melaksanakan analisis dan penyajian data bidang 
perikanan berdasarkan masukan data yang ada sebagai 
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bahan evaluasi serta perencanaan kegiatan yang akan 
datang; 

y. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
dibidang perikanan berdasarkan kenyataan yang ada di 
lapangan guna mencari alternatif pemecahannya; 

z. melaksanakan pengendalian, penilaian, monitoring atas 
pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan secara berkala 
dan insidental sebagai bahan evaluasi serta bahan 
penyusunan rencana kegiatan yang akan datang; 

aa. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

cc. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 128 

Bidang Perikanan terdiri dari : 
a. Seksi Produksi Perikanan; 
b. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan 
c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 

 
Pasal 129 

(1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
128 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis 
produksi, reproduksi, pengawasan mutu benih, peredaran 
penggunaan sarana produksi serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Produksi Perikanan berdasarkan program kerja dinas dan 
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evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai  bahan masukan 
bagi atasan dalam penyusunan rencana kegiatan bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan pekerjaan 
cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan teknis produksi, reproduksi atau 
penangkaran benih serta budidaya ikan guna peningkatan 
populasi, kualitas serta produktivitasnya; 

e. melaksanakan pengawasan peredaran benih, pakan ikan 
serta sarana produksi agar terpantau penggunaannya di 
lapangan;  

f. menyeleksi mutu benih ikan sesuai standar yang ditetapkan 
untuk menjamin kualitas ikan; 

g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan peredaran dan 
penggunaan pakan ternak dan ikan guna menjaga 
kualitasnya; 

h. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi, serta 
pemberdayaan sumber daya manusia; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil 
produksi perikanan sebagai bahan perencanaan kegiatan 
yang akan datang; 

j. melaksanakan identifikasi inventarisasi permasalahan yang 
timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan untuk 
mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 

k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data produksi 
dan produktivitas serta meneliti laporan Seksi Produksi 
Perikanan sebagai bahan masukan bagi atasan dan 
informasi bagi instansi terkait; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara rutin dan periodik baik lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  
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r. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 130 

(1) Seksi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 128 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan usaha dibidang perikanan, pengolahan, 
permodalan, pemasaran, pemberdayaan sumber daya manusia 
perikanan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Bina Usaha berdasarkan program kerja dinas dan evaluasi 
kegiatan tahun yang lalu sebagai bahan masukan bagi 
atasan dalam menyusun rencana kegiatan bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha 
dibidang pertanian, pengolahan, permodalan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia perikanan secara 
berkala dan insidental untuk meningkatkan kuantitas dan 
produktivitas usaha; 

e. menganalisis, membuat laporan dan memberikan 
pelayanan informasi pasar secara berkala sebagai bahan 
masukan atasan serta laporan atau informasi bagi instansi 
terkait serta masyarakat; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan monitoring harga komoditas perikanan serta 
hasil olahannya sebagai bahan penyusunan laporan; 

g. melaksanakan inventarisasi jumlah pelaku usaha dibidang 
perikanan untuk kemudahan dalam pelaksanaan bimbingan 
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dan pengawasan terhadap usaha serta peningkatan pangsa 
pasar; 

h. melakukan analisis ekonomi usaha komoditas perikanan 
untuk mengetahui kelayakan usaha sebagai bahan 
pertimbangan dalam pemberian rekomendasi izin usaha 
dan kebutuhan modal; 

i. melaksanakan pemantauan penggunaan dan inventarisasi 
penggunaan alat mesin perikanan untuk mengetahui tingkat 
penerapan teknologi dan sebagai bahan penyusunan 
laporan; 

j. menganalisis kelayakan usaha alat mesin perikanan 
berdasarkan data yang ada untuk mengetahui kebutuhan 
yang sebenarnya;  

k. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
yang timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 
untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 

l. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi Bina Usaha  Perikanan sebagai 
bahan masukan bagi atasan dan informasi bagi instansi 
terkait; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 131 

(1) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pembinaan, pengawasan, pengamatan, pencegahan, 
pemberantasan penyakit ikan, peredaran dan penggunaan obat 
ikan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit 
Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan berdasarkan 
program kerja dinas dan evaluasi kegiatan tahun yang lalu 
sebagai  bahan masukan bagi atasan dalam penyusunan 
rencana kegiatan bidang; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah terlaksana dengan baik; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan;  

d. melaksanakan pemantauan wabah penyakit ikan agar 
dapat segera dikendalian dan dicegah penyebarannya;  

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara 
insidental terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan 
untuk mencegah penyalahgunaannya; 

f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta 
meneliti laporan Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit 
Ikan sebagai bahan masukan bagi atasan dan informasi 
bagi instansi terkait; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
 

BAB VII 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN  

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
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Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 132 

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Perindustrian, terdiri dari: 
1. Seksi Bina Sarana Prasarana Industri; 
2. Seksi Pengembangan Industri; dan 
3. Seksi Pengendalian Industri 

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari: 
1. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan; 
2. Seksi Usaha Perdagangan; dan 
3. Seksi Perlindungan Konsumen 

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
terdiri dari : 
1. Seksi Bina Usaha Koperasi; 
2. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan 
3. Seksi Bina Lembaga 

f. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, terdiri dari: 
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar; 
2. Seksi Pedagang Kaki Lima; dan 
3. Seksi Perizinan dan Pendapatan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 
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(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 

 
Pasal 133 

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah dibidang koperasi dan usaha 
kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan 
menengah; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan 
usaha mikro kecil dan menengah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan 



 275

menengah, meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi 
dan usaha kecil dan menengah, pasar dan pedagang kaki 
lima; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan usaha mikro kecil menengah melalui 
pembahasan dan kajian Bidang sebagai bahan penetapan 
kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil 
menengah sesuai ketentuan yang sebagai pedoman kerja; 

c. menetapkan rencana strategis melalui pembahasan dan 
kajian-kajian bidang sebagai pedoman penyusunan 
rencana kerja; 

d. menetapkan rencana kerja sesuai rencana strategis dengan 
memperhatikan masukan dan saran bidang sebagai 
pedoman kerja; 

e. menyusun rencana anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan terget yang ditetapkan dapat tercapai; 

f. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 

g. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

h. memberikan rekomendasi dan izin bidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah; 

i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang 
meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, sektor 
industri dan sektor perdagangan. 

j. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara koperasi, 

industri kecil, dagang kecil, dengan industri, dagang 

menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya dalam 
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pengembangan usaha, permodalan dan pelatihan teknis 

manajemen. 

k. melaksanakan pencegahan dan upaya penanggulangan 

pencemaran dengan instansi terkait akibat/dampak 

kegiatan industri serta pengendalian dalam  penggunaan 

Bahan-bahan Beracun (B3) untuk industri. 

l. menyediakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perlindungan 

konsumen. 

m. memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, perlindungan 

dan konsultasi dibidang kelembagaan, produksi, 

pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta 

pengembangan sumberdaya manusia dalam 

penyelenggaraan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, 

perindustrian dan perdagangan. 

n. memberikan pelayanan perizinan/non perizinan yang masih 

menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab atas 

pengelolaan pendapatan yang bersumber dari retribusi baik 

yang sudah dilimpahkan kewenangannya kepada Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu maupun yang masih menjadi 

kewenangannya; 
o. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 

dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanakan tugas; 
p. menyusun konsep  produk hukum sesuai ketentuan untuk 

bahan penetapan peraturan daerah/peraturan Walikota; 
q. mengelola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
r. mengkoordinasikan lintas sektoral sesuai ketentuan untuk 

kelancaran pelaksanakan tugas; 
s. membina pegawai sesuai ketentuan agar kinerja meningkat; 
t. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 

selaras dengan visi dan misi Dinas; 
u. mengeveluasi  seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 

sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 
v. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan 

sebagai pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas; 
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w. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota 
sesuai tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
 

Pasal 134 
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program dan 
rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan 
administrasi Dinas.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;  
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan kerja 

Dinas; 
d. pengkoordinasian kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas; 
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
f. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
g. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
h. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
i. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksana, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan; 

j. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
k. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program kerja; 
m. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
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n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data 

dan ketentuan penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja Sekretariat sesuai ketentuan agar 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep rencana anggaran melalui koordinasi 

dengan Bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan 
target Dinas; 

d. mengkoordinasikan penyusunan konsep produk hukum 
melalui koordinasi dengan Bidang sebagai bahan 
penyusunan peraturan daerah/peraturan Walikota; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan, serta 
perencanaan kegiatan sesuai ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. mengkoordinasikan pemantauan disiplin kerja seluruh 
pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan; 

l. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 
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m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 135 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Pasal 136 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
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agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugasnya. 

 
 

Pasal 137 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 

huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugasnya. 
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Pasal 138 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 135 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan dan pengelolaan arsip serta 
perpustakaan internal Dinas agar terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

g. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Perindustrian 
 

Pasal 139 
(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembinaan, pemberian rekomendasi, pengendalian, penilaian, 
monitoring dan evaluasi bidang perindustrian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

perindustrian; 
c. pengkoordinasian kegiatan Bidang Perindustrian; 
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang 

Perindustrian; 
e. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan Bidang 

Perindustrian; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang; 
g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
perindustrian; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan 
bidang perindustrian; 
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d. memberikan rekomendasi atas rencana pengeluaran 
izin/non perizinan di sektor industri; 

e. mengkoordinasikan dan mengendalikan target pendapatan 
yang bersumber dari  retribusi sektor industri; 

f. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dan 
penanggulangan pencemaran akibat/dampak usaha 
industri; 

g. melaksanakan pengendalian penggunaan Bahan-bahan 
Beracun (B3) untuk kegiatan usaha industri; 

h. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan 
pemantauan sarana prasarana usaha industri manajemen 
usaha industri; 

i. mendorong penyelenggaraan pola kerjasama kemitraan 
industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor 
ekonomi lainnya; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

l. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
bidang tugas. 

 
Pasal 140 

Bidang Perindustrian terdiri dari: 
a. Seksi Bina Sarana Prasarana Industri; 
b. Seksi Pengembangan Industri; dan 
c. Seksi Pengendalian Industri 

 
Pasal 141 

(1) Seksi Bina Sarana Prasarana Industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 140 huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan dan melaksanakan kajian teknis bina sarana 
prasarana industri serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sarana Prasarana Industri 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Sarana Prasarana 

Industri sebagai acuan pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dibidang 

perizinan, agar target retribusi perizinan sektor industri 
tercapai; 

c. melaksanakan pemutakhiran data perizinan industri; 
d. menyiapkan data perizinan sebagai bahan perencanaan 

dan informasi; 
e. mengumpulkan dan mengolah data perizinan untuk 

keperluan perencanaan dan informasi; 
f. melaksanakan promosi serta menyiapkan dan 

mengkoordinasikan barang-barang pameran produk industri 
dengan Kantor Penanaman Modal; 

g. membagi tugas dan memberi petunjuk pada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing untuk kelancaran tugas; 

h. menyusun konsep surat peringatan perusahaan yang 
menghindar dari ketentuan yang berlaku; 

i. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

j. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas.  

 
Pasal 142 

(1) Seksi Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan dan melaksanakan kajian teknis pengembangan 
industri serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Industri 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Industri 

sebagai acuan pelaksanaan tugas; 
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pada bawahan 

sesuai jabatan masing-masing untuk kelancaran tugas; 
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c. mengumpulkan bahan pembinaan dan pengembangan 
terpadu untuk melakukan kerjasama antar dinas dan 
lembaga lainnya serta keterkaitan antara industri dan sektor 
ekonomi lainnya dalam rangka pengembangan industri; 

d. menyiapkan pembinaan melaui penyuluhan, pelatihan, 
pemberian informasi dan fasilitasi uji mutu guna 
pengembangan industri sektor industri; 

e. menginventarisasikan  kebutuhan permodalan, bahan baku 
dan kemampuan produksi industri sebagai konsep 
penyusunan kebijakan pembinaan dan optimalisasi 
kapasitas terpadu industri berdasarkan komoditas yang 
memiliki daya saing kuat baik di pasar dalam maupun luar 
negeri untuk bahan informasi kepada dunia usaha dan 
sektor ekonomi lainnya; 

f. melaksanakan pemutakhiran data sebagai bahan informasi 
dan dokumentasi; 

g. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

h. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 143 

(1) Seksi Pengendalian Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140 huruf c, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan dan melaksanakan kajian teknis pengendalian industri 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Industri mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Industri 

sebagai acuan pelaksanaan tugas; 
b. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap 

usaha industri; 
c. memfasilitasi dan mengawasi penerapan standar yang akan 

dikembangkan di wilayah kota; 
d. membina industri dalam rangka pencegahan pencemaran 

lingkungan;  
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e. melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan 
yang diakibatkan kegiatan industri; 

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
desentralisasi bidang industri tingkat kota; 

g. melaksanakan pemutakhiran data sebagai bahan informasi 
dan dokumentasi; 

h. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

i. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Perdagangan 
 

Pasal 144 
(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan usaha perdagangan, pemberian rekomendasi, 
pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi bidang 
perdagangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

perdagangan; 
c. pengkoordinasian kegiatan Bidang Perdagangan; 
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang 

Perdagangan; 
e. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan Bidang 

Perdagangan; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang; 
g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan;  
i. penilaian pelaksanan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Perdagangan; 
b. mengkaji dan menganalisis data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang 
Perdagangan; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan 
Bidang Perdagangan; 

d. menyampaikan rekomendasi atas rencana pengeluaran 
izin/non perizinan di sektor perdagangan; 

e. mengkoordinasikan dan mengelola target pendapatan yang 
bersumber dari  retribusi sektor perdagangan; 

f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan 
pemantauan bidang perdagangan yang meliputi bina usaha 
perdagangan, ekspor, impor, informasi pasar dan 
perlindungan konsumen; 

g. mengendalikan penerbitan dan pengawasan tanda daftar 
usaha dibidang perdagangan; 

h. melaksanakan kegiatan promosi penggunaan produk dalam 
negeri; 

i. melaksanakan promosi mengkoordinasikan kegiatan 
pameran bidang perdagangan; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 145 

Bidang Perdagangan terdiri dari: 
a. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan; 
b. Seksi Usaha Perdagangan; dan 
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c. Seksi Perlindungan Konsumen 
 

Pasal 146 
(1) Seksi Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 145 huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan, mengolah data perizinan, mengembangkan 
dan membina kegiatan sarana prasarana perdagangan, serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Prasarana Perdagangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja penyediaan sarana dan prasarana 

perdagangan berdasarkan  program kerja bidang 
perdagangan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas dan memberi petunjuk pada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing untuk kelancaran tugas; 

c. menganalisis dan menyediakan data primer kegiatan 
sarana dan prasarana perdagangan  sebagai bahan 
masukan atasan; 

d. menyiapkan penerbitan perizinan perdagangan, 
pendaftaran perusahaan dan  penyelenggaraan 
perlindungan konsumen berdasar ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kegiatan 
sarana dan prasarana perdagangan; 

f. menganalisis data perizinan perdagangan guna 
penyusunan program kerja Bidang Perdagangan; 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai cerminan 
pertanggungjawaban; 

h. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 147 

(1) Seksi Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 145 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data, melaksanakan 
bimbingan teknis usaha perdagangan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan; 
b. menganalisis dan menyajikan data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dengan usaha 
perdagangan; 

c. mengkoordinasikan dan mengelola target pendapatan yang 
bersumber dari retribusi sektor usaha perdagangan; 

d. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian usaha 
perdagangan; 

e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
pelayanan usaha perdagangan; 

f. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan 
pengembangan usaha, sarana perdagangan, pelayanan 
perizinan dan pendaftaran perusahaan; 

g. melaksanakan pengumpulan, penganalisisan dan 
pengolahan data perusahaan yang ada sebagai bahan 
pelayanan pemberian izin usaha, tanda daftar perusahaan 
dan tanda daftar lainnya; 

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha 
perdagangan dibidang manajemen; 

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Usaha Perdagangan; 

l. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 148 

(1) Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 145 huruf c, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan, mengadakan sosialisasi dan membina 
penyelenggaraan perlindungan konsumen,  serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Konsumen 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi 

Perlindungan Konsumen; 
b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan perlindungan konsumen; 

c. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen di kabupaten/kota; 

d. mengadakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang 
perlindungan konsumen; 

e. memberi pelayanan dan menangani penyelesaian sengketa 
konsumen skala kota; 

f. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan motivator 
dan mediator perlindungan konsumen skala kota; 

g. mengusulkan pembentukan BPSK kepada Pemerintah 
berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional 
BPSK; 

h. memfasilitasi pendaftaran dan pengembangan LPKSM; 
i. mengkoordinasi instansi terkait skala kota dalam 

menyelenggaraan perlindungan konsumen; 
j. mengevaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan 

konsumen; 
k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan; 
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan; 
m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Usaha Perdagangan; 
n. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 

dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
 

Paragraf 5 
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 
Pasal 149 
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(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemberian 
bimbingan, pengkoordinasian, pengendalian, pengembangan, 
monitoring dan evaluasi bidang koperasi dan usaha mikro kecil 
menengah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 
c. pengkoordinasian kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah; 
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 
e. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan Bidang 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah; 
g. penanganan dana-dana, baik dana pemerintah maupun 

dana dari swasta; 
h. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 
Kecil Menengah;  

j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 
b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 

c. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan 
pengembangan pelayanan dibidangnya; 
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d. memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, perlindungan 
dan konsultasi dibidang kelembagaan, produksi, 
pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber 
daya manusia dalam penyelenggaraan koperasi, usaha 
mikro kecil, dan menengah; 

f. memfasilitasi perolehan permodalan bagi koperasi, usaha 
mikro kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha 
serta pelatihan teknis manajemen; 

g. mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan 
koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah; 

h. mengkoordinasikan kegiatan promosi dengan Kantor 
Penanaman Modal dan menyiapkan materi pameran produk 
koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah; 

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

l. mengkoordinansikan dana-dana perkreditan yang dikelola 
oleh bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah baik 
dari pemerintah maupun swasta; 

m. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 150 

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari : 
a. Seksi Bina Usaha Koperasi; 
b. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan 
c. Seksi Bina Lembaga 

 
Pasal 151 

(1) Seksi Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 150 huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data, 
menyelenggarakan bimbingan teknis, pembinaan 
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pengembangan usaha dan pengendalian pelaksanaan bina 
usaha koperasi, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi; 
b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan bina usaha koperasi. 

c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan uasaha 
koperasi; 

d. memberikan perlindungan dalam rangka perizinan 
Koperasi.; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha 
koperasi dibidang manajemen; 

f. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengembangan 
usaha koperasi dibidang produksi dan tata niaga; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran, 
pemanfaatan dan pengembalian kredit oleh koperasi; 

h. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan sistem 
distribusi bagi koperasi; 

i. menyelenggarakan pembinaan, konsultasi dan bimbingan 
teknis kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi 
dan bimbingan teknis kewirausahaan; 

j. melaksanakan program pengembangan jaringan sistem 
informasi koperasi; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

n. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 
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Pasal 152 
(1) Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 150 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kegiatan, menganalisis data, memberikan 
rekomendasi perizinan, membina pengembangan  dan evaluasi 
usaha mikro kecil dan menengah serta menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah; 
b. menyiapkan dan menganalisis data sebagai bahan 

pembinaan; 
c. menyiapkan konsep rekomendasi perizinan usaha mikro 

kecil dan menengah; 
d. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan dan 

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; 
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran, 

pemanfaatan dan pengembalian kredit oleh usaha mikro 
kecil menengah; 

f. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan distribusi 
bantuan bagi usaha mikro kecil menengah; 

g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

j. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 153 

(1) Seksi Bina Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 
menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan 
bimbingan teknis, kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil 
menengah, pengendalian dan evaluasi Seksi Bina Lembaga.  
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Lembaga mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina 

Lembaga; 
b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan bina lembaga koperasi, usaha mikro 
kecil dan menengah; 

c. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan koperasi, 
usaha mikro kecil dan menengah; 

d. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis dibidang 
kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah 
dan pelatihan akuntansi; 

e. menyiapkan penyusunan profil berdasarkan penilaian 
terhadap kelembagaan, tingkat kesehatan serta 
pemeringkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 

f. melaksanakan bimbingan teknis terhadap sumber daya 
manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 

g. menyiapkan dokumen pengesahan akta pendirian, 
perubahan anggaran dasar dan pembubaran serta 
penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kota; 

h. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap 
lembaga keuangan mikro; 

i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

l. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

Paragraf 6 
Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima 
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Pasal 154 
(1) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas 

pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan, 
pemberian bimbingan, pengkoordinasian, pengendalian, 
pengembangan, monitoring dan evaluasi bidang pasar dan 
Pedagang Kaki Lima. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Pasar dan Pedagang Kaki Lima; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;  
c. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 

Pasar dan Pedagang Kaki Lima; 
d. pemberian rekomendasi perizinan;   
e. penyusunan prosedur kerja; 
f. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
g. pelaksanaan monitoring evaluasi;  
h. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain oleh atasan sesuai bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pasar 

dan Pedagang Kaki Lima; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pasar 
dan Pedagang Kaki Lima; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan 
bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima; 

d. mengkoordinasikan pengelolaan retribusi, kebersihan, 
ketertiban dan keamanan pasar; 

e. mengkoordinasikan pemeliharaan dan pengembangan 
pasar; 

f. memberdayakan dan menata pedagang termasuk 
pedagang kaki lima; 

g. memberikan rekomendasi pelayanan perizinan/non 
perizinan dibidang pasar dan pedagang kaki lima serta 
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bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan yang 
bersumber dari retribusi;  

h. mengkoordinasikan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pendapatan sesuai ketentuan serta menggali potensi 
retribusi pasar/pedagang kaki lima sesuai ketentuan; 

i. melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan; 

m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis; 
n. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 

dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
 

Pasal 155 
Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari: 
a. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar; 
b. Seksi Pedagang Kaki Lima; dan 
c. Seksi Perizinan dan Pendapatan 

Pasal 156 
(1) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 155 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pengamanan, ketertiban 
dan pengawasan dilingkungan pasar serta menyajikan data  
pasar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan dan 

Ketertiban Pasar; 
b. menyusun rencana kegiatan pengadaan peralatan pasar, 

pemeliharaan pasar, sarana prasarana pasar; 
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c. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan keamanan dan ketertiban pasar; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan keamanan dan ketertiban pasar; 

e. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 
keamanan dan ketertiban pasar; 

f. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 
kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam aspek 
keamanan dan ketertiban pasar; 

g. melaksanakan pengawasan  terhadap keamanan dan 
ketertiban pasar; 

h. melaksanakan pengawasan atas pengumpulan dan 
pembuangan sampah, penggunaan bangunan serta 
perlengkapan pasar; 

i. melaksanakan pengawasan kebersihan, ketentraman, 
ketertiban dan keamanan pasar; 

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas; 

m. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 157 

(1) Seksi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 155 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengelolaan penataan, 
pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima serta 
peningkatan usaha perkembangan dan ketrampilan pedagang 
kaki lima serta melakukan pengendalian, penilaian dan 
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pedagang Kaki Lima; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan 
dan penataan pedagang kaki lima; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan pemberdayaan dan penataan 
pedagang kaki lima; 

d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 
pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima; 

e. membantu atasan dalam mengkoordinasikan dengan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dibidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 
kepada pedagang kaki lima terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan pemberdayaan dan penataan 
pedagang kaki lima;  

g. melaksanakan kegiatan pendataan pedagang kaki lima; 
h. melaksanakan pembinaan kepada pedagang kaki lima hal-

hal yang berhubungan dengan manajemen dan 
pengembangan usaha serta kepatuhan terhadap peraturan 
yang ada; 

i. melaksanakan pembinaan kepada pedagang kaki lima 
dalam rangka peningkatan kesadaran dalam mewujudkan 
lingkungan yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman; 

j. melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan 
peraturan yang ada; 

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

n. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 158 

(1) Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 155 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
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rencana kegiatan dan melaksanakan perizinan dan 
penempatan los, kios dan pedagang kaki lima serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perizinan dan 

Pendapatan; 
b. menyiapkan bahan perencanaan pendapatan asli daerah 

untuk diajukan ke Walikota lewat Kepala Dinas; 
c. melaksanakan peningkatan pungutan dengan optimalisasi 

peraturan daerah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis 
yang ada; 

d. memantau pelaksanaan penarikan retribusi; 
e. membuat laporan penagihan, penerimaan, pembukuan 

bidang pendapatan; 
f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

pasar dan pedagang kaki lima; 
g. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain maupun 

perangkat  daerah lain agar pelaksanaan tugas sesuai 
harapan; 

h. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah, petunjuk 
pelaksanaan, petunjuk teknis pasar dan pedagang kaki 
lima; 

i. menggali potensi retribusi pasar dan pedagang kaki lima 
sesuai ketentuan; 

j. menyiapkan konsep perizinan dan penempatan los, kios 
dan pedagang kaki lima serta pemakaian sarana prasarana 
pasar; 

k. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis 
kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam aspek perizinan 
dan pendapatan; 

l. menyiapkan rekomendasi perizinan HO, SIUP, kios 
dilingkungan pasar; 

m. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain agar 
pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran; 

n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; 
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o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

q. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam  DP3  sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

BAB VIII 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA  
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 159 

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, 
Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c.   Bidang Lalu Lintas, terdiri dari: 
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 
2. Seksi Pengendalian dan Pengamanan 

d. Bidang Angkutan, terdiri dari: 
1. Seksi Angkutan Orang; dan 
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus 

e. Bidang Kelaikan Kendaraan, terdiri dari: 
1. Seksi Pengujian Kendaraan; dan 
2. Seksi Perbengkelan Umum 

f. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari: 
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 
2. Seksi Frekuensi dan Informatika Transportasi 

g. Bidang kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: 
1. Seksi Seni Budaya dan Film; dan 
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2. Seksi Kepariwisataan 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 

 
Pasal 160 

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan 
pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
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dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, 

komunikasi, kebudayaan dan pariwisata; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan 
pariwisata; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, 
komunikasi, kebudayaan dan pariwisata; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan perhubungan, komunikasi, 

kebudayaan dan pariwisata melalui pembahasan dan kajian 
Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan  
perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata 
sesuai ketentuan yang sebagai pedoman kerja; 

c. menetapkan rencana strategis melalui pembahasan dan 
kajian-kajian bidang sebagai pedoman penyusunan 
rencana kerja; 

d. menetapkan rencana kerja sesuai rencana strategis dengan 
memperhatikan masukan dan saran bidang sebagai 
pedoman kerja; 

e. menyusun rencana anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan terget yang ditetapkan dapat tercapai; 

f. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 

g. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

h. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis 
Dinas dalam rangka penjabaran tugas-tugas teknis Dinas 
dan peningkatan kinerja lembaga; 
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i. menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi yang 
bersifat lokal maupun khusus sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

j. memberikan rekomendasi dan izin bidang perhubungan, 
komunikasi, kebudayaan dan pariwisata; 

k. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanakan tugas; 

l. menyusun konsep  produk hukum sesuai ketentuan untuk 
bahan penetapan peraturan daerah/ peraturan Walikota; 

m. mengelola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 
sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. mengkoordinasikan lintas sektoral sesuai ketentuan untuk 
kelancaran pelaksanakan tugas; 

o. membina pegawai sesuai ketentuan agar kinerja meningkat; 
p. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 

selaras dengan visi dan misi Dinas; 
q. mengeveluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 

sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 
r. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan 

sebagai pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas; 
s. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota 

sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 161 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan,  kehumasan dan penyusunan program dan 
rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan 
administrasi Dinas.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;  
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c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan kerja 
Dinas; 

d. pengkoordinasian kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas; 
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
f. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
g. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
h. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 

pengelola; 
j. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksana, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan; 

k. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
l. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program kerja;  
n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data 

dan ketentuan penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja Sekretariat sesuai ketentuan agar 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep rencana anggaran melalui koordinasi 

dengan Bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan 
target Dinas; 

d. mengkoordinasikan penyusunan konsep produk hukum 
melalui koordinasi dengan Bidang sebagai bahan 
penyusunan peraturan daerah/peraturan Walikota; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan, serta 
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perencanaan kegiatan sesuai ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

l. mengkoordinasikan pemantauan disiplin kerja seluruh 
pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan; 

m. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 

n. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

o. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

p. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 162 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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Pasal 163 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

162 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 164 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 

huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

f. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 165 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 162 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  
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b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan dan pengelolaan arsip serta 
perpustakaan internal Dinas agar terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

g. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Lalu Lintas   
 

Pasal 166 
(1) Bidang Lalu Lintas  mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas 
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Lalu Lintas  menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen lalu lintas 
dan rekayasa lalu lintas; 

b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 
manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas; 

c. pengkoordinasian kegiatan manajemen lalu lintas dan 
rekayasa lalu lintas; 

d. pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan; 

e. penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya; 
f. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan manajemen 

lalu lintas dan rekayasa lalu lintas; 
g. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan 

dibidang angkutan orang dan bidang angkutan barang; 
h. penyusunan prosedur kerja Bidang Lalu lintas; 
i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas;  
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas  mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai petunjuk atasan dan 
sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; 

d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan bidang 
terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang Lalu Lintas  untuk 
meningkatkan kinerja lembaga; 
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f. menyusun dan menyelenggarakan manajemen, rekayasa 
lalu lintas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka meningkatkan tertib lalu lintas;   

g. mengkaji lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi 
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai 
jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, jalan nasional 
dan jalan provinsi yang berada di dalam Wilayah Kota 
sesuai ketetuan yang berlaku untuk meningkatkan 
pelayanan bagi pemakai di jalan; 

h. melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu 
lintas, marka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, alat 
pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas 
pendukung di jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi 
yang berada di dalam wilayah kota agar terciptanya 
kelancaran dan keamanan berlalu lintas; 

i. melaksanakan analisis dampak lalu lintas jalan kota sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib lalu lintas; 

j. melakukan pengkajian permohonan izin penggunaan jalan 
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sebagai bahan 
pertimbangan teknis pemberian izin; 

k. melakukan pengkajian permohonan izin usaha mendirikan 
pendidikan dan latihan mengemudi sebagai bahan 
pertimbangan pemberian izin; 

l. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang Lalu Lintas untuk meningkatkan kinerja; 

m. mengatur, membina, mengarahkan dan memberikan 
penilaian pelaksanaan tugas bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja bawahan; 

n. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan 
kinerja yang akan datang;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 167 
Bidang Lalu Lintas  terdiri dari: 
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 
b. Seksi Pengendalian dan Pengamanan 
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Pasal 168 
(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 167 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan, 
pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu 
lintas, marka jalan dan alat pemberian isyarat lalu lintas di jalan 
kota, jalan nasional di wilayah daerah serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
c. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan 

Rekayasa Lalu lintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi  Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
sesuai petunjuk atasan dan sebagai acuan kerja; 

e. menyusun prosedur kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas sesuai petunjuk dan arahan atasan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas untuk meningkatkan kinerja; 

i. menyiapkan bahan kajian penentuan lokasi rambu lalu 
lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat 
pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas 
pendukung lainnya; 

j. menyiapkan bahan kajian pengadaan rambu lalu lintas, 
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali 
dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung 
lainnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan atasan; 

k. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pengamanan, 
penempatan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu 
lintas dan angkutan agar sesuai dengan kebutuhan dan 
pemanfaatannya; 
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l. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada 
pengguna jalan dalam rangka keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan agar terciptanya kenyamanan pengguna 
jalan; 

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

n. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
dalam rangka meningkatkan kinerja yang akan datang;  

o. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 169 

(1) Seksi Pengendalian dan Pengamanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana dan melaksanakan kegiatan  perencanaan, 
pengaturan, pengawasan, pengamanan,  pengendalian lalu 
lintas dan penetapan jaringan transportasi meliputi pengkajian 
transportasi, jembatan penyeberangan orang, tempat 
pemberhentian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Pengendalian 

dan Pengamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi  sesuai petunjuk atasan dan sebagai acuan 
kerja; 

c. menyusun prosedur kerja Seksi Pengendalian dan 
Pengamanan sesuai petunjuk dan arahan atasan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Pengendalian dan 
Pengamanan  untuk meningkatkan kinerja; 

g. menyiapkan bahan rencana analisis dampak lalu lintas di 
jalan sesuai ketetuan yang berlaku untuk kelancaran berlalu 
lintas di jalan; 

h. menyiapkan bahan kajian pencegahan dan 
penanggulangan kecelakaan lalu lintas  sesuai ketentuan 
sebagai bahan masukan atasan; 

i. menyiapkan bahan kajian pemberian izin usaha mendirikan 
pendidikan dan latihan mengemudi serta izin penggunaan 
jalan selain kepentingan lalu lintas sebagai dasar 
pertimbangan pemberian izin; 

j. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan tugas-tugas 
pengamanan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan 
ketertiban dan kelancaran berlalu lintas; 

k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

l. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Pengendalian dan Pengamanan dalam 
rangka meningkatkan kinerja yang akan datang;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

Paragraf 4 
Bidang Angkutan 

 
Pasal 170 

(1) Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, 
mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengawasi dan mengembangkan kegiatan dibidang angkutan 
barang dan angkutan orang serta melakukan pengendalian, 
penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan barang dan 

angkutan orang; 
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b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 
angkutan barang dan angkutan orang; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang 
angkutan barang dan angkutan orang; 

d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan orang; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
angkutan barang dan angkutan orang; 

f. pemberian fasilitas peningkatan dibidang angkutan barang 
dan orang; 

g. penyelenggaraan pengelolaan perizinan, pengangkutan 
orang dan/atau  barang tertentu yang bersifat khusus; 

h. penetapan tarif angkutan; 
i. penetapan jaring trayek angkutan; 
j. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan angkutan 

orang dan angkutan barang; 
k. pengembangan dan penetapan terminal dan tempat 

pemberhentian kendaraan; 
l. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan 

dibidang angkutan orang dan   barang; 
m. penyusunan prosedur kerja Bidang Angkutan; 
n. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan Bidang Angkutan;  
p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Angkutan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Angkutan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Bidang Angkutan sesuai petunjuk atasan dan 
sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
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d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Angkutan untuk 
meningkatkan kinerja; 

e. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan bidang 
terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. melakukan kajian penentuan lokasi dan penyelenggaraan 
terminal penumpang dan barang dengan berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan peruntukannya; 

g. melakukan pengkajian standar batas maksimum muatan 
dan berat kendaraan angkutan barang dalam kota sesuai 
ketentuan sebagai bahan pertimbangan pemberian 
rekomendasi; 

h. melakukan pengkajian jaringan trayek angkutan sesuai 
ketentuan sebagai bahan pertimbangan teknis pemberian 
izin trayek, izin usaha angkutan penumpang dan barang, 
operasi taksi, dan izin usaha angkutan sewa; 

i. melakukan pengkajian tarif angkutan sesuai perkembagan 
dan regulasi sebagai bahan penetapan tarif; 

j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang Angkutan untuk meningkatkan kinerja; 

k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

l. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang Angkutan untuk meningkatkan kinerja 
yang akan datang;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 171 

Bidang Angkutan, terdiri dari: 
a. Seksi Angkutan Orang; dan 
b. Seksi Angkutan Barang dan Khusus 
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Pasal 172 
(1) Seksi Angkutan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

171 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan bimbingan pemberian 
petunjuk teknis, pemberian izin usaha angkutan orang, 
pelayanan trayek angkutan orang, penetapan tarif angkutan 
dan khusus. pengawasan penyelenggaraan pengangkutan 
orang serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Angkutan 

Orang sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Seksi Angkutan Orang sesuai petunjuk atasan 
sebagai acuan kerja; 

c. menyusun prosedur kerja Seksi Angkutan Orang sesuai 
petunjuk dan arahan atasan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Angkutan Orang untuk 
meningkatkan kinerja lembaga; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan kajian pemberian izin usaha angkutan 
orang dan izin trayek angkutan orang sebagai dasar 
pertimbangan pemberian izin; 

h. menyiapkan bahan kajian tarif angkutan orang sesuai 
ketentuan sebagai dasar pertimbangan penetapan dan 
masukan kepada atasan; 

i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 
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j. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas Seksi Angkutan Orang dalam rangka meningkatkan 
kinerja yang akan datang;  

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 173 

(1) Seksi Angkutan Barang dan Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 171 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana dan melaksanakan kegiatan bimbingan 
pemberian petunjuk teknis, pelayanan perizinan angkutan 
barang, izin operasi, perizinan usaha angkutan barang dan 
pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang serta  
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Angkutan 

Barang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi Angkutan Barang sesuai petunjuk atasan  
sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Angkutan Barang untuk 
meningkatkan kinerja; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait sesuai 
ketentuan dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan kajian pemberian izin usaha angkutan 
barang sesuai ketentuan sebagai dasar pertimbangan 
pemberian izin; 

g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapan standar 
batas maksimum muatan dan berat kendaraan 
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pengangkutan barang berdasarkan ketentuan yang berlaku 
untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 

h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

i. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Angkutan Barang dalam rangka 
meningkatkan kinerja yang akan datang;  

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Kelaikan Kendaraan 
 
 

Pasal 174 
(1) Bidang Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengendalikan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan 
pembinaan. pemantauan, penilaian dan bimbingan ketentuan 
mengenai kendaraan tidak bermotor dan pengelolaan untuk 
pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor, perizinan 
usaha perbengkelan umum   serta melakukan pengendalian, 
penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Kelaikan Kendaraan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelaikan Kendaraan; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan 

Kelaikan Kendaraan; 
c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

penyelenggaraan Teknis Kelaikan Kendaraan; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 

Kelaikan Kendaraan; 
e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 

teknis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor; 
f. penyiapan bahan informasi Bidang Kelaikan Kendaraan; 
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g. penyelenggaraan registrasi kendaraan bermotor ataupun 
tidak bermotor; 

h. pengesahan hasil uji kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor; 

i. penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan Bidang 
Kelaikan Kendaraan; 

j. pemberian izin usaha perbengkelan umum  kendaraan 
bermotor; 

k. penyusunan prosedur kerja Bidang Kelaikan Kendaraan; 
l. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan Bidang Kelaikan Kendaraan;  
n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Kelaikan Kendaraan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelaikan Kendaraan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Bidang Kelaikan Kendaraan sebagai  petunjuk 
atasan dan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan bidang 
terkait berdasarkan ketetuan yang berlaku agar diperoleh 
sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
tugas Bidang Kelaikan Kendaraan untuk meningkatkan 
kinerja; 

f. mengkoordinasikan  penyelenggaraan  perbengkelan 
sesuai ketentuan agar  diperoleh standarasasi teknis 
kelaikan kendaraan; 
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g. melaksanakan pemantauan perbengkelan umum yang tidak 
memenuhi pessyaratan teknis agar memenuhi ketentuan 
sertifikasi  sesuai  ketentuan yang berlaku; 

h. memberikan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan 
perbengkelan umum sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan pemberian izin; 

i. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan 
tidak bermotor sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
dasar pemberian izin; 

j. memberikan pertimbangan teknis izin bengkel umum 
kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan 
bermotor  sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 
sebagai dasar pemberian izin; 

k. melaksanakan pelayanan administrasi teknis kendaraan 
bermotor dan tidak bermotor sesuai ketentuan sebagai 
pertanggungjawaban administrasi; dan 

l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

m. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang Teknis Sarana dan Prasarana dalam 
rangka meningkatkan kinerja yang akan datang; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 175 

Bidang Kelaikan Kendaraan, terdiri dari: 
a. Seksi Pengujian Kendaraan; dan 
b. Seksi Perbengkelan Umum 

Pasal 176 
(1) Seksi Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 175 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun, 
melaksanakan pemantauan, inventarisasi, pengujian kelayakan 
kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan pengelolaan unit 
pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Pengujian 

Kendaraan  sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan  sesuai petunjuk 
atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Pengujian Kendaraan  
untuk meningkatkan kinerja; 

f. menyiapkan bahan pertimbangan dan melakukan 
pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib 
uji sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pemberian 
izin; 

g. menyiapkan bahan kajian kelayakan teknis kendaraan 
bermotor sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar 
pemberian rekomendasi; 

h. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dari 
perusahaan karoseri sesuai ketentuan dengan standar yang 
ditentukan terpenuhi; 

i. melakukan pemeriksaan kelaikan kendaran bermotor 
sesuai standar dan ketentuan yang berlaku untuk 
keselamatan dan keamanan lalu lintas; 

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

k. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Pengujian Kendaraan dalam rangka 
meningkatkan kinerja yang akan datang;  

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 177 
(1) Seksi Perbengkelan Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 175 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun, bimbingan, 
petunjuk teknis pelayanan usaha perbengkelan umum serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perbengkelan Umum mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Perbengkelan 

Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi Perbengkelan umum  sesuai petunjuk 
atasan sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Perbengkelan umum  untuk 
meningkatkan kinerja; 

f. menyiapkan bahan kajian pertimbangan dan melakukan 
pemeriksaan  persyaratan teknis  perbengkelan umum 
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pemberian  
izin; 

g. menyiapkan bahan kajian kelayakan teknis perbengkelan 
umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar 
pemberian rekomendasi; 

h. melakukan pemeriksaan kelaikan kendaran bermotor 
sesuai standar dan ketentuan yang berlaku untuk 
keselamatan dan keamanan lalu lintas; 

i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

j. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Perbengkelan Umum  dalam rangka 
meningkatkan kinerja yang akan datang;  
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m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika 
 

Pasal 178 
(1) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

pokok menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengendalikan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan 
pembinaan, pemantauan, penilaian dan bimbingan ketentuan 
mengenai pelayanan pos, jasa titipan, telekomunikasi khusus, 
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, Instalatur Kabel 
Rumah/Gedung (IKR/G), Warung telekomunikasi dan warung 
seluler, serta penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di  Bidang Pos, Telekomunikas 

dan Informatika; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pos, telekomunikasi dan informatika; 
c. pengkoordinasian kegiatan pos, telekomunikasi dan 

informatika; 
d. penyelenggaraan pelayanan pos, telekomunikasi dan 

informatika; 
e. pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin dibidang 

pos, telekomunikasi dan informatika; 
f. pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap 

penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika; 
g. penyususnan petunjuk operasional rencana kegiatan 

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika; 
h. penyusunan prosedur kerja Bidang Pos, Telekomunikasi 

dan Informatika; 
i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
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j. pelaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pos, telekomunikasi dan 
informatika;  

k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan  

bidang tugasnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pos, telekomunikas 

dan informatika; 
b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pos, telekomunikasi dan informatika; 
c. mengkoordinasikan kegiatan pos, telekomunikasi dan 

informatika; 
d. menyelenggarakan pelayanan pos, telekomunikasi dan 

informatika; 
e. memberikan pertimbangan rekomendasi dan izin di bidang 

pos, telekomunikasi dan informatika; 
f. mengawasi, mengendalikan dan menertibkan terhadap 

penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika; 
g. menyusun petunjuk operasional rencana kegiatan Bidang 

Pos, Telekomunikasi dan Informatika; 
h. menyusun prosedur kerja Bidang Pos, Telekomunikasi dan 

Informatika; 
i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pos, telekomunikasi dan 
informatika; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan  
bidang tugasnya. 

 
Pasal 179 

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari: 
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a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 
b. Seksi Frekuensi dan Informatika Transportasi 

 
Pasal 180 

(1) Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 179 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun, bimbingan, 
petunjuk teknis pelayanan usaha pengeposan, telekomunikasi  
lokal berdasarkan Peraturan daerah  serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Telekomunikasi 

sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi Telekomunikasi sesuai petunjuk atasan dan 
sebagai acuan kerja; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas-tugas Seksi Telekomunikasi untuk 
meningkatkan kinerja; 

f. menyiapkan bahan monitoring kegiatan operasional jasa 
pengeposan, dan telekomunikasi lokal agar berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan pertimbangan izin penyelenggaraan 
Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sesuai ketentuan 
yang berlaku dan dalam rangka pemberian izin; 

h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

i. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Telekomunikasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja yang akan datang; 
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j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 181 

(1) Seksi Frekuensi dan Informatika Transportasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 179 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan 
pemberian petunjuk teknis, mengkoordinasikan, fasilitasi, 
pemberian rekomendasi dan izin lokasi pembangunan studio, 
stasiun pemancar radio dan televisi serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Frekuensi dan Informatika 
Transportasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Frekuensi dan 

Informatka Transportasi; 
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 

kegiatan Seksi Frekuensi dan Informatika Transportasi; 
c. menjabarkan Perintah atasan sesuai tugas pokok dengan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dengan pihak 
terkait dalam rangka pengembangan kemitraan media; 

e. menyiapkan materi dan memberikan rekomendasi 
persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis 
terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 

f. menyiapkan bahan kajian pemberian izin lokasi 
pembangunan studio  dan stasiun pemancar radio dan atau 
televisi; 

g. melaksanakan kegiatan diseminasi informasi nasional; 
h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

i. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas Seksi Telekomunikasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja yang akan datang; 
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j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 7 

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 
 

Pasal 182 
(1) Bidang kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana kegiatan teknis, memberikan pertimbangan, 
rekomendasi dan melaksanakan pengembangan dibidang 
kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengendalian, 
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang kebudayaan dan Pariwisata 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap kegiatan 

dan pengembangan Kebudayaan dan kepariwisataan; 
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan 

pengembangan Kebudayaan dan kepariwisataan; 
c. pemberian pertimbangan rekomendasi, perizinan dan 

pengawasan kegiatan/usaha dibidang Kebudayaan dan 
kepariwisataan; 

d. pelaksanaan perintisan objek wisata dan kegiatan wisata 
serta kegiatan Kebudayaan; 

e. pelaksanaan sertifikasi dan pemberian pertimbangan izin 
operasi pramuwisata; 

f. penyelenggaraan kampanye sadar wisata ”sapta pesona”; 
g. pengkoordinasian pengembangan wisata dengan pihak lain; 
h. pengelolaan tenaga pramuwisata khusus; 
i. penyiapan dan penyusunan bahan fasilitasi penulisan 

sejarah dan kepurbakalaan; 
j. penginvetarisasian potensi sejarah kepurbakalaan dan nilai-

nilai tradisional sebagai data agar dilestarikan sebagai 
benda cagar budaya;  

k. pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; 
l. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana 

wisata; 
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m. pengumpulan, pendataan pengolahan dan penyajian data 
bidang Kebudayaan dan kepariwisataan; 

n. penyusunan prosedur kerja Bidang Kebudayaan dan 
kepariwisataan;  

o. pembinaan dan pengarahan pada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. pelaksanaan monitoring evaluasi serta pelaporan Bidang 
Kebudayaan dan kepariwisataan;  

q. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang kebudayaan dan Pariwisata 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan 

Kebudayaan dan  kepariwisataan dengan Bidang terkait 
dan pemangku kepentingan/stakeholder agar diperoleh 
keterpaduan program; 

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
Kebudayaan dan kepariwisataan dengan perangkat  daerah 
dan pemangku kepentingan/stakeholder terkait agar terjalin 
keharmonisan kerja; 

c. membuat rekomendasi perizinan dan pengawasan 
kegiatan/usaha dibidang Kebudayaan dan kepariwisataan 
agar tertib dan terkendali;  

d. menyiapkan dan menyusun bahan fasilitasi penulisan 
sejarah dan kepurbakalaan; 

e. membuat sertifikasi dan pertimbangan izin operasional bagi 
para pelaku seni budaya dan pramuwisata supaya tertib; 

f. menyelenggarakan kampanye sadar wisata ”sapta pesona” 
supaya diketahui oleh masyarakat, sehingga mendukung 
program kepariwisataan yang digalakkan oleh pemerintah; 

g. melakukan inventaris sejarah kepurbakalaan, seni budaya 
serta objek dan kawasan wisata sebagai acuan untuk 
pengembangan Kebudayaan dan kepariwisataan sesuai 
dengan potensinya; 

h. melaksanakan koordinasi untuk pengembangan dan 
pembangunan sarana prasarana Kebudayaan dan 
pariwisata dengan perangkat  daerah dan pemangku 
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kepentingan/stakeholder terkait agar terjalin kerjasama 
yang harmonis; 

i. melaksanakan pengumpulan, pendataan, pengolahan dan 
penyajian data Bidang Kebudayaan dan kepariwisataan 
sebagai data statistik untuk bahan pengembangan 
Kebudayaan dan  pariwisata sebagai bahan laporan  ke 
perangkat  daerah terkait; 

j. menyusun prosedur kerja Bidang Kebudayaan dan 
Kepariwisataan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas 
agar diperoleh optimalisasi kerja; 

k. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan Bidang 
Kebudayaan dan Kepariwisataan baik secara administrasi 
maupun pelaksanaan di lapangan; 

l. menyiapkan data laporan kegiatan Bidang Kebudayaan dan 
Kepariwisataan  sebagai bahan laporan dan penyusunan 
LAKIP; 

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 183 

Bidang kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: 
a. Seksi Seni Budaya dan Film; dan 
b. Seksi Kepariwisataan 

 
Pasal 184 

(1) Seksi Seni Budaya dan Film sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 183 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan, pengawasan, bimbingan dan pemantauan 
pemberian rekomendari dan perizinan, fasilitas seni budaya 
dan film serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Seni Budaya dan Film mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Seni Budaya 
dan Film dengan Seksi terkait agar diperoleh keterpaduan 
program; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Seksi Seni Budaya dan Film sesuai petunjuk 
atasan dan sebagai acuan kerja;  

c. menyusun prosedur kerja Seksi Seni Budaya dan Film 
sesuai petunjuk dan arahan atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan Bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyusun konsep rencana kegiatan Seksi Seni Budaya 
dan Film dengan Bidang terkait dan pemangku 
kepentingan/stakeholder agar diperoleh keterpaduan 
program; 

g. mengkoordinasikan kegiatan kedinasan dengan Seksi 
terkait agar diperoleh optimalisasi kinerja; 

h. membuat rekomendasi perizinan kegiatan Seksi Seni 
Budaya dan Film sesuai dengan ajuan, agar kegiatan 
terpantau; 

i. melaksanakan kegiatan dibidang seni budaya dan film 
bersama pemangku kepentingan/stakeholder dan 
perangkat  daerah terkait untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

j. melakukan pemantauan, pembinaan bagi petugas 
pengelola benda-benda sejarah dan kepurbakalaan; 

k. melaksanakan pendataan dan pencatatan benda-benda 
purbakala di wilayah daerah dengan perangkat  daerah 
terkait agar data terhimpun; 

l. melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan benda-
benda cagar budaya yang ada di wilayah daerah dan 
sekitarnya; 

m. membuat rekomendasi dan perizinan berkaitan dengan 
penyelamatan benda-benda bersejarah; 
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n. memfasilitasi perlindungan benda peninggalan bersejarah 
dan kepurbakalaan dengan Balai Kajian Sejarah 
Kepurbakalaan di Yogyakarta; 

o. menyiapkan data sebagai bahan membuat laporan dan 
evaluasi kegiatan Seksi Seni Budaya dan Film; 

p. melaksanakan kegiatan pada Seksi Seni Budaya dan Film 
bersama perangkat  daerah terkait dan pemangku 
kepentingan/stakeholder untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

q. menyajikan data kegiatan sebagai bahan laporan evaluasi 
agar terpantau dan terdeteksi; 

r. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan 
pengawasan kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;  

s. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kinerja yang akan 
datang; 

t. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan Seksi Seni 
Budaya dan Film untuk penilaian pelaksanaan tugas secara 
rutin;  

u. menilai hasil kerja bawahan dengan DP3 sesuai dengan 
ketentuan sebagai bahan penilaian atas prestasi kerja; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 185 

(1) Seksi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, 
pengawasan, bimbingan dan pemantauan pemberian perizinan 
kegiatan objek wisata, daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata, 
fasilitas promosi pariwisata serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kepariwisataan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Kepariwisataan 

dengan Seksi terkait agar diperoleh keterpaduan program; 
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b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional 
kegiatan Seksi Kepariwisataan sesuai petunjuk atasan dan 
sebagai acuan kerja;  

c. menyusun prosedur kerja Seksi Kepariwisataan sesuai 
petunjuk dan arahan atasan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata baik yang 
diselenggarakan didalam maupun di luar Kota sebagai 
wujud partisipasi dan keaktifan perangkat  daerah; 

g. menyiapkan data Seksi kepariwisataan sebagai bahan 
evaluasi dan laporan ke atasan langsung agar tertib dan 
terkendali; 

h. mengkoordinasikan kegiatan kedinasan dengan Seksi 
terkait agar diperoleh optimalisasi kinerja unit; 

i. menyusun konsep perizinan dibidang kepariwisataan sesuai 
dengan ajuan dan prosedur yang ditetapkan agar tertib 
administrasi; 

j. melaksanakan kegiatan bidang kepariwisataan bersama 
pemangku kepentingan/stakeholder dan perangkat  daerah 
terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. memberikan izin usaha sarana pariwisata, usaha sarana 
wisata tirta dan usaha kawasan pariwisatata; 

l. menyusun konsep program kegiatan pengembangan 
sarana prasarana pariwisata dengan Seksi terkait agar 
diperoleh keterpaduan program; 

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana 
pariwisata, agar pemangku kepentingan/stakeholder disiplin 
dan tertib administrasi; 

n. melaksanakan pengumpulan data usaha sarana pariwisata 
agar tetap tertib administrasi dan terdeteksi sesuai 
klasifikasi; 

o. melaksanakan pengelolaan/pengembangan usaha wisata 
tirta (kolam renang Kalitaman) dan usaha kawasan 
pariwisata; 
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p. menyajikan data kegiatan sarana prasarana pariwisata 
sebagai bahan laporan evaluasi agar terpantau dan 
terdeteksi; 

q. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan 
pengawasan kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;  

r. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kinerja yang akan 
datang; 

s. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan Seksi 
Kepariwisataan untuk penilaian pelaksanaan tugas secara 
rutin;  

t. menilai hasil kerja bawahan dengan DP3 sesuai dengan 
ketentuan sebagai bahan penilaian atas prestasi kerja; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

BAB IX 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  

 
DAERAH 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 186 

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c.   Bidang Pendapatan, terdiri dari: 
1. Seksi Analisis dan Evaluasi Pendapatan; 
2. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan 
3. Seksi Penagihan 

e. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan Anggaran; 
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2. Seksi Penyusunan Anggaran; dan 
3. Seksi Administrasi Anggaran 

f. Bidang Verifikasi dan Bendahara, terdiri dari: 
1. Seksi Verifikasi; 
2. Seksi Perbendaharaan; dan 
3. Seksi Administrasi Keuangan 

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari: 
1. Seksi Akuntansi Pendapatan; 
2. Seksi Akuntansi Belanja; dan 
3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 

h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan; 
2. Seksi Pemberdayaan Aset; dan 
3. Seksi Pengamanan Aset 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
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Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
 

Pasal 187 
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan 
aset daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan 
pengeloaan keuangan dan aset daerah, meliputi 
pendapatan, anggaran, verifikasi dan bendahara, akuntansi 
dan pelaporan, perencanaan dan pengadaan, 
pemberdayaan aset, dan pengamanan aset; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
b. membina dan mengawasi kegiatan bidang pendapatan, 

penganggaran, verifikasi dan perbendaharaan, akuntansi, 
aset daerah dan kesekretariatan;  

c. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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d. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah; 

e. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

f. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah; 

g. melaksanaan pemungutan pajak daerah; 
h. menetapkan SPD; 
i. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 

pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
j. menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 
k. menyajikan informasi keuangan daerah; 
l. menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah; 
m. menunjuk kuasa BUD pada lingkup satuan kerja pengelola 

keuangan daerah; 
n. menyiapkan anggaran kas, SPD dan menebitkan SP2D; 
o. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan 

daerah; 
p. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank atau 
lembaga keuangan lain; 

q. menyimpan dan menatausahakan dan menyimpan dana 
kas daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

r. mengelola hutang dan piutang serta melaksanakan 
penagihannya; 

s. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai tugas pokok dan fungsi. 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 188 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan,  kehumasan dan penyusunan program dan 
rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan 
administrasi Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;  
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan kerja 

Dinas; 
d. pengkoordinasian kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas; 
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
f. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
g. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
h. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 

pengelola;  
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksananan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja berdasarkan data dan 

ketentuan penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja sesuai ketentuan agar sasaran 

yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. menyiapkan konsep Rencana Anggaran; 
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d. mengkoordinasikan penyusunan konsep produk hukum 
melalui koordinasi dengan Bidang sebagai bahan 
penyusunan peraturan daerah/peraturan Walikota; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan, serta 
perencanaan kegiatan sesuai ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
agar tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. mengkoordinasikan pemantauan disiplin kerja seluruh 
pegawai sesuai ketentuan agar memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan; 

l. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 

m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

o. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan;  

p. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 189 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Pasal 190 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
189 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 
yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

d. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban;  

g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 191 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 

huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
keuangan bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban;  

f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang 
tugas. 

Pasal 192 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 189 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 

 342 

perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
internal Dinas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan 
fungsi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan Dinas agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah;  

e. menyelenggarakan dan pengelolaan arsip serta 
perpustakaan internal Dinas agar terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan barang inventaris internal Dinas untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 

g. menyiapkan bahan  penyelenggaraan administrasi 
kepegawaian bagi pegawai Dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberhentian/pensiun 
pegawai dilingkungan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai wujud pertanggungjawaban;  

k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Paragraf 3 
Bidang Pendapatan 

 
Pasal 193 

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan kegiatan Bidang Pendapatan serta melakukan 
pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pendapatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan dibidang 

pendapatan; 
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan 

dibidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Walikota; 

c. pelaksanaan monitororing dan evaluasi pendapatan, 
investasi, hutang dan piutang daerah; 

d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek 
dan subjek pajak serta pemungutan pajak dan penagihan 
tunggakan pajak; 

e. pengkoordinasian pemungutan dan pengelolaan pajak 
daerah, retribusi dan penerimaan lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
instansi terkait; 

f. pelaksanaan penyelesaian pengurangan dan melayani 
keberatan wajib pajak; 

g. pengadministrasian penerimaan pajak daerah secara tertib; 
h. penyusunan prosedur kerja dibidang pendapatan; 
i. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

pendapatan;  
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan 

dibidang pendapatan; 
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b. membina dan mengawasi kegiatan Bidang Pendapatan;  
c. melaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan, 

investasi, hutang dan piutang daerah; 
d. memonitor, memantau dan mengadministrasi pendapatan 

dari atasan (bagi hasil pajak pemerintah pusat dan 
provinsi); 

e. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penetapan 
objek dan subjek pajak, pemungutan dan penagihan pajak 
dan tunggakan pajak;  

f. mengkordinasikan pemungutan dan pengelolaan pajak dan 
retribusi daerah maupun penerimaan lainnya sesuai dengan 
aturan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyelesaian pengurangan dan pelayanan 
keberatan wajib pajak; 

h. membuat laporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak 
bumi dan bangunan setiap bulan;  

i. melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pendapatan; 

j. menyusun prosedur kerja bidang pendapatan; 
k. memonitor, membina, mengarahkan dan mengevaluasi 

kinerja bawahan secara periodik; 
l. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 

sebagai wujud pertanggungjawaban;  
m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 194 
Bidang Pendapatan terdiri dari: 
a. Seksi Analisis dan Evaluasi Pendapatan; 
b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan 
c. Seksi Penagihan 
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Pasal 195 
(1) Seksi Analisis dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 194 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penganalisisan bahan penyusunan kebijakan teknis 
pendapatan daerah, memonitor dan evaluasi pendapatan, 
investasi, utang dan piutang daerah serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Pendapatan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Analisis dan Evaluasi 

Pendapatan; 
b. memberi petunjuk dan membagi tugas bawahan dalam 

kegiatan Seksi Analisis dan Evaluasi Pendapatan; 
c. memonitor,  mengevaluasi dan menganalisis pencapaian  

pendapatan daerah dan piutang pajak daerah; 
d. menganalisis potensi pendapatan daerah; 
e. membantu menganalisis kelayakan investasi; 
f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 

sebagai wujud pertanggungjawaban;  
g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan;  

h. menilai prestasi bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 196 

(1) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 194 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengkoordinasian 
pendataan dan penetapan pajak serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 346 

a. menyusun rencana kegiatan pendataan dan penetapan 
pajak daerah; 

b. menyusun rencana kegiatan pendapatan lain-lain; 
c. mendata dan menetapkan pajak daerah ke dalam database 

Simpatda; 
d. menyusun laporan bulanan tingkat pencapaian realisasi 

pendapatan lain-lain; 
e. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 

pendataan dan penetapan; 
f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 

sebagai wujud pertanggungjawaban;  
g. membagai tugas dengan bawahan sesuai bidangnya;  
h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

i. menilai prestasi bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 197 

(1) Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengkoordinasian penagihan pajak 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan; 
b. memberi petunjuk dan membagi tugas bawahan dalam 

kegiatan penagihan; 
c. menginventarisasi dan menyusun laporan jumlah piutang 

pajak daerah dan pendapatan lainya; 
d. melaksanakan pemungutan pajak dan penagihan piutang 

pajak daerah dan pendapatan lainnya; 
e. mengkoordinasikan pemungutan pajak daerah dan 

penerimaan lainnya sesuai peraturan/ketentuan yang 
berlaku; 
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f. memonitor, memantau dan mengadministrasi pendapatan 
dari atasan (pendapatan bagi hasil pajak);  

g. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 

h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

i. menilai prestasi bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Anggaran 
 

Pasal 198 
(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana 

kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan 
pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring serta 
evaluasi anggaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan bidang 

anggaran; 
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. pembinaan penyusunan anggaran perangkat daerah; 
d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data anggaran; 
e. penyusunan prosedur kerja dibidang anggaran; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dibidang anggaran; 
g. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;  
h. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain oleh atasan sesuai bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. merencanakan program-program dibidang anggaran; 
b. mengkoodinir tugas-tugas dibidang anggaran; 
c. mengkoordinasikan  penyusunan KUA dan PPAS; 
d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Perda 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Perwali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan perangkat daerah terkait; 

e. membina penyusunan anggaran pada perangkat daerah; 
f. memonitor, membina, mengarahkan dan mengevaluasi 

kinerja bawahan secara periodik;  
g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

h. menilai prestasi bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 199 

Bidang Anggaran, terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan Anggaran; 
b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan 
c. Seksi Administrasi Anggaran 
 

Pasal 200 
(1) Seksi Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 199 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan menyusun bahan kebijakan pedoman 
dan petunjuk teknis perencanaan anggaran serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Anggaran 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan perencanaan anggaran dengan 

perangkat daerah terkait; 
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b. memberi petunjuk dan membagi tugas bawahan sesuai 
bidang tugasnya; 

c. menyiapkan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis 
perencanaan anggaran; 

d. menyiapkan dan menyusun KUA dan PPAS;  
e. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

f. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 201 
(1) Seksi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 199 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan bahan kebijakan 
pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran; 
b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Perda 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan perangkat daerah terkait; 

c. membina penyusunan anggaran pada perangkat daerah 
dan SKPKD; 

d. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 
e. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya; 
f. mempelajari petunjuk teknis  yang berkaitan dengan 

penyusunan anggaran; 
g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

h. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 202 
(1) Seksi Administrasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 199 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan bahan kebijakan 
pedoman dan petunjuk teknis administrasi anggaran serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Administrasi Anggaran mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Seksi Administrasi Anggaran; 
b. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi Administrasi 

Anggaran; 
c. melaksanakan administrasi Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d. mempelajari ketentuan  dan petunjuk yang berkaitan 
dengan administrasi anggaran; 

e. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugsnya;  
f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan;  

g. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Verifikasi dan Bendahara 
Pasal 203 

(1) Bidang Verifikasi dan Bendahara mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kegiatan teknis dibidang verifikasi dan 
perbendaharaan dan melaksanakan pengujian atas kebenaran 
bukti-bukti penerimaan, penagihan dan menyiapkan penerbitan 
SP2D, menyusun daftar gaji pegawai dilingkungan Pemerintah 
Daerah serta melakukan pengendalian, penilaian dan 
monitoring dan evaluasi kegiatan bidang verifikasi dan 
perbendahaan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Verifikasi dan Bendahara menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan bidang 

verifikasi perbendaharaan; 
b. pembinaan administrasi perbendaharaan dan penyelesaian 

TPTGR; 
c. pelaksanaaan penelitian kelengkapan perintah pencairan 

dan pembayaran dana yang diajukan oleh pengguna 
anggaran; 

d. penerbitan dan penolakan SP2D berdasarkan permintaan 
pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah; 

e. pengadministrasian dana yang dicairkan oleh tiap 
perangkat daerah; 

f. penyusunan ”cash flow” ; 

g. penyusunan daftar gaji pegawai; 
h. pembuatan laporan harian kas sebagai bahan penyusunan 

anggaran kas; 
i. pengumpulan, pengkoordinasian dan penyusunan 

anggaran kas secara periodik;  
j. pembinaan Bendahara Penerimaan dan pengeluaran; 
k. pengesahan realisasi penggunaan kas perangkat daerah; 
l. penyusunan prosedur kerja bidang verifikasi dan 

perbendaharaan; dan 
m. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain oleh atasan sesuai bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Verifikasi dan Bendahara mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan bidang 

verifikasi dan perbendaharaan; 
b. melaksanakan pembinaan bendaharawan; 
c. mengkoordinasikan penyelesaian TPTGR; 
d. melaksanakan penelitian kelengkapan perintah 

pembayaran; 
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e. menolak atau menerbitkan SP2D berdasarkan aturan yang 
berlaku berdasar permintaan pengguna anggaran atas 
beban rekening kas daerah; 

f. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan prosedur 
penerimaan daan pengeluaran kas pada Bendahara, 
Pembantu Bendahara dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu; 

g. melaksanakan penyimpanan dan penempatan dana pada 
bank agar terjaga kerahasiaan dan keamanannya; 

h. menatausahakan administrasi dan mengelola kas daerah 
agar tidak terjadi ’”idle cash ”; 

i. melaksanakan pengujian ketersediaan dana atas SPM yang 
diajukan oleh pengguna anggaran perangkat daerah; 

j. melaksanakan penggajian bagi para pegawai sesuai 
dengan aturan yang berlaku; 

k. menyiapkan pengesahan realisasi penggunaan anggaran 
perangkat daerah secara tertib dan periodik; 

l. menyusun prosedur kerja bidang verifikasi dan 
perbendaharaan; 

m. menyusun ”cash flow” dan anggaran kas secara berkala 
agar  kas daerah terjaga kecukupan dana dan sebagai 
bahan analisis kemampuan kas; 

n. menyusun daftar gaji pegawai dilingkungan Pemerintah 
Daerah; 

o. menempatkan dana kas daerah dan dana cadangan yang 
belum digunakan  pada bank yang sehat agar terjaga 
kerahasiaan dan keamanannya; 

p. memonitor, membina, mengarahkan dan mengevaluasi 
kinerja bawahan secara periodik;  

q. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 
guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kerja 
bawahan;  

r. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 204 
Bidang Verifikasi dan Bendahara terdiri dari: 
a. Seksi Verifikasi; 
b. Seksi Perbendaharaan; dan 
c. Seksi Administrasi Keuangan 

 
Pasal 205 

(1) Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf 
a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas 
kebenaran dan kelengkapan SPJ perangkat  daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, membuat bahan pertimbangan 
pengesahan SPJ yang telah diperiksa dan diteliti serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Verifikasi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun bahan Perumusan kebijakan teknis dan 

pembinaan bidang verifikasi perbendaharaan; 
b. membina Bendahara Penerimaan dan pengeluaran; 
c. memeriksa  realisasi penggunaan kas SKPD dan SKPKD; 
d. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya;  
e. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

f. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 206 

(1) Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
204 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pengujian kebenaran atas 
bukti dan persyaratan lain sebagai dasar penerbitan SP2D 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. membina administrasi perbendaharaan dan penyelesaian 
TPTGR; 

b. melaksanakan penelitian kelengkapan perintah pencairan 
dan pembayaran dana yang dibuat oleh pengguna 
anggaran; 

c. menerbitkan dan menolak SP2D berdasarkan permintaan 
pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah; 

d. mengadministrasikan dana yang dicairkan oleh tiap 
perangkat daerah; 

e. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya;  
f. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

g. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 207 

(1) Seksi Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 204 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan anggaran 
kas, laporan harian kas dan arus kas (cash flow) dan 
memonitor penempatan kas daerah dan dana cadangan pada 
lembaga keuangan guna menjaga ketersediaan dana 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Administrasi Keuangan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun 

Anggaran Kas secara periodik; 
b. menyusun ”cash flow” agar pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan dengan efektif 
dan efisien; 

c. membuat daftar gaji pegawai dilingkungan Pemerintah 
Daerah; 

d. membuat laporan harian kas sebagai bahan penyusunan 
anggaran kas; 
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e. memonitor penempatan dana daerah yang belum 
dimanfaatkan; 

f. menyusun bahan kajian analisis kas daerah sebagai bahan 
perumusan kebijakan kas daerah; 

g. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugsnya;  
h. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

i. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
 

Pasal 208 
(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan rencana kegiatan teknis bidang akuntansi dan 
pelaporan, melaksanakan pembinaan akuntansi penerimaan, 
pengeluaran dan prognosis realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, melakukan pengendalian, penilaian, monitoring 
dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan 
pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan 

pelaporan; 
b. penyusunan kebijakan akuntansi daerah; 
c. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi daerah; 
d. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) dan aturan lainnya; 

e. pemberian petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan 
keuangan pada PPK, Bendahara perangkat daerah dan 
SKPKD; 

f. penyusunan Sistem pengendalian Internal (SPI); 
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g. penyajian informasi dan penyusunan rancangan Perda 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah berupa laporan keuangan daerah, 
terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus 
kas dan catatan atas laporan keuangan; 

h. penyusunan prosedur kerja bidang akuntansi dan 
pelaporan; 

i. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis bidang akuntansi dan 

pelaporan; 
b. mengadministrasikan realisasi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan  dalam sistem akuntansi keuangan daerah 
yang berlaku; 

c. menghimpun data realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah perangkat daerah sebagai bahan 
pembuatan Laporan keuangan daerah baik bulanan, 
semesteran maupun akhir tahun; 

d. menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; 
e. menyiapkan dan merevisi perda pengelolaan keuangan 

daerah agar sesuai dengan aturan yang berlaku; 
f. menyajikan informasi keuangan daerah agar tercipta 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 
daerah; 

g. menyusun sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan 
pengeluaran kas serta barang daerah; 

h. menyiapkan dan menyusun rancangan Perda 
pertanggungjawaban Walikota, terdiri dari neraca, laporan 
realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas 
laporan keuangan; 

i. menyusun dan melaksanakan Sistem pengendalian Internal 
(SPI); 

j. menyusun prosedur kerja bidang akuntansi dan pelaporan; 
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k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

l. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 209 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari: 
a. Seksi Akuntansi Pendapatan; 
b. Seksi Akuntansi Belanja; dan 
c. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 
 

Pasal 210 
(1) Seksi Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 209 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan akuntansi realisasi 
pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan laporan 
keuangan daerah serta  menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

akuntansi pendapatan; 
b. menyusun sistem dan prosedur akuntansi pendapatan; 
c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan pendapatan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 
aturan lainnya; 

d. memberikan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan 
keuangan akuntansi pendapatan pada bendaharawan 
perangkat daerah dan SKPKD; 

e. menyusun draft laporan realisasi pendapatan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

f. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugsnya; 
g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  
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h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 211 

(1) Seksi Akuntansi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
209 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan akuntansi realisasi 
belanja daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan 
daerah serta  menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

akuntansi belanja; 
b. menyusun sistem dan prosedur akuntansi belanja daerah; 
c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan belanja 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 
aturan lainnya; 

d. memberikan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan 
keuangan akuntansi belanja pada PPK pada bendaharawan 
perangkat daerah dan SKPKD; 

e. menyusun draf realisasi belanja sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

f. membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya;  
g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 212 

(1) Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 209 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
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administrasi, evaluasi, pengendalian dan pelaporan keuangan 
daerah serta  menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Evaluasi, Pengendalian dan 
Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun bahan kebijakan dan evaluasi akuntansi 

keuangan daerah; 
b. menyusun Sistem Pengendalian Internal (SPI); 
c. menyajikan informasi dan menyusun rancangan Perda 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan daerah yang 
terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;  

d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan 
pengawasan kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, 
dedikasi dan loyalitas kerja bawahan;  

e. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 7 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah 
 

Pasal 213 
(1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan aset daerah, meliputi perencanaan 
kebutuhan, pengadaaan, pemberdayaan dan pengamanan aset 
daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan 

aset daerah; 
b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis 

pengelolaan aset daerah; 
c. penyiapan bahan pembinaan pengembangan aset daerah; 
d. pelaksanaan administrasi aset daerah; 
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e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan pengelolaan aset daerah; 

f. pelaksanaan monitoring, inventarisasi dan pengendalian 
kegiatan pengelolaan aset daerah; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan 
pengelolaan aset daerah;  

h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun usulan rencana dan program pengelolaan aset 

daerah berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan 
barang daerah berdasarkan ketersediaan anggaran dan 
usulan dari tiap-tiap perangkat daerah agar terpenuhi 
kebutuhan barang tiap satuan kerja; 

c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis 
pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan acuan pengelola aset daerah; 

d. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis (disposisi) maupun lisan untuk 
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar mencapai 
hasil kerja yang optimal; 

f. melaksanakan administrasi aset daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar tertib  
penatausahaan aset daerah; 

g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan pengelolaan aset daerah agar 
diperoleh keterpaduan dan keselarasan dalam pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksanakan pemberdayaan aset daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku agar penggunaan dan pemanfaatan 
aset daerah tepat sasaran dan optimal; 
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i. melaksanakan pengamanan aset daerah sesuai ketentuan 
yang berlaku agar aset daerah terinventarisasi dan tidak 
disalahgunakan keberadaannya; 

j. melaksanakan monitoring inventarisasi dan pengendalian 
aset daerah pada tiap satuan kerja agar pemenuhan aset 
daerah sesuai dengan kebutuhan; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan 
pengelolaan aset daerah sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 214 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan; 
b. Seksi Pemberdayaan Aset; dan 
c. Seksi Pengamanan Aset 

 
Pasal 215 

(1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 214 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan 
RKBMD dan RKPBMD, melaksanakan pengadaan, standarisasi 
harga dan standarisasi sarana prasarana kerja, menerima, 
menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah serta 
evaluasi dan pelaporan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 362 

a. menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 
perencanaan kebutuhan barang daerah sesuai 
ketersediaan anggaran dan usulan dari tiap-tiap satuan 
kerja; 

b. melaksanakan pengadaan barang daerah berdasarkan 
ketentuan yang berlaku guna terpenuhinya kebutuhan 
barang daerah; 

c. menyusun standarisasi harga berdasarkan hasil survei 
lapangan sebagai pedoman dalam rencana kerja dan 
anggaran perangkat daerah; 

d. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis (disposisi) maupun lisan untuk 
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar mencapai 
hasil kerja yang optimal; 

f. menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja 
pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

g. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah (RKPBMD) berdasarkan rencana kerja dan 
Anggaran (RKA) perangkat daerah sebagai bahan 
penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;    

h. menerima barang milik daerah dari hasil pengadaan dan 
pihak ketiga sesuai dengan dokumen pengadaan dan berita 
acara agar tertib administrasi; 

i. menyimpan barang milik daerah dari hasil pengadaan pada 
gudang barang dalam keadaan aman; 

j. menyalurkan barang milik daerah sesuai dengan rencana 
penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja 
dalam melaksanakan tugas; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan 
perencanaan dan pengadaan barang sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut; 
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m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 216 

(1) Seksi Pemberdayaan Aset sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 214 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan, 
melaksanakan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, 
penilaian dan pemindahtanganan serta evaluasi dan pelaporan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Aset mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 

pemberdayaan aset  daerah sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku; 

b. melaksanakan penetapan status penggunaan barang 
daerah untuk pelaksanaan tugas satuan kerja atau 
dioperasionalkan oleh pihak lain dalam menjalankan 
pelayanan umum agar tertib administrasi, kepastian hak, 
wewenang dan tanggung jawab; 

c. melaksanakan penilaian barang milik daerah berdasarkan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka 
penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, 
pemindahtanganan dan inventarisasi; 

d. melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah 
yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan 
penyertaan modal; 

e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis (disposisi) maupun lisan untuk 
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas; 

f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar mencapai 
hasil kerja yang optimal; 
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g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan 
pemberdayaan aset daerah sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

j. menilai prestasi  kerja bawahan yang tertuang dalam  DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 217 

(1) Seksi Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
214 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan, 
melaksanakan pengamanan, penatausahaan, penghapusan, 
pembinaan dan pengendalian, Simbada dan tuntutan ganti rugi 
serta evaluasi dan pelaporan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan 

pengamanan aset  daerah sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku; 

b. melaksanakan pengamanan barang milik barang daerah 
yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, hukum serta 
tertib administrasi pemeliharaan barang; 

c. melaksanakan penatausahaan barang daerah, meliputi 
sensus barang daerah, buku inventaris, KIR dan KIB serta 
sistem pelaporan; 

d. menyedaikan blangko, buku inventaris dan tanda 
kodefikasi/kepemilikan sesuai kebutuhan satuan kerja; 

e. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi 
perintah tertulis/disposisi  maupun lisan untuk 
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas; 
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f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar mencapai 
hasil kerja yang optimal; 

g. melaksanakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Barang 
Daerah (SIMBADA) berdasarkan ketentuan yang berlaku 
untuk memudahkan pengaksesan atas aset daerah; 

h. melaksanakan penghapusan barang milik daerah baik yang 
bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan SK Walikota; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
barang milik daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku untuk menjamin tertib administrasi 
pengelolaan barang daerah; 

j. melakukan tuntutan ganti rugi terhadap 
pengelola/pembantu pengelola/pengguna/kuasa pengguna 
dan penyimpan/pengurus barang yang karena 
perbuatannya merugikan daerah sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku; 

k. blangko yang tersedia dalam upaya peningkatan prestasi 
dan disiplin kerja melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
hasil kegiatan pengamanan aset daerah sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijakan lebih lanjut;  

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas.   

 
 

BAB X 
DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI  

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
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Pasal 218 
(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Asistensi Sosial, terdiri dari : 
1. Seksi Bantuan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; 
2. Seksi Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawanan; dan 
3. Seksi Penyuluhan, Hubungan Kelembagaan dan 

Pengawasan 
d. Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial, terdiri dari: 

1. Seksi Pembinaan Tuna Sosial; 
2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan 
3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga 
Kerja, terdiri dari: 
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 
2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan 
3. Seksi Jaminan Sosial 

f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan 
Transmigrasi, terdiri dari: 
1. Seksi Informasi dan Pasar Kerja; 
2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan 
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 
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(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 

(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

Paragraf 1 
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

 
Pasal 219 

(1) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, 

ketenagakerjaan dan transmigrasi; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, 

ketenagakerjaan dan transmigrasi; 
d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

 368 

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial, 
ketenagakerjaan, transmigrasi, dan ketatausahaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. menetapkan kebijakan teknis dibidang sosial, 
ketenagakerjaan, transmigrasi dan ketatausahaan secara 
umum berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk 
dilaksanakan; 

c. menyusun dan mengkaji rencana strategis dibidang sosial, 
ketenagakerjaan, transmigrasi dan ketatausahaan agar 
sesuai dengan visi dan misi kedinasan sesuai rencana 
strategis Pemerintah Daerah; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas secara 
internal maupun eksternal  agar di peroleh sinkronisasi 
kegiatan; 

e. menyusun RKA sesuai dengan rencana kerja;   
f. memberikan rekomendasi perizinan dan pelayanan 

dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai 
ketentuan; 

g. mengkoordinasikan perangkat  daerah bawahan berdasar 
tugas pokok dan fungsi masing-masing agar diperoleh hasil 
kerja yang optimal; 

h. mengendalikan kegiatan kerja bawahan sesuai rencana 
strategi yang tersedia agar tujuan dapat tercapai; 

i. membina kerja bawahan sesuai jabatan masing-masing 
berdasarkan program kerja yang tersedia agar diperoleh 
capaian yang optimal; 

j. melaporkan realisasi kegiatan dinas secara berkala maupun 
insindental sebagai bahan masukan Walikota; 

k. mengevaluasi kinerja ketatausahaan dan Bidang secara 
berkala maupun insidental agar diketahui tingkat 
keberhasilan; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 220 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administrasi, meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan,  kehumasan dan penyusunan program 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan administrasi Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan  ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 
d. pengelola administrasi perencanaan, keuangan, umum  dan 

kepegawaian; 
e. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat dengan Bidang, Unit 

Pelaksana Teknis dan dinas lain sesuai dengan urusan dan 
kewenangan yang ada; 

f. penyusunan rencana strategis Dinas melalui pembahasan 
dengan Bidang lain sebagai bahan pengambilan kebijakan 
Dinas; 

g. penyusunan program kerja tahunan dinas sebagai bahan 
penyusunan rencana kerja; 

h. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan administrasi 
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. pelaksanaan tata naskah produk hukum dibidang sosial, 
ketenagakerjaan, dan transmigrasi; 

j. pelaksanaan administrasi aset daerah yang ada di Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas secara berkala sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

k. pengolahan data pokok sosial, ketenagakerjaan, dan 
transmigrasi sebagai informasi dan bahan dalam menyusun 
kebijakan Dinas; 

l. pengkoordinasian tata laksana, prosedur kerja, kearsipan 
dan kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Dinas secara 
berkala  berdasarkan ketentuan yang ada; 
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n. penyusunan laporan kinerja Dinas sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Dinas; 

o. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan kegiatan antar Bidang maupun 

antarinstansi guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. merumuskan sasaran ketatausahaan Subbagian 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan; 
c. memeriksa dan memperbaiki rencana kegiatan tahunan 

setiap Subbagian sesuai rencana strategi  yang tersedia; 
d. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas 

penyusunan program, kepegawaian, keuangan serta umum 
dan perlengkapan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 

e. melaksanakan pembinaan personil baik struktural maupun 
non struktural bidang ketatausahaan dalam rangka 
peningkatan kinerja kelembagaan; 

f. mengevaluasi kinerja ketatausahaan serta kedinasan 
berdasar realisasi kegiatan dengan perbandingan terhadap 
rencana yang tersedia; 

g. melaporkan realisasi kegiatan ketatausahaan serta 
kedinasan berdasar realisasi kegiatan dengan 
perbandingan terhadap rencana yang tersedia; 

h. memeriksa, memaraf dan atau menandatangani surat dan 
dokumen-dokumen yang menjadi kewenangan untuk 
kelancaran tugas; 

i. mempersiapkan informasi yang menyangkut penyusunan 
program, keuangan dan kepegawaian, umum dan 
perlengkapan sebagai petunjuk operasional; 

j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang  tugas. 
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Pasal 221 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Pasal 222 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
221 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 
melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengumpulkan konsep rencana kegiatan dari masing-

masing bidang sebagai bahan penyusunan konsep  
rencana kerja tahunandinas; 

b. menyusun konsep surat dan menyiapkan bahan rencana 
kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  

c. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data kegiatan 
sebagai bahan penyajian data untuk yang membutuhkan;  

d. menyusun konsep bahan evaluasi kinerja dinas berdasar 
realisasi kegiatan dengan perbandingan terhadap rencana 
yang tersedia; 

e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
mengenai tugas pekerjaan masing-masing secara jelas 
agar tidak terjadi tumpang tindih dan semua pekerjaan 
selesai; 

f. mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung 
maupun tidak langsung agar staf dapat menjalankan tugas; 

g. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan sebagai 
cerminan kinerja bawahan; 

h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan dinas secara 
insidental maupun berkala sebagai bahan masukan kepada 
atasan; 

i. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 
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j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

 
 

Pasal 223 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 

huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan 

dinas berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja 
tahunan yang tersedia; 

b. memantau dan meneliti pengelolaan administrasi keuangan 
sesuai acuan kebutuhan agar diperoleh ketepatan 
penggunaan anggaran; 

c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan yang tersedia agar pekerjaan diselesaikan 
dengan tuntas dan benar; 

d. mengarahkan kinerja bawahan dalam penyelesaian tugas-
tugas administrasi keuangan agar mampu memenuhi 
standar yang ditetapkan; 

e. mengatur pekerjaan bawahan dalam penyelesaian urusan 
pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan administrasi 
keuangan sebagai upaya optimalisasi jasa layanan internal 
dinas;  

f. mengevaluasi kinerja Subbagian Keuangan secara berkala 
maupun insidental agar diketahui tingkat   keberhasilan; 

g. menyusun konsep laporan pembiayaan dan pendapatan 
dinas, pengelolaan administrasi keuangan secara berkala 
maupun insidental sebagai bahan masukan atasan; 

h. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 
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Pasal 224 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 221 huruf c, mempunyai tugas pokok  menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan,  
pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan 
perpustakaan, serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan operasional kepegawaian, surat-

menyurat, barang inventaris dan perlengkapan, 
keprotokolan/kehumasan dan mengatur tata ruang kantor 
sesuai prosedur agar berjalan lancar; 

b. menyusun konsep surat dan laporan bidang kepegawaian 
sesuai kebutuhan sebagai bahan masukan atasan;  

c. meneliti laporan bulanan, bezeting pegawai, daftar urut 
kepangkatan untuk mendapatkan pengesahan dari atasan; 

d. meneliti konsep usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala sesuai data dan ketentuan yang tersedia; 

e. menyusun konsep usulan mutasi, baik promosi maupun 
demosi, dalam jabatan pegawai berdasarkan pertimbangan 
atasan masing-masing dan ketentuan yang tersedia; 

f. menghimpun dan mempersiapkan data pegawai dalam 
kegiatan, baik pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan 
teknis pegawai berdasarkan pertimbangan atasan masing-
masing dan ketentuan yang ada; 

g. memeriksa dan memaraf draf laporan data administrasi 
kepegawaian secara berkala sebagai bahan masukan 
atasan;  

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

i. meneliti surat permohonan cuti pegawai sesuai peraturan 
yang berlaku, untuk mendapatkan penyelesaikan lebih 
lanjut; 

j. meneliti berkas permohonan pensiun karena batas usia, 
pensiun janda/duda, bebas tugas untuk diusulkan kepada 
Badan Kepegawaian Daerah melalui kepala dinas; 
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k. meneliti berkas dan kelengkapan usulan kenaikan pangkat 
dan kenaikan gaji berkala, Karis/Karsu, Karpeg. untuk 
diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah melalui kepala 
dinas; 

l. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana tahunan 
barang  perangkat  daerah agar dapat terpenuhi; 

m. membuat laporan inventaris barang  secara berkala sesuai 
data yang ada untuk tertib administrasi; 

n. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
mengenai tugas pekerjaan masing-masing secara jelas 
agar tidak terjadi tumpang tindih dan semua pekerjaan 
selesai  dengan baik dan benar; 

o. menyediakan, merekapitulasi ATK dan inventaris kantor 
masing-masing sesuai kebutuhan agar terpenuhi 
kebutuhannya; 

p. menginventarisasikan kebutuhan ATK ke setiap 
bidang/bagian secara berkala sesuai rencana kebutuhan 
yang tersedia; 

q. melaporkan penyelenggaraan administrasi umum dan 
perlengkapan secara insidental/berkala sebagai bahan 
masukan kepada atasan; 

r. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Asistensi Sosial 
 

Pasal 225 
(1) Bidang Asistensi Sosial mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan dan melaksanakan pengawasan, 
mengembangkan kegiatan bantuan dan pengelolaan sumber 
dana sosial, kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan, 
penyuluhan, hubungan kelembagaan dan pengawasan serta 
melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan tugas. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Asistensi Sosial menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang bantuan dan 

pengelolaan sumber dana sosial, kesetiakawanan sosial 
dan kepahlawanan, penyuluhan, hubungan kelembagaan 
dan pengawasan; 

b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 
bantuan dan pengelolaan sumber dana sosial, 
kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan, penyuluhan, 
hubungan kelembagaan dan pengawasan; 

c. pengkoordinasian kegiatan dibidang bantuan dan 
pengelolaan sumber dana sosial, kesetiakawanan sosial 
dan kepahlawanan, penyuluhan, hubungan kelembagaan 
dan pengawasan; 

d. pengembangan dan pemberdayaan kepada penyandang 
masalah kesejahteraan sosial; 

e. pelaksanaan pemberian bantuan dan pengelolaan sumber 
dana sosial; 

f. pelaksanaan pembinaan pahlawan dan taman makam 
pahlawan kepada masyarakat dan generasi muda; 

g. pelaksanaan monitoring kegiatan bantuan dan pengelolaan 
sumber dana sosial, kesetiakawanan sosial dan 
kepahlawanan, penyuluhan, hubungan kelembagaan dan 
pengawasan; 

h. penyusunan prosedur kerja Bidang Asistensi Sosial; 
i. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
j. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan Bidang Asistensi Sosial;  
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Asistensi Sosial mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis dibidang bantuan sosial dan 

pelestarian kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan serta 
penyuluhan, hubungan kelembagaan dan pengawasan 
sesuai petunjuk sebagai pedomanan pelaksanaan tugas; 
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b. menyusun rencana dan pengembangan kegiatan dibidang 
bantuan sosial dan pelestarian kesetiakawanan sosial dan 
kepahlawanan serta penyuluhan, hubungan kelembagaan 
dan pengawasan secara tahunan; 

c. mengkoordinasikan kegiatan bantuan sosial dan pelestarian 
kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan serta 
penyuluhan, hubungan kelembagaan dan pengawasan 
dengan perangkat daerah terkait agar tepat sasaran; 

d. mengembangkan dan memberdayakan penyandang 
masalah bantuan sosial dan pelestarian kesetiakawanan 
sosial dan kepahlawanan serta penyuluhan, hubungan 
kelembagaan dan pengawasan sesuai kondisi agar lebih 
mandiri; 

e. menyelenggarakan pemberian bantuan sosial dan 
pelestarian kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan serta 
penyuluhan, hubungan kelembagaan dan pengawasan 
sesuai data yang ada agar tepat sasaran; 

f. mengembangkan nilai-nilai kepahlawanan kepada 
masyarakat dan generasi muda agar tumbuh jiwa 
kepahlawanan; 

g. memantau kegiatan dibidangnya secara berkala dan 
insidental agar berjalan lancar; 

h. menyusun prosedur kerja bidang asistensi dan bantuan 
sosial sebagai prosedur tetap untuk dilaksanakan; 

i. menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
kegiatan bidang Asistensi dan Bantuan Sosial secara 
berkala dan insidental untuk diajukan kepada atasan; 

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

k. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar staf dapat 
menjalankan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 
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n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 226 

Bidang Asistensi Sosial terdiri dari : 
a. Seksi Bantuan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; 
b. Seksi Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawanan; dan 
c. Seksi Penyuluhan, Hubungan Kelembagaan dan Pengawasan 
 

Pasal 227 
(1) Seksi Bantuan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan menganalisis 
bahan penytusunan pembinaan, pedoman, petunjuk teknis 
kegiatan, pelayanan penyantunan bantuan sosial dan 
pengelolaan sumber dana sosial serta menyajikan data sebgai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bantuan dan Pengelolaan Sumber 
Dana Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kegiatan tahunan untuk diajukan 

kepada atasan; 
b. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan 

laporan untuk diajukan kepada atasan; 
c. menampung dan mengusulkan sasaran bantuan sosial dan 

pengelolaan sumber dana sosial agar tepat guna dan tepat 
sasaran; 

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan dan 
penyantunan bantuan sosial dan pengelolaan sumber dana 
sosial sesuai ketentuan sebagai pegangan petugas; 

e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang 
diperlukan secara berkala sebagai bahan evaluasi; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

g. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 
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h. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar staf dapat 
menjalankan tugas; 

i. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 228 

(1) Seksi Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pembinaan, pengembangan kegiatan pelestarian 
kesetiakawanan sosial kepada generasi muda dan masyarakat, 
pembinaan pahlawan dan taman makam pahlawan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kesetiakawanan Sosial dan 
Kepahlawanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan secara tahunan untuk 

diajukan kepada atasan;  
b. mendata panti dan yayasan sesuai kegiatannya agar tepat 

guna dan sasaran; 
c. mengembangkan kegiatan kesetiakawanan sosial kepada 

generasi muda dan masyarakat; 
d. mengatur pemeliharaan taman makam pahlawan agar 

bersih dan rapi secara berkala; 
e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan 

kesetiakawanan sosial secara berkala untuk bahan laporan 
dan evaluasi; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

g. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

h. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar staf dapat 
menjalankan tugas; 
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i. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 229 

(1) Seksi Penyuluhan, Hubungan Kelembagaan dan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan 
dan melaksanakan penyuluhan, hubungan kelembagaan dan 
pengawasan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan, Hubungan 
Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan secara tahunan untuk 

diajukan kepada atasan; 
b. mengadakan penyuluhan sosial sesuai kegiatannya agar 

tepat guna dan sasaran; 
c. mengembangkan kegiatan penyuluhan sosial kepada 

generasi muda dan masyarakat; 
d. mengadakan hubungan kelembagaan dengan instansi 

terkait masalah-maslah sosial; 
e. mengadakan pengawasan bidang sosial sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan 

hubungan kelembagaan dan pengawasan sosial secara 
berkala untuk bahan laporan dan evaluasi;  

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

h. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar staf dapat 
menjalankan tugas; 
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j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial 
 

Pasal 230 
(1) Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan serta mengawasi kegiatan dibidang Rehabilitasi 
dan Potensi Sosial dan melakukan pengendalian, penilaian, 
monitoring dan evaluasi atas rencana kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Rehabilitasi 

dan Potensi Sosial; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

rehabilitasi dan potensi sosial; 
c. pengkoordinasian kegiatan dibidang rehabilitasi dan potensi 

sosial; 
d. pengumpulan data dan inventarisasi permasalahan 

dibidang rehabilitasi dan potensi sosial; 
e. penyajian data untuk menentukan skala prioritas; 
f. pembinaan pelatihan rehabilitasi cacat dan potensi sosial; 
g. pembinaan dibidang tuna sosial;  
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pengawasan, monitoring dan pengendalian kegiatan 

rehabilitasi penyandang cacat dan rehabilitasi sosial; 
j. penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan dibidang 

rehabilitasi dan potensi sosial; 
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan 

potensi sosial sesuai petunjuk untuk diajukan kepada 
atasan; 

b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan bidang 
rehabilitasi dan potensi soaial penyandang cacat dan sosial 
secara berkala;  

c. mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan potensi sosial 
dengan perangkat  daerah terkait; 

d. meneliti data dan inventarisasi permasalahan bidang 
rehabilitasi dan potensi sosial; 

e. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan dan 
pelatihan penyandang cacat dan potensi sosial; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan 
rehabilitasi dan potensi sosial; 

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

h. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas;  

i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Pasal 231 
Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial terdiri dari: 
a. Seksi Pembinaan Tuna Sosial; 
b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan 
c. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial 
 

Pasal 232 
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(1) Seksi Pembinaan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 231 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 
tuna sosial serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Tuna Sosial 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana dan pengembangan kegiatan dibidang 

tuna sosial; 
b. menyiapkan rencana pembinaan dan pelatihan dibidang 

tuna sosial; 
c. menyiapkan data dan laporan sebagai bahan evaluasi 

untuk diajukan kepada atasan; 
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 
e. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 

pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

f. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 233 

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 231 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan 
menghimpun, mengolah dan membuat skala prioritas serta 
mengadakan pembinaan dan pelatihan pada penyandang cacat 
dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana dan pengembangan kegiatan dibidang 

rehabilitasi penyandang cacat; 
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b. menyiapkan rencana pembinanan dan pelatihan kepada 
penyandang cacat; 

c. menyajikan data sebagai bahan laporan dan evaluasi untuk 
diajukan kepada atasan; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

e. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

f. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 234 

(1) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan pendataan, 
pengembangan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi 
Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan secara tahunan untuk 

diajukan kepada atasan;  
b. mendata panti dan yayasan sesuai kegiatannya agar tepat 

guna dan sasaran; 
c. mengembangkan kegiatan pemberdayaan potensi 

kesejahteraan sosial kepada generasi muda dan 
masyarakat; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan 
pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial secara berkala 
untuk bahan laporan dan evaluasi; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 
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f. memantau pelaksanaan tugas bawahan dengan 
pendekatan langsung dan tidak langsung agar dapat 
dipantau hasil pelaksanaan tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanan tugas; 

h. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja 
 

Pasal 235 
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas pokok pokok menyusun rencana kegiatan 
dan melaksanakan penyusunan prosedur kerja dibidang 
hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan dibidang 
pengawasan ketenagakerjaan serta melakukan pengendalian, 
penilaian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga 
Kerja menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan pengembangan hubungan 

industrial dan syarat-syarat kerja; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan 

hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan jaminan 
sosial tenaga kerja; 

c. pembinaan bimbingan dan penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, penyusunan Kebutuhan Hidup 
Minimum (KHM) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam 
pengusulan Upah Minimum Kota (UMK); 

d. pembinaan dan bimbingan penyusunan perjanjian kerja, 
pemberdayaan organisasi pekerja, pengusaha serta 
lembaga profesi dan jaminan sosial tenaga kerja serta 
sarana hubungan industrial; 
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e. perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis 
pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga 
kerja; 

f. penyiapan pertimbangan dan bahan perizinan dibidang 
ketenagakerjaan; 

g. penyusunan prosedur kerja bidang; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. pelaksanaan moniotoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan bidang; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam 

pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan 
sosial/perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang ada 
untuk kesejahteraan pekerja; 

b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan dan 
Program kerja bidang hubungan industrial dan pengawasan 
sebagai Pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan pembinaan hubungan industrial, persyaratan 
kerja, kesejahteraan pekerja, serta koperasi pekerja sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud 
kesejahteraan pekerja; 

d. melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan 
organisasi  pengusaha; 

e. melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama Bipatrit dan 
Tripatrit sesuai aturan yang berlaku agar terjadi hubungan 
yang serasi; 

f. melaksanakan pembinaan persyaratan kerja (perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama) 
sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak timbul 
kesalahan; 

g. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar masing-masing 
pihak dipenuhi haknya; 
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h. melaksanakan pembinaan, pengupahan, dan kesejahteraan 
pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

i. melaksanakan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta 
kerawanan perusahaan sesuai situasi yang sebenarnya 
untuk diwaspadai; 

j. melaksanakan penelitian, persyaratan rekomendasi teknis, 
pemberian izin dalam penyimpangan waktu kerja, dan kerja 
malam bagi Tenaga Kerja Wanita; 

k. melaksanakan penelitian persyaratan terhadap 
permohonan izin dan pengesahan pemakaian pesawat uap, 
bejana tekan, pesawat angkat/angkut, instalasi listrik, 
instalasi penanggulangan kebakaran, dan alat K3 lainnya 
sesuai persyaratan untuk mengurangi terjadinya bahaya 
dan kecelakaan; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan 
sosial/perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang ada 
untuk kesejahteraan pekerja; 

m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di 
perusahaan untuk melindungi hak pekerja; 

n. melakukan tindakan penyidikan dan penelitian terhadap 
pelanggaran peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti; 

o. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda 
sesuai peraturan perundangan agar tidak terjadi 
pelanggaran; 

p. melaksanakan pengawasan penggunaan tenaga kerja 
asing sesuai perizinan agar tidak terjadi pelanggaran; 

q. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan 
dan pengembangan karier sesuai format baku;  

r. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar semua pekerjaan selesai; 

s. mengevaluasi kinerja bidangnya berdasar realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

t. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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u. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 236 

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri 
dari: 
a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 
b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan 
c. Seksi Jaminan Sosial 

 
Pasal 237 

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 236 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mengenai 
kasus unjuk rasa, memperlambat dan penghentian usaha, 
melaksanakan penyuluhan hubungan industrial, survei 
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL) dan menginformasikan penetapan Upah Minimum Kota 
(UMK) maupun Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), 
melaksanakan pengelolaan organisasi pekerja dan penguaha 
maupun organisasi profesi lainnya, meneliti dan mengesahkan 
perjanjian kerja, membentuk dan mengembangkan 
kesejahteraan pekerja serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat 
Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. membuat rencana dan program kerja Seksi Hubungan 

Industrial dan Syarat Kerja secara berkala; 
b. melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan 

pengusaha dengan semua perangkat  organisasi horisontal 
dan vertikal dari tingkat cabang sampai tingkat perangkat  
daerah di perusahaan agar fungsinya berjalan; 

c.  memfasilitasi pembentukan dan pembinaan koperasi 
karyawan secara bertahap agar berfungsi;  
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d. melaksanakan dan melaporkan pendidikan hubungan 
industrial secara tertulis untuk atasan sesuai norma agar 
berfungsi; 

e. melaksanakan, pembinaan dan pembentukan lembaga 
kerjasama Bipatrit dan Tripatrit; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
menggalakkan dan mengembangkan KB di perusahaan 
untuk para pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga 
Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS); 

g. melakukan penelitian terhadap pembuatan Peraturan 
Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) 
agar seimbang dan dapat terlaksana; 

h. melakukan penelitihan terhadap persyaratan pemberian izin 
penyimpangan waktu kerja dan permohonan izin kerja 
malam bagi pekerja wanita;  

i. melakukan penelitian terhadap permohonan izin 
perusahaan dan pengesahan pemakaian pesawat uap, 
bejana tekan pesawat angkat angkut, instalasi listrik dan 
mesin produksi;  

j. melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap 
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 
wanita, anak dan orang muda sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 

k. menyusun konsep petunjuk teknis penelitian Kebutuhan 
Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan harga 
bahan pokok; 

l. menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sidang 
komisi penelitian pengupahan untuk penetapan Upah 
Minimum Kota (UMK); 

m. memberi tugas kepada bawahan dilingkungan Seksi 
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun 
tulisan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

o. memeriksa hasil kerja bawahan secara insidental dan 
berkala untuk mengetahui kesesuaian dan upaya tindak 
lanjutnya; 
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p. menyusun konsep laporan kegiatan Seksi Hubungan 
Industrial dan Syarat Kerja sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan kegiatan Seksi;  

q. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 
 

Pasal 238 
(1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengawasan 
norma kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan 
hiperkes, norma jaminan sosial tenaga kerja serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengumpulkan  peraturan perundang-undangan dibidang 

norma kerja dan pengawasan norma keselamatan dan 
kesehatan kerja untuk dipelajari dan dilaksanakan; 

b. melaksanakan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan 
sebagai pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di 
perusahaan untuk dianalisis dan digunakan; 

c. memantau hubungan kerja di perusahaan sesuai 
peraturan/perundangan agar tidak terjadi pelanggaran; 

d. melaksanakan kegiatan perlindungan tenaga kerja 
khususnya perempuan, anak dan orang muda sesuai 
peraturan/perundangan agar tidak terjadi pelanggaran; 

e. melaksanakan pemantauan upah sesuai 
peraturan/perundangan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan teknis pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan Jamsostek sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan; 

g. melaksanakan pengawasan norma penempatan dan 
penggunaan tenaga asing agar tidak terjadi pelanggaran; 
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h. melaksanakan pengawasan terhadap pengiriman, 
pemulangan tenaga kerja Indonesia antar daerah, antar 
negara untuk melindungi hak-haknya sesuai ketentuan; 

i. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara 
preventif dan represif terhadap perusahaan yang 
melakukan pelanggaran dibidang norma kerja agar tidak 
terjadi pelanggaran; 

j. melaksanakan pemantauan norma keselamatan dan 
kesehatan kerja sesuai prinsip higiene perusahaan agar 
tercapai keselamatan kerja  

k. melaksanakan pembinaan kelembagaan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3);  

l. melaksanakan penelitian perizinan K3 agar K3 melembaga 
dengan baik; 

m. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan K3 (listrik, 
penangkal petir, lift, mekanik, pesawat uap, bejalan tekan) 
sesuai ketentuan agar tidak terjadi kecelakaan; 

n. menyusun laporan berkala maupun tahunan untuk pihak 
atasan;  

o. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 239 
(1) Seksi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 

huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, 
penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, monitoring dan 
evaluasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan pedoman-pedoman dibidang jaminan sosial 
untuk; 
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b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan 
sosial tenaga kerja  di perusahaan; 

c. melaksanakan monitoring dan pemeriksaan laporan 
kecelakaan kerja pada perusahaan; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang 
pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan; 

e. menyiapkan dan menyusun arsip pelaksanaan jaminan 
sosial tenaga kerja; 

f. memberi tugas kepada bawahan dilingkungan Seksi 
Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing; 

g. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun 
tulisan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

h. memeriksa hasil kerja bawahan secara insidental dan 
berkala untuk mengetahui kesesuaian dan upaya tindak 
lanjutnya; 

i. memberi tugas kepada bawahan dilingkungan Seksi 
jaminan sosial sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing; 

j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun 
tulisan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

k. memeriksa hasil kerja bawahan secara insidental dan 
berkala untuk mengetahui kesesuaian dan upaya tindak 
lanjutnya; 

l. menyusun konsep laporan kegiatan Seksi Jaminan Sosial 
sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Seksi;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Paragraf 6 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi 
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Pasal 240 
(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi 

mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan 
melaksanakan penyusunan prosedur kerja dibidang 
penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi dan 
produktivitas serta melakukan pengendalian, penilaian dan 
monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan 
Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang 

penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan transmigrasi; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan transmigrasi; 
c. penyiapan bahan pertimbangan dan perizinan dibidang 

penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan transmigrasi; 
d. pembinaan pelatihan pencari kerja dan calon transmigrasi; 
e. penyediaan informasi pasar kerja; 
f. pencatatan dan penyediaan fasilitasi, layanan administrasi, 

teknis penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam dan 
luar negeri; 

g. pencatatan dan penyediaan fasilitas layanan administrasi 
dan teknis dibidang penyiapan danb penempatan 
transmigrasi; 

h. penyediaan layanan administrasi dan teknis fasilitasi dan 
kerja sama dibidang pengembangan tenaga kerja dan 
perluasan kerja; 

i. penyusunan prosedur kerja Bidang Penempatan Tenaga 
Kerja, Pelatihan, dan Transmigrasi; 

j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja, 
pelatihan, dan transmigrasi;  

l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan 
dan Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menjabarkan kebijakan teknis dan pembinaan penempatan 
tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta transmigrasi 
untuk dilaksanakan; 

b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 
tenaga kerja, transmigrasi dan bidang pelatihan serta 
produktivitas secara berkala untuk dilaksanakan; 

c. menyiapkan bahan perizinan dibidang penempatan tenaga 
kerja, pelatihan dan transmigrasi sesuai format yang ada 
untuk diajukan kepada atasan; 

d. melaksanakan pembinaan pelatihan pencari kerja dan calon 
transmigrasi sesuai kebutuhan agar pencari kerja siap 
memasuki dunia kerja dan calon transmigrasi siap 
ditempatkan; 

e. menyediakan informasi pasar kerja  
f. melaksanakan pencatatan dan penyediaan fasilitas layanan 

administrasi dan teknis penyediaan dan penempatan 
tenaga kerja dalam dan luar negeri secara kontinyu 
sehingga selalu aktual; 

g. melaksanakan pencatatan dan penyediaan fasilitas layanan 
administrasi dan teknis dibidang penyiapan dan 
penempatan transmigrasi; 

h. menyediakan layanan administrasi dan teknis fasilitasi dan 
kerjasama dibidang pengembangan dan perluasan kerja; 

i. menyiapkan pertimbangan dan bahan perizinan dibidang 
penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dibidang 
pelatihan dan produktivitas;  

j. melaksanakan koordinasi dengan para pengusaha, dinas 
instansi terkait dalam rangka memperluas penempatan dan 
penyaluran tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan 
program AKL, AKAD, TPK, Usaha Mandiri, AKSUS, 
TKWNAP dan AKAN serta pemagangan; 

k. melaksanakan koordinasi dengan PJTKI/cabang PJTKI dan 
instansi terkait dalam rangka mengadakan penyuluhan 
kepada pencari kerja atau masyarakat umum dan 
menyelesaikan permasalahan CTKI/TKI bilamana terjadi 
kasus baik didalam maupun diluar negeri; 

l. menyusun prosedur kerja Bidang Penempatan Tenaga 
Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi; 
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m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan kerja, 
pelatihan dan transmigrasi;  

n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

Pasal 241 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi terdiri 
dari: 
a. Seksi Informasi dan Pasar Kerja; 
b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan 
c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
 

Pasal 242 
(1) Seksi Informasi dan Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 241 huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun rencana 
kegiatan dan melaksanakan pemantaun, pengkoordinasian, 
penyebarluasan informasi pasar kerja serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi dan Pasar Kerja 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan 

program kerja Seksi Informasi Pasar Kerja berdasarkan 
data program subdin tenaga kerja sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mengunjungi perusahaan-perusahaan dan instansi 
pemerintah dalam pemantauan terhadap informasi pasar 
kerja atau lowongan; 

c. mengoreksi laporan Seksi Informasi dan Pasar Kerja baik 
laporan mingguan, bulanan, twiwulan maupun tahunan 
untuk mengetahui kebenarannya; 

d. mengkoordinasi penyebarluasan Informasi Pasar Kerja agar 
cepat diketahui masyarakat; 
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e. membuat rancangan konsep surat yang berhubungan 
dengan informasi dan pasar kerja sesuai dengan 
permasalahan dan petunjuk pelaksanaan tugas; 

f. membuat laporan kegiatan Seksi Informasi dan Pasar Kerja 
berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung 
jawaban pelaksaan tugas; 

g. membagi tugas kepada bawahan dilingkungan Seksi 
Informasi dan Pasar Kerja sesuai bidang tugas dan 
kemampuannya; 

h. memberi petunjuk kerja bawahan dilingkungan Seksi 
Informasi dan Pasar Kerja agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik; 

i. memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi 
Informasi dan Pasar Kerja untuk mengetahui kesesuaian 
dan upaya tindak lanjut;  

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 243 

(1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 241 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pelayanan 
adminiostrasi dan teknis, fasilitasi, kerja sama, pelaporan 
bidang penyusunan peta pelatihan, pemrosesan, perizinan 
lembaga pelatihan, sertfikasi lulusan maupun penangan lulusan 
pelatihan pemagangan dan produktivitas serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi.   

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menginventarisasikan dan mempelajari peraturan 

perundangan yang berkaitan dengan Seksi pelatihan dan 
produktivitas; 
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b. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan 
Produktivitas berdasarkan program Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi sebagai 
pedoman pelaksana tugas; 

c. membina dan memantau kegiatan lembaga pelatihan 
swasta secara berkala agar dapat diketahui mutunya; 

d. mengembangkan program pelatihan untuk penempatan 
serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara 
berkala;  

e. memasyarakatkan dan mengembangkan program 
pemagangan di lembaga pelatihan dan perusahaan serta 
mengembangkan saling keterkaitan dalam 
penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan 
mutu peserta pelatihan; 

f. Membuat laporan kegiatan Seksi pelatihan dan 
produktivitas berdasarkan laporan bawahan agar diketahui 
pihak atasan; 

g. memberikan layanan teknis dibidang pelatihan, 
pemagangan, perizinan, sertifikasi dan produktivitas kepada 
pihak yang memerlukan untuk dimanfaatkan; 

h. meneliti permohonan izin pendirian dan perpanjangan izin 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi lapangan 
bersama tim; 

i. menyusun konsep pemberian izin pendirian maupun 
perpanjangan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 

j. menyusun konsep laporan triwulan penyelenggaraan 
pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; 

k. membagi tugas kepada staf dilingkungan Seksi Pelatihan 
dan Produktivitas sesuai bidang masing-masing serta 
mengkoordinasikannya agar terjalin kerjasama yang baik; 

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 244 
(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf c, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan 
kegiatan dibidang administrasi dan teknis fasilitasi dan kerja 
sama pemantauan, evaluasi bidang penyediaan, penempatan 
tenaga kerja dalam dan luar negeri, penyiapan dan 
pemempatan transmigrasi, melaksanakan pengolahan dan 
pengumpulan,  penyebarluasan data informasi pasar kerja, 
bimbingan jabatan dan analisis jabatan, izin bursa kerja khusus, 
menyediakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan tenaga 
kerja dan perluasan kerja serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan 

program kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sesuai dengan rencana dan program kerja 
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk 
kepada bawahan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan 
bidangnya agar terjalin kerja sama yang baik;  

c. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-
undangan dibidang penempatan tenaga kerja dan 
transmigrasi sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka 
pelaksanaan program AKL, AKAD, AKAN, Antar Kerja 
Khusus (AKSUS), TPK, Usaha Mandiri, Penggunaan 
Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP), BKK 
serta penyalurahan Transmigrasi agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik; 

e. melaksanakan koordinasi dengan para Pengusaha, Dinas 
Instansi terkait dalam rangka memperluas penempatan dan 
penyaluran tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan 
program AKL, AKAD, TPK, Usaha Mandiri, AKSUS, 
TKWNAP dan AKAN serta penyaluran transmigrasi; 
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f. membuat konsep surat dan bahan-bahan yang lain dalam 
rangka penempatan tenaga kerja dan penyaluran 
transmigrasi agar terjadi kelancaran penempatan dan 
penyaluran; 

g. meneliti permohonan, rekomendasi perizinan tempat 
penampungan TKI, rekomendasi paspor TKI dan 
rekomendasi izin pendirian Kantor Cabang PPTKIS di 
wilayah Daerah; 

h. meneliti permohonan izin, pendirian Lembaga Bursa 
Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyaluran dan Bimbingan 
Jabatan, penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair 
skala kota dan izin operasional TKI Luar Negeri, TKI 
Indonesia serta penerbitan perpanjangan untuk TKI yang 
lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah; 

i. menyusun, menyimpan dan menjaga arsip-arsip 
penempatan penyaluran dan perluasan kerja sesuai tata 
cara kearsipan untuk ketertiban administrasi; 

j. memberikan layanan teknis dibidang penempatan, 
penyaluran, perluasan kerja dan transmigrasi sesuai 
ketentuan bagi pihak yang memerlukan; 

k. menyusun laporan berkala maupun tahunan kegiatan Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 
disampaikan kepada pihak atasan; 

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

BAB XI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
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Pasal 245 
(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 
1. Seksi Pendataan Penduduk; dan 
2. Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk 

d. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari: 
1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; dan 
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari: 
1. Seksi Pelayanan; dan 
2. Seksi Dokumentasi dan Informasi 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Seksi. 
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(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 
 

Paragraf 1 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

 
Pasal 246 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan 

dan pencatatan sipil meliputi pelayanan catatan sipil, 
administrasi kependudukan, dokumentasi dan informasi; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan dibidang kependudukan dan 

catatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk dilaksanakan; 

b. menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan 
catatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Walikota untuk dilaksanakan; 
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c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas 
berdasarkan kebijakan Walikota dengan Perangkat  Daerah 
terkait; 

d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal 
penentuan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 
Keluarga (KK), Kartu Identitas Kerja (Karik), Kartu Identitas 
Pelajar (Karip), KKBT yang akan diterbitkan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menerbitkan Kartu Keterangan Bukti Diri (KKBT) dan Surat 
Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 

f. merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai 
kebutuhan untuk diteliti; 

g. menetapan  Renstra, Renja, dan LAKIP; 
h. menyusun petunjuk operasional kegiatan perangkat  daerah 

yang disusun secara rinci sebagai pegangan pelaksanan 
tugas; 

i. merumuskan pedoman dan petunjuk penyusunan kegiatan 
administrasi kepegawaian dan keuangan secara tertulis 
untuk dipedomani; 

j. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang 
kependudukan dan catatan sipil secara rinci sebagai 
pegangan pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan  sistem administrasi kependudukan dan 
catatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
dilaksanakan; 

l. menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk 
baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing 
(WNA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
dilakukan pencatatan; 

m. menerbitkan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, 
pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian serta 
rekomendasi tentang mutasi penduduk sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai salah satu bentuk 
pelayanan masyarakat; 

n. menyelenggarakan razia KTP, SKPPS; 
o. mengendalikan kegiatan kerja bawahan sesuai rencana 

strategi yang tersedia agar tujuan dapat tercapai; 
p. melaporkan realisasi kegiatan Dinas secara berkala 

maupun insidental sebagai bahan masukan Walikota; 
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q. memeriksa dan menandatangani surat-surat kependudukan 
dan catatan sipil serta akta catatan sipil untuk kelancaran 
tugas;  

r. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

s. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 247 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Dinas.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya 

dilingkungan Dinas; 
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perencanaan; 
e. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
f. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
g. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
h. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan  dibidang kependudukan dan catatan 
sipil; 

i. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas; 
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j. pengumpulan, pengolahan serta penyajian data statistik 
kependudukan dan catatan sipil; 

k. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
l. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 
pelaksanaan kegiatan Dinas;  

n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sekretariat 

berdasarkan data dan ketentuan untuk melaksanakan 
kebijakan yang telah ditentukan; 

b. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian terhadap program dan administrasi 
dilingkungan Dinas; 

c. menyiapkan konsep RKA dan DPA melalui koordinasi 
dengan Bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan 
target Dinas; 

d. menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi 
dengan Bidang sebagai bahan penyusunan peraturan 
daerah/peraturan Walikota; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan sesuai 
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan melekat dan 
evaluai terhadap semua kegiatan sekretariatan; 

j. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan; 
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k. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

l. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 248 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Pasal 249 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
248 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan, menyusun rencana kegiatan dan 
melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas, serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas dan 
pelaksanaan pelaporan kegiatan Dinas; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan subbagian perencanaan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang  terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 



 405

agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. menghimpun semua rencana kegiatan yang diberikan oleh 
masing-masing bagian maupun bidang;  

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
perkembangan, hambatan maupun kendala pelaksanaan 
kegiatan dilingkungan Dinas. 

g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bagian perencanaan dan menyiapkan 
bahan pemecahannya; 

h. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas;  

i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 250 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Dinas; 

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan bidang keuangan; 

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 
keuangan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. menghimpun dan mempelajari ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 
keuangan; 

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan melekat 
terhadap petugas pengelola keuangan dan menghindari 
pemborosan dan kebocoran anggaran  

f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

g. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan 
mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang 
keuangan; 

h. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas;  

i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 251 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 248 huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian 
administrasi keperluan Dinas, pembinaan dan pengurusan 
kepegawaian Dinas serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan program kerja 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka 
terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas Dinas; 

b. menginventarisasikan kebutuhan rumah tangga Dinas dan 
kebutuhan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;   
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c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat 
daerah terkait sesuai dengan subbagian umum dan 
kepegawaian 

d. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, 
ekspedisi, penyimpanan dan dokumentasi serta melayani 
kebutuhan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas; 

e. mengadministrasi dan menginventarisasi barang dan 
perlengkapan milik Pemerintah Daerah yang berada 
dilingkungan Dinas dan menjadi tanggung jawab Dinas; 

f. menyiapkan administrasi untuk keperluan perjalanan dinas; 
g. melaksanakan pengelolaan, perawatan, dan pengawasan 

terhadap gedung/kantor, kendaraan dinas dan barang 
inventaris kantor lainnya;  

h. menyiapkan fasilitas termasuk konsumsi yang diperlukan 
untuk rapat, pertemuan atau penerimaan tamu;  

i. mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan gedung/kantor, 
barang-barang kebutuhan Dinas, peralatan, pengaturan 
keamanan dan ketertiban gedung/kantor; 

j. menyiapkan administrasi kenaikan gaji berkala dan 
mengurus kenaikan pangkat pegawai, izin, cuti serta 
pensiun dilingkungan Dinas;  

k. mengajukan permintaan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu 
Suami (Karsu)/Kartu Isteri (Karis) dilingkungan Sekretariat 
Dinas;  

l. mengajukan permintaan pengurusan Asuransi kesehatan 
(Askes) dan Taspen;  

m. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai dan membuat 
konsep surat usulan pemindahan PNS dan PTT 
dilingkungan Sekretariat Dinas;  

n. mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk 
mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana (10, 20, 
dan 30 tahun) ke Badan Kepegawaian Daerah;  

o. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan konsep surat 
teguran terhadap pegawai yang melanggar disiplin;  

p. melengkapi data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) 
dilingkungan Dinas;   

q. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat dan kenaikan 
gaji berkala;  
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r. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas;  

s. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

t. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Paragraf 3 
Bidang Pendaftaran Penduduk 

 
Pasal 252 

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan 
prosedur kerja dibidang pendaftaran penduduk meliputi 
pendataan penduduk dan perpindahan serta perkembangan 
penduduk serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring 
dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 
b. penyusunan rencana kegiatan bidang pendaftaran 

penduduk; 
c. penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan 

instansi terkait dalam rangka pendaftaran penduduk; 
d. pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, penelitian dokumen 

Kependudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; 
e. pelaksanaan pengawasan dan pencatatan mutasi 

penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; 
f. perumusan bahan petunjuk teknis pemberkasan dan 

penelitian berkas penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan 
KKBT; 

g. perumusan program-program aplikasi serta fasilitasi 
penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan KKBT; 
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h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pendaftaran penduduk; 

i. penyusunan prosedur kerja Bidang; 
j. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran penduduk;  
l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pencatatan, 

penelitian dokumen Kependudukan Warga Negara 
Indonesia dan Orang Asing; 

b. menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran penduduk 
meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan 
pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) dan program-program aplikasi 
serta fasilitasi penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan KKBT; 

c. menyusun petunjuk teknis pemberkasan dan penelitian 
berkas penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan KKBT; 

d. menganalisis pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 
mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan 
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 

e. menyusun prosedur kerja Bidang; 
f. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja dan 

instansi terkait dalam rangka pendaftaran penduduk; 
g. mengendalikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, 

pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta 
penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran 
perubahan alamat, pindah datang penduduk ; 

h. melaksanakan pengawasan dan pencatatan mutasi 
penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing. 

i. membina pengembangan sumber daya manusia pengelola 
pendaftaran penduduk ditingkat Kecamatan dan Kelurahan; 
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j. mengevaluasi kinerja bidangnya berdasarkan realisasi 
kegiatan dengan perbandingan terhadap rencana yang 
tersedia;  

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan  

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 253 

Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari: 
a. Seksi Pendataan Penduduk; dan 
b. Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk 

 
 

Pasal 254 
(1) Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 253 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di Seksi 
pendataan penduduk, penyedia dan mengolah bahan laporan 
serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan pendaftaran penduduk sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 

kegiatan operasional pada Seksi Pendataan Penduduk 
dapat terlaksana  dengan tertib dan lancar; 

c. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 
dengan tugas masing-masing guna kelancaran pekerjaaan; 

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja  dan pihak 
terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 
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e. menyiapkan konsep naskah dinas dan prosedur kerja yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Seksi Pendataan Penduduk; 

f. menyiapkan bahan petunjuk teknis pemberkasan dan 
penelitian berkas penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan 
KKBT; 

g. menyiapkan program-program aplikasi serta fasilitasi 
penerbitan KK, KTP, Karik, Karip, dan KKBT; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perkembangan 
kependudukan; 

i. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 255 

(1) Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan kegiatan di Seksi perpindahan dan 
perkembangan penduduk, penyedia dan mengolah bahan 
laporan serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perpindahan dan Perkembangan 
Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan pencatatan perpindahan dan perkembangan 

penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Perpindahan dan 
Perkembangan  Penduduk dapat terlaksana  dengan tertib 
dan lancar; 
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c. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 
dengan tugas masing-masing guna kelancaran pekerjaaan; 

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja  dan pihak 
terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas dan prosedur kerja yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Seksi Perpindahan dan 
Perkembangan Penduduk; 

f. melaksanakan  pendaftaran, pencatatan dan penelitian 
dokumen perpindahan dan perkembangan penduduk 
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; 

g. menyiapkan bahan perumusan norma, standar, prosedur 
dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, 
pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan 
persebaran penduduk serta perlindungan penduduk; 

h. menyiapkan bahan analisis pengendalian kuantitas 
penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 
mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan 
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 

i. menyiapkan bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 
Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk; 

j. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Administrasi Kependudukan 
Pasal 256 

(1) Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan 
prosedur kerja dibidang administrasi kependudukan meliputi 
serta pendataan, penerbitan, pencatatan kependudukan 
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melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Administrasi Kependudukan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi penduduk; 
b. penyusunan rencana kegiatan bidang administrasi 

penduduk; 
c. penyusunan prosedur kerja Bidang; 
d. pelaksanaan  kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 
e. pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 
f. penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan 

instansi terkait dalam rangka pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

g. penyelenggaraan fasilitasi, sosisalisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

h. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan 
jaringan komunikasi data kependudukan; 

i. penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK); 

j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk; 

k. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan; 

l. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan bidang administrasi kependudukan;  
n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Administrasi Kependudukan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun kebijakan  teknis pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

b. menyelenggarakan kegiatan operasional pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 
bawahan agar pelaksanaan kegiatan operasional pada 
Bidang Administrasi Kependudukan dapat terlaksana 
dengan tertib dan lancar; 

d. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja dan 
pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

e. menyusun naskah dinas dan prosedur kerja yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Bidang Administrasi Kependudukan; 

f. menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan 
jaringan komunikasi data kependudukan; 

g. mengawasi penggunaan perangkat keras dan perlengkapan 
lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan 
tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat 
pelayanan dokumen penduduk; 

h. menyelenggarakan pembangunan replikasi data, bank data 
dan tempat perekaman data kependudukan; 

i. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja dan 
instansi terkait dalam rangka mencapai kelancaran 
pelayanan dokumen penduduk; 

j. menyelenggarakan perlindungan data pribadi penduduk 
pada bank data kependudukan; 

k. mengembangkan program komputerisasi kependudukan 
berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rangka 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

l. menganalisis tingkat kepadatan penduduk pada suatu area 
tertentu berdasarkan data yang tersedia sebagai bahan 
pengambilan kebijakan atasan; 

m. mengevaluasi kinerja bidangnya berdasarkan realisasi 
kegiatan dengan perbandingan terhadap rencana yang 
tersedia;  

n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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o. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 257 

Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

dan 
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: 
 

Pasal 258 
(1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf 
a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan kegiatan Seksi Pengelolaan 
Sistem Informasi Administrasi, penyedia dan mengolah bahan 
laporan serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan  pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; 
b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 

kegiatan operasional pada Seksi Pengelolaan Sistem 
Informasi Administrasi dapat terlaksana dengan tertib dan 
lancar; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja dan 
pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

d. menyiapkan konsep naskah dinas dan prosedur kerja yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Seksi Pengelolaan Sistem 
Informasi Administrasi; 

e. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan perangkat  
keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi 
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data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan 
sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; 

f. menyiapkan konsep pembangunan replikasi data, bank 
data dan tempat perekaman data kependudukan; 

g. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada 
bank data kependudukan; 

h. mengatur ketersediaan perangkat  keras dan perangkat  
lunak komputer pelayanan Kecamatan, guna peningkatan 
pelayanan kepada   masyarakat; 

i. melaksanakan pengembangan program komputerisasi 
kependudukan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam 
rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

j. menyiapkan bahan analisis tingkat kepadatan penduduk 
pada suatu area tertentu berdasarkan data yang tersedia 
sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan; 

k. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 259 

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 257 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di Seksi evaluasi 
dan pelaporan, penyedia dan mengolah bahan laporan serta 
menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan  data kependudukan; 
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b. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan 
pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan; 

c. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
dapat terlaksana dengan tertib dan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja dan 
pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas dan prosedur kerja yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Seksi Evaluasi dan 
Pelaporan; 

f. melaksakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK); 

g. menyiapkan bahan perumusan indikator kependudukan, 
proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; 

h. melaksanakan penilaian dan pelaporan kinerja 
pembangunan kependudukan secara periodik; 

i. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

Paragraf 5 
Bidang Pencatatan Sipil 

 
Pasal 260 

(1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan prosedur 
kerja dibidang pencatatan sipil meliputi pencatatan, 
pendaftaran, menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, akta 
perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan 
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anak, akta pengangkatan anak, menerbitkan surat keterangan 
akta serta melakukan pengendalian,  penilaian,  monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pencatatan Sipil; 
b. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencatatan Sipil; 
c. penyusunan prosedur kerja Bidang Pencatatan Sipil; 
d. penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan 

instansi terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan; 

e. penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan 
sipil; 

f. penyelenggaraan pencatatan, pendaftaran, penelitian 
berkas, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta 
perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan 
pengesahan anak, akta pengangkatan anak dan penerbitan 
surat keterangan akta; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan 
pencatatan sipil; 

h. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan arsip-arsip akta 
catatan sipil sebagai dokumen sesuai kebutuhan untuk 
dipergunakan sewaktu-waktu; 

i. penyelenggaraan sosialisasi cara memperoleh akta dan 
kegunaan akta catatan sipil pada masyarakat pemanfaat 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

j. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pencatatan sipil di tingkat Kecamatan dan 
Kelurahan; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 
pelaksanaan kegiatan bidang pencatatan sipil;  

l. pembinaan dan pengarahan pada bawahan 
m. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun kebijakan teknis Bidang Pencatatan Sipil; 
b. menyelenggarakan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil; 
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 

bawahan agar pelaksanaan kegiatan operasional pada 
Bidang Pencatatan Sipil dapat terlaksana dengan tertib dan 
lancar; 

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak terkait 
agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun naskah dinas dan prosedur kerja yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Bidang Pencatatan Sipil; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosisalisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan 
sipil; 

g. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, penelitian berkas, 
penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, 
akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, 
akta pengangkatan anak dan penerbitan surat keterangan 
akta; 

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas 
penyelenggaraan pencatatan sipil; 

i. melaksanakan pemeliharaan arsip-arsip akta catatan sipil 
sebagai dokumen sesuai kebutuhan untuk dipergunakan 
sewaktu-waktu; 

j. Melaksanankan sosialisasi cara memperoleh akta dan 
kegunaan akta catatan sipil pada masyarakat pemanfaat 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

k. membina dan mengembangan sumber daya manusia 
pengelola pencatatan sipil; 

l. mengevaluasi kinerja bidangnya berdasarkan realisasi 
kegiatan dengan perbandingan terhadap rencana yang 
tersedia;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 
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o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 261 

Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari: 
a. Seksi Pelayanan; dan 
b. Seksi Dokumentasi dan Informasi 

 
Pasal 262 

(1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 
huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan kegiatan dibidang catatan sipil 
meliputi pelayanan penerbitan akta-akta catatan sipil dan 
mengadministrasikan penerbitan akta-akta catatan sipil serta 
menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan untuk 

penerbitan akta-akta catatan sipil dan surat keterangan 
berdasarkan peraturan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Pelayanan dapat 
terlaksana dengan tertib dan lancar; 

c. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 
dengan tugas masing-masing guna kelancaran pekerjaan; 

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak terkait 
agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Seksi Pelayanan; 

f. memberikan pelayanan atas permohonan masyarakat untuk 
penerbitan akta-akta catatan sipil dan surat keterangan 
sesuai peraturan yang berlaku; 

g. melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan; 
h. mengadakan koordinasi dengan Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawinan (P4) dalam menangani perkawinan 
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 
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i. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas. 
 

Pasal 263 
(1) Seksi Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 261 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan dokumentasi dan 
informasi meliputi pengumpulan data dan informasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan informasi serta 
menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Dokumentasi dan 

Informasi berdasarkan program kerja yang tersedia  untuk 
dilaksanakan; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Dokumentasi dan 
Informasi dapat terlaksana dengan tertib dan lancar; 

c. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai 
dengan tugas masing-masing guna kelancaran pekerjaan; 

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak terkait 
agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Seksi Dokumentasi dan Informasi; 

f. memeriksa hasil kerja bawahan secara tertulis maupun 
lisan agar kinerja bawahan sesuai dengan harapan; 

g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip akta 
catatan sipil sebagai dokumen sesuai kebutuhan untuk 
dipergunakan sewaktu-waktu; 
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h. menginformasikan cara memperoleh akta dan kegunaan 
akta catatan sipil pada masyarakat pemanfaat sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

i. melakukan pengolahan data, dokumentasi, evaluasi dan 
informasi akta catatan sipil secara berkala maupun 
insidental bagi pimpinan; 

j. memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung 
atau melalui media tentang besarnya tarif akta; 

k. mengevaluasi kinerja Seksi berdasarkan realisasi kegiatan 
dengan perbandingan terhadap rencana yang tersedia;  

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 264 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 
masing-masing Kepala Dinas. 

Pasal 265 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: 

c. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2005 Nomor 80); 

d. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 78 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Kesehatan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2005 Nomor 81); 

e. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
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Pendidikan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2005 Nomor 82); 

f. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 80 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pertanian Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 
Nomor 83);  

g. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 81 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 84); 

h. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Perhubungan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2005 Nomor 85); 

i. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 83 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 86); 

j. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 84 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Salatiga 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 87); 

k. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 85 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 88); 

l. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 86 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 89); 

m. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 87 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga Kota Salatiga (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 90); 

n. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 88 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 91); 
dan 
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o. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 89 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Dinas 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 92), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 266 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 

Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Cap TTD 

 
JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
Cap   TTD 

 
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 

 
BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 52  

 
Sesuai dengan aslinya: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

NUGROHO INDRO P.,SH,M.Hum 
Pembina 
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NIP. 500 050 512 
 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 53 TAHUN 2008 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 53 TAHUN 2008 

TENTANG 
 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,  

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KOTA SALATIGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
26 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Salatiga, perlu mengatur mengenai 
penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Salatiga; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, 
agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
dapat berjalan lancar, berdaya guna dan 
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berhasil guna, perlu mengatur mengenai uraian 
tugas pejabat struktural; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 
Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Salatiga. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan   Daerah-daerah Kota Kecil 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu 
di Daerah;  

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2008 Nomor 12). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS 

POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
PEJABAT STRUKTURAL PADA LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 

29. Daerah adalah Kota Salatiga. 
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30. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

31. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

32. Walikota adalah Walikota Salatiga.  
33. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan serta 
Lembaga Lain Daerah. 

34. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota 
Salatiga yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan 
Rumah Sakit Umum Daerah. 

35. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah perangkat daerah 
yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah 
yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan. 

36. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah 
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman 
dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. 

37. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 
38. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya 

disingkat DP3, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. 

 

BAB II 
INSPEKTORAT 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 2 
(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas: 
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i. Inspektur; 
j. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan 

k. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari: 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

l. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari: 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

m. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari: 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

n. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari: 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Inspektur. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.   

(7) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), masing-masing membawahi Seksi. 
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(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 
Inspektorat 

 
Pasal 3 

(4) Inpektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inpektorat menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan Program Pengawasan; 
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan;  
d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan daerah meliputi 

Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV; 
e. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Inspektorat; dan, 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Inspektur mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan Inspektorat melalui pembahasan dan 

kajian Inspektur pembantu sebagai bahan penetapan 
kebijakan Daerah; 

b. merumuskan dan menjabarkan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan daerah sesuai ketentuan sebagai pedoman 
kerja; 

c. menetapkan rencana strategis pengawasan melalui 
pembahasan dan kajian Inspektur Pembantu sebagai 
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan; 
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d. menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai Rencana 
Strategis Pengawasan dengan memperhatikan masukan 
dan saran Inspektur Pembantu sebagai pedoman kerja; 

e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, penilaian tugas 
pengawasan serta monitoring dan evaluasi; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengujian 
yang meliputi Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah 
IV; 

g. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;  
h. melakukan penyelenggaraan  pemeriksaan atas kebenaran 

laporan atau pengaduan masyarakat; 
i. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian 

dan penilaian tugas pengawasan; 
j. melakukan pengelolaan urusan keSekretariatan Inspektorat; 
k. menyelenggarakan gelar hasil pengawasan baik internal 

maupun eksternal; 
l. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna 

meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
m. menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar 

sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai; 
n. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 

dapat mencapai sasaran; 
o. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 
p. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan Inspektorat 

sesuai program kerja; 
q. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan langsung sesuai fungsi  dan kewenangannya 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. memberikan masukan atas konsep produk hukum sesuai 
ketentuan untuk bahan penetapan peraturan 
daerah/peraturan Walikota; 

s. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
pengawasan Daerah sesuai kewenangan sebagai masukan 
untuk penetapan kebijakan Walikota; 

t. mengkoordinasikan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
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u. memantau pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan 
ketentuan agar pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan 
misi Inspektorat; 

v. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 
sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 

w. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
sesuai ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; 

 
x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan 
maupun kebijaksanaan lebih lanjut;  

y. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

z. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 4 

(4) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan teknis 
administrasi, meliputi urusan keuangan, umum dan 
kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, dan 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan keSekretariatan; 
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 

program kerja pengawasan; 
c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan 

laporan hasil pengawasan; 
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d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 
fungsional; 

e. penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data 
dalam rangka penata-usahaan proses penanganan 
pengaduan; 

f. penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan; 
g. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporanan 

penyelenggaraan tugas Inspektorat; 
h. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 
i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sekretariat;  
j. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
k. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugasnya. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan Sekretariat 

berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 
dan program kerja pengawas sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Inspektorat;  

c. menyusun program kerja Inspektorat bersama Inspektur 
Pembantu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan; 

d. menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil 
pengawasan; 

e. melaksanakan penyusunan, penginventarisasian dan 
pengolahan data dalam rangka penatausahaan proses, 
penanganan pengaduan; 

f. menyiapkan bahan pembinaan teknis fungsional 
pengawasan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pelaksanaan 
rencana dan program kerja pengawasan; 

h. melaksanakan monitoring tindak lanjut terhadap laporan 
hasil pemeriksaan; 

i. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
Inspektorat; 
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j. menyiapkan, fasilitas pelaksanaan koordinasi dan 
pembuatan laporan hasil pengawasan; 

k. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian dan umum; 

l. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan 
penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Inspektorat; 

m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan urusan keSekretariatan/ketatausahaan serta 
menyajikan alternatif pemecahannya; 

n. mengatur dan melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah 
tangga, kehumasan dan penyaluran informasi agar 
terciptanya tertib administrasi dan keharmonisan hubungan 
kerja; 

o. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar 
pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi 
masing-masing; 

p. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 5 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan 

 
Pasal 6 

(3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan 
menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan 
fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, 
serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. 
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(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelahaan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
pengawasan; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan 
teknis operasional pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
hasil pengawasan; 

c. menghimpunan dan mengolah data pengawasan; 
d. melakukan inventarisasi surat-surat pengaduan masyarakat 

mendistribusi-kannya kepada Inspektur Pembantu secara 
proporsional; 

e. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut 
hasil pengawasan; 

f. melakukan penyusunan evaluasi dan penyimpangan 
laporan hasil pengawasan/pemeriksaan; 

g. menyusun laporan teknis penyelenggaraan program, kerja 
pengawasan tahunan, dan pengadministrasian laporan hasil 
pengawasan; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan evaluasi dan pelaporan, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas; 
k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 7 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan 
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urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, 
perlengkapan, surat menyurat, perpustakaan, kehumasan dan 
protokol. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan 
teknis operasional pengelolaan administrasi dan umum; 

c. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; 
d. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan rumah 

tangga, perlengkapan, surat menyurat, perpustakaan, 
kehumasan, dan protokol; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, 
pengolahan dan penelahaan data/informasi umum dan 
kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan 
pelaksanaan tugas Inspektorat; 

f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan administrasi dan umum, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya; 

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar 
pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi 
masing-masing; 

h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas;  
i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 8 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
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pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan 
teknis operasional pengelolaan administrasi keuangan; 

c. melakukan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, 
verifikasi dan akuntansi, serta evaluasi dan pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan Inspektorat; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, 
pengolahan dan penelahaan data/informasi sebagai bahan 
penyusunan anggaran dan laporan pelaksanaan tugas 
Inspektorat; 

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan keuangan, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya; 

f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar 
pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi 
masing-masing; 

g. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas;  
h. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Inspektur Pembantu Wilayah 
 

Pasal 9 
(4) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok 

membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan 
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terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan 
kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional 

pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan pada wilayah kerjanya; 

b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan 
pada wilayah kerjanya; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; 
d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas-tugas pengawasan di wilayah kerjanya; 
e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di 
wilayah kerjanya; 

f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
tugas diwilayah kerjanya. 

g. pembinaan dan pengarahan tugas bawahan; 
h. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Inspektur Pembantu mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan 

pada wilayah kerjanya; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional 

pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan pada wilayah kerjanya. 

c. melaksanakan pemeriksaan terhadap perangkat daerah 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan pada wilayah kerjanya; 

d. melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah yang 
rnenyelenggarakan urusan pemerintahan pada wilayah 
kerjanya;  

e. melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan 
masyarakat, berita media massa dan perintah Walikota atas 
penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintah; 
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f. melaksanakan pemeriksaan khusus dan kasus hasil 
pengembangan dari  pemeriksaan reguler;  

g. melaksanakan pemeriksaan bersama antara aparat 
pemeriksa internal dengan aparat pemeriksa internal, atau 
dengan aparat teknis perangkat daerah terkait; 

h. melaksanakan pemeriksaan serentak bersama antar aparat 
pemeriksa internal dan aparat pemerintah fungsional 
pemerintah, serta antar Inspektorat Pembantu bersama staf 
teknis/auditor dilingkungan Inspektorat; 

i. menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP); 
j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan pengawasan dan pemeriksaan; 
k. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing;  
l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; 
m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Pasal 10 
Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari: 
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

 
Pasal 11 

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai 
tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang pembangunan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, 
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pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas 
pengaduan serta pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
pengawasan bidang pembangunan pada wilayah kerjanya; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional pengawasan bidang pembangunan 
pada wilayah kerjanya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan bidang 
pembangunan dengan perangkat daerah perangkat daerah 
dan instansi pada wilayah kerjanya; 

d. menyiapkan bahan  dan melaksanakan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 
dibidang pembangunan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kasus 
terhadap pengaduan masyarakat, berita media massa dan 
perintah atasan atas penyimpangan penyelenggaraan 
urusan pemerintah bidang pembangunan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan khusus 
dan kasus hasil pengembangan dari  pemeriksaan reguler;  

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
bersama antara aparat pemeriksa internal dengan aparat 
pemeriksa internal, atau dengan aparat teknis perangkat 
daerah terkait; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
serentak bersama antar aparat pemeriksa internal dan 
aparat pemerintah fungsional pemerintah, serta antar 
Inspektorat Pembantu bersama staf teknis/auditor 
dilingkungan Inspektorat; 

i. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 
j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan pengawasan dibidang pembangunan sesuai wilayah 
kerja, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 

k. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; 
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l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 12 

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai 
tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, 
meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 
tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
pengawasan bidang pemerintahan pada wilayah kerjanya; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan 
pada wilayah kerjanya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan bidang 
pemerintahan dengan perangkat daerah perangkat daerah 
dan instansi pada wilayah kerjanya; 

d. menyiapkan bahan  dan melaksanakan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 
dibidang pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kasus 
terhadap pengaduan masyarakat, berita media massa dan 
perintah atasan atas penyimpangan penyelenggaraan 
urusan pemerintah; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan khusus 
dan kasus hasil pengembangan dari  pemeriksaan reguler;  



 443

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
bersama antara aparat pemeriksa internal dengan aparat 
pemeriksa internal, atau dengan aparat teknis perangkat 
daerah terkait; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
serentak bersama antar aparat pemeriksa internal dan 
aparat pemerintah fungsional pemerintah, serta antar 
Inspektorat Pembantu bersama staf teknis/auditor 
dilingkungan Inspektorat; 

i. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 
j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan pengawasan dibidang pemerintahan sesuai wilayah 
kerja, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; 

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 13 

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai 
tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kemasyarakatan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, 
pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas 
pengaduan serta pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 

data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
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pengawasan bidang kemasyarakatan pada wilayah 
kerjanya; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 
dan teknis operasional pengawasan bidang 
kemasyarakatan pada wilayah kerjanya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan bidang 
kemasyarakatan dengan perangkat daerah perangkat 
daerah dan instansi pada wilayah kerjanya; 

d. menyiapkan bahan  dan melaksanakan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 
dibidang kemasyarakatan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kasus 
terhadap pengaduan masyarakat, berita media massa dan 
perintah atasan atas penyimpangan penyelenggaraan 
urusan pemerintah bidang kemasyarakatan;. 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan khusus 
dan kasus hasil pengembangan dari  pemeriksaan reguler;  

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
bersama antara aparat pemeriksa internal dengan aparat 
pemeriksa internal, atau dengan aparat teknis perangkat 
daerah terkait; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan 
serentak bersama antar aparat pemeriksa internal dan 
aparat pemerintah fungsional pemerintah, serta antar 
Inspektorat Pembantu bersama staf teknis/auditor 
dilingkungan Inspektorat; 

i. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 
j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan pengawasan dibidang kemasyarakatan sesuai 
wilayah kerja, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; 

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
BAB III 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 14 

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan 

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari: 
1. Subbidang Perekonomian Daerah; dan 
2. Subbidang Perekonomian Rakyat 

d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari: 
1. Subbidang Pemerintahan; dan 
2. Subbidang Sosial Budaya 

e. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari: 
1. Subbidang Sarana Prasarana; dan 
2. Subbidang Tata Ruang 
 

f. Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri 
dari: 

1. Subbidang Statistik dan Data; dan 
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi 
Subbidang. 

(8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

 
 

Pasal 15 
(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, 
penelitian dan pengembangan. 

 
 
(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan 

pembangunan daerah, statistik, penelitian dan 
pengembangan; 

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 
daerah dan statistik, penelitian dan pengembangan; 
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan 
pembangunan daerah, statistik, penelitian dan 
pengembangan, pengendalian dan evaluasi; 

d. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

statistik, penelitian dan pengembangan melalui 
pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, 
statistik, penelitian dan pengembangan melalui 
pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

c. menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 
statistik, penelitian dan pengembangan melalui 
pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah; 

e. menyusun konsep produk hukum daerah dibidang 
perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan untuk 
bahan penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; 

f. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
perencanaan pembangunan Daerah sesuai kewenangan 
sebagai bahan untuk penetapan kebijakan Walikota; 

g. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang 
perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

h. memberikan rekomendasi perencanaan teknis dibidang 
perencanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan 
pelayanan; 

i. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
Badan sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja; 
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j. menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan 
kajian Bidang-bidang sebagai pedoman penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan; 

k. menetapkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja sesuai 
Rencana Strategis dengan memperhatikan masukan dan 
saran Bidang-bidang sebagai pedoman kerja; 

l. menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan target yang ditetapkan dapat  tercapai; 

m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 

n. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

o. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

p. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan koordinasi lintas bidang sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 
pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan misi Badan; 

s. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 
sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; 

t. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

u. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

v. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 16 

(4) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
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kepegawaian,  umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan, penyusunan rencana kegiatan 
dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Badan serta 
mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kota. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah ; 
b. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-
undangan  dibidang perencanaan pembangunan; 

c. penyelenggaraan keSekretariatan Badan; 
d. perencanaan anggaran Badan; 
e. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan 

dilingkungan Badan; 
f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
g. pelaksanaan pengendalian anggaran; 
 
h. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
i. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
j. pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi 

perencanaan pembangunan; 
k. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan; 
l. pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan; 
m. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
n. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan Badan; 
p. penilaian pelaksanaan tugas oleh atasan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data 

dan ketentuan untuk penyusunan program kerja; 
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b. menyusun program kerja Badan melalui koordinasi dengan 
Bidang-bidang sesuai ketentuan agar sasaran yang 
ditetapkan dapat tercapai; 

c. menyiapkan konsep Rencana Anggaran Badan melalui 
koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Badan; 

d. menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi 
dengan Bidang-bidang sebagai bahan penyusunan produk 
hukum daerah dibidang perencanaan pembangunan 
Daerah; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan sesuai 
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel 
melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-
tindih pelaksanaan tugas; 

j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan 
agar memperoleh hasil kerja yang memuaskan; 

l. menyusun konsep surat yang berhubungan dengan 
kepegawaian dan surat lain atas perintah atasan; 

m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 
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o. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 17 

Sekretariat terdiri dari: 
d. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
e. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
f. Subbagian Keuangan. 

 
Pasal 18 

(3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan pembangunan kota, serta 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
internal Badan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah 

berdasarkan masukan dari perangkat daerah sebagai acuan 
kerja; 

b. mengumpulkan dan merekapitulasi bahan rumusan 
kebijakan teknis perencanaan dilingkungan Pemerintah 
Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku 
sebagai bahan masukan atasan; 

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan internal 
Badan sebagai bahan evaluasi atasan; 

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan internal Badan 
sebagai bahan evaluasi atasan; 

e. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 19 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan 
dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan 
urusan kehumasan dan perpustakaan serta pengelolaan 
administrasi  kepegawaian dan menyusun data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),  Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kegiatan kerumahtanggaan, 

pengadaan, pemeliharaan, surat-menyurat dan 
kepegawaian dalam kerangka terwujudnya kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

b. menyiapkan bahan  penyusunan naskah peraturan 
perundang-undangan dibidang umum dan kepegawaian 
sebagai masukan atasan; 

c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, 
perlengkapan, pemeliharaan dilingkungan Badan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

d. menyelenggarakan urusan kehumasan dan perpustakaan 
dilingkungan Badan agar tercipta lingkungan kerja yang 
kondusif; 

e. menyusun data yang berhubungan dengan kepegawaian 
dilingkungan Badan sebagai  bahan evaluasi atasan; 
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f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan 
umum secara berkala maupun insidental sebagai wujud 
pertanggungjawaban; 

g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 
 

Pasal 20 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan Badan, melaksanakan urusan pengelolaan 
administrasi keuangan dan pengendalian anggaran serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan, pengelolaan dan pengendalian 

keuangan berdasarkan  peraturan yang berlaku sebagai 
acuan kerja; 

b. menyusun Rencana Kerja Badan; 
c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Badan sebagai dasar penyusunan 
anggaran kegiatan guna pedoman kerja;  

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keuangan secara 
berkala sebagai wujud tanggung jawab; 

e. menyajikan data yang berhubungan dengan rencana 
kegiatan dan administrasi keuangan  sebagai bahan 
evaluasi atasan; 
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f. menyiapkan bahan penyusunan naskah peraturan 
perundang-undangan dibidang keuangan sebagai masukan 
atasan; 

g. memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran Badan 
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 
tersedia; 

h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Ekonomi 
 

Pasal 21 
(4) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan dan 
menganalisis dibidang ekonomi serta melakukan pengendalian, 
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 
bidang ekonomi. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan perencanaan  pembangunan dibidang 

ekonomi; 
b. perencanaan pembangunan kegiatan dibidang ekonomi, 

industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, 
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, 
ketahanan pangan, pertanian dan transmigrasi, serta 
pendapatan pengelolan keuangan dan aset; 

c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan 
dibidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, 
penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil 
menengah, tenaga kerja,  ketahanan pangan, pertanian dan 
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transmigrasi serta pendapatan pengelolan keuangan dan 
aset;  

d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan 
pembangunan dibidang ekonomi, industri, perdagangan, 
perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro 
kecil dan menengah, tenaga kerja,  ketahanan pangan 
pertanian dan transmigrasi serta pendapatan pengelolan 
keuangan dan aset;  

e. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
f. pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi, industri, perdagangan, 
perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro 
kecil menengah, tenaga kerja,  ketahanan pangan, 
pertanian dan transmigrasi serta pendapatan pengelolan 
keuangan dan aset;  

g. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja perencanaan pembangunan 

bidang ekonomi  berdasar Renstra agar diperoleh kinerja 
yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. merumuskan konsep kebijakan  kegiatan bidang ekonomi, 
industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, 
koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,  
ketahanan pangan pertanian dan transmigrasi serta 
pendapatan pengelolan keuangan dan aset  agar diperoleh 
sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah; 

c. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan  
bidang ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, 
penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah, tenaga kerja,  ketahanan pangan, pertanian dan 
transmigrasi serta pendapatan pengelolan keuangan dan 
aset melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan 
masukan atasan; 
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d. melaksanakan pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan 
perencanaan pembangunan bidang ekonomi, industri, 
perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi, 
usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja,  ketahanan 
pangan, pertanian dan transmigrasi serta pendapatan 
pengelolan keuangan dan aset;  

e. mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang 
ekonomi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
yang tersedia; 

 
f. menyusun prosedur kerja kegiatan bidang ekonomi 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
acuan pelaksanaan tugas; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan 
pembangunan bidang ekonomi guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar 
diperoleh pola perbaikan tugas; 

i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 22 

Bidang Ekonomi terdiri dari: 
b. Subbidang Perekonomian Daerah; dan 
c. Subbidang Perekonomian Rakyat. 

 
Pasal 23 

(3) Subbidang Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal, 
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ketenagakerjaan, pendapatan pengelolaan keuangan daerah 
dan aset, industri, perdagangan, perhubungan, transmigrasi 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Perekonomian Daerah 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang perekonomian daerah  

berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, 
pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset, 
industri, perdagangan, perhubungan, transmigrasi 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, pendapatan 
pengelolaan keuangan daerah dan aset, industri, 
perdagangan, perhubungan, transmigrasi dengan perangkat 
daerah terkait sebagai bahan masukan evaluasi atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang perekonomian daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;  

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 24 

b. Subbidang Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
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bahan perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro 
kecil dan menengah,dan pertanian, ketahanan pangan serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Perekonomian Rakyat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang perekonomian rakyat  

berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, 
pertanian, dan ketahanan pangan berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bahan 
masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah,dan pertanian,  ketahanan pangan dengan 
perangkat daerah terkait sebagai bahan masukan evaluasi 
atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang perekonomian rakyat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;  

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

Paragraf 4 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 
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Pasal 25 
(7) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas 

pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang 
pemerintahan, sosial dan budaya serta melakukan 
pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. 

(8) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di 

pemerintahan dan sosial budaya; 
b. perencanaan pembangunan kegiatan dibidang pendidikan, 

kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan 
dan penpencatatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, 
komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan 
bangsa,politik dan perlindungan masyarakat, perpustakaan, 
arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, 
keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, 
pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta 
penelitian dan pengembangan; 

c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan 
dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, 
sosial, kependudukan dan penpencatatan sipil, kebudayaan 
dan pariwisata, komunikasi dan informatika, pertanahan, 
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, 
perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, 
kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan 
dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 

d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan 
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda 
dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, 
kebudayaan dan pariwisata, komunikasi dan informatika, 
pertanahan, kesatuan bangsa,politik dan perlindungan 
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 
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keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, 
kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan 
dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 

e. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
f. pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan perencanaan 

pembangunan  bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olah raga, sosial, kependudukan dan penpencatatan sipil, 
kebudayaan dan pariwisata, komunikasi dan informatika, 
pertanahan, kesatuan bangsa,politik dan perlindungan 
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 
keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, 
kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan 
dan statistik serta penelitian dan pengembangan; 

g. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(9) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja perencanaan pembangunan 

bidang pemerintahan dan sosial budaya  berdasar Renstra 
agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. merumuskan konsep kebijakan  kegiatan bidang pendidikan, 
kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan 
dan penpencatatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, 
komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa, 
politik dan perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip 
dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, 
keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, 
pengawasan, perencanaan pembangunan dan statistik serta 
penelitian dan pengembangan   agar diperoleh sinkronisasi 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

c. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan 
bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, 
sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan dan 
pariwisata, komunikasi dan informatika, pertanahan, 
kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat, 
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perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan 
masyarakat , pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, 
kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan 
dan statistik serta penelitian dan pengembangan melalui 
rapat dengan bawahan sebagai bahan masukan atasan; 

d. melaksanakan pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan 
perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 
pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan 
pencatatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, komunikasi 
dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan 
dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera, 
perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, 
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian 
dan pengembangan; 

e. mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang 
pemerintahan dan sosial budaya sesuai dengan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 

f. menyusun prosedur kerja kegiatan bidang pemerintahan 
dan sosial budaya berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan 
pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan 
Sosial Budaya agar diperoleh pola perbaikan tugas; 

i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 
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Pasal 26 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari: 
a. Subbidang Pemerintahan; dan 
b. Subbidang Sosial Budaya. 

 
Pasal 27 

(3) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan 
sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan 
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, perpustakaan, 
arsip dan dokumentasi, kepegawaian, pengawasan, 
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan 
pengembangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang pemerintahan 

berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil,  
komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan 
bangsa,politik dan perlindungan masyarakat, perpustakaan, 
arsip dan dokumentasi, kepegawaian, pengawasan, 
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian 
dan pengembangan berdasarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 
informatika, pertanahan, kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan 
dokumentasi, kepegawaian, pengawasan, perencanaan 
pembangunan dan statistik serta penelitian dan 
pengembangan dengan perangkat daerah terkait sebagai 
bahan masukan evaluasi atasan; 
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d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang pemerintahan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 28 

(1) Subbidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda 
dan olah raga, sosial, kebudayaan dan pariwisata, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 
keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak, 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang Sosial dan Budaya 

berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah 
raga, sosial,  kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan 
masyarakat,  pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, 
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sosial, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak dengan 
perangkat daerah terkait sebagai bahan masukan evaluasi 
atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang Sosial dan Budaya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang 
 

Pasal 29 
(7) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas 

pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan kegiatan, menganalisis dan pengendalian 
pengembangan pembangunan bidang pekerjaan umum, 
permukiman, perumahan, sarana prasarana, tata ruang, 
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta 
melakukan penilaian, pengendalian dan evaluasi atas 
pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata 
Ruang. 

(8) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan perencanaan dibidang pekerjaan 

umum permukiman, perumahan, sarana prasarana, tata 
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ruang, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan 
hidup; 

b. perencanaan pembangunan kegiatan dibidang pekerjaan 
umum, permukiman, perumahan, sarana prasarana, tata 
ruang, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan 
hidup; 

c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan 
dibidang pekerjaan umum, permukiman, sarana prasarana, 
tata ruang, energi dan sumber daya mineral, serta 
lingkungan hidup;  

d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan 
pembangunan dibidang pekerjaan umum, permukiman, 
perumahan, sarana prasarana, tata ruang, energi dan 
sumber daya mineral, serta lingkungan hidup;  

e. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
f. pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan perencanaan 

pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman, 
perumahan, sarana prasarana, tata ruang, energi dan 
sumber daya mineral, serta lingkungan hidup;  

g. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(9) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja perencanaan pembangunan 

bidang sarana prasarana dan tata ruang  berdasar Renstra 
agar diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. merumuskan konsep kebijakan  kegiatan bidang pekerjaan 
umum, permukiman, perumahan, sarana prasarana, tata 
ruang, energi dan sumber daya mineral,  lingkungan hidup;   
agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah; 

c. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan 
bidang pekerjaan umum,  permukiman,  perumahan, sarana 
prasarana,  tata ruang, energi dan sumber daya mineral, 
lingkungan hidup melalui rapat dengan bawahan sebagai 
bahan masukan atasan; 
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d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, 
permukiman, perumahan, sarana prasarana,  tata ruang, 
energi dan sumber daya mineral,  lingkungan hidup; 

e. mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang 
sarana prasarana dan tata ruang sesuai dengan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran yang tersedia; 

f. menyusun prosedur kerja kegiatan Bidang Sarana 
Prasarana dan Tata Ruang berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan 
pembangunan bidang sarana prasarana dan tata ruang 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana 
dan Tata Ruang agar diperoleh pola perbaikan tugas; 

j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 30 

Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari: 
a. Subbidang Sarana Prasarana; dan 
b. Subbidang Tata Ruang. 

 
Pasal 31 

(3) Subbidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, perumahan, 
pemukiman serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 
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(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Sarana Prasarana mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang sarana dan prasarana 

berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang pekerjaan umum, perumahan, pemukiman 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang pekerjaan umum,  perumahan,  pemukiman dengan 
perangkat daerah terkait sebagai bahan masukan evaluasi 
atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 32 

a. Subbidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup, penataan 
ruang, energi dan sumber daya mineral serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Tata Ruang mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana kerja Subbidang tata ruang  
berdasarkan Renstra sebagai program kerja bidang untuk 
menjadi pedoman; 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang tata ruang, energi dan sumber daya mineral,  
lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengumpulkan informasi dan menyajikan data mengenai 
bidang tata ruang, energi dan sumber daya mineral,  
lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait sebagai 
bahan masukan evaluasi atasan; 

d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan 
Subbidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan masukan atasan; 

e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;  

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi 
 

Pasal 33 
(1) Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai 

tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang 
statistik, data, penelitian dan pengembangan serta 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan 
Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan perencanaan dibidang statistik data 

penelitian dan pengembangan, pengolahan data 
pembangunan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan 
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;  

b. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan  evaluasi 
serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah; 

c. pelaksanaan pengolahan dan penyusunan data 
pembangunan daerah; 

d. pelaksanaan penelitian pengembangan perencanaan 
pembangunan daerah; 

e. perencanaan pembangunan dibidang statistik, data, 
penelitian dan pengembangan, pengolahan data 
pembangunan, pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah; 

f. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan 

perencanaan pembangunan daerah; 
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan 

pengelolaan data statistik pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah;  

i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan 
Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja perencanaan pembangunan 

bidang statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta 
penelitian dan pengembangan berdasarkan Renstra agar 
diperoleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. merumuskan konsep kebijakan  kegiatan bidang statistik, 
data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan 
pengembangan agar diperoleh sinkronisasi dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
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c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan  
evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah; 

d. melaksanakan pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan 
perencanaan pembangunan yang meliputi fungsi pelayanan 
umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan 
hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 
pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial; 

e. mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang 
statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian 
dan pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran yang tersedia; 

f. menyusun prosedur kerja kegiatan bidang statistik, data, 
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan 
pengembangan berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan 
bidang Statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta 
penelitian dan pengembangan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang statistik, data, 
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan 
pengembangan agar diperoleh pola perbaikan tugas; 

i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan   

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 34 

Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari: 
a. Subbidang Statistik dan Data; dan 
b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. 
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Pasal 35 
(1) Subbidang Statistik dan Data sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
penelitian dan pengembangan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data statistik pembangunan sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Statistik dan Data mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang Statistik dan Data, 

penelitian dan      pengembangan berdasarkan program 
kerja bidang sebagai pedoman 

b. mengumpulkan dan menabulasikan bahan rumusan 
kegiatan  perencanaan   pembangunan yang meliputi fungsi 
pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, 
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, 
kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, 
perlindungan sosial sebagai bahan masukan  atasan; 

c. mengelola data statistik  dan hasil penelitian sebagai bahan 
masukan atasan untuk pengembangan pembangunan 
daerah; 

d. mengumpulkan informasi dan merekapitulasi data 
perencanaan pembangunan yang meliputi fungsi pelayanan 
umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan 
hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 
pariwisata dan budaya, pendidikan,perlindungan sosial serta 
penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan 
atasan; 

e. menyajikan data mengenai perencanaan pembangunan 
yang meliputi fungsi pelayanan umum, ketertiban dan 
ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,perumahan dan 
fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, 
pendidikan, perlindungan sosial serta penelitian dan 
pengembangan melalui koordinasi dengan lembaga terkait 
sebagai bahan masukan evaluasi atasan; 

f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 
bahan masukan atasan; 

g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 
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h. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 36 

(1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan, 
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan 
pembangunan daerah serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian dan 

Evaluasi berdasarkan program kerja Bidang Statistik, Data, 
Pengendalian dan Evaluasi; 

b. menyediakan bahan petunjuk teknis pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan; 

c. melaksanakan pendataan dan menyiapkan bahan 
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 
daerah melalui koordinasi dengan perangkat daerah 
sebagai bahan masukan atasan; 

d. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan pengendalian 
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai 
bahan masukan atasan; 

e. menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengendalian 
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai 
bahan masukan atasan; 

f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan  
sesuai jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 

g. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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h. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
BAB IV 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 37 

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum; 
2. Subbagian Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan 

c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: 
1. Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi dan Pengadaan 

Pegawai; dan 
2. Subbidang Pengembangan Karier 

d. Bidang Mutasi, terdiri dari: 
1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan 
2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun 

e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai, terdiri 
dari: 
1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan 
2. Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian 

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: 
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Fungsional; dan 
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

(2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing 
membawahi Subbidang. 

(8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Badan Kepegawaian Daerah 
 

Pasal 38 
(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen 

kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, 
penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian 
pegawai dan pendidikan dan pelatihan;  

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dibidang kepegawaian; 
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penembangan 
pegawai, mutasi, pembinaan dan pengelolaan pegawai, 
pendidikan dan pelatihan; 

d. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan dibidang kepegawaian daerah melalui 

pembahasan dan kajian Bidang-bidang sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
kepegawaian Daerah sesuai ketentuan sebagai pedoman 
kerja; 

c. menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan 
kajian Bidang-bidang sebagai pedoman penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan; 

d. menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai Rencana 
Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran 
Bidang-bidang sebagai pedoman kerja; 

e. menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar 
sasaran dan target yang ditetapkan dapat  tercapai; 

f. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya untuk 
kelancaran tugas dibidang kepegawaian daerah; 

g. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai 
ketentuan agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai 
rencana; 

h. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

i. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

j. menyelenggarakan manajemen dan pemberian 
rekomendasi serta perizinan dibidang  kepegawaian Daerah 
untuk meningkatkan pelayanan; 

k. menyelenggarakan perizinan dibidang kepegawaian Daerah 
dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat; 
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l. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang 
kepegawaian Daerah sesuai program kerja; 

m. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. menyusun konsep produk hukum sesuai ketentuan sebagai 
bahan penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; 

o. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan agar 
tugas-tugas terlaksana dengan tertib dan lancar; 

p. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
kepegawaian Daerah sesuai kewenangan sebagai masukan 
untuk penetapan kebijakan Walikota; 

q. melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. melaksanakan pembinaan pegawai sesuai ketentuan agar 
kinerja meningkat; 

s. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 
pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan misi Badan; 

t. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 
sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; dan 

u. melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

v. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

w. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 39 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif meliputi  pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program 
rencana serta mengkoordinasikan kegiatan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkordinasian penyusunan rencana strategis Badan; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan Badan; 
c. perencaanan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, 

hubungan masyarakat, perlengkapan dan inventarisasi 
Badan; 

e. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
f. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan program kegiatan Badan;  
h. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Badan; 
b. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan 

tahunan Badan; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran 

dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan; 
d. menyusun rencana program dan kegiatan dilingkungan 

Sekretariat; 
e. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 

satuan organisasi dilingkungan Badan; 
f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dilingkungan 

Badan; 
g. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang 
inventaris Badan; 

h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian 
dilingkungan Badan; 

i. membantu atasan dalam melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian program dan kegiatan Badan; 

j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan 
dilingkungan Sekretariat; 

k. membantu atasan dalam mengkoordinasikan proses 
pengadaan barang/jasa di lingkup dinas; 
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l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan;  

m. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan-
laporan pelaksanaan kegiatan Badan;  

o. menyusun  Laporan Kinerja Badan sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas Dinas; 

p. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 40 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Umum; 
b. Subbagian Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

 
Pasal 41 

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf a, mempunyai tugas pokok. menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, 
kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, pengadaan, pemeliharaan 
dan inventarisasi barang-barang perlengkapan, 
penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan serta 
menyusun rencana kegiatan dinas, pengendalian, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaannya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian 

Umum;  
b. melaksanakan urusan kearsipan dan pengagendaan surat 

menyurat baik surat masuk maupun surat keluar; 
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c. melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah 
tangga Badan, termasuk perjalanan dinas; 

d. melaksanakan administrasi dan pengelolaan 
inventaris/barang Badan, meliputi rencana pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan 
pelaporan; 

e. mempersiapkan pelaksanaan  kegiatan protokoler; 
f. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas tahunan 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 
g. melaksanakan kegiatan lain pada Subbagian Umum; 
h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan; 
i. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum; dan 
k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 42 

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian dilingkungan Badan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian 

Kepegawaian; 
b. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi 

kepegawaian dilingkungan Badan, mempersiapkan rencana 
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kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, 
pemberhentian serta pensiun pegawai dilingkungan Badan; 

c. mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan 
pangkat pegawai dilingkungan Badan; 

d. membuat daftar urut kepangkatan, cuti dan absen pegawai; 
e. melaksanakan pengurusan kartu kepegawaian antara lain 

Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; 
f. melaksanakan kegiatan lain pada Subbagian Kepegawaian; 
g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan; 
h. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Kepegawaian;  
j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 43 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, 
pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian 

Keuangan; 
b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan 

rencana kerja anggaran; 
c. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semester 

dan prognosis tahun berjalan; 
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d. membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan 
perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca 
Badan; 

e. membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan 
Badan; 

f. membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
akuntansi anggaran Badan; 

g. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan 
dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; 

h. melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan 
kegiatan pada Badan; 

i. membuat laporan keuangan setiap triwulan, semester dan 
tahunan; 

j. melaksanakan kegiatan lain pada Subbagian Keuangan; 
k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan; 
l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Keuangan;  
n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Paragraf 3 
Bidang Pengembangan Pegawai 

 
Pasal 44 

(1) Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengkoordinasian,pembinaan dan pengembangan pegawai 
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan 
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evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan 
Pegawai. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pegawai 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan 

Pegawai; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pengembangan Pegawai; 
c. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai; 
d. penyusunan fomasi pegawai dan jabatan; 
e. penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan penerimaan 

calon pegawai negeri sipil; 
f. penyiapan bahan-bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan; 
g. penyusunan daftar urut kepangkatan; 
h. penyusunan standar kompetensi jabatan; 
i. penyusunan prosedur kerja Bidang Pengembangan 

Pegawai; 
j. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
k. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan;  
l. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Pengembangan Pegawai; 
b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

teknis, literatur yang berkaitan dengan pengembangan 
pegawai guna kelancaran tugas; 

c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem 
pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah; 

d. merencanakan, menyusun formasi kebutuhan pegawai, 
mengadakan seleksi calon pegawai negeri sipil daerah; 

e. memberi petunjuk dan membagi tugas bawahan sesuai 
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas; 
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f. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
pengembangan pegawai; 

g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data bidang 
pengembangan pegawai; 

h. meneliti konsep formasi pegawai negeri sipil, persyaratan 
jabatan dan pola karier pegawai negeri sipil, analisis 
kemampuan aparatur, daftar urut kepangkatan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan, melaksanakan dan menganalisis kebutuhan, 
formasi dan pengadaan pegawai dari dan dalam jabatan 
struktural dan fungsional; 

j. menyiapkan, melaksanakan analisis data yang 
berhubungan dengan pengembangan karier pegawai sesuai 
kewenanganya; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan pegawai 
sesuai formasi atau kebutuhan agar pelaksanaan 
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya; 

l. melaksanakan administrasi sidang Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan; 

m. menyusun penilaian kinerja aparatur; 
n. melaksanakan pendataan, menyusun dan memelihara 

database tenaga honorer; 
o. mengawasi, mengevaluasi dan memberi penilaian atas 

kinerja bawahan; 
p. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
q. melaksanakan tertib administrasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan bidang pengembangan 
pegawai;  

r. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

s. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 
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Pasal 45 
Bidang Pengembangan Pegawaiterdiri dari: 
a. Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi dan Pengadaan 

Pegawai; dan 
b. Subbidang Pengembangan Karier. 

 
Pasal 46 

(1) Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi dan Pengadaan 
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan 
dan melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan 
pegawai,menginventarisasi jabatan dan persyaratan 
jabatan,menyusun standar kompetensi jabatan,pola karier 
pegawai negeri sipil, analisis kemampuan aparatur, 
menyiapkan database tenaga honorer serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi 
dan Pengadaan Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; 
b. menyiapkan bahan rumusan program kerja Subbidang 

Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; 
c. menyiapkan konsep kebutuhan pegawai sesuai dengan 

formasi jabatan melalui analisis jabatan; 
d. mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan 

dalam rangka pelaksanaan kebutuhan, formasi dan 
pengadaan pegawai agar berjalan sesuai dengan 
ketentuan; 

e. menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun 
formasi pegawai negeri sipil; 

f. menyiapkan data-data pendukung guna penilaian kinerja 
aparatur; 

g. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan calon pegawai 
negeri sipil; 

h. menyiapkan bahan penyusunan standar kompetensi 
jabatan; 
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i. menyiapkan bahan penyusunan pola karier pegawai negeri 
sipil; 

j. menyiapkan data base tenaga honorer dalam rangka 
pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 

k. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Kebutuhan, Formasi 
dan Pengadaan Pegawai; dan 

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 47 

(1) Subbidang Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan serta melaksanakan kegiatan 
penyiapan administrasi Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan, penataan jabatan pegawai negeri sipil, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah, sumpah dan pelantikan jabatan  
pegawai negeri sipil, daftar urut kepangkatan serta menyajikan 
data sebagi bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Karier mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pengembangan Karier; 
b. menyiapkan bahan rumusan program kerja Subbidang 

Pengembangan Karier; 
c. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan pengembangan karier; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan pengembangan karier; 
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e. mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan kapasitasnya; 

f. melaksanakan penyiapan administrasi Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan; 

g. menyiapkan dan melaksanakan penataan pegawai negeri 
sipil dalam jabatan struktural dan fungsional; 

h. menyiapkan pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian 
ijazah; 

i. menyiapkan administrasi; 
j. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pemeliharaan 

daftar urut kepangkatan; 
k. menyiapkan bahan penyusunan analisis kemampuan 

aparatur; 
l. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 

kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 
m. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pengembangan 
Karier;  

o. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Mutasi 
 

Pasal 48 
(1) Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

rencana kegiatan dan melaksanakan koordinasi,membina dan 
monitoring pelaksanaan kegiatan mutasi kepegawaian serta 
melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi;  
b. perencanaan kegiatan dan pengembangan Bidang Mutasi; 
c. pengelolaan register dibidang mutasi; 
d. penyiapan kenaikan pangkat; 
e. penyiapan penetapan gaji berkala;  
f. penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai 

negeri sipil; 
g. penyusunan prosedur kerja Bidang Mutasi; 
h. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
i. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan; dan 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Mutasi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Mutasi; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Mutasi; 
c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 

pelayanan Bidang Mutasi; 
d. mengelola registrasi dibidang mutasi; 
e. memberi petunjuk dan membagi tugas sesuai dengan 

jabatannya untuk kelancaran tugas; 
f. menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang 

meliputi kenaikan pangkat pilihan, anumerta, pengabdian 
dan kenaikan pangkat otomatis pegawai negeri sipil; 

g. menyiapkan Surat Keputusan dan melaksanakan pemberian 
pensiun pegawai negeri sipil; 

h. menyiapkan administrasi dan pemrosesan penerbitan surat 
keputusan pegawai negeri sipil; 

i. menyiapkan penetapan gaji berkala sesuai dengan norma, 
standar dan prosedur yang di tetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian berkaitan 
dengan pemberhentian pegawai negeri sipil, bebas tugas, 
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pensiun, batas usia pensiun, APS, janda/duda serta 
bantuan uang duka; 

k. mengawasi, mengevaluasi dan memberi penilaian atas 
kinerja bawahan; 

l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Mutasi;  

n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 49 

Bidang Mutasi terdiri dari: 
a. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan 
b. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun. 

 
Pasal 50 

(1) Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
administrasi usulan kenaikan pangkat, mempersiapkan bahan 
penetapan angka kredit tenaga fungsional, alih fungsi dan 
impassing tenaga fungsional, pembuatan surat pemberitahuan 
kenaikan gaji berkala seta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pengangkatan dan Kepangkatan; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan pengangkatan dan kepangkatan; 
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c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan pengangkatan dan kepangkatan; 

d. memberi petunjuk bawahan dan membagi tugas sesuai 
dengan bidang dan kapasitasnya; 

e. melaksanakan inventarisasi usulan kenaikan pangkat, 
melaksanakan pembuatan register kenaikan pangkat 
reguler, pilihan, pengabdian, anumerta dan melaksanakan 
penjagaan register kenaikan pangkat serta menyampaikan 
surat keputusan kenaikan pangkat kepada masing-masing 
pegawai negeri sipil melalui instansi terkait; 

f. melaksanakan penghimpunan, pengolahan berkas dan 
proses kenaikan pangkat reguler, pilihan dan penyesuaian 
ijazah serta anumerta; 

g. menyiapkan bahan administrasi dan pemrosesan penerbitan 
surat keputusan pegawai negeri sipil; 

h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan angka kredit 
tenaga fungsional; 

i. menyiapkan bahan penyusunan alih fungsi dan impassing 
tenaga fungsional (pengangkatan pertama); 

j. elaksanakan proses peninjauan masa kerja serta 
melaksanakan penyiapan/ pembuatan Surat Pemberitahuan 
Kenaikan Gaji Berkala; 

k. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pengangkatan dan 
Kepangkatan; 

n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 
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Pasal 51 
(1) Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan kegiatan administrasi mutasi, penataan staf, 
inventarisasi usulan pensiun, pengolahan berkas pensiun, 
mengelola administrasi tenaga kontrak, serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan 
Pensiun mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan 
pensiun; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
pelayanan Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan 
Pensiun; 

d. menyiapkan dan melaksanakan administrasi mutasi; 
e. menyiapkan dan melaksanakan penataan staf; 
f. melaksanakan inventarisasi usulan pensiun dari perangkat 

daerah perangkat daerah; 
g. melaksanakan pembuatan register pensiun dan penjagaan 

register pensiun; 
h. melaksanakan penghimpunan pengolahan berkas pensiun; 
i. mengusulkan tes kesehatan bagi pegawai negeri sipil yang 

tidak layak kerja untuk menjalankan pensiun karena 
keuzuran; 

j. menyelesaikan administrasi Bapertarum bagi para 
pensiunan; 

k. melaksanakan persiapan pengolahan pemberian surat 
bebas tugas; 

l. memberitahuan kepada masing-masing instansi 18 bulan 
sebelum tanggal melaksanakan tugas pensiun bagi 
Pegawai Negeri Sipil; 
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m. melaksanakan pemberkasan pensiun dan pemberian 
pensiun dini; 

n. menyiapkan dan melaksanakan pemulangan pegawai bagi 
PNS dan tenaga kontrak Pemerintah Daerah; 

o. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
melaksanakan administasi tenaga kontrak Pemerintah 
Daerah; 

p. melaksanakan penerbitan surat keputusan uang duka wafat; 
q. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 

kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 
r. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan; 
s. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pemindahan, 
Pemberhentian dan Pensiun; 

t. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

u. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

v. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai 
 

Pasal 52 
(1) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai mempunyai 

tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan 
koordinasi, mengelola data pegawai, pembinaan disiplin 
pegawai, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data 
Pegawai menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan teknis dibidang Pembinaan dan Pengelolaan 

Kepegawaian; 
b. perencanaan kegiatan dan pengembangan bidang 

pembinaan dan pengelolaan kepegawaian; 
c. pengkoordinasian pembinaan pengelolaan kepegawaian; 
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d. pengelolaan permohonan cuti; 
e. penyusunan prosedur kerja bidang pembinaan dan 

pengelolaan kepegawaian; 
f. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
g. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan; 
h.  penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
i. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data 
Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 

Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai; 
b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

teknis, literatur yang berkaitan dengan pembinaan dan 
pengelolaan pegawai guna kelancaran tugas; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
pelayanan Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai; 

d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan jabatannya untuk kelancaran tugas; 

e. mengkoordinasikan dengan Unit Kerja lain berkaitan dengan 
pembinaan dan pengelolaan kepegawaian; 

f. memeriksa, meneliti dan mengelola data pegawai dari 
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah menjadi 
database Pegawai; 

g. menyiapkan data pembinaan disiplin pegawai dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

h. mengelola permohonan cuti pegawai dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

i. mengevaluasi permohonan Karpeg, Karis, Karsu serta 
Taspen guna peningkatan kesejahteraan pegawai; 

j. mengawasi, mengevaluasi dan memberi penilaian atas 
kinerja bawahan; 

k. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pembinaan dan 
Pengelolaan Pegawai;  
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m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 53 

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari: 
a. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan 
b. Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian. 

 
Pasal 54 

(1) Subbidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melnyiapkan bahan pembinaan 
peningkatan disiplin pegawai,urusan pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 
Pembinaan Pegawai; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan Pembinaan Pegawai; 

c. menyusun rencana kegiatan pembinaan pegawai berdasarkan 
program kerja bidang sebagai pedoman kerja; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan Pengelolaan Data Kepegawaian; 

e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
dalam bidang pembinaan pegawai sesuai kapasitasnya; 

f. mempersiapkan bahan pembinaan peningkatan disiplin 
pegawai dan kebijakan kepegawaian dilingkungan Pemerintah 
Kota; 

g. menyelenggarakan pelaksanaan ujian kesehatan dan 
pengambilan sumpah calon pegawai negeri sipil menjadi 
pegawai negeri sipil; 
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h. meneliti DP3 dan berkas usulan penjatuhan disiplin dari 
kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah 
sesuai aturan yang berlaku; 

i. meneliti usulan berkas pengajuan izin perceraian dari 
perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. mengklarifikasi penggugat maupun tergugat cerai dengan 
menghadirkan yang bersangkutan untuk mengetahui 
keterangannya; 

k. menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Penanganan 
Masalah PNS dengan perangkat daerah terkait; 

l. menyiapkan usulan surat keputusan Walikota mengenai 
penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

m. meneliti data kepegawaian untuk dimasukkan ke dalam file 
sesuai dengan abjad dan nomor urut; 

n. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

o. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang pengelolaan data 
kepegawaian;  

q. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 55 

(1) Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan  bahan  rencana kegiatan  dan melaksanakan 
kegiatan pengendalian data base kepegawaian,pengelolaan 
administrasi cuti, pengelolaan karpeg, karis, karsu, taspen, 
penganugerahan tanda jasa serta menyajikan data sebgaai 
bahna evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 
Pengelolaan Data Kepegawaian; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan Pengelolaan Data Kepegawaian; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan Pengelolaan Data Kepegawaian; 

d. memberi petunjuk bawahan dan membagi tugas dalam 
pengelolaan data kepegawaian sesuai bidang dan 
kapasitasnya; 

e. mempersiapkan dan melaksanakan pengendalian data base 
kepegawaian  guna bahan laporan mekanisme kepegawaian 
dan cerminan peremajaan data; 

f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menentukan 
kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

g. meneliti permohonan cuti dan menyiapkan nota pengajuan 
penanda tanganan surat penetapan cuti oleh yang 
berwenang; 

h. meneliti permohonan Karpeg, Karis dan Karsu maupun kartu 
Taspen dari perangkat daerah dan mengajukannya ke 
instansi yang berwenang; 

i. meneliti, mendistribusikan bahan-bahan dan mengusulkan 
permohonan penganugerahan tanda jasa kepada Kepala 
Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; 

j. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

k. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengelolaan Data 
Kepegawaian;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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o. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 6 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
 

Pasal 56 
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan  analisis 
kebutuhan pendidikan dan latihan, perencanaan pelaksanaan 
dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengelola  
pengajuan izin belajar dan tugas belajar serta melakukan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan 

pelatihan; 
b. perencanaan kegiatan dan pengembangan Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan 
c. pengkoordinasian dengan unit kerja lain; 
d. pengolahan data kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan dan teknis fungsional; 
e. perencanaan pelaksanaan dan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan; 
f. penyusunan prosedur kerja Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan;  
g. penyusunan data dan menganalisis kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan; 
h. pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan;  
i. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;  
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan;  
k. penyusunan evaluasi dan pelaopran hasil pelaksanaan 

kegiatan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang 
Pendidikan dan Pelatihan; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis, literatur yang berkaitan dengan Pendidikan dan 
Pelatihan guna kelancaran tugas; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan 
teknis fungsional; 

d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
sesuai dengan jabatannya untuk kelancaran tugas; 

e. mengkoordinasikan dengan unit kerja lain berkaitan dengan 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan 
teknis fungsional; 

f. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan syarat jabatan dan kemampuan aparatur; 

g. melaksanakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi 
pegawai; 

h. merencanakan pelaksanaan dan menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

i. meneliti data usulan pegawai yang mengikuti pendidikan 
dan pelatihan kepemimpinan dan teknis fungsional; 

j. mengelola pengajuan tugas belajar dan izin belajar bagi 
pegawai yang akan melanjutkan pendidikan; 

k. mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan; 

l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang 
Pendidikan dan Pelatihan kepada atasan; 

m. mengawasi, mengevaluasi dan memberi penilaian atas 
kinerja bawahan; 

n. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan;  

p. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja pegawai; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
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Pasal 57 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: 
a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan 
b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. 

 
Pasal 58 

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan  rencana kegiatan dan 
menyiapkan bahan pengusulan peserta pendidikan dan 
pelatihan, persiapan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Fungsional; 

c. menyusun rencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Fungsional berdasarkan program kerja bidang 
sebagai pedoman kerja; 

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan teknis 
fungsional; 

e. mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan dalam rangka 
pengusulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan 
pelatihan; 

f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
dalam bidang pembinaan pegawai sesuai kapasitasnya; 

g. mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional sesuai dengan kebutuhan; 

h. menyusun data pegawai yang telah mengikuti pendidikan 
dan pelatihan teknis fungsional; 

i. mengumpulkan laporan hasil mengikuti pendidikan dan 
pelatihan teknis fungsional dari peserta; 
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j. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional kepada atasan sebagai bahan evaluasi; 

k. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis Fungsional;  

n. mempersiapkan penyelenggaraan/pengiriman pendidikan 
dan pelatihan manajemen kepemimpinan; 

o. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

Pasal 59 
(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan  
penyusunan rencana  kegiatan pendidikan dan pelatihan 
kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, 
melaksanakan koordinasi dan menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan; 

c. menyusun rencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan berdasarkan program kerja bidang sebagai 
pedoman kerja; 
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d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain 
berhubungan dengan usulan pengiriman Pendidikan dan 
pelatihan Kepemimpinan; 

f. melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan kepemimpinan;  

g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan 
dalam bidang pembinaan pegawai sesuai kapasitasnya; 

h. mempersiapkan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 
calon pegawai negeri sipil yang tersedia sesuai petunjuk; 

i. mempersiapkan pengiriman peserta pendidikan dan 
pelatihan Kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan 
formasi jabatan; 

j. menyusun konsep pengajuan tugas belajar bagi para 
pegawai yang melanjutkan pendidikan dengan tanggungan 
negara maupun lainnya; 

k. mengelola pengajuan izin belajar dari pegawai yang akan 
melanjutkan pendidikan; 

l. menyusun laporan serta daftar pegawai yang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan 
tugas belajar; 

m. melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penerbitan 
surat izin belajar, berkas usulan sampai penerbitan surat 
penggunaan gelar; 

n. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan peningkatan 
profesionalisme dan kompetensi pegawai negeri sipil; 

o. mengevaluasi dan memberi penilaian serta pengarahan 
kepada bawahan agar terjadi peningkatan kinerja; 

p. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

q. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pendidikan dan 
Pelatihan Kepemimpinan;  

r. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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s. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
BAB V 

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, 
KELUARGA BERENCANA, DAN KETAHANAN PANGAN 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 60 
(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan 
terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Logistik; dan 
3. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: 
1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat; dan 
2. Subbidang Perekonomian Masyarakat 

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
terdiri dari: 
1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan 
2. Subbidang Perlindungan Anak 

e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari: 
1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi;dan 
2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi 
f. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari: 

1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan 
2. Subbidang Ketahanan Keluarga dan Institusi 

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari: 
1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan 
2. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
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h. Unit Pelaksana Teknis Badan. 
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga 

Berencana dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing 
membawahi Subbidang.  

(8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga 
Berencana, dan  

Ketahanan Pangan 
 

Pasal 61 
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga 

Berencana dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga 
berencana dan ketahanan pangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 
Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 

masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan 
ketahanan pangan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, 
keluarga berencana dan ketahanan pangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan 
anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan 
ketahanan pangan; 

d. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan 

masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan 
ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 
dengan lancar; 

b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 
masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan 
ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan Walikota; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang 
pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga 
berencana dan ketahanan pangan dengan perangkat 
daerah terkait; 

d. menyusun Rencana Anggaran Perangkat daerah sesuai 
dengan kebutuhan. 

e. menyusun rencana strategi untuk mengendalikan kegiatan 
kerja bawahan agar tujuan dapat tercapai; 

f. menyusun petunjuk operasional kegiatan perangkat daerah 
sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas; 
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g. menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, 
keluarga berencana dan ketahanan pangan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

h. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

i. membina kinerja bawahan sesuai jabatan masing-masing 
berdasarkan program kerja yang tersedia agar diperoleh 
capaian yang optimal; 

j. melaporkan realisasi kegiatan Badan secara berkala 
maupun insidental sebagai bahan masukan Walikota;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 62 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administrasi meliputi pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan kegaitan keSekretariatan Badan; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran; 
c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
d. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
e. penyajian data dan informasi, evaluasi serta 

penyelenggaraan inventarisasi; 
f. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan; 
g. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja; 
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h. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;  
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan Badan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain ynag diberikan atasan sesuai bidang 

tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kegiatan kerja Sekretariat 

berdasarkan data dan ketentuan untuk penyusunan 
program; 

b. menyusun program kerja Sekretariat sesuai ketentuan agar 
sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 

c. menyiapakan konsep Rencana Anggaran Badan melalui 
koordinasi dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Badan; 

d. mengkoordinasikan urusan perencanaan dan pelaporan, 
keuangan, kepegawaian, kearsipan, pengadaan dan 
inventarisasi barang dan logistik sesuai ketentuan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan perencanaan dan pelaporan, 
umum dan logistik serta keuangan dan kepegawaian sesuai 
dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga 
Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personil 
melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang 
tindih pelaksanaan tugas; 

i. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

j. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut; 
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k. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

l. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 63 

Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Logistik; dan 
c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian. 

 
Pasal 64 

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
laporan pelaksanaan kegiatan Badan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan sesuai ketentuan yang 

berlaku dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan 
pelaksanaan pelaporan kegiatan Badan; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsi 
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kegiatan 
dengan Bidang terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku 
agar diperoleh sinkronisasi dan kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
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e. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan tahunan 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; 

f. menghimpun semua rencana kegiatan yang diberikan oleh 
masing-masing Bidang; 

g. memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan guna 
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 

h. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas;  

i. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

j. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 

Pasal 65 
(1) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian administrasi 
keperluan Badan, pengurusan logistik/perlengkapan Dinas serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Logistik mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menginventarisir kebutuhan rumah tangga dilingkungan 

Badan; 
b. menyiapkan fasilitas rapat; 
c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan 

gedung/Kantor, barang-barang kebutuhan Badan, peralatan, 
pengaturan keamanan dan ketertiban gedung/Kantor; 

d. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas; 

e. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 
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f. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas 

 
Pasal 66 

(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengendalian pembiayaan, dan pengelolaan administrasi 
keuangan, pembinaan dan pengurusan kepegawaian Badan, 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 

pengendalian pembiayaan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas-
tugas Badan; 

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi keuangan 
Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsi 
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. melaksanakan administrasi kepegawaian; 
e. mengelola absensi dan daftar hadir harian pegawai; 
f. menyiapkan administrasi kenaikan gaji berkala dan 

mengurus kenaikan pangkat pegawai dilingkungan Badan; 
g. menyiapkan usul, izin, cuti, pensiun pegawai lainnya 

dilingkungan Badan; 
h. membuat perencanaan pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan penjenjangan dan teknis lainnya; 
i. membuat daftar urut kepangkatan; 
j. melengkapi data Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (Simpeg) dilingkungan Badan; 
k. membuat laporan perkembangan pegawai; 
l. membuat buku penjagaan kenaikan pangkat dan kenaikan 

gaji berkala; 
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m. merencakan peningkatan sumber daya manusia 
dilingkungan Badan; 

n. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas;  

o. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

p. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 

Pasal 67 
(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan rencana kegiatan dan penyusunan prosedur 
kerja dibidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan 
lembaga kemasyarakatan serta melakukan pengendalian, 
penilaian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 

masyarakat; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan; 
c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 

masyarakat; 
d. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan; 
e. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga 

kemasyarakatan; 
f. pelaksanaan urusan pengembangan ketahanan 

masyarakat, usaha ekonomi sumber daya alam dan 
pemulihan serta pendayagunaan teknologi  tepat guna; 
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g. perumusan program kerja peningkatan peranan wanita dan 
generasi muda; 

h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat dan pengembangan prakarsa serta swadaya 
kegotongroyongan perangkat daerah, Lembaga Swadaya 
Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang terkait 
dalam peningkatan peranan wanita; 

i. penyelenggaraan pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan dan peningkatan peranan wanita; 

j. pemberian penyuluhan Lembaga Swadaya Masyarakat dan 
Lembaga Kemasyarakatan serta mengembangkan iklim dan 
budaya yang mendukung kemajuan wanita; 

k. penyusunan prosedur kerja Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat; 

l. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan kerja Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat;  

n. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menjabarkan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 

masyarakat; 
b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan bidang 

pemberdayaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan 
secara berkala; 

c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga 
kemasyarakatan; 

d. melaksanakan urusan pengembangan ketahanan 
masyarakat, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) 
dan pendayagunaan teknologi tepat guna; 

e. merumuskan program kerja peningkatan peranan wanita 
dan generasi muda; 

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan 
dan pengembangan swakarsa serta swadaya 
kegotongroyongan, Perangkat daerah dan Lembaga 
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Kemasyarakatan yang terkait dalam peningkatan peranan 
wanita; 

g. menyelenggarakan penyuluhan lembaga kemasyarakatan 
dan peningkatan peranan wanita serta mengembangkan 
iklim dan budaya yang mendukung kemajuan wanita; 

h. menyusun prosedur kerja Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan kerja Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat; 

j. membina kinerja bawahan sesuai jabatan masing-masing 
berdasarkan program kerja yang tersedia agar diperoleh 
capaian yang optimal; 

k. mengarahkan tugas-tugas bawahan secara langsung 
maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas-tugas 
berjalan dengan lancar; 

l. mengendalikan kegiatan kerja bawahan sesuai dengan 
rencana strategi yang tersedia agar tujuan dapat tercapai; 

m. melaporkan realisasi kegiatan Badan secara berkala 
maupun insidental sebagai bahan masukan kepada atasan;  

n. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

o. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 68 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: 
a. Subbidang Kelembagaan Masyarakat; dan 
b. Subbidang Perekonomian Masyarakat. 

 
Pasal 69 

(1) Subbidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan, 
pengembangan, prakarsa, swadaya masyarakat dan lembaga 
serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.  
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Kelembagaan Masyarakat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan survei permasalahan pemberdayaan 

masyarakat; 
b. melaksanakan survei dan identifikasi potensi masyarakat; 
c. melaksanakan survei sasaran kegiatan TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD); 
d. mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan masyarakat; 
e. mengidentifikasi sasaran kegiatan TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD); 
f. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan yang 

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan, permasalahan 
pemberdayaan masyarakat, potensi masyarakat, sasaran 
kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); 

g. melaksanakan pendataan profil kelurahan;  
h. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 

langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 70 

(1) Subbidang Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
program dibidang perekonomian masyarakat serta 
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Perekonomian Masyarakat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Subbidang Perekonomian 

Masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah dapat terlaksana dengan baik.; 

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi 
pelaksanaan pengendalian program perekonomian 
masyarakat; 

d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengendalian program perekonomian 
masyarakat; 

e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi 
terkait dalam pelaksanaan program perekonomian 
masyarakat; 

f. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi 
masyarakat; 

g. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 
pemberdayaan penduduk miskin; 

h. memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat; 
i. memeriksa dan mengecek hasil pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;  

j. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 

Pasal 71 
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyediaan bahan 
rencana dan program, pelaporan, evaluasi bidang 
pemberdayaan perempuan, pelaksanaan pelayanan 
administrasi dan teknis, fasilitasi, pengembangan sistem 
perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak, dan 
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pembinaan program pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kualitas hidup 

perempuan, perlindungan perempuan, kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 

e. pelaksanaan perumusan sistem informasi gender dan anak; 
f. perumusan program kerja peningkatan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;  
g. pelaksanaan pembinaan terhadap perempuan dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup perempuan; 
h. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas.  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan operasional berdasarkan program 

kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan 
datang; 

b. membagi tugas dan kegiatan dibidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak kepada bawahan 
langsung sesuai dengan bidangnya agar tercapai hasil kerja 
yang maksimal; 

c. memberi petujuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

d. memantau pelaksanaan tugas bawahan baik melalui 
pendekatan secara langsung maupun tidak langsung agar 
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proses kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak berjalan dengan lancar; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 
rapat teknis, konsultasi antar personal dan perangkat 
daerah terkait agar diperoleh keterpaduan dan keselarasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dengan memadukan aturan yang ada dalam upaya 
peningkatan tertib administrasi; 

g. melaksanakan pengembangan kualitas hidup perempuan, 
kesejahteraan dan perlindungan anak  untuk mencapai 
target kinerja yang diharapkan; 

h. menyelenggarakan pembinaan kepada perempuan dalam 
upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, 
politik, lingkungan, dan sosial budaya; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan baik 
secara lisan maupu tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;   

k. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas. 

 
Pasal 72 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri 
dari: 
a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan 
b. Subbidang Perlindungan Anak. 
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Pasal 73 
(1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan dan melaksanakan penganalisisan bahan 
penyusunan kegiatan pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis 
kegiatan peningkatan peranan wanita. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan; 
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 
c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG); 

d. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan 
pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender 
(PUG) pada lembaga pemerintah, PSW, lembaga penelitian 
dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah; 

e. menganalisis gender, perencanaan anggaran yang 
responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi 
Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pengarusutamaan Gender 
(PUG); 

f. melakukan pendataan terpilah menurut jenis kelamin dalam 
rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan 
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, 
tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan 
penyandang cacat; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap 
kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, 
dan penyandang cacat; 

 
i. menyiapkan usul, saran secara lisan maupun tertulis untuk 

bahan pertimbangan atasan;  
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j. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas. 

 
Pasal 74 

(1) Subbidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana  kegiatan dan bahan perumusan kebijakan operasional 
perlindungan hukum hak-hak anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Perlindungan Anak mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Subbidang Perlindungan Anak  

sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan memadukan antara 
disposisi, peraturan perundang-undangan dan pedoman 
kerja yang ada agar perintah dapat terlaksana dengan baik; 

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan  strategi 
pelaksanaan perlindungan hak-hak anak; 

d. melakukan upaya terciptanya kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 

e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi 
terkait dalam pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan 
anak; 

f. melakukan koordinasi dan fasilitasi  penyelenggaraan  
rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak; 

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis dan 
penyebarluasan sistem informasi anak; 

h. membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan secara 
langsung maupun melalui disposisi agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 
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j. melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Keluarga Berencana 
 

Pasal 75 
(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka pendekatan 
pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada sengaja 
diberikan dalam rangka pengembangan keluarga berencana 
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

Keluarga Berencana; 
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Keluarga 

Berencana; 
d. peningkatan partisipasi dalam program Keluarga 

Berencana; 
e. pengembangan program dan jaminan kelangsungan 

Keluarga Berencana; 
f. penyusunan prosedur kerja bidang Keluarga Berencana;  
g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;  
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan Bidang Keluarga Berencana; 
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanakan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang dengan tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis dan administrasi dibidang 

Keluarga Berencana sesuai petunjuk untuk diajukan kepada 
atasan; 
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b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan hidup 
Keluarga Berencana secara berkala; 

c. mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan Keluarga 
Berencana secara lintas sektoral dan lintas program agar 
berjalan lancar; 

d. meningkatkan partisipasi dalam program Keluarga 
Berencana melalui berbagai kegiatan untuk menggali peran 
serta masyarakat agar meningkat; 

e. mengembangkan program dan jaminan kelangsungan 
Keluarga Berencana dengan menggali partisipasi untuk 
meningkatkan akseptor; 

f. menyusun prosedur kerja Bidang Keluarga Berencana 
secara tertulis untuk pegangan petugas; 

g. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

h. menyusun evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Bidang Keluarga Berencana secara berkala dan 
insidental untuk diajukan kepada atasan; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

j. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

 
Pasal 76 

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari: 
a. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi;dan 
b. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 

Pasal 77 
(1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan 
dan melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana, 
penyiapan obat dan alat kontrasepsi, peningkatan partisipasi 
pria dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana 
dan Kesehatan Reproduksi mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan rencana untuk meningkatkan pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 
b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pelayanan keluarga berencana 
dan kesehatan reproduksi; 

d. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 

e. menyiapkan dan menyusun konsep kegiatan sesuai 
ketentuan untuk bahan masukan atasan; 

f. menyiapkan saran, usul secara lisan maupun tertulis untuk 
bahan pertimbangan atasan; 

g. melakukan evaluasi laporan pelaksanaan tugas;  
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 

pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 
i. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 

tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 
j. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 

DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

 
Pasal 78 

(1) Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapakan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 
dalam rangka pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan, 
perlindungan hak-hak reproduksi di kalangan remaja melalui 
jalur keluarga, sekolah, dan tempat lainnya serta 
pengembangan pusat konsultasi kesehatan reproduksi bagi 
remaja. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja dibidang advokasi, 

komunikasi, informasi dan edukasi; 
b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan dibidang advokasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan advokasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi; 

d. melaksanakan pembinaan tentang usia perkawinan serta 
perlindungan hak reproduksi di kalangan remaja melalui 
jalur keluarga, sekolah dan tempat lainnya; 

e. melakukan pengembangan pusat konsultasi kesehatan 
reproduksi bagi remaja; 

f. manganalisis, pemanfaatan, penyebarluasan, dan 
pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin 
anak; 

g. menyusun model informasi data (mediasi dan advokasi); 
h. menyiapkan saran, usul secara lisan maupun tertulis untuk 

bahan pertimbangan atasan; 
i. melakukan evaluasi laporan pelaksanaan tugas;  
j. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 

pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 
k. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 

tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 
l. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 

DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
Paragraf 6 

Bidang Keluarga Sejahtera 
 

Pasal 79 
(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka pendekatan 
pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada sengaja 
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diberikan dalam rangka pengembangan keluarga sejahtera 
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Sejahtera; 
b. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan dibidang 

Keluarga Sejahtera; 
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Keluarga Sejahtera; 
d. peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Sejahtera; 
e. pengembangan program dan jaminan kelangsungan 

Keluarga Sejahtera; 
f. penyusunan prosedur kerja bidang Keluarga Sejahtera; 
g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; dan 
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera; 
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanakan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

bidang dengan tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan teknis dan administrasi dibidang 

Keluarga Sejahtera sesuai petunjuk untuk diajukan kepada 
atasan; 

b. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan hidup 
Keluarga Sejahtera   secara berkala; 

c. mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan Keluarga 
Sejahtera secara lintas sektoral dan lintas program agar 
berjalan lancar; 

d. meningkatkan partisipasi dalam probram Keluarga 
Sejahtera melalui berbagai kegiatan untuk menggali peran 
serta masyarakat agar meningkat; 

e. mengembangkan program dan jaminan kelangsungan 
Keluarga Sejahtera dengan menggali partisipasi untuk 
meningkatkan akseptor; 

f. menyusun prosedur kerja Bidang Keluarga Sejahtera secara 
tertulis untuk pegangan petugas; 
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g. menyusun evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera secara berkala dan 
insidental untuk diajukan kepada atasan; 

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

i. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

j. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 80 

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari: 
a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan 
b. Subbidang Ketahanan Keluarga dan Institusi. 

 
Pasal 81 

(1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
rencana kegiatan dan melaksanakan penganalisisan bahan 
penyusunan kegiatan pembinaan, pedoman dan petunjuk 
teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan  keluarga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Pemberdayaan Keluarga 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan data kegiatan 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

b. melakukan upaya-upaya keterpaduan dan sinkronisasi 
pelaksanaan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, 
dan peningkatan kualitas keluarga; 

c. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi 
terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan 
keluarga, dan peningkatan kualitas keluarga; 

d. melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan 
peningkatan kualitas lingkungan kerja;  
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e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

f. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

g. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 82 

(1) Subbidang Ketahanan Keluarga dan Institusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional serta 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program 
pengembangan ketahanan keluarga dan institusi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Ketahanan Keluarga dan Institusi 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja dibidang ketahanan 

keluarga dan institusi; 
b. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi 

pelaksanaan pengendalian program dibidang ketahanan 
keluarga dan institusi; 

c. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi 
terkait dalam pelaksanaan pengendalian dibidang 
ketahanan keluarga dan institusi; 

d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian 
program dibidang ketahanan keluarga dan institusi; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

f. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

g. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 7 

Bidang Ketahanan Pangan 
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Pasal 83 
(1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan teknis dan melaksanakan  koordinasi sistem 
ketahanan pangan serta melakukan pengendalian, penilaian 
dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan  ketahanan 

pangan; 
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dan 

koordinasi dibidang ketahanan pangan berdasarkan  
kebijakan yang ditetapkan Walikota; 

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan 
penanggulangan ketahanan pangan; 

d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi  atas ketersediaan, 
distribusi dan kebutuhan pangan guna mendukung 
ketahanan pangan; 

e. pengumpulan,pengolahan dan penyajian data ketahanan 
pangan; 

f. penyusunan prosedur kerja dibidang ketahanan pangan; 
g. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

Ketahanan Pangan;  
i. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas  
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana atau program teknis sebagai bahan 

masukan bagi atasan dalam merumuskan kebijakan teknis 
dibidang ketahanan pangan; 

b. menyusun rencana kegiatan dibidang ketahanan pangan 
berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan 
tahun yang lalu sebagai masukan bagi atasan dalam 
menetapkan usulan kegiatan yang akan datang; 
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c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah 
tertulis maupun lisan untuk mempermudah bawahan dalam 
melaksanakan tugas; 

d. mendistribusikan tugas dibidang ketahanan pangan kepada 
bawahan agar mencapai hasil yang maksimal; 

e. menyusun prosedur kerja dibidang ketahanan pangan 
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi bawahan; 

f. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui pendekatan 
langsung maupun tidak langsung agar proses kegiatan 
berjalan dengan lancar; 

g. memeriksa, memaraf dan menandatangani surat-surat serta 
dokumen lainnya berdasarkan ajuan dari bawahan agar 
dapat segera ditindaklanjuti; 

h. melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan evaluasi 
ketahanan pangan; 

i. mengkoordinasikan sistem ketahanan pangan dengan 
instansi terkait agar diperoleh keselarasan dan keterpaduan 
dalam pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan koordinasi ketahanan pangan antar bidang 
dan instansi terkait untuk memperoleh data sebagai bahan 
analisis dan menyusun data ketersediaan, konsumsi dan 
distribusi pangan serta laporan Sistem Ketahanan Pangan 
dan Gizi (SKPG); 

k. menyusun peta rawan pangan tingkat Kecamatan 
berdasarkan data yang ada di lapangan guna mengetahui 
tingkat resiko rawan pangan; 

l. melaksanakan pemantauan ketersediaan dan konsumsi 
pangan secara berkala agar diketahui pola 
perkembangannya; 

m. melaksanakan identifikasi pola konsumsi pangan yang 
berbasis sumber daya wilayah guna pengembangan pangan 
lokal; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan atau sistem 
ketahanan pangan sebagai bahan perencanaan kegiatan 
yang akan datang; 

o. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
yang timbul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 
untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahannya; 
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p. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan lebih 
lanjut;  

r. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

s. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

t. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
 

Pasal 84 
Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari: 
a. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan 
b. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 
Pasal 85 

(1) Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional serta 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program ketersediaan 
dan distribusi pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Ketersediaan dan Distribusi 
Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang ketersediaan dan 

distribusi pangan; 
b. menginventarisasi, mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyajikan data ketersediaan pangan sebagai bahan 
koordinasi dalam bidang ketersediaan dan distribusi 
pangan; 

c. menyusun bahan rencana koordinasi dalam perencanaan, 
pemantauan dan evaluasi penyediaan produksi pangan 
nabati dan hewani; 
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d. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pengkajian 
ketersediaan dan pengembangan cadangan pangan; 

e. menganalisis data untuk bahan penyusunan penetapan 
standar pelayanan distribusi pangan; 

f. memetakan pengembangan jalur distribusi dan 
perdagangan bahan pangan yang strategis; 

g. menyusun pedoman teknis pengkajian kelayakan harga 
pangan strategis; 

h. menginventarisir, mengidentifikasi dan memantau sarana 
dan prasarana distribusi pangan; 

i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 
ketersediaan dan distribusi pangan;  

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

k. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

l. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 86 

(1) Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional serta 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program konsumsi dan 
keamanan  pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja Subbidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan; 
b. menginventarisasi, mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyiapkan bahan koordinasi pengembangan konsumsi; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemantauan 

dan penanganan daerah rawan pangan dan gizi; 
d. menyusun indikator dan parameter penganekaragaman 

konsumsi pangan wilayan dan rumah tangga; 
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e. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengkajian 
penganekaragaman konsumsi pangan; 

f. melaksanakan identifikasi dan pengembangan pangan lokal 
sesuai dengan potensi wilayah; 

g. melakukan inventarisasi dan sosialisasi pengembangan 
teknologi tepat guna dalam menunjang bisnis pangan; 

h. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi 
peningkatan mutu dan keamanan pangan; 

i. menyiapkan bahan dukungan kerja sama, koordinasi dan 
pemantauan terhadap upaya perlindungan konsumen atas 
bahan pangan; 

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;  

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

l. membina dan mengarahkan bawahan langsung maupun 
tidak langsung agar mencapai kinerja yang optimal; 

m. menilai prestasi kerja  bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
BAB VI 

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 87 
(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan 

c. Bidang Bina Ideologi dan Politik, terdiri dari: 
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a. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan 
Sosial; dan 

b. Subbidang Politik dan Pemilihan Umum 
d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: 

a. Subbidang Kesiagaan; dan 
b. Subbidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

e. Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan 
Fungsional, terdiri dari: 
a. Subbidang Bina Organisasi Politik; dan 
b. Subbidang Bina Organisasi Kemasyarakatan dan 

Fungsional 
(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi 
Subbagian.  

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing 
membawahi Subbidang.  

(8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
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Pasal 88 
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, 
politik dan perlindungan masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, 

politik dan perlindungan masyarakat; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan 
bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana 

strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Badan 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, 
politik dan perlindungan masyarakat, meliputi bina ideologi 
dan politik, bina organisasi politik, kemasyarakatan dan 
fungsional serta perlindungan masyarakat; 

c. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan 
keuangan serta umum dan kepegawaian; 

d. mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan program 
dan kegiatan pada secretariat dan bidang-bidang 
dibawahnya; 

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat yang meliputi bina ideologi dan politik, bina 
organisasi politik, kemasyarakatan dan fungsional serta 
perlindungan masyarakat; 
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f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
bidang bina ideologi dan politik, bina organisasi politik, 
kemasyarakatan dan fungsional serta perlindungan 
masyarakat; 

g. melaksanakan pengamatan, deteksi dini dan pemantauan 
daerah rawan bencana; 

h. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada 
masyarakat di daerah rawan bencana; 

i. melaksanakan koordinasi, komunikasi serta informasi dalam 
kegiatan penaggulangan bencana; 

j. mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kesiapan 
aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan 
keamanan lingkungan; 

k. melakukan pembinaan, memberi arahan, petunjuk dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 

l. memberikan saran kepada atasan sebagai bahan 
pertimbangan sesuai bidangnya; 

m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota 
sesuai bidang tugas pokok dan fungsi. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 89 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
teknis administratif, meliputi  pengelolaan urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program 
rencana serta mengkoordinasikan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Badan; 
b. perencanaan anggaran pembiayaan Badan; 
c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya 

dilingkungan Badan; 
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
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e. pelaksanaan pengendalian pembiayaan; 
f. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; 
g. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi; 
h. penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, 

keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-
undangan; 

i. pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit 
pengelola; 

j. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan; 
k. pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan; 
l. pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja;  
m. pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 

pelaksanaan kegiatan Badan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Badan; 
b. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan 

tahunan Badan; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran 

dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan; 
d. menyusun rencana program dan kegiatan internal 

Sekretariat; 
e. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 

satuan organisasi dilingkungan Badan; 
f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dilingkungan 

Badan; 
g. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang 
inventaris Badan; 

h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian 
dilingkungan Badan; 

i. membantu atasan dalam melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian program dan kegiatan Badan; 
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j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan 
dilingkungan Sekretariat; 

k. membantu atasan dalam mengkoordinasikan proses 
pengadaan barang/jasa dilingkup Badan; 

l. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

m. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan-
laporan pelaksanaan kegiatan Badan; 

o. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

Pasal 90 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

 
Pasal 91 

(1) Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 
melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran, 
monitoring pelaksanaan anggaran serta menyajikan data 
evaluasi kinerja Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Monitoring dan 
Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun bahan koordinasi perencanaan, pengendalian 

program kegiatan dan Anggaran serta pembagian kegiatan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing 
bidang; 

b. menyiapkan dan menyusun rencana strategis (Renstra) 
Badan; 

c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja (Renja) Badan; 
d. menyiapkan dan menyusun rencana dan penetapan kinerja 

tahunan (RKT dan PKT) Badan; 
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e. mengkoordinasikan dan menyusun laporan Pengendalian 
Operasional Kegiatan (POK) tahun berjalan; 

f. membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan 
Pengendalian Operasional (POK) kegiatan Badan; 

g. membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas dan tertib administrasi pertanggungjawaban kinerja 
kegiatan Badan;  

h. menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan 

i. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Perencanaan, 
Monitoring dan Evaluasi; 

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 92 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, 
pengadaan kebutuhan barang jasa, pemeliharaan dan 
inventarisasi barang-barang perlengkapan, penyelenggaraan 
urusan kehumasan dan perpustakaan serta menyusun rencana 
kebutuhan dan pembinaan kepegawaian, pengendalian, 
monitoring dan evaluasi sesuai bidang tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana, program dan kegiatan;  
b. melaksanakan urusan kearsipan dan pengagendaan surat 

menyurat baik surat masuk maupun surat keluar; 
c. melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah 

tangga Badan, termasuk perjalanan dinas. 
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d. melaksanakan administrasi dan pengelolaan 
inventaris/barang Badan (rencana pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan 
pelaporan); 

e. mempersiapkan pelaksanaan  kegiatan protokoler dan 
kehumasan; 

f. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan; 
g. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi 

kepegawaian dilingkungan Badan, mempersiapkan rencana 
kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, 
pemberhentian serta pensiun pegawai dilingkungan Badan; 

h. mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan 
pangkat pegawai dilingkungan Badan; 

i. membuat daftar urut kepangkatan, cuti dan absensi 
pegawai; 

j. melaksanakan pengurusan kartu kepegawaian antara lain 
Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen termasuk rekomendasi 
kredit pada bank; 

k. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan; 

n. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 93 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
kegiatan dan melaksanakan pengendalian anggaran, 
pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan; 
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b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan 
rencana kerja anggaran; 

c. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semester 
dan prognosis tahun berjalan; 

d. membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan 
perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca 
Badan; 

e. membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan 
Badan; 

f. membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
akuntansi anggaran Badan; 

g. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan 
dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; 

h. melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan 
kegiatan pada Badan; 

i. membuat laporan keuangan setiap triwulan, semester dan 
tahunan; 

j. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan;  

 
m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 

sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

sesuai bidang tugas. 
 

Paragraf 3 
Bidang Bina Ideologi dan Politik 

 
Pasal 94 

(1) Bidang Bina Ideologi dan Politik mempunyai tugas pokok 
merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan 
kegiatan, menganalisis atas pelaksanaan kegiatan dibidang 
Bina Ideoliogi dan Politik, pengendalian kewaspadaan nasional 
di daerah, pengelolaan kegiatan intelijen, koordinasi kegiatan 
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upacara-upacara besar dan melakukan pengendalian, 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Politik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam 

bidang Bina Ideologi dan Politik; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang Bina Ideologi dan Politik; 
c. pelaksanaan kegiatan bidang Bina Ideologi dan Politik, 

pengelolaan dan koordinasi kegiatan intelijen serta 
pengkoordinasian kegiatan upacara-upacara nasional dan 
daerah;  

d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 
Bina Ideologi dan Politik serta fasilitasi kegiatan Pemilu dan 
Pilkada di Daerah;  

e. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Bina Ideologi dan Politik mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan; 
b. mengumpulkan, mengkaji, mendayagunakan, 

mengamankan dan memelihara  data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data; 
d. merumuskan kebijakan operasional dibidang ketahanan 

ideologi negara, politik, wawasan dan ketahanan bangsa, 
kewaspadaan nasional dalam konteks stabilitas keamanan 
di daerah, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan 
penghargaan kebangsaan serta pengkoordinasian kegiatan 
upacara-upacara hari besar; 

e. melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan sosial, ideologi, 
politik, Pemilu dan Pilkada; 

f. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada 
masyarakat dibidang wawasan kebangsaan, ketahanan 
ideologi dan politik; 
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g. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang 
ketahanan ideologi dan politik; 

h. meningkatkan kapasitas aparatur dibidang ketahanan 
ideologi dan politik; 

i. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik; 

j. mengkoordinasikan perencanaan, kesiapan dan 
pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; 

k. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan; 

n. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 95 

Bidang Bina Ideologi dan Politik terdiri dari: 
a. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial; dan 
b. Subbidang Politik dan Pemilihan Umum. 

 
Pasal 96 

(1) Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi,  perumusan 
kebijakan Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan 
Sosial dan menyajikan data sebagai bahan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasional dan 
Ketahanan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan;   
b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis; 
c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional; 
d. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan; 
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e. melaksanakan pendataan dan monitoring orang asing dan 
lembaga asing; 

f. melaksanakan pendataan, monitoring dan pengawasan 
terhadap organisasi terlarang; 

g. menyusun bahan koordinasi kegiatan intelijen daerah dan 
pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan 
sosial; 

h. menyusun bahan koordinasi pelaksanan kegiatan upacara-
upacara nasional dan daerah; 

i. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 97 

(1) Subbidang Politik dan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan melaksanakan 
sosialisasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi di 
Subbidang Politik dan Pemilihan Umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Politik dan Pemilihan Umum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan; 
b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis; 
c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional; 
d. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan; 
e. mengumpulkan bahan dan data jumlah pemilih; 
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi 

perundang-undangan bidang politik dan undang-undang 
Pemilu; 



 541

g. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
penyelenggaraan pemilu; 

h. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas; 

Paragraf 4 
Bidang Perlindungan Masyarakat 

 
Pasal 98 

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan, melaksanakan 
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
Bidang Perlindungan Masyarakat serta melakukan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang 

perlindungan masyarakat; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang perlindungan masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat;  
d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang 

perlindungan masyarakat; 
e. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugas. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang 
perlindungan masyarakat; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
perlindungan masyarakat; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data bidang 
perlindungan masyarakat; 

d. meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur  dibidang 
pendidikan, latihan dan ketrampilan serta upaya 
perlindungan masyarakat; 

e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang 
perlindungan masyarakat; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan, 
pemantauan dan pemetaan daerah rawan potensi konflik 
sosial dan bencana; 

g. mengkoordinasikan  serta menyiapkan sarana dan 
prasarana evakuasi korban konflik sosial dan bencana; 

h. mengkoordinasikan kesiapan keamanan lingkungan dan 
penanganan bencana alam; 

i. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

Pasal 99 
Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari: 
a. Subbidang Kesiagaan; dan 
b. Subbidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. 
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Pasal 100 
(1) Subbidang Kesiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 

huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, sosialisasi, pelatihan dan koordinasi 
Subbidang Kesiagaan serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Kesiagaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan; 
b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis;  
c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional; 
d. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan; 
e. melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik sosial dan 

bencana; 
f. menyiapkan sosialisasi dan prosedur penanganan konflik 

sosial dan penanggulangan bencana; 
g. menyusun bahan rencana pelatihan pemberdayaan 

penanganan bencana dan konflik sosial;  
h. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

penanganan bencana dan konflik sosial;  
i. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan; 
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan; 
k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas 

 
Pasal 101 

(1) Subbidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 
pelatihan dan koordinasi di Subbidang Pemberdayaan 
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Perlindungan Masyarakat serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan;  
b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis; 
c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional; 
d. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan; 
e. melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur 

perlindungan masyarakat;  
f. melaksanakan pelatihan pemberdayaan pengamanan dan 

kenyamanan lingkungan; 
g. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

pemberdayaan dan pengerahan aparatur perlindungan 
masyarakat dalam penanganan konflik dan bencana alam;        

h. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

k. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 5 

Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional 
 

Pasal 102 
(1) Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan 

Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, 
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, 
menganalisis atas pelaksanaan kegiatan Bidang.  
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan 
dan Fungsional menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam 

Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan 
Fungsional; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan 
Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan 
Fungsional; 

c. pelaksanaan kegiatan bidang bina organisasi politik, 
kemasyarakatan dan fungsional; dan 

d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang 
Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Bina Organisasi Politik, 
Kemasyarakatan dan Fungsional mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Bina 

Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Bina 
Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Bidang 
Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional; 

d. merumuskan kebijakan operasional dibidang bina organisasi 
politik, kemasyarakatan dan fungsional; 

e. melaksanakan kegiatan dibidang bina organisasi politik, 
kemasyarakatan dan fungsional; 

f. meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol dan Linmas 
dibidang bina organisasi politik, kemasyarakatan dan 
fungsional; 

g. mengkoordinasikan kegiatan pertemuan dengan organisasi 
politik, organisasi masyarakat dan fungsional; 

h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan forum 
komunikasi dan konsultasi tokoh agama, tokoh masyarakat 
dan profesi; 

i. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 
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j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

l. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas 

 
Pasal 103 

Bidang Bina Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Fungsional 
terdiri dari: 
a. Subbidang Bina Organisasi Politik; dan 
b. Subbidang Bina Organisasi Kemasyarakatan dan Fungsional 

 
Pasal 104 

(1) Subbidang Bina Organisasi Politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 103 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan, pendataan, monitoring dan 
koordinasi di Subbidang Organisasi Politik serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbidang Bina Organisasi Politik 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan dibidang organisasi politik, kemasyarakatan dan 
fungsional; 

b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis 
dibidang bina organisasi politik, kemasyarakatan dan 
fungsional;  

c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional 
dibidang organisasi politik, kemasyarakatan dan fungsional;  

d. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Bina 
Organisasi Politik; 

e. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Bina 
Organisasi Politik; 

f. melaksanakan pendataan dan monitoring organisasi politik; 
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g. menyiapkan penyelenggaraan forum komunikasi organisasi 
politik;   

h. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan  kinerja bawahan;dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 105 

(1) Subbidang Bina Organisasi Kemasyarakatan dan Fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pendataan, 
monitoring dan koordinasi di Subbidang Bina Organisasi dan 
Kemasyarakatan dan Fungsional dan menyiapkan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbidang Bina Organisasi Kemasyarakatan 
dan Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan dibidang Bina Organisasai Politik, Kemasyarakatan 
dan Fungsional; 

b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis 
dibidang Bina Bina Organisasai Politik, Kemasyarakatan 
dan Fungsional;  

c. menyiapkan data sebagai bahan kebijakan operasional 
dibidang Bina Organisasai Politik, Kemasyarakatan dan 
Fungsional;  

d. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Bina 
Organisasi Kemasyarakatan dan Fungsional; 

e. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Bina 
Organisasi Kemasyarakatan dan Fungsional; 

f. melaksanakan pendataan dan monitoring organisasi 
kemasyarakatan dan fungsional; 
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g. menyiapkan penyelenggaraan forum komunikasi organisasi 
kemasyarakatan dan fungsional;      

h. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan  bidang perlindungan 
masyarakat;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan  kinerja bawahan;dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
 

BAB VII 
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 106 

(1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas: 
a. Kepala Kantor; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Perencanaan dan Lingkungan Hidup; 
d. Seksi Konservasi dan Pemulihan; 
e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. 

(2) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.   
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Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Kantor Lingkungan Hidup 
 

Pasal 107 
(1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

lingkungan hidup;  
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan 

lingkungan hidup, konservasi dan pemulihan, pengendalian 
dan pengawasan; 

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui 

pembahasan dan kajian seksi-seksi sebagai bahan 
penetapan kebijakan Daerah; 

b. menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan sebagai 
pedoman kerja; 

c. menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan 
kajian seksi-seksi sebagai pedoman penyusunan Rencana 
Kerja Tahunan; 

d. menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai Rencana 
Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran 
Seksi-seksi sebagai pedoman kerja; 
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e. menyusun dan melaksanakan Rencana Anggaran sesuai 
ketentuan agar sasaran dan target yang ditetapkan dapat  
tercapai; 

f. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

g. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

h. menyelenggarakan manajemen dan pemberian 
rekomendasi serta perizinan dibidang lingkungan hidup 
untuk meningkatkan pelayanan; 

i. melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang 
lingkungan hidup sesuai program kerja; 

j. mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi 
dan kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyusun konsep produk hukum sesuai ketentuan untuk 
bahan penetapan produk hukum daerah dibidang 
lingkungan hidup; 

l. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan agar 
tugas-tugas terlaksana dengan tertib dan lancar; 

m. menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup sesuai kewenangan sebagai masukan 
untuk penetapan kebijakan Walikota; 

n. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 
sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pegawai sesuai 
ketentuan agar kinerja meningkat; 

q. memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar 
pelaksanaan tugas selaras dengan visi dan misi Kantor; 

r. mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian 
sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya;  

s. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan  kinerja bawahan; dan 

t. melaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Walikota 
sesuai tugas pokok dan fungsi. 
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Paragraf 2 
Subbagian Tata Usaha 

 
Pasal 108 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 
pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Kantor. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Subbagian Tata Usaha 

berdasarkan data dan ketentuan untuk penyusunan 
program kerja; 

b. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha sesuai 
ketentuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 

c. menyiapkan konsep Rencana Anggaran Kantor melalui 
koordinasi dengan Seksi-seksi sebagai bahan penetapan 
sasaran dan target Kantor; 

d. menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi 
dengan Seksi-seksi sebagai bahan penyusunan produk 
hukum daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, 
kearsipan, pengadaan dan inventarisasi barang dan 
perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan sesuai 
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga 
Kantor berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta 
tertib administrasi dan keharmonisan kerja; 

h. mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi 
sesuai ketentuan untuk peningkatan pelayanan; 

i. mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel 
melalui koordinasi antar seksi agar tidak terjadi tumpang-
tindih pelaksanaan tugas; 
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j. mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian 
tugas masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian 
arah; 

k. memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan 
agar memperoleh hasil kerja yang memuaskan; 

l. menyusun konsep surat yang bersifat rahasia yang 
berhubungan dengan kepegawaian dan surat lain atas 
perintah atasan;  

m. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi 
perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan 
tindak lanjut 

n. menyusun laporan kegiatan tahunan sesuai ketentuan 
sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas; 

o. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

p. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan;dan 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

Paragraf 3 
Seksi-seksi 

 
Pasal 109 

(1) Seksi Perencanaan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
pokok menyusun bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
kegiatan perencanaan dan lingkungan serta melakukan 
pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Lingkungan 
Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi 

perencanaan dan lingkungan hidup melalui koordinasi  
sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. merumuskan rencana dan sasaran program kerja di seksi  
perencanaan dan lingkungan hidup  melalui koordinasi  
sebagai bahan masukan bagi atasan; 
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c. merencanakan kegiatan di seksi perencanaan dan 
lingkungan hidup untuk menunjang keberhasilan program 
kerja; 

d. mengkoordinasikan program kerja baik pendapatan maupun 
belanja di seksi  perencanaan dan lingkungan hidup secara 
periodik agar sesuai dengan program kerja; 

e. membina  personel bawahan secara rutin agar pelaksanaan 
program kerja  di seksi perencanaan dan lingkungan hidup 
berjalan dengan efisien dan efektif; 

f. mengarahkan pelaksanaan  rencana program kerja  di seksi 
perencanaan dan lingkungan hidup  baik secara lisan 
maupun tertulis agar sesuai dengan sasaran kerja; 

g. menyelenggarakan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan 
serta penyajian data/barang di seksi perencanaan dan 
lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ada  untuk tertib 
administrasi; 

h. mengevaluasi pelaksanaan program kerja di seksi 
perencanaan dan lingkungan hidup secara periodik agar 
tercapai sasaran program kerja; 

i. menyiapkan petunjuk teknis pengkajian lingkungan hidup; 
j. melakukan pengkajian, pemantauan dan pengawasan atas 

penyusunan/pelaksanaan dokumen dan perizinan di seksi 
perencanaan dan lingkungan hidup; 

k. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan 
izin gangguan (HO), izin pembuangan limbah cair (IPLC), 
izin/rekomendasi air bawah tanah/air permukaan tanah 
(ABT/APT), UKL-UPL, AMDAL dan izin/rekomendasi 
lingkungan lainnya; 

l. melaporkan pelaksanaan program kerja  Seksi 
Perencanaan dan  Lingkungan Hidup secara rutin dan 
periodik baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan 
bagi atasan;  

m. menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 
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Pasal 110 
(1) Seksi Konservasi dan Pemulihan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
kegiatan pengawasan, pengendalian terhadap pengelolaan 
limbah, pencemaran tanah, air dan udara, pengkajian dokumen 
lingkungan,  pengembangan baku mutu lingkungan, serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Konservasi dan Pemulihan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Konservasi dan Pemulihan  
secara periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis untuk 
pemulihan dan konservasi sumber daya alam; 

c. mendistribusikan  tugas kepada personel bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 
pekerjaan cepat terselesaikan; 

d. mengatur  tugas  pelaksanaan kerja pemulihan dan 
konservasi sumber daya alam melalui pembagian kerja agar 
berjalan lancar; 

e. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan 
izin/rekomendasi Air Bawah Tanah/Air Permukaan Tanah 
(ABT/APT) dan perizinan/rekomendasi pemanfaatan 
sumber daya alam lainnya sebagai bahan kepada  atasan; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka penang-gulangan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan akibat bencana; 

g. melaksanakan pelestarian kawasan yang beresiko 
menimbulkan/rawan bencana lingkungan skala kota; 

h. melaksanakan kebijakan konservasi, perhutanan sosial 
pemulihan dan pemanfaatan berkelanjutan 
keanekaragaman hayati; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan akibat 
pencemaran limbah dan penanggulangan kecelakaan 
pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 
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j. menginventarisasikan, memfasilitasi dan melaksanakan 
kegiatan bersama dengan pihak terkait agar tercapai 
program yang terpadu; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi 
Konservasi dan Pemulihan  secara rutin dan periodik baik 
lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan bagi atasan;  

l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Pasal 111 

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
kegiatan pengendalian, pengawasan terhadap pengelolaan 
limbah, pencemaran tanah, air dan udara, pengkajian dokumen 
lingkungan,  pengembangan baku mutu lingkungan, serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan program kerja baik pendapatan maupun 

belanja dilingkungan Seksi Pengendalian dan Pengawasan 
secara periodik sebagai bahan masukan bagi atasan; 

b. mendistribusikan  tugas kepada personel bawahan sesuai 
bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. mengkoordinasikan dengan instansi teknis hal-hal yang 
berhubungan dengan pengendalian penggunaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3); 

d. mengatur tugas  pengawasan dan pengendalian  terhadap 
pengelolaan limbah, pencemaran tanah, air dan udara 
melalui pembagian kerja agar berjalan lancar; 

e. melaksanakan tugas pengkajian dokumen lingkungan agar 
pengawasan dan pengendalian dapat berjalan lancar; 

f. melaksanakan tugas pengembangan baku mutu lingkungan; 
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g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka 
penerbitan izin gangguan (HO), IPLC, UKL-UPL, AMDAL 
dan perizinan/rekomendasi lingkungan lainnya sebagai 
bahan kepada atasan; 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar 
berjalan efisien dan efektif; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi 
Pengendalian dan Pengawasan secara rutin dan periodik 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan bagi 
atasan;  

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi,  dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
BAB VIII 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 112 

(1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 
terdiri atas: 
a. Kepala Kantor; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Perpustakaan; 
d. Seksi Arsip Daerah; 
e. Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan. 

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
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(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.   

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

 
Pasal 113 

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan 

arsip daerah;  
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan 

dan arsip daerah; 
d. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Kantor; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan kebijakan bidang Perpustakaan dan Arsip 

Daerah dengan pembahasan  dan kajian Subbagian dan 
Kepala Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menetapkan kebijakan teknis bidang Perpustakaan dan 
Arsip Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai 
pedoman penyusunan prosedur tetap; 

c. menetapkan Renstra perangkat daerah setelah dibahas dan 
dikaji dengan Seksi sebagai pedoman kerja dan 
penyusunan Rencana Tahunan; 
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d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang 
Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan pihak terkait agar 
diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

e. menetapkan rencana tahunan berdasarkan masukan, saran 
Subbagian dan Kepala Seksi sebagai pedoman kerja; 

f. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran sebagai bahan koordinasi 
penyusunan APBD; 

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang 
Perpustakaan dan Arsip Daerah agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar; 

h. mengarahkan penyelenggaraan ketatausahaan Kantor; 
i. menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan yang 

berlaku agar rencana dapat tercapai; 
j. mengendalikan seluruh kegiatan dengan memanfaatkan 

sumber daya agar pelaksanaan sesuai dengan rencana; 
k. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan baik dari segi 

fisik, administrasi, keuangan dan fungsional agar 
pelaksanaan tugas terpenuhi; 

l. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 
perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat  agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

m. mengevaluasi seluruh kegiatan perpustakaan dan arsip 
daerah berdasarkan capaian agar pelaksanaan berikutnya 
lebih baik; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan arsip 
daerah  sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

o. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 2 

Subbagian Tata Usaha 
 

Pasal 114 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 

pelayanan teknis administratif  meliputi pengelolaan urusan 
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keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan dilingkungan Kantor. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha 

dalam bentuk  draf uraian kegiatan, jadwal pelaksanaan dan 
anggaran kegiatan untuk disampaikan dan dibahas bersama 
dengan Kepala Kantor; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar pengelolaan 
keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
perpustakaan, peraturan perundang-undangan, 
ketatalaksanaan dan kehumasan dapat terlaksana dengan 
tertib dan lancar.; 

c. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai 
dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan 
Kantor; 

d. melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
sesuai dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 

e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah; 

f. melaksanakan tugas kehumasan untuk urusan intern Kantor 
melalui penyampaian disposisi maupun perintah lisan Kepala 
Kantor kepada seluruh karyawan Kantor; 

g. menyiapkan rapat koordinasi antara Kepala Kantor  dengan 
para Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan seluruh karyawan 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

h. melakukan penyusunan notulen rapat sebagai laporan tertulis 
keputusan rapat kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah; 

i. melakukan penyusunan konsep naskah dinas yang 
dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat  maupun dalam 
bentuk  produk hukum yang ditujukan kepada pihak lain; 

j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan sebagai 
wujud pertanggungjawaban kinerja; 
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k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas 
kerja bawahan;  

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan;dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Seksi-seksi 
 

Pasal 115 
(1) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan 
peminjaman, pengembalian, penagihan, perawatan buku serta 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Perpustakaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Perpustakaan dalam bentuk  draf uraian, kegiatan, jadwal 
pelaksanaan dan anggaran kegiatan; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Perpustakaan dapat 
terlaksana dengan tertib dan lancar; 

c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak 
terkait agar diperoleh  sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

d. melakukan penyusunan konsep naskah dinas yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Perpustakaan; 

e. melaksanakan pengelolaan buku-buku perpustakaan sesuai 
peraturan yang berlaku; 

f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana 
penataan buku perpustakaan dan melaksanakan 
pengadaan sarana penataan serta penambahan koleksi 
buku-buku perpustakaan; 
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g. melaksanakan kegiatan peminjaman buku-buku 
perpustakaan kepada pihak yang meminjam sesuai dengan 
pedoman dan peraturan yang berlaku; 

h. melaksanakan penagihan buku-buku yang terlambat 
dikembalikan oleh peminjam; 

i. melakukan perawatan buku-buku perpustakaan yang rusak; 
j. melakukan penyusunan konsep laporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Perpustakaan;  
k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

 
Pasal 116 

(1) Seksi Arsip Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, 
penyimpanan, penilaian, penyelamatan, pemusnahan dan 
penyusunan Jadwal Retensi Arsip serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Arsip Daerah mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kearsipan 

dalam bentuk  draf uraian, kegiatan, jadwal pelaksanaan 
dan anggaran kegiatan; 

b. membagi tugas  kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Kearsipan  dapat 
terlaksana dengan tertib dan lancar; 

c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak 
terkait agar diperoleh  sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

d. melakukan pengelolaan arsip aktif dan inaktif berdasarkan 
peraturan yang berlaku; 

e. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana 
penataan arsip dan melaksanakan pengadaan kebutuhan 
sarana penataan arsip; 
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f. melaksanakan penyimpanan arsip dengan menggunakan 
peralatan dan berdasarkan peraturan yang berlaku; 

g. melaksanakan penilaian arsip dan untuk disimpan secara 
permanen, dinilai kembali dan dimusnahkan; 

h. melaksanakan penyelamatan arsip meliputi perawatan 
ruangan dan fisik arsip dengan cara fumigasi, kamperisasi, 
laminasi, reproduksi agar arsip dapat terjaga fisik dan 
informasinya; 

i. melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah dinilai dan 
habis masa simpannya berdasarkan peraturan yang 
berlaku; 

j. melakukan penyusunan jadwal retensi arsip berdasarkan 
peraturan yang berlaku sebagai dasar penyusutan maupun 
pemusnahan arsip; 

k. melaksanakan sistem jaringan informasi kearsipan  
berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku; 

l. melakukan penyusunan konsep naskah dinas yang 
berkaitan dengan  pelaksanaan kegiatan Seksi Kearsipan;  

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
langsung sesuai dengan bidang tugas. 

 
Pasal 117 

(1) Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas 
pokok menyiapkan bahan rencana, melaksanakan kegiatan 
bimbingan teknis perpustakaan dan kearsipan serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina 

Perpustakaan dan Kearsipan dalam bentuk  draf uraian, 
kegiatan, jadwal pelaksanaan dan anggaran kegiatan; 
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b. membagi tugas  kepada bawahan agar pelaksanaan 
kegiatan operasional pada Seksi Bina Perpustakaan dan 
Kearsipan  dapat terlaksana dengan tertib dan lancar; 

c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak 
terkait agar diperoleh  sinkronisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan; 

d. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis perpustakaan 
kepada pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan 
agar mampu dan terampil dalam pengelolaan perpustakaan; 

e. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis kearsipan kepada 
pengelola kearsipan perangkat daerah agar mampu dan 
terampil dalam penataan arsip; 

f. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan 
perpustakaan di Kelurahan dan Sekolah agar dapat  
terlaksana dengan tertib dan lancar; 

g. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan kearsipan 
di Perangkat daerah  agar dapat terlaksana dengan tertib 
dan lancar; 

h. melakukan penyusunan konsep bahan evaluasi berkaitan 
dengan  pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Perpustakaan 
dan Kearsipan; 

i. melakukan penyusunan konsep naskah dinas yang 
berkaitan dengan  pelaksanaan kegiatan Seksi Bina 
Perpustakaan dan Kearsipan; 

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

m. menilai Prestasi Kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan;dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
langsung sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

BAB IX 
KANTOR PENANAMAN MODAL  

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
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Pasal 118 
(1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri atas: 

a. Kepala Kantor; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal; 
d. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman 

Modal; 
e. Seksi Pengkajian Kerjasama Penanaman Modal. 

(2) Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai 
dengan bidang tugasnya.   

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Kantor Penanaman Modal 

 
Pasal 119 

(1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kewenangan dibidang penanaman modal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;  
b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang penanaman 

modal; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha penanaman modal; 
d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan serta menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja 
Kantor Penanaman Modal; 

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal 
yang meliputi promosi dan informasi penanaman modal, 
pengembangan dan pengendalian penanaman modal, dan 
pengkajian kerjasama penanaman modal; 

c. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan 
kepegawaian Kantor; 

d. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan 
program kegiatan pada Subbagian Tata Usaha serta Seksi-
seksi dibawahnya; 

e. menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan 
dapat mencapai sasaran; 

f. menetapkan kebijakan teknis berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang 
penanaman modal yang meliputi promosi dan informasi 
penanaman modal, pengembangan dan pengendalian 
penanaman modal, dan pengkajian kerjasama penanaman 
modal; 

h. menyelenggarakan kewenangan lain dibidang pelayanan 
dan pengendalian penanaman modal yang belum 
ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan 
pemerintah pusat dan provinsi; 

i. mengkoordinasikan kegiatan promosi potensi kota dan 
promosi penanaman modal; 

j. melaksanakan pembinaan terhadap investor dalam rangka 
peningkatan penanaman modal; 

k. menyusun konsep produk hukum sesuai ketentuan untuk 
bahan penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota; 

l. menyampaikan usul dan saran yang berkaitan dengan 
penanaman modal sesuai kewenangan sebagai masukan 
untuk penetapan kebijakan Walikota; 

 566 

m. melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai ketentuan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pegawai sesuai 
ketentuan agar kinerja meningkat;  

o. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 
Subbagian Tata Usaha 

 
Pasal 120 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 
pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Kantor. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis 

(Renstra), Renja, PK, RKA dan DPA; 
b. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Tata 

Usaha; 
c. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 

satuan organisasi dilingkungan Kantor; 
d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dilingkungan 

Kantor; 
e. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan tertib administrasi serta pengelolaan 
barang-barang inventaris Kantor; 

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, 
ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Kantor; 

g. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan Kantor;  

i. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan 
sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja; 
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j. menyusun laporan kegiatan tahunan sesuai ketentuan 
sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagai 
wujud pertanggungjawaban; 

l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan;dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Seksi-seksi 
 

Pasal 121 
(1) Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai 

tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan  
promosi, informasi dalam rangka pengembangan potensi 
daerah, melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi dan Informasi Penanaman 
Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan program kerja seksi promosi  dan  informasi 

penanaman modal berdasarkan rencana strategis kota 
sebagai pedoman; 

b. menyiapkan konsep pelaksanaan kebijakan teknis promosi 
dan informasi penanaman modal agar arus inventaris 
berjalan sesuai rencana; 

c. melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal 
guna sinkronisasi kinerja Kantor; 

d. memantau dan mengevaluasi perkembangan program dan 
informasi penanaman modal agar kegiatan promosi terdata; 

e. memeriksa dan meneliti laporan hasil pelaksanaan tugas 
kegiatan seksi promosi dan informasi penanaman modal 
sebagai bahan masukan atasan; 
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f. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
teknis dan literatur yang berkaitan dengan promosi dan 
informasi penanaman modal guna kelancaran tugas; 

g. mengelola proses kerjasama dengan pihak terkait dalam 
upaya peningkatan dan pengembangan promosi dan 
informasi penanaman modal; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; 

i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

j. memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan 
bawahan dalam bentuk DP3 sebagai cerminan kinerja 
bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

Pasal 122 
(1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal 

mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan 
melaksanakan pengembangan, pengendalian investasi, 
penanaman modal dan melakukan pengendalian, penilaian dan 
monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian 
Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi 

Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian 
penanaman modal; 

c. menyiapkan bahan pemantauan dalam pengembangan 
perusahaan daerah guna peningkatan kinerja perusahaan 
daerah; 

d. menyiapkan dan menyusun data potensi daerah dan 
pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung 
investasi; 
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e. melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal 
guna sinkronisasi kinerja Kantor; 

f. memberikan layanan informasi tentang kebijakan 
penanaman modal dalam upaya peningkatan investasi;   

g. melaksanakan monitoring terhadap investor agar arah 
investasi sesuai rencana; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; 

i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

j. memberikan penilaian kepada bawahan yang tertuang 
dalam DP3 sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 123 

(1) Seksi Pengkajian Kerjasama Penanaman Modal mempunyai 
tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan 
pengkajian kerjasama  penanaman modal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengkajian Kerjasama Penanaman 
Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi pengkajian 

Kerjasama penanaman modal; 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan kerjasama penanaman modal; 

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
pelayanan kerjasama penanaman modal; 

d. menggali potensi kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
rangka penanaman modal di daerah; 

e. melaksanakan pengkajian kerjasama penanaman modal 
daerah; 

f. melaksanakan,  mengajukan usulan  materi kerjasama 
dengan dunia usaha dibidang penanaman modal di tingkat 
kota; 
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g. melaksanakan,  mengajukan usulan  materi kerjasama 
internasional dibidang penanaman modal di tingkat kota; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; 

i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi pengkajian Kerjasama 
penanaman modal; 

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
BAB X 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMUM DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 124 

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah 
terdiri atas: 
a. Direktur; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

a. Subbagian Umum; 
b. Subbagian Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan 

c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: 
a. Seksi Medik Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan 
b. Seksi Medik Khusus 

d. Bidang Keperawatan, terdiri dari: 
a. Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan 
b. Seksi Keperawatan Khusus 

e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari: 
a. Seksi Penunjang Medis; dan 
b. Seksi Penunjang Nonmedis 
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(2) Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(4) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
membawahi Subbagian.  

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.   

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membawahi 
Subbidang. 

(8) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 

 
Paragraf 1 

Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah 
 

Pasal 125 
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang pelayanan kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;  
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang kesehatan; 
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan 
meliputi pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas 
penunjang medis, keperawatan dan manajemen Rumah 
Sakit Umum Daerah; 

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Rumah Sakit Umum 
Daerah Umum Daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan dan lima 

tahunan Rumah Sakit Umum Daerah; 
b. menyusun Renstra melalui koordinasi dengan Kepala 

Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;  
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan 

dengan meminta laporan lisan maupun tertulis untuk 
disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan; 

d. mengadakan koordinasi intern maupun ekstern dengan unit 
kerja terkait melalui pertemuan maupun rapat guna tercapai 
keterpaduan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 

e. menetapkan kebijaksanaan teknis upaya pelayanan 
kesehatan yang bersifat promotif (peningkatan kesehatan), 
kuratif (penyembuhan), pemulihan (rehabilitatif) dan 
pencegahan (preventif), serta pelaksanaan sistem rujukan 
yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 
berkesinambungan berdasarkan petunjuk teknis yang 
berlaku; 

f. menetapkan kebijaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja Rumah Sakit Umum Daerah; 

g. menetapkan keputusan terhadap permohonan keringanan 
biaya pasien tidak mampu yang masuk berdasarkan 
pertimbangan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang kurang 
mampu; 

h. menetapkan kebijaksanaan terhadap kebutuhan peralatan 
dan perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah; 

i. menetapkan kebijaksanaan standar dan prosedur tetap 
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah; 
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j. menetapkan kebijaksanaan pengembangan/pendidikan 
latihan pegawai sesuai dengan kebutuhan guna 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta memacu 
prestasi kerja; 

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan; 
l. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

n. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 2 

Bagian Tata Usaha 
 

Pasal 126 
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 

merencanakan,mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengawasi, dan mengembangkan urusan keuangan, urusan 
umum kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, 
kepegawaian, kehumasan, hukum dan pemasaran, evaluasi 
program, pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan, 
penelitian, pembinaan pada bawahan dan pelayanan teknis 
administratif.   

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dalam urusan keuangan, 

umum, kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, 
kepegawaian, kehumasan, hukum dan pemasaran serta 
memberikan pelayanan administratif; 

b. perencanaan urusan keuangan, urusan umum, kearsipan, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, 
hukum dan pemasaran serta memberikan pelayanan 
administratif; 

c. pengkoordinasian bidang-bidang dan urusan keuangan, 
urusan umum, kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, 
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kepegawaian, kehumasan, hukum dan pemasaran serta 
memberikan pelayanan administratif; 

d. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan keuangan, 
urusan umum, kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, 
kepegawaian, kehumasan, hukum dan pemasaran serta 
memberikan pelayanan administratif; 

e. penyusunan prosedur kerja, keSekretariatan, urusan umum, 
kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
kehumasan, hukum dan pemasaran; 

f. pengawasan, pengendalian dan monitoring urusan umum, 
kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
kehumasan, hukum dan pemasaran serta memberikan 
pelayanan administratif; 

g. evaluasi dan pelaporan urusan umum, kearsipan, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, 
hukum dan pemasaran serta memberikan pelayanan 
administratif; 

h. pengembangan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, 
ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, hukum dan 
pemasaran serta memberikan pelayanan administratif; 

i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. merumuskan rencana kerja Bagian Tata Usaha berdasarkan 

data dan ketentuan untuk penyusunan program kerja; 
b. menyusun program kerja Bagian Tata Usaha sesuai 

ketentuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis 

(Renstra), Renja, PK, RKA dan DPA; 
d. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan program kerja dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e. melakukaan koordinasi secara internal mapun eksternal 
dengan instansi lainya dalam rangka pelaksanaan tugas; 
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f. mengatur dan mendistribusikan kebutuhan barang medis 
maupun nonmedis dilingkungan Rumah Sakit Umum 
Daerah Umum Daerah; 

g. menyelenggarakan tertib administrasi dibidang 
umum,kepegawaian,dan keuangan; 

h. menyusun,menyiapkan dan menghimpun prodek-prodek 
hukum untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. meningkatkan pelayanan informasi dibidang kehumasan 
dan pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah; 

j. menyiapkan konsep naskah kerja sama dan perjanjian 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan 
instansi lain; 

k. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian 
dalam penyusun perencanaan/program Rumah Sakit Umum 
Daerah Umum Daerah; 

l. mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah; 

m. melaksanakan koordinasi dan administrsai kegiatan 
Pendidikan dan pelatihan dan penelitian serta menyusun 
rencana pengembangan SDM dan pelayanan Rumah Sakit 
Umum Daerah Umum Daerah; 

n. menyusun standar dan prosedur pelayanan administrasi 
dan manajemen; 

o. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
dan pencapain standar mutu pelayanan Rumah Sakit Umum 
Daerah Umum Daerah; 

p. meneliti usulan kebutuhan belanja Rumah Sakit Umum 
Daerah Umum Daerah; 

q. meneliti laporan penerimaan pendapatan Rumah Sakit 
Umum Daerah Umum Daerah; 

r. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kerja tahunan 
dan lima tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Umum 
Daerah; 

p. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  
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r. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja  bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 127 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a. Subbagian Umum; 
b. Subbagian Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

 
Pasal 128 

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 
huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
dan melaksanakan kegiatan keSekretariatan umum,  
ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, evaluasi 
program, pengendalian mutu, penelitian, mengadakan 
pembinaan pada bawahan serta menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun dan menyiapkan konsep program kerja tahunan, 

dan evaluasi program Subbidang Umum; 
b. merencanakan kebutuhan rumah tangga Rumah Sakit 

Umum Daerah; 
c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk atasan, disposisi 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. membuat konsep naskah dinas dan meneliti surat-surat 

masuk; 
e. menyusun dan meneliti draf  Surat Keputusan  Kepala 

Rumah Sakit Umum Daerah; 
f. menyiapkan, koordinasi penyusunan program, 

pengumpulan data kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum 
Daerah sebagai perumusan kebijaksanaan perencanaan 
jangka pendek,  jangka menengah dan jangka panjang 
Rumah Sakit Umum Daerah; 

g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program 
kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah di Subbagian Umum; 
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h. menyiapkan bahan monitoring dan data pencapaian standar 
mutu pelayanan; 

i. menyiapkan konsep laporan kegiatan/pelaksanaan program 
kerja tahunan Rumah Sakit Umum Daerah kepada atasan; 

j. merencanakan pembelian kebutuhan peralatan nonmedis 
dan membelanjakan sesuai rencana; 

k. menyiapkan konsep penyusunan standar, prosedur kerja, 
pembinaan staf dan pelayanan dibidang administrasi sesuai 
dengan tugas pokok Subbagian Umum; 

l. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugas; 
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis; 
n. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

o. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 129 

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
127 huruf b, mempunyai tugas pokok. menyiapkan bahan 
rencana, dan melaksanakan kegiatan kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan, hukum, humas dan pemasaran, mengelola 
perpustakaan, membina pegawai serta menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang 

kepegawaian; 
b. menyusun bezeting formasi dan rencana kebutuhan tenaga; 
c. menyusun peta jabatan, PUK dan mekanisme laporan; 
d. menyiapkan bahan dan merencanakan materi kepegawaian; 
e. mengusulkan kenaikan pangkat, berkala, pengangkatan 

calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, cuti, 
pensiun; 

f. menyiapkan rekomendasi izin belajar; 
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g. memberikan saran dan pertimbangan kepada tim penilai 
angka kredit jabatan fungsional; 

h. menyiapkan data untuk menyusun rencana kebutuhan 
program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian 
dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah; 

i. mengkoordinasikan dan mengadministrasikan data 
kebutuhan pengmbangan SDM berdasarkan usulan dari 
unit-unit pelayanan; 

j. menyiapkan bahan dan peralatan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah; 

k. melakukan penelitian dan analisis terhadap data SDM dan 
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai bahan 
rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah; 

l. membantu melakukan bimbingan, monitoring, dan evaluasi 
dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan intern 
Rumah Sakit Umum Daerah; 

m. menyusun kebijakan teknis, operasional, pembinaan 
pengembangan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan; 

n. menyusun prosedur/kebijakan teknis dan pengembangan 
Subbagian Kepegawaian; 

o. membagi tugas bawahan sesuai bidang untuk kelancaran 
tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis; 

q. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

r. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas 

 
Pasal 130 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 
huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana 
dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evalusi, pemeriksaan 
dan atau penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran 
keuangan, perbendaharaan dan mobilisasi dana, anggaran 
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pendapatan dan belanja, otorisasi, perhitungan anggaran, 
menggali sumber-sumber pendapatan baru, membina pegawai 
serta menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja Subbidang keuangan sesuai 

dengan ketentuan atau pedoman kerja; 
b. menyusun dan mengkoordinasikan kebutuhan belanja 

Rumah Sakit Umum Daerah baik belanja pegawai, belanja 
barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan 
belanja lain-lain; 

c. mengendalikan pengeluaran belanja Rumah Sakit Umum 
Daerah; 

d. mengawasi dan membina Bendahara Pengeluaran, dan 
penerimaan pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja 
Tidak langsung (Gaji), dan Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Belanja Langsung, dan pembantu Bendahara 
penerimaan rawat jalan dan rawat inap; 

e. membuat Surat Permintaan Pengesahan (SP2); 
f. melayani pemeriksaan baik pemeriksaan intern maupun 

ekstern dan menyajikan data-data untuk memperlancar 
pemeriksaan; 

g. meneliti pembukuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja 
Tidak Langsung (Gaji), dan Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Belanja Langsung; 

h. menyusun target penerimaan tiap tahun, dibuat sesuai 
dengan data perkembangan penerimaan Rumah Sakit 
Umum Daerah berdasarkan volume kegiatan dan tarif yang 
berlaku; 

i. menyusun perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 
Rumah Sakit Umum Daerah setelah tutup tahun anggaran 
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan/realisasi 
tahun anggaran yang sudah berjalan; 

j. melakukan pencatatan kegiatan akuntansi keuangan sesuai 
kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah; 
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k. meneliti setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan 
melaui buku kas, buku bank berdasarkan bukti-bukti yang 
ada (kuitansi penerimaan dan kuitansi pengeluaran); 

l. membuat dan menyajikan Laporan Keuangan, meliputi 
neraca, laporan keuangan, cash flow dan laporan keuangan 
lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

m. menyiapkan bukti-bukti pembukuan dengan baik; 
n. meneliti laporan penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit 

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
dilaporkan kepada atasan; 

o. membukukan dan membuat laporan bulanan pelaksanaan 
program jamkesmas; 

p. mengklasifikasikan data keuangan pasien rawat jalan/inap 
sesuai dengan kegiatan pelayanan yang ada untuk 
dibukukan per komponen, melaporkan pelaksanaan tugas 
bidang akuntansi dan verifikasi; 

q. mengumpulkan data potensi sumber-sumber pendapatan, 
mencermati, mempelajari untuk dilaporkan pada atasan; 

r. membuat tagihan piutang pasien baik ke fihak ke tiga 
maupun pasien; 

s. menyusun RBA, Pra RKA/RKA/RKAP berdasarkan jenis 
pembiayaan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja 
lain-lain; 

t. membuat DPA/DPPA untuk disahkan Walikota; 
u. membuat konsep kebijakan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan administrasi keuangan; 
v. mencatat pembukuan uang muka pasien; 
w. menyiapkan konsep penyusunan standar, prosedur kerja, 

pembinaan staf dan pelayanan dibidang keuangan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

x. membagi tugas bawahan sesuai dengan ruang lingkup 
tugas Subbagian Keuangan; 

y. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 
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Paragraf 3 
Bidang Pelayanan Medik 

 
Pasal 131 

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok 
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengawasi dan mengembangkan pelayanan medik rawat inap 
dan rawat  jalan serta medik khusus, membina pegawai serta 
menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dalam kegiatan pelayanan 

medik rawat inap dan rawat jalan serta medik khusus; 
b. perencanaan kegiatan pelayanan medik rawat inap dan 

rawat jalan serta medik khusus; 
c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik rawat inap dan 

rawat jalan serta medik khusus; 
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan medik rawat 

inap dan rawat jalan serta medik khusus; 
e. penyusunan prosedur kerja kegiatan  pelayanan medik 

rawat inap dan rawat jalan serta medik khusus; 
f. pengawasan,pengendalian dan monitoring  kegiatan 

pelayanan medik rawat inap dan rawat jalan serta medik 
khusus; 

g. evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik rawat 
inap dan rawat jalan serta medik khusus; 

h. pengembangan kegiatan pelayanan medik rawat inap dan 
rawat jalan serta medik khusus; 

i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Bidang Pelayanan 

Medik; 
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b. menyusun rencana kebutuhan peralatan medis dan 
nonmedis dalam rangka meningkatkan mutu dan kelancaran 
pelayanan; 

c. meningkatkan mutu manajemen pelayanan medis dirawat 
jalan, rawat inap dan pelayanan medis khusus; 

d. menyusun dan menghimpun produk-produk hukum berupa 
standar dan prosedur kerja pelayanan medis untuk 
kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas; 

e. melakukan kerjasama dengan institusi kesehatan lain; 
f. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan serta 

penelitian dibidang Pelayanan medis dalam rangka 
meningkatkan mutu SDM dan pelayanan; 

g. menyelenggarakan rapat koordinasi secara internal maupun 
eksternal dengan instansi lain dalam rangka kelancaran 
pelaksnaan tugas; 

h. melaksanakan audit medis; 
i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan 

medis; 
j. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugas; 
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis; 
l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas 

 
Pasal 132 

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari: 
a. Seksi Medik Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan 
b. Seksi Medik Khusus. 

 
Pasal 133 

(1) Seksi Medik Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan 
pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan, menyusun standar 
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pelayanan dan prosedur pelayanan serta melaksanakan 
kegiatan administrasi dan pencatatan rekam medis pelayanan 
Rawat Inap dan Rawat Jalan, mengadakan pembinaan pada 
bawahan serta menyusun laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Medik Rawat Inap dan Rawat Jalan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan medis rawat inap 

dan rawat jalan; 
b. menyusun standar pelayanan medik rawat inap dan rawat 

jalan serta kegiatan administrasinya; 
c. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan; 
d. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring 

kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan; 
e. mengupayakan pengembangan pelayanan dan 

pengetahuan, ketrampilan bawahan; 
f. menyelenggarakan rapat serta melakukan koordinasi secara 

internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;   

g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas 

 
Pasal 134 

(1) Seksi Medik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 
huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana,melaksanakan kegiatan pelayanan medis khusus yang 
meliputi pelyanan gawat darurat, ICU/ICCU, bedah sentral, 
sterilisasi, pemulasaran jenazah dan kegawatan lain, menyusun 
standar pelayanan dan prosedur pelayanan serta 
melaksanakan kegiatan adminsitrasi dan pencatatan rekam 
medis pelayanan khusus, mengadakan pembinaan pada 
bawahan serta menyusun laporan.    
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Medik Khusus mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan medis rawat 

khusus; 
b. menyusun standar pelayanan medik rawat khusus serta 

kegiatan administrasinya;  
c. melaksanakan pelayanan medik rawat khusus; 
d. melakukan pengawasan,pengendalian dan monitoring 

kegiatan pelayanan medik khusus; 
e. mengupayakan pengembangan pelayanan dan 

pengetahuan ,ketrampilan bawahan; 
f. menyelenggarakan rapat serta melakukan koordinasi secara 

internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;   

g. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Bidang Keperawatan 
 

Pasal 135 
(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan,  

mengkoordinasikan,  mengawasi, dan mengembangkan 
kegiatan keperawatan rawat inap dan rawat jalan serta rawat 
khusus. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dalam kegiatan keperawatan 

rawat inap,rawat jalan dan rawat khusus; 
b. perencanaan kegiatan keperawatan rawat inap, rawat jalan 

dan rawat khusus; 
c. pengkoordinasian kegiatan keperawatan rawat inap dan 

rawat jalan serta medik khusus; 
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d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan keperawatan 
rawat inap dan rawat jalan serta medik khusus; 

e. penyusunan prosedur kerja kegiatan kegiatan keperawatan 
rawat inap dan rawat jalan serta medik khusus; 

f. pengawasan,pengendalian dan monitoring  kegiatan  
keperawatan rawat inap dan rawat jalan serta medik 
khusus; 

g. evaluasi dan pelaporan kegiatan keperawatan rawat inap 
dan rawat jalan serta medik khusus; 

h. pengembangan kegiatan keperawatan rawat inap dan rawat 
jalan serta medik khusus; 

i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Keperawatan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Bidang Keperawatan  

secara terkoordinasi sesuai dengan pedoman peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. mendistribusikan tugas, memberikan arahan dan petunjuk 
pelaksanaan tugas bawahan, berdasarkan program kerja 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. memimpin rapat, memberi pengarahan dan petunjuk kepada 
bawahan sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas bawahan; 

d. menyelenggarakan rapat/pertemuan serta melakukan 
koordinasi secara internal maupun eksternal dengan 
instansi lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

e. mengkoordinasikan dan menghimpun data perencanaan 
kebutuhan unit/instalasi dalam ruang lingkup bidang 
keperawatan sebagai bahan usulan anggaran; 

f. mengatur dan mendistribusikan kebutuhan barang medis 
maupun nonmedis dilingkungan kerjanya; 

g. menyelenggarakan tertib administrasi dan teknis dibidang 
Keperawatan; 
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h. mengatur sistem pelayanan asuhan keperawatan dalam 
rangka meningkatkan mutu manajemen dan teknis 
pelayanan  keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mengatur sistem pemberdayaan SDM keperawatan dalam 
rangka kelancaran dan tertib pelayanan; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pelayanan keperawatan; 

k. membuat usulan pendidikan dan latihan baik internal 
maupun eksternal serta penelitian dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM serta 
pengembangan pelayanan sesuai perkembangan Iptek 
dibidang keperawatan; 

l. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 
program  pengendalian mutu pelayanan keperawatan; 

m. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
kegiatan administrasi dan dokumentasi pelayanan 
keperawatan; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim 
kesehatan lain dalam rangka kelancaran dan tertib 
pelayanan keperawatan; 

o. menyusun standar dan prosedur kerja dibidang pelayanan 
keperawatan; 

p.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
dan pencapaian standar mutu pelayanan keperawatan; 

q. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyelesaikan 
masalah-masalah yang timbul dalam pelayanan 
keperawatan; 

r. mengevaluasi dan menilai kinerja staf; 
s. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kerja tahunan 

dan bidang kepada atasan; dan 
t. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diperintahkan 

atasan. 
 
 

Pasal 136 
Bidang Keperawatan terdiri dari: 
a. Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan 
b. Seksi Keperawatan Khusus. 
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Pasal 137 
(1) Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan  
pelayanan perawatan  rawat inap dan jalan, pemulangan dan 
rujukan pasien, melakukan bimbingan dan pengawasan mutu 
dan asuhan keperawatan, menyusun standar pelayanan dan 
prosedur pelayanan serta melaksanakan kegiatan adminsitrasi 
dan pencatatan rekam medis pelayanan rawat jalan dan rawat 
inap.     

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan 
Rawat Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan keperawatan 

Rawat Inap dan Rawat Jalan; 
b. menyusun standar pelayanan medik rawat inap  dan rawat 

jalan serta kegiatan administrasinya;  
c. melaksanakan pelayanan  keperawatan rawat inap dan 

rawat jalan; 
d. melaksanakan kegiatan  pelayanan pemulangan dan 

rujukan pasien; 
e. melaksanakan pencatatan rekam medis pelayanan rawat 

jalan dan rawat inap;     
f. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring 

kegiatan keperawatan rawat inap dan rawat jalan; 
g. mengupayakan pengembangan pelayanan dan 

pengetahuan, ketrampilan bawahan; 
h. menyelenggarakan rapat serta melakukan koordinasi secara 

internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;   

i. melakukan bimbingan dan pengawasan mutu dan asuhan 
keperawatan; 

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 138 

(1) Seksi Keperawatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan  pelayanan perawatan  
khusus, pemulangan dan rujukan pasien, melakukan bimbingan 
dan pengawasan mutu dan asuhan keperawatan, menyusun 
standar pelayanan dan prosedur pelayanan serta 
melaksanakan kegiatan administrasi dan pencatatan rekam 
medis pelayanan perawatan khusus.     

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat (1), Kepala Seksi Keperawatan Khusus 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan Seksi Keperawatan 

Khusus; 
b. menyusun standar pelayanan Seksi Keperawatan Khusus; 
c. melaksanakan pelayanan Seksi Keperawatan Khusus; 
d. melaksanakan kegiatan  pelayanan pemulangan dan 

rujukan pasien; 
e. melaksanakan pencatatan rekam medis pelayanan 

keperawatan khusus;     
f. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring 

kegiatan keperawatan khusus; 
g. mengupayakan pengembangan pelayanan dan 

pengetahuan, ketrampilan bawahan; 
h. menyelenggarakan rapat serta melakukan koordinasi secara 

internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;   

i. melakukan bimbingan dan pengawasan mutu dan asuhan 
keperawatan; 

j. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Paragraf 5 
Bidang Pelayanan Penunjang 

Pasal 139 
(1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok 

merencanakan,  mengkoordinasikan,  mengawasi dan 
mengembangkan pelaksanaan kegiatan rekam medis dan 
sistem informasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah, 
pemeliharaan sarana prasarana serta kesehatan, pengawasan 
dan pengamanan lingkungan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dalam kegiatan penunjang 

medis dan nonmedis; 
b. perencanaan kegiatan penunjang medis dan nonmedis; 
c. pengkoordinasian kegiatan penunjang medis dan nonmedis; 
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan penunjang 

medis dan nonmedis; 
e. penyusunan prosedur kerja kegiatan penunjang medis dan 

nonmedis; 
f. pengawasan, pengendalian dan monitoring  kegiatan  

penunjang medis dan nonmedis; 
g. evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medis dan 

nonmedis; 
h. pengembangan kegiatan penunjang medis dan nonmedis; 
i. pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; 
j. penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja dan kegiatan Bidang Pelayanan 

Penunjang  secara terkoordinasi sesuai dengan pedoman 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. mendistribusikan tugas, memberikan arahan dan petunjuk 
pelaksanaan tugas bawahan, berdasarkan program kerja 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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c. memimpin rapat, memberi pengarahan dan petunjuk kepada 
bawahan sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas bawahan; 

d. menyelenggarakan rapat/pertemuan serta melakukan 
koordinasi secara internal maupun eksternal dengan 
instansi lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

e. mengkoordinasikan dan menghimpun data perencanaan 
kebutuhan unit/instalasi sebagai bahan usulan anggaran; 

f. mengatur dan mendistribusikan kebutuhan barang medis 
maupun nonmedis; 

g. menyelenggarakan tertib administrasi dan teknis dibidang 
Pelayanan Penunjang, medis dan nonmedis;   

h. mengatur sistem pemeliharaan fasilitas dan peralatan 
Rumah Sakit Umum Daerah; 

i. meneliti dan menandatangani persetujuan permohonan 
perbaikan fasilitas gedung dan peralatan kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah; 

j. menyelenggarakan kegiatan pengadaan bahan dan 
komponen perbaikan peralatan medis, penunjang medis 
dan nonmedis sesuai kebutuhan dan kemampuan 
anggaran; 

k. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fisik gedung dan 
peralatan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah; 

l. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan 
perbaikan fisik gedung dan peralatan yang dilakukan oleh 
bawahan maupun pihak ketiga; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pelayanan penunjang medis dan nonmedis; 

n. membuat usulan program dan kebijakan strategis Rumah 
Sakit Umum Daerah baik jangka pendek, menengah dan 
jangka panjang dibidang penunjang medis dam nonmedis; 

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
dalam melaksanakan program kerja bidang; 

p. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan 
pelaksanaan   pengendalian mutu pelayanan penunjang 
medis dan nonmedis; 
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q. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal serta 
penelitian dalam rangka pengembangan SDM; 

r. menyelenggarakan kegiatan administrasi pengelolaan 
Rekam Medis; 

s.  menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan,keamanan dan ketertiban 
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; 

t.  menyusun standar dan prosedur pelayanan administrasi 
dan manajemen dibidang pelayanan penunjang medis; 

u.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
dan pencapaian standar mutu pelayanan penunjang; 

v. meneliti usulan kebutuhan belanja pemeliharaan Rumah 
Sakit Umum Daerah; 

w. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

x. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

y. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 140 

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari: 
a. Seksi Penunjang Medis; dan 
b. Seksi Penunjang Nonmedis. 

 
Pasal 141 

(1) Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
140 huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan  pelayanan penunjang 
medis yang meliputi: pelayanan radiologi, farmasi, laboratorium, 
rehabilitasi medis dan gizi, menyusun standar pelayanan dan 
prosedur pelayanan serta melaksanakan kegiatan administrasi 
dan pencatatan rekam medis pelayanan penunjang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan pelayanan 
penunjang medis; 

b. menyusun standar pelayanan dan prosedur pelayanan;  
c. mempelajari daftar kebutuhan peralatan medis baru maupun 

yang rusak berdasarkan laporan yang masuk untuk disusun 
kebutuhannya sesuai anggaran yang tersedia; 

d. menyusun konsep kebutuhan peralatan dan perbaikan 
peralatan medis berdasarkan laporan yang masuk untuk 
disampaikan pada atasan; 

e. mengadakan pemeriksaan secara langsung terhadap 
peralatan medis yang rusak di ruangan agar diketahui 
kebenarannya; 

f. menandatangani rencana kebutuhan perawatan peralatan 
medis untuk disampaikan kepada atasan; 

g. menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada unit 
yang membutuhkan maupun memperbaiki peralatan medis 
apabila berdasarkan peralatan yang tersedia belum dapat 
terpenuhi; 

h. menandatangani draf peralatan medis baru maupun yang 
sudah diperbaiki berdasarkan pengajuan dari bawahan 
sebagai tanda bukti pemenuhan kebutuhan  sesuai 
permintaan; 

i. mengatur sistem penyimpanan kearsipan berdasar 
pedoman yang ada agar tertib administrasi; 

j. melaksanakan pencatatan rekam medis pelayanan 
penunjang;     

k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Pasal 142 

(1) Seksi Penunjang Nonmedis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana dan melaksanakan kegiatan, pemeliharaan sarana dan 
prasarana fisik gedung dan perlengkapannya,  pemeliharaan  
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kendaraan dinas, mobil ambulan dan jenazah serta 
pemeliharaan peralatan elektromedis, kegiatan pelayanan 
rekam medis dan Sistem  Informasi Manajemen Rumah Sakit 
Umum Daerah (SIMRS), menyusun standar pelayanan dan 
prosedur, serta mengelola program software dan hardware 
SIMRS dan mengelola sanitasi kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Nonmedis mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan rencana kerja dan kegiatan penunjang 

nonmedis; 
b. menyusun standar pelayanan dan prosedur pelayanan;  
c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik 

gedung dan pelengkapannya; 
d. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, mobil 

ambulan dan mobil jenazah; 
e. melaksanakan pemeliharaan peralatan elektromedis; 
f. merencanakan kebutuhan alat kesehatan Rumah Sakit 

Umum Daerah berdasarkan rencana  dari masing-masing 
ruangan; 

g. melaksanakan pencatatan rekam medis;  
h. merencanakan kebutuhan hardware SIMRS; 
i. memelihara software SIMRS; 
j. menyerahkan barang-barang (alat kesehatan dan hardware 

SIMRS ke bendahara barang); 
k. melaksanakan pengelolaan sanitasi kesehatan termasuk 

pencucian linen dan kebersihan lingkungan Rumah Sakit 
Umum Daerah; 

l. mengatur ketertiban dan keamanan lingkungan Rumah 
Sakit Umum Daerah; 

m. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan; 

n. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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BAB XI 
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 143 
(1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri 

atas: 
a. Kepala Kantor; 
b. Subbagian Tata Usaha 
c. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian; 
d. Seksi Pelayanan Perizinan Sosial dan Budaya; 
e. Seksi Pelayanan Perizinan Umum; dan 
f. Tim Teknis.  

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai 
dengan bidang tugasnya.   

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Ketua Tim yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

 
Pasal 144 

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
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administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan 
kepastian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program Kantor; 
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan 

perizinan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan  rencana 

strategi (Restra), Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan  
Perizinan Terpadu; 

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan 
perekonomian, sosial budaya, umum; 

c. mengkoordinasikan dan mengarahkan serta mengawasi, 
mengendalikan pengelolaan keuangan, urusan umum,  
kepegawaian dan pembinaan teknis; 

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi  perizinan 
ekonomi sosial budaya, umum secara terpadu dengan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,  
keamanan dan kepastian; 

e. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan atas 
nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang yang 
dilimpahkan oleh Walikota; 

f. mengkoordinasikan Tim Teknis dalam rangka pemeriksaan 
lapangan melalui  seksi terkait; 

g. memberikan informasi kepada perangkat daerah terkait 
secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi izin yang 
diterbitkan; 

h. melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu kepada masyarakat; 
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i. menindaklanjuti pengaduan masyarakat hal-hal yang 
berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dikelola 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 

j. melaksanakan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja 
pelayanan publik;  

k. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses 
pengadaan barang/jasa dilingkup Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

l. memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

m. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan pertimbangan; 

n. melaksanakan tertib administrasi dan pelayanan; 
o. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 

perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

p. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 
Paragraf 2 

Subbagian Tata Usaha 
 

Pasal 145 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 

pelayanan teknis administratif, meliputi pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan Kantor. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menghimpun dan memahami peraturan  perundang-

undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
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b. menyusun prosedur kerja sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

c. mempersiapkan rencana kerja untuk diajukan pada atasan; 
d. mempersiapkan bahan rencana program pembinaan; 
e. melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan 

keuangan, surat  menyurat dan tata laksana  kearsipan 
rumah tangga dan perlengkapan; 

f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pengkajian 
untuk mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis; 

g. menyiapkan bahan koordinasi internal Kantor agar diperoleh 
sinkronisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas Kantor; 

h. melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan 
perizinan pada masyarakat;  

i. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan tahunan 
sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas; 

j. memberikan saran/pertimbangan pada atasan sebagai 
bahan masukan; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar pekerjaaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

l. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 
perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat  agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Seksi-seksi 
 

Pasal 146 
(1) Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan 
koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan bidang 
Perekonomian. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 
Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menghimpun dan memahami peraturan  perundang-

undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 

b. menyusun prosedur kerja seksi sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

c. mempersiapkan, menganalisis dan mengolah dokumen 
lengkap dan bahan pembinaan; 

d. mengkoordinasikan kerjasama Tim Teknis dalam proses 
pembuatan hingga penerbitan izin bidang perekonomian; 

e. melaksanakan evaluasi untuk penyusunan laporan 
pelaksanaan  tugas kegiatan bidang perizinan 
perekonomian; 

f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pengkajian 
untuk mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis; 

g. melaksanakan sosialisasi, informasi tentang pelayanan 
perizinan pada masyarakat; 

h. mengkoordinasikan Tim Teknis dari unsur yang 
mempunyai kewenangan untuk memberikan saran, 
pertimbangan guna memberikan rekomendasi diterima 
atau ditolak  bidang perizinan sosial budaya; 

i. menyiapkan bahan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) hasil peninjauan lapangan serta penandatanganan 
BAP bersama-sama dengan Tim Teknis;  

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

k. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 
perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat  agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
 
 



 599

Pasal 147 
(1) Seksi Pelayanan Perizinan Sosial dan Budaya mempunyai 

tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan 
melaksanakan koordinasi dengan tim  teknis Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Sosial Budaya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sosial dan 
Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menghimpun dan memahami peraturan  perundang-

undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas;  

b. menyusun prosedur kerja Seksi sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan, menganalisis dan mengolah dokumen lengkap 
dan bahan pembinaan; 

d. mengkoordinasikan kerjasama Tim Teknis dalam proses 
pembuatan hingga penerbitan izin bidang sosial budaya; 

e. mengevaluasi penyusunan laporan pelaksanaan  tugas 
kegiatan bidang Perizinan Sosial Budaya; 

f. mengkoordinasikan Tim Teknis dari unsur yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan guna 
memberikan rekomendasi diterima atau ditolak  bidang 
perizinan Sosial Budaya; 

g. melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan 
perizinan pada masyarakat; 

h. menyiapkan bahan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) hasil peninjauan lapangan serta penandatanganan 
BAP bersama-sama dengan Tim Teknis; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

j. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 
perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat  agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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Pasal 148 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Umum mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan 
koordinasi dengan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menghimpun dan memahami peraturan  perundang-

undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 

b. menyusunp prosedur kerja seksi sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

c. mempersiapkan, menganalisis dan mengolah dokumen 
lengkap dan bahan pembinaan; 

d. mengkoordinasikan kerjasama tim tekhnis dalam proses 
pembuatan hingga penerbitan izin bidang Umum; 

e. mengkoordinasikan Tim Teknis dari unsur yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan guna 
memberikan rekomendasi diterima atau ditolak  bidang 
perizinan Umum; 

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar 
pekerjaaan dapat selesai dengan baik dan benar; 

g. melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan 
perizinan pada masyarakat; 

h. menyiapkan bahan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) hasil peninjauan lapangan serta penandatanganan 
BAP bersama-sama dengan Tim Teknis; 

i. melaksanakan evaluasi untuk penyusunan laporan 
pelaksanaan tugas kegiatan bidang perizinan umum; 

j. membina dan mengarahkan bawahan dengan memberikan 
perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi 
surat agar tercipta kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan  yang tertuang dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 
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BAB XII 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 149 

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas: 
a. Kepala Satuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Ketertiban dan Ketentraman; 
d. Seksi Penyuluhan dan Monitoring; dan 
e. Seksi Kesiagaan. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.   

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 
 

Paragraf 1 
Satuan Polisi Pamong Praja 

 
Pasal 150 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang ketertiban dan ketentraman. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan 
fungsi: 

 602 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban dan 
ketentraman;  

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dibidang ketertiban dan ketentraman; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban dan 
ketentraman, penyuluhan dan monitoring, dan kesiagaan; 

d. pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Satuan Polisi 
Pamong Praja; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Renstra dan 

Renja Satuan Polisi Pamong Praja; 
b. merumuskan kebijakan teknis bidang Trantibum dan 

Penegakan Perda, Peraturan Walikota/Keputusan Walikota; 
c. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan 

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian; 
d. mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pelaksana 

program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan 

bidang Kepolisi Pamong Prajaan; 
f. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 
g. melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 
h. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan represif non 

yudisial terhadap warga masyarakat atau Badan hukum 
yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

i. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan 
Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pengawai Negeri Sipil 
(PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

j. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada 
masyarakat dan instansi pemerintahan dibidang 
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ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; 

l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

m. memberikan penilaian  atas pelaksanaan pekerjaan 
bawahan dalam bentuk DP3 sebagai bahan pembinaan 
pegawai; dan 

n. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 2 

Subbagian Tata Usaha 
 

Pasal 151 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 

pelayanan teknis administratif, meliputi pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, umum , perlengkapan , kearsipan, 
ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana 
kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan, pengumpulan 
data, penyusunan program dan laporan kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sesuai 

dengan petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah 
lisan maupun tertulis dan memedomani ketentuan yang ada 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

c. menyiapkan bahan penyusunan naskah peraturan dan  
menghimpun peraturan perundang-undangan sebagai  
bahan masukan pada atasan; 

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran 
dan dokumen pelaksana anggaran; 

e. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Tata 
Usaha; 
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f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi 
yang membutuhkan; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 
h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan tertib administrasi serta pengelolaan 
barang-barang inventaris; 

i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian antara lain 
kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, 
purnatugas dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 
kepegawaian; 

j. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan 
kearsipan dilingkungan; 

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan sebagai 
wujud pertanggungjawaban kinerja; 

l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan Kantor; 

n. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

o. memberikan penilaian  atas pelaksanaan pekerjaan 
bawahan dalam bentuk DP3 sebagai bahan pembinaan 
pegawai; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Seksi-seksi 
 

Pasal 152 
(1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota, penyelenggaraan  ketertiban dan 
ketentraman dan pengkoordinasianya, serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana  kegiatan Seksi  Ketertiban dan 

Ketentraman sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan 
yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

 
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan 
pedoman petunjuk teknis dibidang  ketertiban dan 
ketentraman, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 
dengan ketertiban dan  ketentraman serta penegakan 
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 
Walikota; 

d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur 
lainnya; 

e. melaksanakan, memelihara serta menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban  serta menyelesaikan 
pengaduan masyarakat melalui pembinaan dan upaya 
hukum; 

f. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

g. melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yudisial 
terhadap warga masyarakat atau Badan hukum yang 
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

h. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; 

i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan  kegiatan;   

j. menyajikan data sebagai bahan evaluasi  pelaksanaan 
tugas;  
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k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan 
loyalitas kerja bawahan;  

l. memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan  
bawahan dalam bentuk DP3 sebagai bahan pembinaan 
bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 153 
(1) Seksi Penyuluhan dan Monitoring mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan 
pembinaan, penyuluhan dan monitoring, pengendalian dibidang 
ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan 
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan 
menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Monitoring 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana  kegiatan Seksi Penyuluhan dan 

Monitoring sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang 
berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota; 

c. menyiapkan konsep bahan penyuluhan Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

d. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepada 
masyarakat dan instansi dibidang ketentraman dan 
ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap 
masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Monitoring 
dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta penegakan 
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 
Walikota; 
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g. memberi petunjuk dan dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas bawahan; 

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan masukan; 

i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas;  

j. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
tugas; 

k. memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan 
bawahan dalam bentuk DP3 sebagai bahan pembinaan 
pegawai; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
sesuai bidang tugas.  

 
Pasal 154 

(1) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
rencana kegiatan dan melaksanakan penjagaan, pengawalan, 
patroli pengamanan dan pengendalian operasional rumah 
dinas, kegiatan kedinasan dan tempat umum serta lingkungan 
perkantoran milik Pemerintah Daerah, menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiagaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana  kegiatan Seksi Kesiagaan sesuai 

dengan petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman; 

b. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan 
kebijakan teknis yang berhubungan dengan kesiagaan; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
melaksanakan kegiatan kesiagaan; 

d. melaksanakan pengamanan objek-objek vital dan 
perkantoran serta fasilitas umum milik Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan dan memelihara ketentraman masyarakat 
melalui kegiatan patroli wilayah dan patroli lainnya; 

f. melaksanakan penjagaan/piket rumah dinas Walikota, Wakil 
Walikota, Pimpinan DPRD, perkantoran beserta fasilitasnya 
milik Pemerintah Kota Salatiga; 
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g. melaksanakan tugas pengamanan internal (piket) dan 
eksternal yang bersifat pengamanan dan operasional Seksi 
Kesiagaan; 

h. melaksanakan patroli wilayah (termasuk Kecamatan dan 
Kelurahan), rumah dinas, perkantoran, aset daerah dan 
objek-objek vital, patroli lingkungan masyarakat dan patroli 
pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

i. melaksanakan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas 
operasional lapangan baik dibidang penertiban, 
pengawasan dan pengawalan maupun tugas-tugas lain 
dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota; 

j. memberi petunjuk dan mengevaluasi tugas bawahan; 
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan; 
l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesiagaan; 
m. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 

tugas; 
n. memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan 

bawahan dalam bentuk DP3 sebagai bahan pembinaan 
pegawai; dan 

o. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 155 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 
masing-masing Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, 
dan Kepala Satuan. 

Pasal 156 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: 
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p. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 
25); 

q. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Rumah Sakit 
Umum Daerah Umum Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2005 Nomor 30); 

r. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 90 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Badan 
Perencanaan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2005 Nomor 93); 

s. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 91 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Badan 
Pengawas Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2005 Nomor 94);  

t. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 92 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2005 Nomor 95); 

u. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 93 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Badan 
Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kota 
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 96); 

v. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 94 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Kantor 
Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 
97); 

w. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 95 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Kantor 
Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2005 Nomor 98); 

x. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 96 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 99) 

y. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 97 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural Kantor 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 100) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 157 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 

Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Cap TTD 

 
JOHN MANUEL MANOPPO 

 
Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
Cap  TTD 

 
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 

BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 53  
 

Sesuai dengan aslinya: 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

NUGROHO INDRO P.,SH,M.Hum 
Pembina 

NIP. 500 050 512 
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 54 TAHUN 2008 

 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 54 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN  

KOTA SALATIGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga, perlu 
mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga. 

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat 
berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil 
guna, perlu mengatur mengenai uraian tugas 
pejabat struktural; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas 
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat 
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Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota 
Salatiga. 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan   Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4826); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 
Nomor 8); 
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15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 
Nomor 12). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS 

POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT 
STRUKTURAL PADA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN KOTA SALATIGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 

39. Daerah adalah Kota Salatiga. 
40. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

41. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

42. Walikota adalah Walikota Salatiga.  
43. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan serta 
Lembaga Lain Daerah. 

44. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 
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45. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga. 
46. Camat adalah Kepala Kecamatan. 
47. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga. 
48. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 
49. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya 

disingkat DP3, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. 

 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI  

KECAMATAN 
 

Pasal 2 
(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas: 

m. Camat; 
n. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum; 
2. Subbagian Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

o. Seksi Pemerintahan; 
p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
q. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 
r. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(4) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
membawahi Subbagian. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Kecamatan.   

(6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
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BAB III 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL PADA KECAMATAN 

 
Bagian Kesatu 

Kecamatan 
 

Pasal 3 
(7) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi: 
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah 

di tingkat Kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 
oleh pemerintahan  Kelurahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kecamatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah; 

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
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e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di tingkat Kecamatan; 

g. pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan 
Kelurahan; dan 

h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan Kelurahan. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan perencanaan program kegiatan 

Kecamatan di bidang administrasi ketatausahaan dan 
rumah tangga, pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan secara berkala; 

b. merumuskan kebijakan, pembinaan dan pelayanan 
administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan; 
d. menyelenggarakan fungsi keagrarian/pertanahan sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
e. membuat Laporan Kegiatan Camat bulanan dan membuat 

laporan hasil kegiatan/pertanggungjawaban tahunan 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

f.    mengarahkan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab berjalan sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing; 

g. melaksanakan pembinaan kegiatan administrasi, 
pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, 
ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum secara 
berkala; 

h. memeriksa dan menandatangani keputusan/peraturan 
Camat, DP3 dan surat keluar; 

i. melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum; 

j. menyusun dan merumuskan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah;  
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k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan 
tugas. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat Kecamatan 
 

Paragraf 1 
Sekretariat Kecamatan 

 
Pasal 4 

(7) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu 
Camat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan 
pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada 
seluruh perangkat Kecamatan serta menyajikan data sebagai 
bahan evaluasi. 

(8) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan konsep program kegiatan Kecamatan dalam 

bidang pemerintahan, pembangunan, keamanan dan 
ketertiban serta kesejahteraan sosial masyarakat; 

b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan; 
c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum 

dan perlengkapan; 
d. pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 
e. penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta 

ketatalaksanaan; dan 
f. penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, 

evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi. 
(9) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
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a. membantu menyusun konsep program kegiatan Kecamatan 
dalam bidang pemerintahan, pembangunan, keamanan dan 
ketertiban serta kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
Seksi-Seksi lainnya secara terpadu; 

b. mengkoordinasikan tugas dan wewenang para Kepala 
Seksi agar tidak terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung 
jawab agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan 
fungsinya; 

c. mengelola urusan administrasi keuangan, kepegawaian, 
tata usaha, inventarisasi barang dan data Kecamatan, 
perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 
membantu administrasi pertanahan;   

d. mengkoordinasikan kegiatan Seksi-Seksi dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima 
dan terintegrasi; 

e. mendistribusikan dan menindaklanjuti disposisi surat dari 
Camat kepada masing-masing Kepala Seksi; 

f. menyusun konsep surat-menyurat dan laporan pelaksanaan 
kegiatan sesuai     dengan tata naskah dinas; 

g. menindaklanjuti, memeriksa dan memaraf hasil ketikan 
konsep surat keluar untuk mendapatkan tanda tangan 
Camat; 

h. merekap, menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan  
masing-masing Seksi sebagai bahan laporan Camat 
kepada Pemerintah Daerah secara berkala; 

i. membuat bahan evaluasi, analisis pelaksanaan hasil tugas  
pokok dan fungsi    kegiatan masing-masing Seksi yang 
telah dicapai sebagai masukan kepada     Camat untuk 
bahan laporan kegiatan/pertanggungjawaban tahunan 
kepada Walikota melalui Sekretaris  Daerah; 

j. menilai  prestasi kerja bawahan  yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan;dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
langsung  sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 5 

Sekretariat Kecamatan terdiri dari: 
a. Subbagian Umum; 
b. Subbagian Kepegawaian; dan 
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c. Subbagian Keuangan. 
 

Paragraf 2 
Subbagian Umum 

 
Pasal 6 

(5) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan 
dalam melaksanakan penyusunan program, kegiatan surat 
menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan 
pelaksanaan urusan umum;  

(6) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun konsep bahan rencana program kegiatan 

Subbagian Umum; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi umum meliputi urusan surat masuk maupun 
surat keluar; 

c. melaksanakan urusan administrasi barang-barang 
inventaris kantor meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan 
penghapusan barang-barang inventaris kantor; 

d. melaksanakan urusan kegiatan kehumasan, protokoler, 
perpustakaan, dan kearsipan; 

e. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan rapat, pembinaan, 
penyuluhan; 

f. melaksanakan urusan pembagian dan pengaturan tata 
ruang kerja; 

g. melaksanakan urusan pengadaan kebutuhan alat tulis 
kantor; 

h. menyiapkan pelayanan/pengiriman surat menyurat, 
termasuk tenaga/    kurir/caraka; 

i. memfasilitasi kegiatan rumah tangga dan perlengkapan 
meliputi pendistribusian alat tulis kantor dan konsumsi; 

j. menyiapkan sarana kebersihan lingkungan kantor 
Kecamatan; 

k. mempersiapkan urusan administrasi perjalanan dinas serta 
sarana  transportasi; 
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l. menghimpun laporan dari masing-masing Seksi untuk 
bahan pembuatan laporan berkala dan laporan tahunan;  

m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai prestasi kinerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan  kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 3 

Subbagian Kepegawaian 
 

Pasal 7 
(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 
Kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan 
pelayanan teknis dibidang administrasi kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang 
kepegawaian; 

b. menyusun dan melaksanakan pendataan pegawai dalam 
daftar susunan pegawai (DSP); 

c. mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan 
pangkat bagi pegawai dilingkungan Kecamatan; 

d. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), cuti pegawai dan 
absen pegawai; 

e. melaksanakan pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu 
Istri (Karis) Kartu Suami (Karsu) dan Taspen; 

f. menyusun konsep usulan mutasi dan promosi dalam 
jabatan struktural berdasarkan pertimbangan atasan 
masing-masing dan ketentuan yang ada; 

g. membuat usulan peserta ujian penyesuaian ijazah dan ujian 
dinas; 

h. membuat laporan/rekapitulasi disiplin pegawai setiap bulan; 
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i. mempersiapkan data pegawai yang diperlukan dalam 
kegiatan diklat; 

j. membuat rekapitulasi absen harian pegawai; 
k. membuat laporan perkembangan kondisi pegawai negeri 

sipil secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah; 
l. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan         masukan;  
m. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Paragraf 4 

Subbagian Keuangan 
 

Pasal 8 
(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam 
melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai 

acuan kebutuhan agar diperoleh ketepatan penggunaan 
anggaran; 

b. membuat konsep anggaran pembiayaan Kecamatan 
berdasarkan rencana strategi yang tersedia; 

c. merencanakan anggaran pendapatan Kecamatan yang 
dibutuhkan agar  tidak terjadi dobel anggaran; 

d. mengkoordinasikan dengan Seksi yang ada untuk 
merencanakan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan 
kegiatan yang akan dilaksanakan; 

e. mengkoordinasikan dengan Seksi yang ada agar 
penggunaan anggaran dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu 
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f. membuat konsep laporan pembiayaan pengelolaan 
administrasi Keuangan secara berkala sebagai bahan 
masukan kepada atasan; 

g. membuat konsep laporan pengelolaan pendapatan 
Kecamatan secara Insidentil sebagai bahan masukan 
kepada atasan;  

h. membuat konsep penyesuaian daftar gaji pegawai baik 
dalam kenaikan  gaji berkala maupun kenaikan pangkat 
secara berkala; 

i. mengelola keuangan dan administrasi pertanggungjawaban 
keuangan semua kegiatan; 

j. membuat konsep rencana Dokumen Penetapan Anggaran 
Kecamatan yang telah ditetapkan; 

k. menyusun pembukuan/pengajuan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP), membuat daftar gaji, verifikasi 
dokumen SPJ dan evaluasi penyusunan anggaran;  

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Ketiga 

Seksi Pemerintahan 
 

Pasal 9 
(4) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset 
daerah, memfasilitasi penataan Kelurahan, serta menyajikan 
data sebagai bahan evaluasi  kegiatan. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan dalam bidang 

pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil secara 
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berkala sebagai bahan pelaporan dan perumusan kebijakan 
Camat; 

b. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

c. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Pemerintahan secara berkelanjutan sebagai bahan 
pelaporan dan merumuskan kebijakan Camat; 

d. mengelola, meneliti urusan administrasi 
pertanahan/keagrariaan sebagai bahan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah; 

e. mengelola, meneliti pelayanan masyarakat, urusan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil secara 
berkelanjutan sebagai bahan pelaporan; 

f. mengelola, mengkordinasikan urusan administrasi Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) tingkat Kecamatan secara 
berkala; 

g. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pemerintahan dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. merekap dan membuat tindak lanjut Laporan Monografi 
Kependudukan Kelurahan tiap bulan kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Tata 
Pemerintahan Setda; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pemerintahan triwulanan dan tahunan sebagai bahan 
pelaporan Camat;  

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan yang 
dituangkan dalam DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan 
sesuai bidang tugas. 

Bagian Keempat 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
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Pasal 10 
(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan koordinasi, pembinaan kesatuan polisi pamong 
praja dan perlindungan masyarakat serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi kegiatan. 

(5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan dalam bidang 

Ketentraman dan Ketertiban secara berkala sebagai bahan 
pelaporan dan merumuskan kebijakan Camat; 

b. melaksanakan program dan pembinaan Kesatpolan, urusan 
dalam penyelenggaraan wawasan dan kesatuan bangsa, 
ketentraman ketertiban Kecamatan dan Kelurahan dan 
Hansip fungsi perlindungan masyarakat secara periodik; 

c. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

d. melaksanakan kegiatan monitoring, penyuluhan dan 
pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, 
kewaspadaan/intelijen dengan satuan kerja terkait di tingkat 
Kecamatan dan Kelurahan secara periodik dan melaporkan 
hasilnya kepada Camat; 

e. melaksanakan kegiatan perizinan di bidang ketentraman 
dan ketertiban  serta urusan teknis maupun non teknis 
pemilihan umum/pemilihan kepala daerah; 

f. mengelola dan merekapitulasi data anggota Hansip, jumlah 
pos keamanan lingkungan, tempat ibadah, organisasi 
masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai 
bahan sediaan atasan; 

g. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban secara berkala sebagai bahan 
pelaporan dan tindak lanjut kebijakan Pemerintah; 

h. merekap dan menyusun laporan berkala Seksi Ketentraman 
dan ketertiban Kelurahan sebagai konsep laporan kegiatan 
di bidang ketentraman dan ketertiban sebagai bahan 
laporan ke Pemerintah Daerah;  

 626 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban Umum triwulanan dan tahunan 
sebagai bahan pelaporan kepada Camat; 

j. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Kelima 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
 

Pasal 11 
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan 
koordinasi, pengawasan, pembinaan perekonomian Kelurahan, 
swadaya masyarakat, serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan di bidang 

pembangunan secara berkala sebagai bahan perencanaan 
kebijakan Camat; 

b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam 
rangka penyusunan rencana pembangunan di tingkat 
Kecamatan; 

c. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

d. mengelola dan merekapitulasi data usulan pembangunan di 
tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai bahan proses 
pengajuan penganggaran di tingkat Kota; 

e. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Ekonomi dan Pembangunan; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan 
pembangunan/bantuan langsung masyarakat di Kelurahan 
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secara periodik dan berkesinambungan bersama Tim 
Pemerintah Daerah; 

g. mengelola urusan administrasi pembangunan secara 
berkala sebagai bahan sediaan laporan; 

h. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan 
kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi 
masyarakat termasuk kegiatan produksi dan distribusi serta 
program pelestarian lingkungan, pemeliharaan   fasilitas 
umum di Kecamatan; 

i. mengkordinasikan laporan dan evaluasi hasil kegiatan 
pembangunan dari Kelurahan dan menyusun konsep 
laporan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan secara  
bulanan, triwulanan dan tahunan;  

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi 
dan Pembangunan triwulanan dan tahunan sebagai bahan 
pelaporan kepada Camat; 

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3 
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam 
sesuai bidang tugas. 

Bagian Keenam 
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 

 
Pasal 12 

(1) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan koordinasi, pengawasan, pembinaan 
ketenagakerjaan dan perburuhan, pemberdayaan masyarakat, 
dan penanggulangan masalah sosial pembinaan program 
pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat, 
keluarga berencana, serta menyajikan data sebagai bahan 
evaluasi kegiatan. 
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan Seksi Sosial dan 

Kesejahteraan Rakyat secara berkala sebagai bahan 
pelaporan dan merumuskan  kebijakan Camat; 

b. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

c. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; 

d. mengolah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
sebagai bahan sediaan atasan; 

e. membuat dan mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) 
Raskin PKSP BBM kepada Walikota sebagai dasar 
pengajuan Sub Dolog Wilayah I Semarang secara berkala; 

f. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan 
dengan masalah pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah 
raga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan KB, 
kepramukaan, kebudayaan, kesejahteraan, pelayanan dan 
pembinaan masalah sosial, keagamaan serta 
ketenagakerjaan dalam rangka memberikan kemudahan 
pelayanan kepada masyarakat; 

g. menyusun konsep laporan kegiatan Seksi Sosial dan 
Kesejahteraan Rakyat secara berkala; 

h. menyusun konsep laporan kegiatan dibidang pendidikan 
dan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan;  

i. menghimpun data pelayanan kesehatan masyarakat 
miskin/pemegang Askes JPS; 

j. memantau/mendampingi petugas kesehatan dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan dan KB di tingkat Rukun 
Warga (RW);  

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial dan 
Kesejahteraan Sosial triwulanan dan tahunan sebagai 
bahan pelaporan Camat; 

l. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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m. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan 
sesuai bidang tugas. 

 
BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN 

 
Pasal 13 

1. Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari: 
a. Lurah; 
b. Sekretariat Kelurahan; 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 
f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. 

2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Camat. 

3. Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Lurah. 

4. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Lurah. 

 
BAB V 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL PADA KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Kelurahan 

 
Pasal 14 

(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
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(2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Camat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok  dan tugas lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kelurahan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 
b. pemberdayaan masyarakat; 
c. pelayanan masyarakat; 
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan perencanaan program kegiatan 

Kelurahan di Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi 
Kesejahteraan Rakyat secara berkala; 

b. merumuskan kebijakan, pembinaan dan pelayanan 
administrasi Kelurahan sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

c. mengarahkan tugas bawahan agar tidak terjadi tumpang-
tindih tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan fungsinya; 

d. melaksanakan pembinaan kegiatan administrasi, 
pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, 
ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum secara 
berkala; 

e. membuat laporan kegiatan bulanan Lurah; 
f. melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Fungsional yang 

ada di tingkat Kelurahan dalam rangka pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di 
lapangan; 

g. menerima dan mendisposisi surat masuk kepada unsur 
sekretariat Kelurahan; 

h. memeriksa dan menandatangani keputusan/peraturan 
Lurah,  DP3 dan surat keluar; 
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i. melaksanakan kordinasi dalam pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum; 

j. menyusun dan merumuskan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;  

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota dalam 
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat Kelurahan 
 

Pasal 15 
(1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu 

Lurah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan 
pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada 
seluruh perangkat/aparatur Kelurahan serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretaris Kelurahan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. membantu menyusun konsep program kegiatan Lurah 

dalam bidang pemerintahan, administrasi pelayanan umum, 
pembangunan dan kemasyarakatan dengan Seksi-Seksi 
lainnya secara terpadu; 

b. mengkordinasikan tugas dan wewenang para Kepala Seksi 
agar tidak terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab 
agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan fungsinya; 

c. menginventarisasi barang dan data Kelurahan, 
perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 
membantu administrasi pertanahan; 

d. mengkoordinasikan kegiatan Seksi-Seksi dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima 
dan terintegrasi; 

e. mendistribusikan dan menindaklanjuti disposisi surat dari 
Lurah kepada Kepala Seksi; 
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f. menyusun konsep surat-menyurat dan laporan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan tata naskah dinas; 

g. menindaklanjuti, memeriksa dan memaraf hasil ketikan 
konsep surat keluar untuk mendapatkan tanda tangan 
Lurah; 

h. merekap, menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan 
masing-masing Kepala Seksi dan pencapaian kegiatan 
pelayanan umum sebagai bahan laporan Lurah kepada 
Camat dan Pemerintah Daerah secara berkala dan tahunan 
berjalan;  

i. melaporkan secara berkala triwulanan hasil inventarisasi 
barang kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah; 

j. membuat bahan evaluasi, analisis pelaksanaan hasil 
kegiatan masing-masing Kepala Seksi yang telah dicapai 
sebagai masukan kepada Lurah; 

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh atasan 
sesuai bidang tugas.   

 
Bagian Ketiga 

Seksi Pemerintahan 
 

Pasal 16 
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset 
Daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan di bidang 

pemerintahan, catatan sipil dan kependudukan secara 
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berkala sebagai bahan pelaporan dan merumuskan 
kebijakan Lurah; 

b. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

c. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Pemerintahan secara berkala sebagai bahan pelaporan dan 
merumuskan kebijakan Lurah; 

d. mengelola, meneliti urusan administrasi 
pertanahan/keagrariaan sebagai bahan legalisasi Lurah; 

e. mengelola dan meneliti pelayanan masyarakat, urusan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai bahan 
sediaan bagi atasan;  

f. membuat laporan bulanan monografi kependudukan 
kepada Camat; 

g. mengelola, merekap, mengkordinasikan dan melaporkan 
urusan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
tingkat kelurahan secara berkala kepada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

h. mengkoordinasikan kegiatan Seksi  dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

i. menyusun konsep laporan kegiatan Seksi Pemerintahan 
secara berkala dan berkesinambungan; 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pemerintahan tiap triwulanan dan satu tahunan sebagai 
bahan pelaporan Lurah;  

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Keempat 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
 

Pasal 17 
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
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melaksanakan koordinasi, fasilitasi kegiatan Perlindungan 
Masyarakat serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi 
kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program kegiatan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban secara berkala sebagai bahan pelaporan 
dan merumuskan kebijakan Lurah; 

b. melaksanakan program dan pembinaan keamanan keliling, 
urusan dalam penyelenggaraan wawasan dan kesatuan 
bangsa, ketentraman ketertiban Kelurahan dan Hansip 
fungsi perlindungan masyarakat; 

c. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

d. melaksanakan kegiatan monitoring, penyuluhan, kordinasi 
dan pembinaan penyelanggaraan ketentraman dan 
ketertiban, kewaspadaan/intelijen dengan instansi terkait di 
tingkat Kelurahan; 

e. melaksanakan kegiatan legalisasi perizinan bidang Tramtib 
dan urusan teknis maupun non teknis Pemilu/Pilkada; 

f. mengelola dan merekapitulasi data anggota Hansip, jumlah 
pos Kamling tempat ibadah, ormas/politik di tingkat 
Kelurahan; 

g. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban secara berkala sebagai bahan 
pelaporan dan merumuskan kebijakan Lurah; 

h. merekap dan menyusun laporan berkala Tramtib sebagai 
laporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban ke 
Camat;  

i. membuat Laporan tindak kejadian gangguan yang ada di 
Kelurahan jika terjadi kejahatan kepada Camat; 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban triwulanan dan tahunan 
sebagai bahan pelaporan Lurah; 

k. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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l. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas. 

 
Bagian Kelima 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
 

Pasal 18 
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan 
koordinasi, pengawasan, pembinaan perekonomian Kelurahan, 
swadaya masyarakat, lingkungan hidup, serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun konsep program di bidang pembangunan secara 

berkala sebagai bahan perencanaan kebijakan Lurah; 
b. melaksanakan koordinasi dengan LPMK, RT/RW dalam hal 

penyusunan rencana pembangunan di tingkat kelurahan; 
c. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 

terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 
d. mengelola dan merekapitulasi data usulan pembangunan di 

tingkat RT/RW dan sebagai bahan pengajuan proses 
penganggaran Kecamatan; 

e. membantu melakukan kegiatan pembinaan dalam bidang 
perekonomian, produksi, perkoperasian pada pengusaha 
ekonomi lemah (industri rumahan/home industry) dan 
lingkungan hidup; 

f. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya 
dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; 

g. membantu, menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan-
bahan dalam rangka musyawarah LKK dan musyawarah 
pembangunan; 

h. mengumpulkan, menyusun, mendistribusikan usulan proyek 
atau kegiatan dan bantuan langsung ke Kecamatan; 
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i. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Ekonomi dan Pembangunan; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan 
pembangunan di RT/RW secara berkala; 

k. mengelola urusan administrasi pembangunan secara 
berkala sebagai bahan sediaan laporan atasan; 

l. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan 
kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi 
masyarakat termasuk kegiatan produksi dan distribusi serta 
program pelestarian lingkungan; 

m. menyusun konsep laporan kegiatan bidang ekonomi dan 
pembangunan secara berkala; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi 
dan Pembangunan triwulanan dan tahunan sebagai bahan 
pelaporan Lurah; 

o. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugas . 

 
Bagian Keenam 

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 19 
(1) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan koordinasi, pembinaan pemberdayaan 
masyarakat, penanggulangan masalah sosial,  generasi muda, 
keolahragaan,  peranan wanita, program kesehatan 
masyarakat, keluarga berencana, serta menyajikan data 
sebagai bahan evaluasi kegiatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. menyusun konsep program kegiatan Seksi Sosial dan 
Kesejahteraan Rakyat secara berkala sebagai bahan bahan 
pelaporan dan merumuskan  kebijakan Lurah; 

b. membagi dan mengarahkan tugas bawahan agar tidak 
terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggung jawab; 

c. mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan Seksi 
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; 

d. membantu dalam pembinaan di bidang sosial 
kemasyarakataan, keagamaan, kesehatan, kepemudaan 
dan olahraga serta urusan peranan wanita; 

e. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan  dana 
pembelian Raskin ke tingkat Kecamatan; 

f. membantu mengambil, mengumpulkan, mendistribusikan 
Raskin dan bantuan kepada masyarakat; 

g. mengkoordinasikan segala kegiatan sosial dan 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 

h. monitoring, evaluasi dan pendataan hasil kegiatan sosial 
kemasyarakatan, kesehatan dan Posyandu; 

i. mengolah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai 
bahan pelaporan; 

j. membuat dan mengajukan surat Raskin kepada RT dan 
RW sebagai dasar pengajuan Sub Dolog Wilayah I 
Semarang secara berkala; 

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan 
dengan masalah kesejahteraan, pelayanan bina sosial, 
pelayanan di bidang keagamaan serta ketenagakerjaan 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

l. menyusun konsep laporan kegiatan Seksi Sosial dan 
Kesejahteraan secara berkala; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial dan 
Kesejahteraan Rakyat tiap triwulanan dan satu tahunan 
sebagai bahan pelaporan Lurah; 

n. membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. menilai  prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam 
DP3 sebagai cerminan kinerja bawahan; dan 
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p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan 
oleh atasan sesuai bidang tugas. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 
masing-masing Camat atau Lurah. 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: 

z. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 98 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural 
Kecamatan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2005 Nomor 101); dan 

aa. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 99 Tahun 2005 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Pejabat Struktural 
Kelurahan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2005 Nomor 102) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 
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Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
 

Cap TTD 
 

JOHN MANUEL MANOPPO 
Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
 

Cap  TTD 
 

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 
 

BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 54  
 

Sesuai dengan aslinya: 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

NUGROHO INDRO P.,SH,M.Hum 
Pembina 

NIP. 500 050 512 
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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 5 TAHUN 2009 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 5 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
STAF AHLI WALIKOTA SALATIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Menimbang :  a.  bahwa  dalam rangka menindaklanjuti  

ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, 
perlu mengatur mengenai tugas pokok, 
fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Walikota; 

16. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 
Staf Ahli Walikota Salatiga. 

 
Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan   Daerah-daerah 
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 3041), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1992 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD  Kota Salatiga (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9). 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS 
POKOK,  FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
STAF AHLI WALIKOTA SALATIGA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 
2. Daerah adalah Kota Salatiga. 
3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga. 
6. Staf Ahli Walikota, yang selanjutnya disebut Staf Ahli, adalah 

jabatan struktural eselon II b yang diangkat dari Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang bertugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai 
keahliannya. 

7. Perangkat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut 
perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan 
Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 2 
(2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Walikota serta secara administratif di bawah 
koordinasi Sekretaris Daerah. 

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan ; 
2. Staf Ahli Bidang  Ekonomi dan Pembangunan ; dan 
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3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
manusia. 

 
BAB III 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
 

Bagian Kesatu 
Tugas Pokok  

 
Pasal  3 

Staf Ahli mempunyai tugas pokok mempersiapkan pertimbangan dan 
saran pemecahan masalah sebagai bahan rumusan kebijakan 
Walikota.  

 
 

Bagian Kedua 
Fungsi 

 
Pasal  4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan telaah staf sesuai dengan bidang keahlian; 
b. penyampaian informasi strategis dan aktual sesuai dengan 

bidang keahlian; dan 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan 

bidang keahlian. 
 

Bagian Ketiga 
Uraian Tugas 

 
Paragaf 1 

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan 
 

Pasal  5 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja keahlian di bidang hukum dan 

pemerintahan berdasar Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari disposisi Walikota dalam rangka penyediaan saran 
dan pertimbangan pada Walikota; 

c. mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan 
dengan permasalahan berdasar metode yang sesuai agar 
diperoleh hasil telaah staf yang representatif; 

d. menyusun hasil telaah permasalahan sesuai dengan disposisi 
Walikota maupun inisiatif internal sebagai bentuk saran dan 
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Walikota; 

e. mempelajari peraturan perundang-undangan maupun buku 
referensi lainnya guna memperluas pengetahuan; 

f. menyusun draf kebijakan teknis berdasar hasil konsultasi dengan 
Walikota; 

g. menyusun evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas Walikota; 

 
h. menyelenggarakan forum komunikasi internal Staf Ahli dalam 

bentuk diskusi, seminar maupun rapat yang berkaitan dengan 
bidang hukum dan pemerintahan sebagai telaahan staf; 

i. membuat laporan kegiatan bidang hukum dan pemerintahan 
secara berkala maupun insidentil sebagai bahan masukan 
Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 
 

Paragraf 2 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan   

 
Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja keahlian di bidang Ekonomi dan 

Pembangunan berdasar Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari disposisi Walikota dalam rangka penyediaan saran 
dan pertimbangan pada Walikota; 
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c. mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan 
dengan permasalahan berdasar metode yang sesuai agar 
diperoleh hasil telaah staf yang representatif; 

d. menyusun hasil telaah permasalahan sesuai dengan disposisi 
Walikota maupun inisiatif internal sebagai bentuk saran dan 
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Walikota; 

e. mempelajari peraturan perundang-undangan maupun buku 
referensi lainnya guna memperluas pengetahuan; 

f. menyusun draf kebijakan teknis berdasar hasil konsultasi dengan 
Walikota; 

g. menyusun evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas Walikota. 

h. menyelenggarakan forum komunikasi internal Staf Ahli dalam 
bentuk diskusi, seminar maupun rapat yang berkaitan dengan 
bidang ekonomi dan pembangunan sebagai telaahan staf; 

i. membuat laporan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan 
secara berkala maupun insidentil sebagai bahan masukan 
Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.  
 

Paragraf 3 
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

 
Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja keahlian di bidang Kemasyarakatan 

dan Sumberdaya Manusia berdasar Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari disposisi Walikota dalam rangka penyediaan saran 
dan pertimbangan pada Walikota; 

c. mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan 
dengan permasalahan berdasar metode yang sesuai agar 
diperoleh hasil telaah staf yang representatif; 

d. menyusun hasil telaah permasalahan sesuai dengan disposisi 
Walikota maupun inisiatif internal sebagai bentuk saran dan 
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Walikota; 
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e. mempelajari peraturan perundang-undangan maupun buku 
referensi lainnya guna memperluas pengetahuan; 

f. menyusun draf kebijakan teknis berdasar hasil konsultasi dengan 
Walikota; 

g. menyusun evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas Walikota; 

h. menyelenggarakan forum komunikasi internal Staf Ahli dalam 
bentuk diskusi, seminar maupun rapat yang berkaitan dengan 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai 
telaahan staf;  

i. membuat laporan kegiatan bidang kemasyarakatan dan sumber 
daya manusia secara berkala maupun insidentil sebagai bahan 
masukan Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 
 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Salatiga. 

 
 
Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal   

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Cap TTD 

 
JOHN MANUEL MANOPPO 
 
 

 
 



 649

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
Cap TTD 

 
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 

 
BERITA  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 5  

 
Sesuai dengan aslinya: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 
 

ARDIYANTARA,SH,MH 
Pembina 

NIP. 19660908 199303 1 007   


